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RIWAYAT HIDUP

I Made Dharma Atmaja lahir di Denpasar pada tanggal 7 Juli 1987 berasal dari Desa
Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Menempuh pendidikan TK pada tahun
1992-1993, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar tahun 1993-1999, kemudian pendidikan SMP
ditempuh pada tahun 1999-2002, dilanjutkan dengan pendidikan SMA pada tahun 2002-2005.
Pendidikan S1 ditempuh di Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar
pada tahun 2005-2009, kemudian pendidikan S2 di Pendidikan Matematika Program
Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada tahun 2011-2013. Mulai tahun 2019
menempuh pendidikan S3 IImu Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Matematika Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja. Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Pendidikan
Matematika FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berfokus pada penelitian
etnomatematika serta pengembangan alat peraga dan media pembelajaran. Mengampu Mata
Kuliah Sistem Geometri, IT & Teaching Media, dan Statistika. Pernah menjadi Ketua HMPS
Pendidikan Matematika Periode 2016-2017, Wakil Ketua Umum BEM Universitas
Mahasaraswati Denpasar Periode 2017-2018, Sekretaris Umum BEM Universitas Mahasaraswati
Denpasar Periode 2018-2019, Pimpinan Redaksi Mahawidya Saraswati 2013-2016, Kepala
Laboratorium Microteaching Periode 2013-2016, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
Periode 2017-2021, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKIP Universitas
Mahasaraswati Denpasar Periode 2021-2025. Moto Hidup Penulis yaitu jika untuk kebaikan

lakukanlah dengan berani dan bahagia.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali 81116 Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735
http://pasca.undiksha.ac.id — email : tu@pasca.undiksha.ac.id ; pps.undiksha@yahoo.com

Nomor

Lamp
Hal

Kepada

Yth.
di-

. 220/UN48.14/KM/DPS/2021

: Mohon ljin Penelitian

. Dr. Drs. | Made Wena, M,Si. (MDA Provinsi Bali)

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menunjang data Disertasi mahasiswa semester akhir Program
Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, kami mohon perkenan Bapak/Ibu

untuk bisa menerima mahasiswa kami :

Nama : | Made Dharma Atmaja

NIM : 1939011029

Program Studi : S3 limu Pendidikan

Konsentrasi : Pendidikan Matematika

Judul Proposal : Etnomatematika dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di
Provinsi Bali

Rekomendasi dan Izin Penelitian ini sangat penting bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan

data/informasi yang dibutuhkan pada sekolah/instansi yang Bapak/lbu pimpin.

Atas perhatian, perkenaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

p—

~Denpasar, 14 Desember 2021
e Ditektany,

\Yrzgi0t
“=Prof-Dr. | Gusti Putu Suharta,M.Si.
NIP. 196212151988031002


http://pasca.undiksha.ac.id/
mailto:tu@pasca.undiksha.ac.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali 81116 Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735
http://pasca.undiksha.ac.id — email : tu@pasca.undiksha.ac.id ; pps.undiksha@yahoo.com

Nomor : 220/UN48.14/KM/DPS/2021

Lamp : -
Hal : Mohon ljin Penelitian
Kepada
Yth. : Dekan FKIP Unmas Denpasar
di-
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka menunjang data Disertasi mahasiswa semester akhir Program
Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, kami mohon perkenan Bapak/Ibu

untuk bisa menerima mahasiswa kami :

Nama : | Made Dharma Atmaja

NIM : 1939011029

Program Studi : S3 limu Pendidikan

Konsentrasi : Pendidikan Matematika

Judul Proposal : Etnomatematika dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di
Provinsi Bali

Rekomendasi dan Izin Penelitian ini sangat penting bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan

data/informasi yang dibutuhkan pada sekolah/instansi yang Bapak/lbu pimpin.

Atas perhatian, perkenaan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

p—

~Denpasar, 14 Desember 2021
e Ditektany,

S

\rex79% //
“=Prof-Dr. | Gusti Putu Suharta,M.Si.
NIP. 196212151988031002


http://pasca.undiksha.ac.id/
mailto:tu@pasca.undiksha.ac.id

LAMPIRAN 3

342



BIODATA SINGKAT

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Jabatan Sosial

Dr. Drs. | Made Wena, M.Si.

Badung, 19 Pebruari 1965

Laki-laki

Dosen

1. Wakil Ketua (Patajuh Agung) Majelis
Desa Adat Provinsi Bali

2. Wakil Ketua Parisadha Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten

Badung
Alamat Jalan Darmawangsa 36 Kutuh Kuta Selatan
Badung
Banjar Banjar Pantigiri
Telp 081338709817
e-mail dewena65@gmail.com
NPWP 34.896.652.4-905.000

B. RIWAYAT KELUARGA

Hubungan Nama L/P Pendidikan Pekerjaan
Terakhir
Ayah | Wayan Ribang L |SD Pensiunan
Ibu Ni Ketut Rimen P |- -
Istri Ni Nyoman Suani P | S1 Managemen UTI | Manager SPA Bali
Denpasar International Hotel
Jimbaran
Anak | Putu lka Paramitha P | S2 limu Fisika di Dosen UTI - Denpasar
Putri IPB Bogor
Anak Il Made Adi L |S2 Teknik Dosen STIE Primakara
Paramartha Putra Telekomunikasi di | Denpasar
ITB Bandung

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri Kutuh (tamat 1980)
SMP Dirgayusa Ungasan (tamat 1983)

SMA Kuta Pura Kuta (Tamat 1986)

S1-Prodi. Pendidikan Fisika FKIP Unud Singaraja (sekarang Undiksha) (tamat 1991)
S2-Jurusan Fisika ITB Bandung (tamat 2001)

S3-Prodi. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, (tamat 2014)

RIWAYAT PEKERJAAN
Guru SMA Dirgayusa Ungasan (1991-1995)

Guru SMP Sunariloka Kuta (1991-1993)

Dosen PNS dpk. Universitas Panji Sakti Singaraja (1992-2005)
Dosen PNS dpk. Universitas Mahasaraswati Denpasar (2006 — sekarang)
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E. RIWAYAT AKTIVITAS ORGANISASI UMUM (BEBERAPA DIANTARANYA)
a. Ketua Forum KERIS Badung ( 2005 — sekarang)
b. Wakil Sekretaris DPC Bakti Negara Badung (1991 — 2001)
c. Wakil Ketua DPC Bakti Negara Kabupaten Badung (2001-2020)
d. Wakil Ketua Bidang IV DPD Bakti Negara Bali (2010 — 2016)
e. Pengurus / Koordinator Bidang Prestasi IPSI Badung (1991 — 2016)
f. Pengurus Bidang Prestasi IPSI Bali (2010 — 2015)
g. Ketua Komite SMAN 2 Kuta [ 2010 — sekarang]
h. Anggota Komite Sekolah SMPN 5 Kuta Selatan [ 2015 — sekarang]
i. Wakil Ketua PBMM Kabupaten Badung (2015-2020)
j-  Pendiri Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (2004 —
sekarang)
k. Sekretaris Umum DPC Bakti Negara Kabupaten Badung (2020 — sekarang)

F. ORGANISASI KEMASYARAKATAN ADAT, BUDAYA, DAN AGAMA
a. Ketua Sekaa Teruna Desa Adat Kutuh (1983-1985)

b. Sekretaris (Penyarikan) Banjar Adat Pantigiri (2002 — 2004)

c. Wakil Kepala Desa Adat (Wakil Bendesa Adat) Desa Adat Kutuh (2004 — 2009)

d. Manggala Bhaga Palemahan Prajuru Desa Adat Kutuh (2009-2014)

e. Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama [FKUB] Kec. Kuta Selatan [ 2005 — 2015]

f. Kepala Adat (Bendesa) Desa Adat Kutuh (2014 — 2019)

g. Prajuru Majelis Adat Bali - MUDP Bali, Urusan Padruwen Desa Adat (2014 — 2019)

h. Wakil Ketua Parisada Hindu Darma Kabupaten Badung [PHDI-Badung] [2016 — sekarang]

i. Wakil Ketua (Petajuh Bandesa Agung) Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali (2019 —
sekarang)

G. AKTIVITAS DALAM KEPEMILUAN
a. Anggota Panwaslu Provinsi Bali ( 2003- 2004)
b. Anggota Panwaslu Pilkada Provinsi Bali 2008
c. Anggota Panwaslu Provinsi Bali ( 2008- 2009)
d. Tim Asistensi/Advokasi Panwaslu Kabupaten Jembrana [ 2010 — 2011 ]
e. Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Badung ( 2009-2010)
f. Tim Asistensi/Advokasi Panwaslu Kabupaten Buleleng [ 2011 — 2012 ]
g. Ketua Panwaslu Pilgub Bali 2013 ( 2012 - 2013)
h. Ketua Panwaslu Bali Pemilu 2014 [ 2013 — Pergantian Menjadi Bawaslu Bali]
i. Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Bali [ 2013 — 2014 ]
j- Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali Pemilu 2014
k. Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali [2018] I. Tim
Seleksi KPU Kabupaten Klungkung Bali [2018]

H. PENGHARGAAN

a. Nasional : Pelestari Adat dalam Bidang Ekonomi Adat dari Kementerian  Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia (2018)



Nasional : Nayaka Pariwisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia (2018)

Nasional : Penghargaan Pengelola Kawasan Wisata Berkelanjutan — ISTA 2018 untuk
Kategori Ekonomi Masyarakat

Daerah : Penggerak Desa Adat Inovatif Tahun 2017 Provinsi Bali

NARASUMBER
Narasumber berbagai kegiatan Kepemiluan (2003 s/d sekarang)
Narasumber berbagai Kegiatan Kunjungan Wisata Edukasi Desa Adat Kutuh —
Mengembangan Usaha Desa Berbasis Masyarakat Adat (2017 — Sekarang)
Bappenas Republik Indonesia: Mengembangkan Potensi Pariwisata di Desa Adat Melalui
Inovasi dan Kelembagaan (2018)
Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia: Talk Show CEO Membangun
Desa (2018);

Kanwil Agama Provinsi Bali, Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Pekraman (2017,
2018,2019)
Lainnya dalam kapasitas sebagai Lektor pada Universitas Mahasaraswati Denpasar

KEWIRAUSAHAAN
Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kutuh (2014 — 2019)
Maha Manggala Utama /Direktur Utama BUMDA (Bhaga Utsaha manunggal Desa Adat)
Desa Kutuh dengan 9 unit usaha dan 3 Layanan (2014 — 2019)

Demikian Biodata Ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Denpasar, 08 Pebruari 2021
Hormat Saya,

| Made Wena
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UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80232 \J !m

SBheuds Telp/Fax : (0361) 240985
unmas oenPAsaR  \Website: http://fkip.unmas.ac.id , E-mail: fkip@unmas.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : K.440/A.17.01/FKIP-Unmas/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. | Nyoman Suparsa, M.S.
NIP 119601218 198602 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan

Universitas Mahasaraswati Denpasar
Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:
Nama : | Made Dharma Atmaja
Status : Mahasiswa S3 lImu Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha
Memang benar telah melaksanakan tahap penelitian eksperimen disertasi tentang
Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali.
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

~—=.Denpasar, 17 Mei 2022

\\ Kkan
Nyo Suparsa,MS.



http://fkip.unmas.ac.id/
mailto:fkip@unmas.ac.id

LAMPIRAN 5

344



" REPUBLIKINDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan . EC00202210140, 10 Februari 2022

Pencipta

Nama . 1 Made Dharma Atmaja, S.Pd., M.Pd.; Prof. Dr. I Gusti Putu
Suharta, M.Si. dkk

Alamat . JI. Puputan Baru Gg. A No:12 . Denpasar, BALI, *

Kewarganegaraan . Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama - Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat . JI. Udayana No.1 1, Singaraja. BALL, 81116

Kewarganegaraan :~ Indonesia

Jenis Ciptaan © Poster

Judul Cliptaan : DESAIN PENELITIAN ETNOMATEMATIKA DALAM
PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI
BALI

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 10 Februari 2022, di Singaraja

di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu pelindungan . Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan 000325453

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
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HASIL WAWANCARA
PENELITIAN DISERTASI

ETNOMATEMATIKA
DALAM PERATURAN DAERAH
TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI BALI

N\ Unpigsuab

I MADE DHARMA ATMAJA
Program Studi IImu Pendidikan
NIM. 1939011029

Promotor:
Prof. Dr. | Gusti Putu Suharta, M.Si.
Kopromotor I:
Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D.
Kopromotor I1:
Dr. Gede Suweken, M.Sc.

Narasumber:
Dr. Drs. | Made Wena, M.Si.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN DISERTASI ETNOMATEMATIKA
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI PROVINSI

BALI

Referensi Bahan Wawancara :

Luaran | : Bahan kajian etnomatematika (Deskripsi Perda Nomor 4 Tahun

2019 tentang Desa Adat di Propinsi Bali)

Luaran Il : Draft 1 (Pemetaan Potensi Etnomatematika dalam Perda
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Propinsi Bali)

Narasumber : Majelis Desa Adat (MDA) Propinsi Bali

Waktu Wawancara : Januari 2021
Daftar Pertanyaan
Topik Bab | Pasal 1 Ayat 8 : Desa Adat

No

Penjabaran Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab | Pasal 2 Bagaimana maksud dari
masing-masing asas

pengaturan Desa Adat?

Perlu dipahami asas itu apa.

Asas itu adalah suatu nilai
kebenaran, yang dijadikan sebagai
kebijakan atau tumpuan untuk kita
bisa berpikir dalam penegakan
dan pelaksanaan hukum di
wilayah desa adat tentunya. Yang
pertama, ada asas kawigunan.
Asas kawigunan itu jika
diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia artinya berguna, artinya
di setiap kita melakukan sesuatu
di masyarakat adat diharapkan
semua memberikan manfaat.
Manfaat kepada Desa Adat itu
sendiri dan kemudian kramanya
sendiri. Ada manfaat setiap

tindakan. Kemudian di dalam desa




adat juga ada asas yang disebut
dengan padum pada. Padum pada
itu artinya sama-sama kita dapat
bagian. Jika diterjemahkan ke
bahasa Indonesia artinya keadilan.
Padum pada ini atau keadilan ini
tentu dilandasi juga nanti di dalam
pelaksanaannya antara swadharma
dan swadikara. Hak dan
kewajiban. Bukan padum pada
yang artinya kalo ada sepuluh
berbagi sama lima sama dua.
Bukan seperti itu. Sama itu padum
pada mendapat bagian yang setara
tentu berdasarkan hak dan
kewajiban. Itu asas padum pada.
Artinya sama-sama dapat, sama-
sama mendapatkan. Kemudian
yang berikutnya ada asas yang
disebut asas menyama braya.
Orang Bali sering mengatakan
menyama. Menyama itu
bersahabat dan bersaudara namun
tidak cukup karena perlu juga
mebraya. Menyama dan mebraya.
Kita bersaudara tetapi kita juga
saling membantu, itu asas
kekeluargaan jika diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia.
Kemudian ada gilik saguluk. Kita
punya asas gilik saguluk. Gilik itu

bulat yang artinya kita melangkah




dalam satu kesatuan, sama jalan.
Kauh lan kauh bareng, kangin lan
bareng kangin,. Tetapi kauh yang
sama kauh atau timur sama timur,
tentu sudah didasari oleh perilaku
yang musyawarah tadi. Ini artinya
asas dari kebersamaan, berarti kita
sama-sama. Orang belum tentu
tahu makna sagilik saguluk
padahal itu asas kebersamaan.
Kemudian ada yang disebut
dengan asas paro separo, tetapi
sering masyarakat itu lebih sering
menyebutnya dengan paras paros.
namun yang lebih pas seharusnya
adalah paro separo. Paro separo
itu sama dengan istilah bahasa
bali yaitu pada metenge. Ya
separuh, mungkin logika kita paro
separo. Separo itu kan dapat
bagian paro separo, pada metenge
jika dimaknai yaitu ketika ada
perbedaan pendapat dalam diskusi
maka kita perlu saling mengalah,
saling mengisi. Jadi konteksnya
adalah musyawarah, jika kita
bermusyawarah kita perlu saling
mengalah. Musyawarah yang
paling bagus itu adalah jika
komposisinya sama-sama 50%.
Contohnya jika ada yang mau ke

timur kemudian ada yang mau ke




barat, kemudian kita setelah
berdiskusi sama-sama mengalah.
Itu prinsipnya adalah paro separo.
Musyawarah model Bali itu
adalah paro separo. Sehingga di
Bali, konsep musyawarah
sebenarnya tidak ada win win
solution. Tetapi yang kita kenal
adalah saling mengalah, lose lose
solution. Namun dalam istilah
bahasa inggris sering dikenal win
win solution. Yang ada di Bali itu
adalah konsep solusi saling
mengalah. Itulah yang disebut
dengan musyawarah dengan
konteks paro separo. Kemudian
ada lagi asas kita yaitu asas
salunglung sebaya ataka atau
Saluung sebaya ataka. Tetapi
sering orang mengucapkan
selunglung sebayantaka. Seluung,
luung dadi besik (menjadi satu).
Sebaya artinya bahaya kita jadi
satu. Ataka itu artinya satu
tempat. Sehingga baik kita jadi
satu. Jelek kita jadi satu.
Tempatnya itu adalah di Desa
Adat. Itu konsepnya selunglung
sebaya ataka. Kemudian ada juga
konsep kesetaraan, yang
merupakan konteks asas baru

yang dibangun. Asas baru yang




dibangun asas kesetaraan. Tetapi
dalam konteks Bali sendiri belum
ada itu. Tetapi ini konteks baru
yang dibangun yaitu asas
kesetaraan. Kesetaraan kita selaku
krama. Dulu kita ada berbicara Tri
Wangsa, seakan-akan ada
perbedaan. Sekarang ada asas
kesetaraan kita mulai tumbuhkan.
Ini asas yang kita bangun di
dalam tatanan dunia sekarang.
Meskipun yang dulu itu jika kita
pahami sesungguhnya setara juga
sesuai dengan hak dan kewajiban
kan gtu. Tetapi kadang-kadang
pemahaman pemaknaan kita di
masyarakat yang awam tidak
seperti itu. Misalkan kita tangkil
ke sulinggih, yang memiliki
tatanan perilaku tangkil. Tetapi
sekarang kesetaraan ini yang lebih
ditekankan pada hak dan
kewajiban posisi kita. Jika Kita
kembali berbicara asas sekarang
dikenal adanya Bali mawecara.
Sebelumnya lebih banyak adalah
desa mawecara. Setiap desa adat
mempunyai tatanan tersendiri,
otonom tersendiri. Maka itu
disebut dengan desa mawecara.
Tetapi dalam era seperti saat ini,

kita tidak hanya cukup berbicara




Bali itu sebagai Desa Adat
sebagai suatu komunitas kecil.
Maka perlu dibangun suatu
kekuatan besar kita untuk di Bali,
maka dibangunlah asas baru, yang
tidak lagi hanya berbicara desa
mawecara tetapi Kita berbicara
Bali mawecara. Sehingga punya
kekuatan, karena selama ini desa
adat satu dengan desa adat lain
belum bisa diatur. Maka dibuatlah
konteks Bali mawecara, sehingga
kita bicara dalam konteks Bali
mana yang kita bicarakan dalam
konteks Bali, mana yang kita
bicarakan dalam konteks desa.
Kemudian ada juga istilah sareng-
sareng atau sama-sama semua
berpartisipasi, ada kemandirian,
Kita ingin desa adat itu mandiri,
tetapi mandiri bukan berarti
sendiri. Inilah yang dijadikan
suatu nilai kebenaran yang kita
jadikan tumpuan dari menjalankan
proses di desa adat. Kalimat ini
bukan kalimat baru, tetapi kalimat
ini adalah kalimat yang sering
orang bilang. Bahkan kalimat
yang paling sering orang bilang
itu seperti segilik saguluk, paro
separo, salunglung sabayantaka,

sarpana ya. Ada asas-asas yang




harus dibangun kembali,
diingatkan kembali kepada desa
adat itu sendiri. Dan ini bukan
sesuatu barang baru tetapi sesuatu
yang sudah lumrah ada di
masyarakat tetapi kita ingatkan
bahwa ini kebenaran kita. Banyak
orang bisa mengucapkan, tetapi

tidak paham apa maksudnya.

Apa yang menjadi alasan
ditetapkannya asas dalam
pengaturan desa adat di Bali

tersebut?

Seperti yang tiang sampaikan tadi,
apa yang dijadikan asas ini bukan,
sesuatu yang baru di masyarakat.
Itu sudah ada di masyarakat kita
sudah ada di desa adat Kita,
kembali bahwa, sekarang saja
disebut asas, dulu orang tidak ada
yang bilang atau mengerti asas.
Orang-orang tua kita dulu hanya
bilang “lan je iraga segilik
saguluk”, “lan iraga padum
pada”, tetapi jika orang tua
ditanya apa itu?

Sekarang dalam era
ketatanegaraan orang berbicara
asas. Sehingga dalam konteks kita
sendiri di Bali justru kita bicara
adalah dresta kita. Nah apa yang
menjadi alasan ditetapkan:

1. Asas itu adalah suatu nilai
kebenaran yang harus
dijadikan pijakan. Kita
harus kembali gaungkan
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ini, bahwa apa yang ada di
masyarakat itu adalah
suatu nilai kebenaran yang
luar biasa, yang
merupakan nilai-nilai yang
tumbuh dan berkembang
di Bali. Yang oleh orang
disebut kearifan lokal.
Apa yang ada sudah
berkembang masif di
masyarakat, sudah
dijadikan pijakan oleh
masyarakat, hanya perlu di
angkat kembali. Sehingga
ini menjadi sesuatu nilai
yang benar-benar.
Bagaimana cara
mengangkat. Ini salah
satunya dengan
menuliskan hal-hal itu di
dalam Perda. Karena
secara teori pendidikan,
harus ada juga orang yang
kembali mendorong,
mengingatkan, dan
memaksakan (dalam tanda
petik) itu dipakai. Maka
ini salah satu caranya.
Asas-asas yang selama ini,
kearifan yang selama ini
ada itu kemudian

dituangkan dalam Perda




menjadi asas. Meskipun
itu sesungguhnya sudah
ada jauh sebelum Perda itu
ada. Tetapi mereka tidak
pernah memahami betul
bahwa itu adalah asas
dalam kekinian, dalam
kekinian itu disebut asas.
Itu alasan kenapa
ditetapkan di dalam Perda.
Ini diangkat untuk
mengingatkan kita semua.
Supaya Kita tidak lupa.
Supaya kita tidak hanya
bisa bicara. Tetapi
kearifan lokal inilah yang
sesungguhnya asas dari
penyelenggaraan
pemerintahan desa adat.
Sehingga tidak lagi
menjadi sebutan kearifan
lokal. Itu adalah asas

pemerintahan adat.

Apakah semua desa adat
wajib memenuhi asas

tersebut?

Kembali bahwa, seperti tadi Desa
Adat itu sebagai subjek hukum
atas Perda nomor 4 tahun 20109.
Oleh karena itu secara hukum
negara kita bicara, maka tentu
semua desa adat wajib
menggunakan asas yang ada di
Perda itu, sebagai asas dalam

penyelenggaraan pemerintahan
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desa adat. Kita bilang wajib, dia
wajib untuk menggunakan itu.
Sebab jika tidak wajib, nanti
melawan ini konteks Bali
mawecara menjadi tidak jalan.
Karena dia berada sudah menjadi
sebuah kesatuan hukum, sebuah
kebijakan, sebuah kebenaran
untuk menjalankan ini, dan ini
asalnya dari masyarakat, tidak
barang baru. Karena ini tidak
barang baru, perlu diadopsi dari
apa yang ada di masyarakat, maka
ditetapkan oleh pemerintah,
sebagai sebuah kewajiban, bagi
desa adat untuk memenuhi,
menjalankan asas ini, bukan
semata karena Perda. Namun
karena asas itu juga merupakan
kekayaan kita di Bali, dalam
konteks Bali mawecara harus kita
melakukan itu. Ini mengingatkan
lagi, sehingga wajib untuk

memenuhi asas tersebut.

Apakah semua desa adat
sudah memenuhi asas

tersebut?

Begini sesungguhnya kembali itu
ada asas di masyarakat adat.
Bahkan sesungguhnya asas itu
sudah juga dituangkan oleh Desa
Adat di dalam awig-awig Desa
Adatnya. Meskipun tidak semua
yang tadi dituangkan di dalam

awig-awignya. Sekarang
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pertanyaannya apakah semua desa
adat sudah memenuhi kewajiban
untuk asas itu. Secara prinsip
sesungguhnya secara yuridis, kita
tahu itu diatur Perda. Perda itu
secara historis mesti sudah dapat
dikatakan semua asas tersebut
sudah ada sejak sebelum Perda
dan implementasi riilnya di
lapangan tentu sejalan dengan
perkembangan jaman. Memang
ada beberapa pergeseran,
sehingga berakibat seakan-akan
desa adat itu sekarang tidak
melaksanakan asas itu.
Katakanlah salah satu contoh
berkaitan dengan ngadegang atau
pemilihan prajuru desa. Pemilihan
prajuru desa di semua awig-awig
desa adat itu dituangkan, bahwa
pemilihan atau ngadegan bendesa
prajuru desa adat itu diputus
dalam paruman desa. Nah kalo
diputus dalam Paruman Desa,
tentu pertama kalo orang paruman
desa ini prosesnya adalah proses
musyawarah untuk mufakat. Dan
itu di awig sudah di atur, tetapi
kemudian perkembangan global
mengakibatkan ada para pihak
yang tidak membaca awignya,

tidak mau memahami awignya
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tetapi dia mengikuti
perkembangan global, sehingga
pemilihan prajuru desa adat itu
seperti memilih presiden atau
memilih anggota DPR atau
memilih Bupati dengan cara
nyoblos. Sementara asasnya
adalah kita bicara musyawarah.
Ini tentu pergeseran, apakah
semua sudah memenuhi asas
tersebut, secara yuridis begitu
ditetapkan dia penuhi, tetapi di
dalam pelaksanaannya tentu tidak
semua. Belum semua yang
melaksanakan karena pemahaman
mereka. Misalnya contoh
musyawarah, musyawarah itu
terkadang gampang diucapkan
tetapi bagaimana
implementasinya. Sekarang kita
tekankan yang disebut
musyawarah itu tentu adalah
proses dimana kita saling
mengalah, paro separo tadi. Saling
berdiskusi dan saling mengalah.
Tidak saling bertengkar. Karena
ada orang kadang-kadang
mengatakan, jika dalam rapat satu
saja tidak setuju berarti tidak
mufakat, ya jika disitu prinsipnya
tidak ada yang mengalah kan

tidak sepakat jadinya. Sehingga
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musyawarah mufakat itu adalah
paro separo. Musyawarahnya paro
separo yang ini mengalah yang ini
juga naik sehingga ketemu titik
tengah. Itulah musyawarah,
setelah ketemu titik tengah, inilah
yang disepakati menjadilah
mufakat. Masyarakat sendiri
banyak yang tidak tahu dengan
musyawarah itu apa. Padahal kita
punya konteks paro separo. Itu
yang mengakibatkan kita ada
penyimpangan. Tetapi Kita
sekarang sudah mulai dorong
dengan Perda ini sudah mulai kita
dorong, termasuk jika ada
misalnya keputusan ngadegang
bendesa tadi, jika ada desa adat
yang kemudian melenceng dari
asas yang Kita tetapkan tentu kita
berikan sanksi. Artinya sanksi ini
tentu kaitannya dengan pengakuan
dari Majelis. Contoh tadi kalo kita
berbicara terkait dengan ngadegan
dengan asas kita musyawarah.
Nah kalo mereka tidak
musyawarah kemudian ada yang
komplain berarti asas itu tidak
diterapkan, maka itu kita berhak
memberikan sanksi. Sanksi
kepada mereka, sebab jika tidak

kita berikan sanksi, nanti akan
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seterusnya begitu. Sehingga kita
harapkan asas itu benar-benar bisa
dilakukan dilaksanakan. Maka
sanksi itu perlu kita lakukan.
Termasuk asas-asas yang lain jika
memang dia tidak melakukan atau
tidak berjalan seperti itu, pasti
akan ribut. Misalnya segilik
saguluk, jika asas itu tidak
dijalankan dengan segilik saguluk
kebersamaan ini tidak dijalankan
pasti ribut. Manakala keributan itu
ada, disitulah dia tidak
menjalankan itu. Manakala
menyama braya misalnya, dia
tidak menggunakan asas itu, maka
disitu akan muncul fanatisme
pribadi-pribadi, maka ego pribadi
yang muncul. Sehingga konsep
menyamabraya itu di Bali sangat
jalan. Konsep menyama tetapi jika
dia ada punya kegiatan
keagamaan, ritual apapun, dia
datang kesitu, itu yang namanya
mebraya. Jika menyama pasti
tetap menyama. Jika misalnya
asas menyama mebraya itu tidak
diadakan pasti kemudian akan

muncul istilahnya individual diri.

Apakah ada sanksi bagi desa
adat yang belum memenubhi

asas tersebut?

Sanksi ada tetep. Sanksi misalnya
jika menyama mebraya itu tidak

dijalankan sehingga suatu saat
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Kita punya kegiatan tentu tidak
ada teman yang datang. Itu
merupakan sanksi juga. Sanksi
yang diberikan oleh teman. Setiap

asas seperti itu.

Apakah ada pengelompokan
desa adat yang sudah
memenuhi asas dan yang

belum?

Kita tidak bisa langsung
mengelompokkan Desa mana
yang sudah menjalankan desa
mana yang tidak karena Perda
baru berjalan dua tahun. Proses
sosialisasi dan pemahaman
terhadap Perda memerlukan
waktu. Nanti pada akhirnya kita
akan temukan. Salah satu
contohnya ada masyarakat yang
keberatan dengan apa yang
dilakukan di Desa kemudian
melapor ke Majelis, dari sana kita
akan tahu penyebab pelanggaran
akibat tidak dijalankannya asas-
asas. Seperti laporan terkait
pemilihan prajuru desa yang tidak
dilakukan melalui musyawarah.
Ada juga misalnya permasalahan
adat terkait dengan pembagian
karang ayahan yang tidak
menjalankan asas padum pada,
menyama braya. Jika ada desa
yang bermasalah akan didata
untuk keperluan pemberian sanksi
untuk mengingatkan mereka

supaya tidak mengulangi kembali.
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Jika tidak ada sanksi bisa saja
mereka mengulangi. Contoh
sanksi yang berkaitan dengan
pengadegan (pemilihan) prajuru
SK dan pengukuhannya bisa
ditunda misalnya dua minggu atau
satu sasih. Nantinya akan ada
pengelompokan desa yang sering
kena sanksi, desa yang taat.
Bahkan nanti bisa kita dorong
atau umumkan desa adat yang
sudah taat asas. Suatu yang diatur
perlu ada manfaatnya dan juga
perlu ada kontrol dan evaluasi
terhadap asas tersebut. Ada 1493
desa adat yang belum bisa kita
kelompokkan, namun kita
menganggap itu penting, ketika
nanti ada data masuk akan kita

kelompokkan.

Bab | Pasal 3

Mengapa perlu adanya
pengakuan dan penghormatan
atas kedudukan dan peran
Desa Adat dalam Negara
Kesatuan Republik

Indonesia?

Tidak hanya berbicara di Perda
tetapi dihukum negara yaitu di
konstitusi UUD 1945 sudah
disebutkan bahwa negara itu
wajib memberikan pengakuan dan
penghormatan kepada masyarakat
hukum adat sepanjang masih
hidup dan diatur dalam undang-
undang. Perda ini dikeluarkan
oleh Pemerintah Provinsi Bali
sebagai langkah untuk

menjalankan perintah konstitusi,
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karena sampai sekarang UU
tentang Masyarakat Hukum Adat
belum keluar meskipun RUUnya
sudah 20 tahun. Padahal konstitusi
negara kita mengatur di pasal 18b
dan diperintahkan di konstitusi itu
bahwa negara mengatur dalam
undang-undang. Karena belum
ada undang-undang akhirnya
Gubernur Bali memutuskan
dibuatkan Peraturan Daerah
karena negara belum mengatur,
jadi Kita coba atur dalam
peraturan daerah. Tetapi peraturan
daerah ini tidak mengacu kepada
pasal 18b tetapi mengacu kepada
otonomi daerah. Bahwa daerah
mempunyai kewenangan untuk
mengatur daerahnya. Sehingga
muncullah Perda Nomor Tahun
2019 yang mengatur tentang Desa
Adat di Bali, jadi bukan Perda
tentang Desa Adat. Karena jika
tidak ada kata di Balinya pasti
akan ditolak negara. Di Indonesia,
masyarakat hukum adatnya jauh
lebih dulu ada dari negara
kesatuan republik Indonesia.
NKRI tidak akan pernah ada jika
masyarakat hukum adatnya tidak
mau bersatu melepaskan egonya.

Pada saat Indonesia merdeka
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sesuai dengan lampiran UUD ada
250 kelompok suku adat di
seluruh Indonesia dan Bali adalah
salah satunya. 250 masyarakat
hukum adat inilah yang rela untuk
melepaskan ego adatnya untuk
menjadikan kita NKRI, yang salah
satu masih ada penghormatan
hukum adat yaitu Keraton Jogja
(DIY). Negara ini ada karena
kerelaan daripada masyarakat
adat. Kerelaan inilah yang harus
dibayar dengan memberikan
pengakuan bahwa adat dan suku
itu ada, dan mereka tetap
menghormati tetapi sepanjang
masih hidup. Jika di Bali apa
bukti kita masih hidup? Siapa
yang mengakui bahwa kita masih
hidup? Maka salah satu caranya
adalah diberikannya pengakuan
oleh Perda Nomor 4 Tahun 20109.
Bukan hanya perlu, tetapi negara
memang wajib memberikan
pengakuan, karena negara itu
hadir akibat dari kesediaan
masyarakat adat untuk melepas
egonya untuk sepakat membuat
NKRI. Setelah UUD 1945
diamandemen kemudian hilanglah
lampiran 250 tersebut di atas.

Maka muncullah pasal 18b, yang
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sebelum amandemen pasal
tersebut tidak ada, tetapi di pasal
18 saja. Siapa saja masyarakat
adatnya, ada di lampiran UUD
1945 dan tidak semua orang tahu
ada lampiran UUD 1945, karena
hal tersebut tidak pernah
dijelaskan

Mengapa perlu adanya
kejelasan status dan
kepastian hukum atas Desa
Adat dalam sistem
ketatanegaraan Republik

Indonesia?

Konstitusi UUD 1945 sudah jelas
diatur bahwa negara wajib
mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup, tetapi
diatur di dalam undang-undang.
Tetapi sampaikan sekarang
undang-undangnya belum ada.
Sebenarnya Undang-undang yang
diharapkan memberikan kejelasan
status dan kepastian hukum sesuai
dengan perintah konstitusi, namun
sampal saat ini DPR dan Presiden
belum mengeluarkan Undang-
undang khusus tentang kesatuan
masyarakat hukum adat. Mengapa
kita perlu? Karena kita selaku
masyarakat hukum adat memang
perlu kejelasan status apakah
negara masih mengakui atau tidak
keberadaan masyarakat hukum
adat sejumlah 250 termasuk di
Bali. Inilah yang ingin kita
dapatkan kepastiannya, sehingga
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sebagai sebuah standar nasional,
cara untuk memberikan kepastian
kepada subjek hukum, maka perlu
kejelasan status dan kepastian
hukum agar desa adat dapat
menjadi subjek hukum di dalam
negara hukum. Jika Kita tidak
menjadi subjek hukum dalam
tatanan negara ini, maka Kita tidak
bisa berproses hukum. Supaya
Kita punya legal standing.

Maka sekarang implementasinya,
sebagai contoh yaitu Desa Adat
boleh buka rekening di Bank, dulu
tidak boleh sehingga rekening atas

nama pribadi bendesa adat.

Apa alasan sehingga
pengaturan desa adat dapat
memajukan adat, tradisi,
seni dan budaya, serta
kearifan lokal masyarakat
Desa Adat secara sakala dan

niskala?

Selama ini desa adat sudah
mengalami kemunduran yang luar
biasa karena perkembangan jaman
mengakibatkan desa adat
mengalami pemunduran. Dengan
pengaturan ini kita berharap ada
pemajuan untuk memajukan adat
itu kembali. Maka dibentuklah
Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat. Memang ada tradisi seni
budaya dan kearifan lokal di Bali
yang sangat bervariasi, dalam
pengaturannya yang memang
diatur dalam konsep Catur Dresta
di 1493 Desa Adat yang sulit
dipertahankan jika tidak ada
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pengaturan khusus, karena akan
ada banyak pihak lain yang akan
mempengaruhi. Sehingga
pengaturan ini dapat
mempertahankan eksistensi desa
adat, yaitu secara sekala dan
niskala.

Sekala : senantia bisa kita lihat
dan nikmati

Niskala : berdasarkan semaya
desa tetap bisa dipertahankan. Di
MDA punya motto satu payung
langit desa adat bali. Ini adalah
konteks Bali mawecara dalam
satu payung meskipun yang ada di

bawah payung itu beraneka ragam

Apakah sebelum adanya
pengaturan desa adat belum
ada prakarsa, gerakan, dan
partisipasi Krama Desa Adat
dalam pengembangan potensi
dan Padruwen Desa Adat
untuk kesejahteraan

Bersama?

Sebelumnya pengaturan desa adat
melalui Perda sebelumnya sudah
ada pengaturan desa adat melalui
awig-awig dan peraremnya dalam
hal ini Desa mempunyai tatanan
untuk mengatur dengan konsep
Catur Dresta, Awig-awig, dan
perarem. Oleh pemerintahpun
sudah ada diatur tetapi tidak
dalam konteks yang holistik.
Prakarsa gerakan partisipasi
krama itu ada tetapi tidak banyak
sebelumnya tidak banyak, dan
tidak terorganisir.

Bagi desa adat tertentu yang

SDMnya paham betul tentang
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konstitusi negara maka dia akan
mau bergerak untuk
memprakarsai partisipasi krama
ini untuk pengembangan potensi
desa. Tetapi bagi desa adat
tertentu yang selalu bergantung
pada pemerintah, tidak berani
melakukan atas inisiatif diri

sendiri.

Apa alasan sehingga
pengaturan desa adat dapat
memberdayakan
pemerintahan Desa Adat
yang profesional, efisien,
dan efektif, terbuka, serta

bertanggung jawab?

Selama ini desa adat oleh
sebagian besar orang dianggap
bukan pemerintahan.

Desa Adat sebenarnya berperilaku
pemerintahan. Misalnya kita mau
Pujawali perintah prajuru supaya
datang untuk persiapan upacara
ini kan merupakan suatu
pemerintahan, begitu juga saat ada
pernikahan bendesa sebagai
upasaksi yang semua dasarnya
pemerintah. Maka dalam konteks
saat ini pemerintahan desa adat
belum berdaya.

Sebelum adanya Perda 1493 desa
adat belum berdaya, sehingga
untuk memberdayakan ini perlu
dibuatkan aturan dalam konteks
Bali mewacara.

Sebelumnya Bendesa dianggap
bukan Profesi sehingga tidak
profesional. Sehingga muncul

istilah ngayah. Dengan adanya
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pengaturan seperti sekarang ini
kita harapkan Prajuru desa bisa
dianggap sebagai Profesi yang
bisa bekerja dengan full.

Banyak desa adat yang tidak
punya kantor, sehingga urusan
administrasinya semua di rumah,
sehingga begitu terjadi pergantian
prajuru berkasnya tidak pernah
diserahkan.

Jika tidak diatur, tidak semua mau
profesional. Setiap desa adat perlu
memiliki sekretariat.

Efisien berkaitan dengan anggaran
pemasukan dan pengeluaran
sehingga ada kejelasan.

Terbuka : dulu banyak desa adat
mencari prajuru yang penting
jujur. Tapi perlu diperjelas yang
dimaksud jujur itu yang
bagaimana?

Tanggungjawab: semua prajuru
punya tanggung jawab jelas. Bali
mewacara sangat penting. Namun
hal ini masih bersifat parsial
tergantung respon masing-masing

desa adat s.d.a.

Apakah sebelum adanya
pengaturan desa adat,
kuantitas dan kualitas
pelayanan bagi Krama Desa

Adat tergolong masih rendah?
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Apa alasan sehingga
ketahanan sosial budaya
Krama Desa Adat dapat
mewujudkan Krama Desa
Adat yang mampu
memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian

ketahanan nasional?

Ketahanan nasional sangat
bergantung pada ketahanan sosial
budaya setiap daerah.

Ketahanan sosial budaya desa
adat sangat ditentukan oleh
bagaimana desa adat itu mampu
mempertahankan dan memelihara
sosial budayanya masing-masing
yang sering didengungkan dengan
istilah ajeg Bali maka ajeg juga
nasional. Kita punya asas
menyama braya dan paro separo
yang jika ini hilang di Bali maka
akan berbahaya. Sehingga ajeg
bali dan ketahanan budaya Bali
akan memberikan kontribusi

ketahanan nasional.

Bagaimana kondisi sistem
perekonomian adat sebelum

adanya pengaturan desa adat?

Para leluhur kita yang dulu dalam
hal ini pendiri desa adat sangat
luar biasa dalam mengelola
perekonomian desa adat apalagi
desa adat tua.

Beberapa perekonomian adat
tergerus dengan perekonomian
negara, sehingga perekonomian
adat di Bali menjadi sangat
tertekan.

Masyarakat mulai sadar tentang
perekonomian desa adat sehingga
diharapkan bisa bangkit setelah
adanya pengaturan desa adat.

Perekonomian desa adat dulu
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punya tanah sebagai aset. Di Bali
yang sebenarnya punya banyak
aset tanah itu adalah desa adat.
Ada 5 jenis aset tanah yang
dimiliki oleh desa:
Pelaba pura : adalah tanah
yang disediakan terkait
dengan Pura. Pelaba
berasal dari kata Laba
yang artinya untung,
secara ekonomi di sebelah
Pura ada tanah yang harus
dikelola agar dapat
laba/untung yang nantinya
dipakai untuk kegiatan
ritual. Secara ekonomi
sesungguhnya tidak ada
masyarakat yang keluar
urunan untuk biaya
upacara asal pelaba pura
dikelola.
Ada karang uma desa
Ada karang ayahan
Ada karang cupti prajuru
Ini adalah tatanan bagaimana
mengelola ekonomi di desa adat.
Setelah diatur ini, mulai ada pasar
desa adat, mulai ada minimart
desa adat, mulai ada grosirnya
desa adat karena desa ada aset
tanah yang dimanfaatkan.

Desa adat mempunyai pandangan
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yang berbeda dalam mengelola
aset.

1. Jika belum ada arahan atau
tidak disuruh berarti tidak
boleh

2. Sepanjang tidak dilarang
dan belum diatur, berarti
boleh diatur.

Apakah ada sistem yang
berbeda antara perekonomian
adat dan perekonomian

nasional?

Sistem ekonomi adat di Bali
bersifat komunitas.

Sistem ekonomi negara bersifat
personal.

Sistem ekonomi desa adat maka
sumber dana ekonomi desa adat
dari kas desa, dalam hal ini
pemodalannya berasal dari
penyisihan dana yang dimiliki
desa, bukan oleh personal.
Orientasi Perekonomian Desa
Adat di Bali kaitannya dengan
Panca Yadnya dan kemudian ada
disebut dengan Panca Kerta atau
mencapai kesejahteraan yaitu
Kerta Raga, Kerta Keluarga,
Kerta Desa, Kerta Negara, dan
Kerta Bhuana.

Sehingga melalui pesikian desa
adat, desa adat didorong untuk
membuat BUMDA yang sumber
anggarannya berasal dari kas desa.
Yang nantinya pada tingkat atas

akan ada sistem perekonomian
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desa adat Bali. Semua desa adat
punya BUMDA yang tercatat di
MDA termasuk pengurusnya,
sehingga mudah dilakukan
pembinaan yang nanti arahnya
adalah perekonomian adat

komunitas.

Bagaimana peran Krama
Desa Adat sebagai subyek

pembangunan?

Sebelum Perda, MDA
berkeinginan agar krama desa
adat sebagai subyek
pembangunan, namun sekarang
ini krama menjadi obyek.

Kita ingin desa adat menjadi
subyek pembangunan.

Krama desa adat mulai
membangkitkan kelembagaan
desa adat. Misalnya bagi anak-
anak muda di tingkat Provinsi kita
bentuk pesikian Yowana untuk
membangkitkan peran anak muda
sebagai subyek pembangunan.
Anak muda MDA mulai kreatif,
tidak menunggu dan memberikan

kontribusi pembangunan.

7 Januari 2022

Mengapa Parahyangan,
Pawongan, dan Palemahan
menjadi bagian dari fungsi
penyelenggaraan dalam

pengaturan Desa Adat?

Tri Hita Karana merupakan
sebuah filsafat desa adat di Bali.
Kita lihat arti dari Tri Hita Karana
yaitu Tri artinya Tiga, Hita artinya
kebahagiaan, dan Karana artinya

penyebab. Jadi Tri Hita Karana itu
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Tiga Penyebab untuk mencapai
kebahagiaan. Penyebab
kebahagiaan yang pertama yaitu
keseimbangan kita dengan
Pencipta, keseimbangan kita
dengan lingkungan, dan
keseimbangan hubungan kita
dengan sesama. Karena dia
merupakan filosofi dan filsafat
sehingga tidak bisa
diimplementasikan langsung.
Kehidupan sebagai filsafat,
digunakan sebagai bagian dari
fungsi penyelenggaraan.
Pengaturan itu tujuannya adalah
mengatur krama untuk
mewujudkan ketertiban dan
kedamaian yang arahnya menuju

kebahagiaan sekala dan niskala.

Mengapa sistem dan
pelaksanaan hukum adat
menjadi bagian dari fungsi
penyelenggaraan dalam

pengaturan Desa Adat?

Apakah hukum adat ini di

setiap desa adat berbeda?

Penyelenggaraan pengaturan desa
adat, sesungguhnya untuk
mengatur krama dalam rangka
mewujudkan ketertiban,
keamanan, dan kedamaian menuju
kebahagiaan sekala dan niskala.
Kebahagiaan ini landasan
filosofinya Tri Hita Karana.
Untuk mengatur ini semua
diperlukan sistem hukum adat,
berjalan sejajar antara hukum
nasional, dan tidak perlu

dipertentangkan.
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Bali mawecara

Sama seperti hukum nasional, kita
perlu memahami hierarki hukum
adat : Hukum tertinggi yaitu Awig2
Desa Adat, Di bawah awig-awig
desa adat, ada yang disebut dengan
Perarem Desa. Perarem ada tiga

jenis, yaitu:

Perarem Penyahcah :
perarem yang dibuat
karena perintah awig-awig
(pelaksana awig-awig),
Perarem Pengele : perarem
yang dibuat desa adat
karena situasi dan kondisi
yang terjadi tetapi tidak
diperintahkan oleh awig-
awig, contohnya perarem
tentang penanganan
narkoba

Perarem penepas wicara:
perarem yang terbit untuk
menyelesaikan
permasalahan

Di bawah perarem ada
disebut dengan keputusan
prajuru.

Di bawah keputusan
prajuru ada juga disebut

dengan pasuara.

Itu merupakan hierarki dari
hukum adat.

Desa Adat berdiri sendiri,
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sehingga awig-awig dan
perarem desa adat satu dengan
desa adat lain belum tentu
sama, karena diserahkan
kepada masing-masing desa
adat untuk mengatur. Namun
yang paling prinsip adalah
awig-awig tidak boleh
bertolak belakang dengan
hukum negara.
Jika kita ingin memahami
hukum adat, perlu kita ketahui
dulu ada yang disebut dengan
Catur Dresta atau empat
kebiasaan/empat aturan dasar,
yaitu:
Purwa Dresta/Aturan
Wet/Kuna Dresta (aturan
yang berlaku di Bali).
Purwa itu asal yang
dimaksud asal itu adalah
Bali. Jadi Purwa Dresta itu
adalah aturan yang berlaku
di Bali. Inilah kemudian
yang menjadi Bali
Mawecara. Tetapi
sebagian masyarakat kita
yang masih keliru
memahami Purwa Dresta
dianggap sebagai dresta
yang ada di desanya.

Contoh riilnya adalah hari
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raya Nyepi, ini adalah
konteksnya Bali
Mawecara.

Loka Dresta adalah aturan
yang berlaku di beberapa
wilayah desa adat yang
berdekatan. Bisa saja
berdekatan dalam satu
kabupaten atau berbeda
kabupaten. Contoh riilnya
yaitu yang di Buleleng dan
Bali Selatan dalam hal
pembuatan canang yang di
Buleleng tanpa ceper,
sedangkan di Bali Selatan
dengan ceper lengkap.
Desa Dresta adalah aturan
yang ada di desa masing-
masing. Sehingga antar
desa aturannya tidak sama.
Sastra dresta adalah
kebiasaan yang tertulis,
namun ini ada kerancuan,
yang ditulis itu yang mana.
Loka dresta dan desa
dresta bisa menjadi Sastra

Dresta.

Sebelum Perda No.4 Tahun 2019

ini ada, banyak yang lalai dengan

istilah Bali Mawecara, karena

kuna dresta itu dianggap sebagai

dresta di Desanya. Padahal yang
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dimaksud Kuna Dresta adalah
Dresta Bali.

Bagaimana peran lembaga
Sabha Desa Adat dan Kerta
Desa Adat dalam
menjalankan fungsi

pengaturan Desa Adat?

Di dalam sistem pemerintahan
Desa Adat, ada 4 kamar
pemerintahan desa adat:

1. prajuru desa adat
(induknya),

2. sabha desa adat (kumpulan
orang bijak yang ada di
desa) tapi ada yang keliru
menafsirkan saba ini
seperti DPR, sehingga
keliru implementasi. sabha
di angkat oleh bendesa.
Sabha ini sebenarnya
seperti dewan
pertimbangan

3. Kerta desa adat berkaitan
dengan keadilan dan
kedamaian, membantu
prajuru desa dalam rangka
menegakkan keadilan. Jika
ada permasalahan, kerta
desa membantu untuk
melakukan koreksi atau
pemeriksaan dalam rangka
menyelesaikan masalah di
desa. Tapi keputusannya
tetap berada pada Paruman
Desa. Jika diibaratkan
kerta desa ini seperti

Jaksa.
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4. Prajuru Banjar atau ada
juga Prajuru Dadia,
tergantung sistem
pemerintahan desa adat
tersebut

Dari 4 kamar tersebut kita tidak
mengenal Trias Politica
(Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif).

Bagaimana peran lembaga
pemajuan adat, agama,
tradisi, seni dan budaya,
serta kearifan lokal
masyarakat Desa Adat dalam
menjalankan fungsi

pengaturan Desa Adat?

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
kepanjangan tangan Gubernur
yang ada hanya di Bali.

Desa adat dalam rangka
membantu prajuru menjalankan
fungsi pengaturan desa adat, bisa
dibantu oleh kelembagaan desa
adat.

Misalnya tentang keamanan maka
dibentuklah lembaga pecalang di
tingkat desa adat, termasuk di
tingkat majelis ada Pesikian
Pecalang Bali, yang kaitannya
dengan generasi muda ada sabha
yowana, di Majelis atau tingkat
Provinsi ada Pesikian Yowana
Bali. Untuk Ibu-ibu di Desa Adat
dibentuklah paiketan krama istri
(sabha pradana). Untuk urusan
keagamaan ada dibentuk paiketan
pemangku, ada peiketan serati.
termasuk juga lembaga pesraman.

Ini adalah lembaga yang dibentuk
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di Desa Adat yang berfungsi
untuk membantu bendesa adat
dalam melakukan implementasi
terhadap program bidang masing-
masing. Bidang agama, bidang

seni budaya, dan kearifan lainnya.

Apakah peran Pasraman
sejauh ini belum maksimal
sebagai lembaga pendidikan
berbasis keagamaan Hindu
untuk pengembangan jati
diri, integritas moral, dan
kualitas masyarakat Bali?
Sehingga perlu adanya

pengaturan desa adat

Pesraman dalam konteks Bali
mawecara sesungguhnya Desa
Adat merupakan sebuah
pesraman, karena di dalam
kehidupan desa adat itu sudah
semua pembelajaran bisa didapat,
asalkan semua komponen di Desa
Adat menjalankan perannya.
Sehingga bendesa adat itu
sebenarnya pimpinan pesraman,
dalam konteks pesraman agung
yang disebut dengan Desa Adat.
Sekarang kita berbicara mengenai
konsep pesraman kekinian,
konteksnya lebih banyak pada
pembelajaran keagamaan. Agama
di Bali tidak bisa dilepaskan
dengan adat, karena satu kesatuan.
Yang namanya adat dan agama itu
yang memberikan nama adalah
orang barat yaitu Yunani.

Adat : a artinya tidak, dat itu datu
Jadi adat adalah sesuatu yang
bersifat tidak material (niskala)
Istiadat : bersifat material (sekala)

Pesraman perannya kelihatan
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tidak maksimal, konteks
pesraman menjadi tidak
maksimal.

Dalam Perda ini mulai
dibangkitkan kembali bahwa
pesraman agung desa adat itu di
atur untuk membangkitkan konsep
pesraman, sebagai lembaga
pendidikan nonformal.

Belum ada yang namanya desa
adat memiliki pesraman yang
baku. Sementara ada cukup
banyak personal yang mengaku
spiritual membuat pesraman yang
konteksnya pribadi dan kelompok.
Bahkan kemudian ada aliran
tertentu membuat pesraman

dengan istilah Ashram.

Bagaimana hubungan antara
pengaturan desa adat dengan
lembaga keamanan Desa
Adat dan lembaga

perekonomian Desa Adat?

Kelembagaan desa adat:
Keamanan : Pecalang salah satu
lembaga adat bertugas membantu
prajuru desa menjaga keamanan
dan ketertiban di masyarakat adat.
Pecalang itu adalah sebuah
kelembagaan adat, anggotanya
disebut angga pecalang. Namun
dalam era kekinian menjaga
keamanan, ketertiban, dan
kenyamanan itu tidak bisa
berbicara dalam konteks spesifik
dengan adat kebiasaan Kita yang

dulu.
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Banyak pecalang yang tidak lagi
menjalankan sesana pecalang
dalam konteks sebenarnya.
Konteks yang benar pakaiannya
hitam dan saput poleng, ada
pucuk rejuna di udeng, dan
membawa keris. Nanti akan
dibentuk Bantuan Keamanan Desa
Adat (Bankamda) tapi bukan

Pecalang

Lembaga Ekonomi : lembaga
yang ditugaskan oleh desa
mengelola potensi ekonomi desa,
yang saat ini sesungguhnya sudah
berjalan untuk pengelolaan
ekonomi, bisnis, dan keuangan
desa adat yaitu LPD. Tetapi LPD
pada saat implementasi terjadi
penyimpangan. LPD ini
dicetuskan oleh Prof. Ida Bagus
Mantra melakukan survey ke
Sumatera Utara.

Banyak sekarang LPD terjerat
hukum, yang merugikan keuangan
negara. Padahal tidak ada LPD
yang mengelola keuangan negara.
Di setiap Desa Adat diharapkan
membentuk lembaga ekonomi
adat dengan nama BUMDA
(Bhaga Utsaha Padruwen Desa

Adat) sebagai sektor riil.
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Ke depan diupayakan terpusat.

Apakah dalam desa adat ada
lembaga lainnya selain

ekonomi dan keamanan?

Yang terkait dengan ekonomi
tidak terkait dengan prajuru desa
adat secara langsung. Bukan
struktur prajuru atau terlepas dari

struktur.

Bagaimana hubungan dan
keterkaitan antara lembaga-

lembaga tersebut?

Secara prinsip semua lembaga
membantu menerjemahkan
program Desa Adat, antara
lembaga saling berhubungan dan
memberikan dukungan satu sama
lain. Misalnya lembaga pecalang,
begitu ada lembaga pemangku
yang melaksanakan kegiatan ritual
yang perlu pengamanan bisa
meminta bantuan Pecalang.

Hubungannya bersifat koordinasi.

Bab Il Pasal 4

Bagaimana posisi Desa Adat
dibandingkan dengan bentuk
kewilayahan lainnya yang ada
di Bali?

Desa Dinas mengenal adanya
wilayah dan batas wilayah,
sedangkan Desa Adat mengenal
adanya wewidangan, yang secara
konsep berbeda. Posisi
kewilayahan antara desa adat dan
dinas itu independen, karena desa
adat mengelola wewidangan
berdasarkan hukum adat,
sedangkan kepala desa mengelola
wilayahnya berdasarkan hukum
negara. Dalam pengelolaan desa
dinas dan adat perlu saling
bersinergi. Antara perangkat Desa

Dinas dan Desa Adat saling
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bersinergi yang bersifat dualitas

kelembagaan bukan dualisme

Bagaimana hubungan antar
kewilayahan tersebut dengan
Desa Adat?

s.d.a

Bab Il Pasal 5

Apa yang dimaksud dengan
Desa Adat berstatus sebagai
subyek hukum dalam
sistem pemerintahan

Provinsi Bali?

Subyek hukum adalah segala
sesuatu yang mendapatkan hak
dan kewajiban dalam hukum itu
sendiri atau mempunyai
kedudukan hukum (legal
standing). Sebelumnya Desa Adat
tidak sebagai subyek hukum yang
mengakibatkan banyak aktivitas
yang tidak bisa diproses secara
hukum negara sebagai
kelembagaan Desa Adat. Contoh :
Jika prajuru melakukan tindakan
atau sesuatu atas nama desa adat,
tapi karena desa adatnya bukan
subyek hukum. Maka desa adat
tidak bisa berperkara dan
diperkarakan tetapi yang bisa
diperkarakan adalah personal
prajuru. Kedudukan hukum ini

berbicara di level Provinsi Bali.

Apakah subyek hukum ini
berkaitan dengan hukum
nasional atau hukum adat

saja?

Subyek hukum dalam tatanan

negara (level Provinsi Bali)

Apa alasan sehingga Desa
Adat menjadi subyek hukum

tersebut?
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Bab V Pasal 21

Apa yang dimaksud dengan

kasukretan Desa Adat?

Kasukretan Desa : kedamaian
desa secara sekala dan niskala.
Terwujudnya kedamaian di desa
adat.

Mengapa Desa Adat perlu
mewujudkan kasukretan
Desa Adat yang meliputi
ketenteraman, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kedamaian
sakala dan

niskala.

Konteksnya berbeda dengan Tri
Hita Karana,
Kasukretan itu berbicara

kedamaian

Jika ketenteraman,
kesejahteraan, kebahagiaan,
dan kedamaian sakala dan
Niskala tidak tercapai
semuanya, apakah kasukretan
Desa Adat dikatakan belum

terwujud?.

Berbicara terwujud atau tidak,
bisa dilihat secara personal
maupun desa adat dalam arti luas.
Dalam proses terwujud atau tidak
dapat dilihat hak dan kewajiban
serta kewenangan desa adat sudah
berjalan atau tidak. Dalam
pelaksanaannya tidak bisa
berjalan sepenuhnya.

Kita tidak berbicara konteks
semuanya, karena cukup berat.
Bisa saja secara sekala damai dan
bahagia secara niskala belum
tentu. Dalam hal ini yang dicapai
adalah berupa tingkat

keterwujudannya.

Bab V Pasal 22

Apa landasan kasukretan

Kedamaian dilandasi filosofi Tri

Desa Adat perlu diwujudkan | Hita Karana.
secara sakala dan niskala
Siapa saja yang wajib s.d.a

melaksanakan tugas dalam
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mewujudkan kasukretan
sakala dan niskala Desa adat
sesuai penjabaran yang
termuat dalam Pasal 22?

Bab V Pasal 23

Mengapa kewenangan Desa
Adat dibagi menjadi dua yaitu
hak asal-usul dan

kewenangan lokal?

Desa adat ada lebih dulu
dibandingkan negara, oleh karena
itu kebiasaan yang dimilik oleh
desa adat sebelum negara ini ada
itulah yang disebut dengan hak
asal-usul. Hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dari
prakarsa desa

Contoh: Desa Adat mempunyai
hal asal-usul membuat awig-awig.
Kewenangan sekala lokal
merupakan kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah daerah
maupun pusat, yang diberikan

setelah Indonesia Merdeka

Bab V Pasal 24

Kewenangan Desa Adat
berdasarkan hak asal usul,
melibatkan siapa saja?

Fokus yang dilibatkan adalah
krama desa adat terutama krama
purwa atau krama wet atau krama
pengarep. Misalnya dalam

pembentukan awig-awig.

Bagaimana implementasi dari
masing-masing penjabaran
Kewenangan Desa Adat

berdasarkan hak asal usul?

Pembentukan desa adat :
keterlibatanya yaitu lembaga desa
adat. Pemutus Awig-awig
dilakukan paruman desa yang
melibatkan krama sesuai hak asal

usul.

Bab V Pasal 25

Kewenangan lokal berskala
Desa Adat berdasarkan hak

Kewenangan lokal berskala Desa
Adat, adalah kewenangan yang
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asal usul melibatkan siapa

saja?

diberikan oleh negara, melibatkan
prajuru desa adat dan
pemerintahan dinas atas prakarsa
masyarakat. Misalnya ada hutan
adat yang merupakan kewenangan

lokal berskala desa.

Bagaimana implementasi dari
masing-masing penjabaran
Kewenangan lokal berskala
Desa Adat ?

UU No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa, hampir 70% hal ini diatur.
Desa dinas tidak mempunyai
kewenangan hak asal usul.

Bisa dilakukan desa adat dan desa
dinas dengan saling bersinergi.
Kewenangan lokal berskala desa
itu adalah pemberian, jadi bisa
dilakukan oleh desa adat dan bisa

dilakukan oleh desa dinas.

10

Bab V Pasal 26

Mengapa dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Pasal 24,
dan Pasal 25 agar
memperhatikan
keseimbangan antara
ketertiban, ketenteraman,
kesejahteraan, kebahagiaan,
dan kedamaian Krama Desa
Adat.

Pemberian kewenangan terhadap
hak asal-usul untuk tujuan
kepentingan dan kesejahteraan
krama desa adat. Jika tidak

seimbang akan ada permasalahan

Jika keseimbangan antara
ketertiban, ketenteraman,
kesejahteraan, kebahagiaan,
dan kedamaian Krama Desa

Adat tidak berjalan sesuai

Konsekuensinya, akan muncul
permasalahan. Jika berbicara hak
asal-usul hanya berskala desa
adat. Kewenangan lokal berskala

desa, maka ini bisa saja masuk ke
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harapan, bagaimana

konsekuensinya?

ranah hukum jika tidak ada

keseimbangan.

11

Bab V Pasal 27

Apakah tugas dan wewenang
Desa Adat yang diatur dalam
Awig-Awig sama untuk

semua Desa Adat di Bali?

Semua Konteksnya Desa
mawecara, tugas dan wewenang
Desa Adat tidak sama antar Desa
Adat. Ke depannya ada hal-hal
yang diatur dalam konteks Bali
Mawecara. Tapi MDA tidak akan
mengintervensi hal-hal yang
bersifat Desa Mawecara.

b. Topik Bab | Pasal 1 Ayat 9 : Banjar Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab VI Pasal 28

Apakah Tata pemerintahan
Desa Adat yang terdiri atas
unsur kelembagaan
pemerintahan Desa Adat dan
lembaga pengambilan
keputusan wajib ada

semuanya di setiap Desa Adat

Apa beda Paruman dan

Pesangkepan Desa Adat?

Unsur kelembagaan wajib ada,
walaupun namanya berbeda,
namun peran, tugas, dan
fungsinya sama.

Misalnya ada desa tertentu
penyebutan Kerta Desa yaitu
disebut dengan Tri Datu Desa.
Kemudian lembaga pengambil
keputusan wajib ada di setiap desa
adat.

Dalam implementasinya terjadi
kurangnya standardisasi, terutama
terkait dengan lembaga pengambil
keputusan. Tergantung jumlah
kramanya. Ada desa adat yang
jumlah kramanya mencapai
10.000 bahkan ada yang sedikit
yaitu hanya 26 orang.

Paruman : akan ada pesertanya itu
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antar lembaga membicarakan hal
strategis. Misalnya prajuru desa,
sabha desa, dan kertha desa
melakukan pertemuan
Pesangkepan : pesertanya satu
kelembagaan, yang dibicarakan
bersifat teknis. Misalnya sesama

prajuru melakukan pertemuan.

Bagaimana hubungan antara
struktur kelembagaan
pemerintahan Desa Adat dan
lembaga pengambilan
keputusan dari sisi komando

maupun koordinasi?

Lembaga pengambilan keputusan
ada di atas prajuru desa adat.
Secara hierarki lembaga
pengambil keputusan berada di
atas dalam hal ini paruman desa.
Prajuru desa tidak boleh
mengambil keputusan yang
bersifat strategis. Namun tetap
satu kesatuan

c. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 13 : Mipil

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

13

Bab | Pasal 1 Ayat

Bagaimana konsep Mipil
(sistem registrasi keanggotaan
Krama) di Desa Adat?

Dulu krama desa itu disebut
krama mipil (krama yang
tercatat), namun realitanya hanya
0,1 % desa adat yang selama ini
melakukan mipil krama.
Sekarang ini konsep mipil
dibangun, yaitu krama desa adat
wajib diregistrasi, untuk
menghindari warga desa yang
medesa adat sebagai krama

ngarep di beberapa tempat.
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Siapa yang bertugas

menangani Mipil?

Tugasnya prajuru desa adat.
Tapi faktanya diserahkan kepada
banjar. Kelian dinas yang
mempunyai catatan sedangkan

kelian adat tidak punya.

Apakah aturan Mipil antara
satu Desa Adat dengan Desa
Adat lainnya sama?

Standarnya Bali Mawecara (ada
konsep kartu yang sama).

Aturan mipil diserahkan secara
desa adat teknisnya. Karena status
krama di setiap desa adat berbeda-
beda. Ada desa adat yang hanya
mengenal status krama pengarep
dan pengele. Ada juga desa adat
yang mengenal status krama
pengarep dan tamiu. Ada juga
desa adat yang membagi krama

menjadi 5 kategori.

Apakah ada hubungan secara
administrasi konsep Mipil
dengan KTP?

Secara administrasi konsep Mipil.
Berbeda dengan KTP dari sisi
pencatuman identitas.

Karena Mipil dikaitkan dengan
konsep status krama ngarep Desa
Adat.

Misalkan

Ada seseorang menjadi Krama
Pengarep di Karangasem

Maka jika dia tinggal di Badung
maka statusnya adalah Krama
Tamiu di Badung

9 Januari 2022

d. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 15 dan 16 : Prajuru Desa Adat
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No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab VI Pasal 29

Apa yang menjadi dasar
penentuan struktur prajuru
desa adat paling sedikit terdiri
dari 4 struktur ini:

a. Bandesa Adat atau sebutan
lain;

b. patajuh Bandesa Adat atau
pangliman atau sebutan lain;
C. panyarikan atau juru tulis
atau sebutan lain; dan

d. patengen atau juru raksa

atau sebutan lain.

Struktur prajuru desa adat yang
secara umum beraneka ragam,
satu desa dengan desa lain pola
kepemimpinan di desanya
berbeda. Ada desa adat terdiri dari
dua orang yaitu bendesa dan
penyarikan.

Ada juga desa yang prajurunya
sangat banyak.

Kenapa kita sekarang mulai
mengatur paling sedikit itu ada 4
prajuru, karena Kita berpikir
sesuai dengan manajemen secara
modern penyeseuaian dengan
kondisi riil yang ada saat ini,
mengingat tugas desa adat mulai
kompleks, maka kita mengatur
termasuk desa ada yang jumlah
prajurunya selama ini jumlahnya
sedikit kita dorong supaya
memenuhi standar minimal.
Bendesa = Pimpinan

Petajuh = Wakil

Penyarikan = Sekretaris
Petangen = Bendahara

Ada sedikit intervensi untuk desa
adat yang jumlah prajurunya
hanya 2 atau 3.

Tidak boleh merangkap, 1 posisi 1
orang. Namun setiap posisi boleh

ada dua orang, misalnya ada
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Petajuh 1 dan Petajuh 2. Selain
struktur minimal tersebut, desa
adat bisa membuat bidang
(bhaga), misalnya bhaga
parhyangan, palemahan, dan
pawongan. Bahkan selain bhaga
juga bisa ditambah pesayahan
(seksi).

Prajuru adat selain empat
yang sudah disebutkan,

apakah ada prajuru lain?

Desa membuat bidang yang
disebut dengan bhaga berdasarkan
konsep tri hita karana.

Pesayahan juga ada yang mirip
dengan seksi atau bagian dari
bhaga.

Ada juga desa adat seperti desa
adat tua, sudah ada ploting prajuru
dengan jumlah tertentu misalnya
jumlahnya 7 orang (saing pitu).
Ada juga desa adat tua yang
jumlah prajurunya sudah dari dulu
dibatasi dengan saing dua likur,
telu likur, saing selae. (saing =
jumlah = teman).

Desa adat anyar pucuk
pimpinannya adalah kelian desa.
Desa adat tua disebut bendesa
Desa adat bali aga sebutannya
bisa beda-beda.

Struktur prajuru desa adat secara
organisasi diambil konsepnya oleh
leluhur kita dari organ tubuh

manusia, misalnya di desa tua ada

47




disebut dengan pengulu (kepala),
di bawahnya ada kubayan kiwa,
kubayan tengen jika diambil dari
badan kita sama dengan kuping,
di bawah kubayan kiwa dan
kubayan tengen ada disebut
dengan kubau kiwa dan kubau
tengen (bahu), di bawahnya ada
singgukan kiwa dan singgukan
tengen (siku), di bawahnya ada
penadah kiwa dan penadah tengen
(tangan). Itulah variasi struktur

prajuru.

Siapa saja yang bisa menjadi

prajuru adat?

Bervariasi di setiap desa adat,
Yang standar adalah yang disebut
dengan krama pengarep atau yang
berstatus sebagai kepala keluarga.
Ada juga yang mensyaratkan
yaitu Krama wet atau krama asli
terutama di Desa Adat tua. Untuk
desa adat anyar ada umumnya
syarat menjadi prajuru adalah
krama pengarep.

Ada syarat umur juga, namun di
setiap desa berbeda.

Ada desa yang menjadi prajuru
karena faktor keturunan. Ada juga
desa adat yang mensyaratkan
prajuru adalah ngeririk (nomor
urut kepangkatan) asal dia berada
di nomor urut satu maka dia

menjadi pemucuk (pimpinan).
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Tetap yang menjadi syarat
pertama adalah krama pengarep.
Syarat lain yang dijadikan dasar
yang lumrah, yaitu tidak cacat
fisik (tan sida angga), karena ini
urusan agama yang lebih banyak,
untuk menghindari adanya ejekan
dari warga yang mengarah pada
cuntaka desa.

Krama ngarep jangkep juga
menjadi syarat (masih punya
suami istri)

Kemudian syarat lainnya yaitu
tahu tentang adat keagamaan
(berdasarkan pengalaman).
MDA sendiri berpandangan
bahwa dalam era sekarang ini
untuk urusan kepemimpinan adat
yang dianggap penting yaitu
disarankan setiap desa adat tidak
cukup hanya syarat pokok tadi
jadi ada syarat lain yang perlu
dipertimbangkan, misalkan
berpendidikan minimal SMA.
Persyaratan lain yaitu umur
menjadi dasar, karena agar prajuru
setidaknya mempunyai
pengalaman seperti di sekaa
teruna teruni, banjar adat, dan
kelembagaan adat. Selain itu tidak
boleh menjadi pimpinan partai

politik dan lain-lain untuk
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mencapai eksistensi desa adat ke

depan menjadi lebih baik.

Apakah prajuru adat harus
fokus dengan jabatannya di
desa adat atau bisa sambil

bekerja?

Ada kecenderungan dengan
bangkitnya desa adat, Orang
berpandangan atau menganggap
prajuru itu sebagai profesi. Desa
adat sekarang eksistensinya
sedang naik daun dan mulai
diperhatikan. Karena adanya
penguatan dan insentif ada
sejumlah orang berpikir menjadi
prajuru adat itu sebagai pekerjaan.
Ada pergeseran paradigma dan
persepsi masyarakat yang
bergeser bahwa prajuru itu
sebagai profesi, sehingga ada
sejumlah desa adat yang
mensyaratkan bendesa tidak boleh
rangkap jabatan, namun hal ini
sebenarnya hanya persepsi
masyarakat sebagai akibat
bangkitnya masyarakat adat itu

sendiri.

Bab VI Pasal 30

Bagaimana pembagian tugas
dan kewajiban dari ke empat
Prajuru Desa Adat secara

umum?

Menurut awig-awig, pimpinan
prajuru adalah bendesa, namun
keputusan yang diambil adalah
keputusan prajuru (kolektif
kolegial) jadi tidak ada keputusan
dari personal seorang bendesa.
Urusan umum berada pada
bendesa. Petajuh itu sebagai wakil

menjalankan tugas sesuai dengan
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perintah bendesa atau bidangnya.
Penyarikan bertugas sebagai
administrasi (sekretaris). Patengen
adalah urusan keuangan. Semua

kontrol tetap berada di bendesa.

Bab VI Pasal 31

Bagaimana posisi
kewenangan Prajuru Desa
Adat dengan kewenangan

Kepala Desa atau Perbekel?

Sesuangguhnya secara
kelembagaaan keduanya itu
berbeda. Kepala Desa dan
Bendesa masing-masing memiliki
otonomi, namun masyarakat dan
wilayahnya berada pada satu
kesatuan. Masing-masing punya
kewenangan, tidak boleh
intervensi. Diharapkan antara
bendesa dan perbekel membangun
dualitas bukan dualisme.
Keduanya saling mengisi dan

menguatkan.

Bab VI Pasal 32

Apakah ada lembaga yang
mengawasi kinerja prajuru

desa adat?

Dari sisi kelembagaan atau
pengawasan, sesungguhnya tidak
ada lembaga yang mengawasi
Kinerja prajuru, karena yang
mengawasi adalah adalah krama
desa adat itu sendiri.

Namun terkadang masyarakat
berpikir Sabha Desa yang
mengawasi Kinerja prajuru.
Padahal Sabha Desa dibuat oleh
Prajuru yang merupakan
kumpulan orang ahli yang
bertugas untuk memberikan

pertimbangan kepada prajuru.
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Bab VI Pasal 33

Sanksi yang dapat diberikan
bagi Prajuru Desa Adat yang
melanggar kewenangannya,

berupa apa saja?

Jika ada prajuru ada melanggar,
kita perhatikan dulu kemana arah
krama keberatan. Krama bisa
menyampaikan kepada lembaga
Kerta Desa. Tetapi kemudian
prajuru bagian dari kerta desa.
Jadi jika ada yang melanggar,
maka prajuru dinonaktifkan dulu
menjadi kerta desa selama
penyelesaian kasus itu, sampai
kemudian kerta desa memberikan
rekomendasi sanksi atas
pelanggaran yang dilakukan.
Sanksi yang diberikan sesuali
dengan awig-awig. Misalkan
sanksi yang terberat kanurayan
(diberhentikan) sebagai prajuru.
Sanksi lainnya diberikan
pamidanda (denda). Ada juga
sanksi melakukan ritual

keagamaan.

e. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 17 dan 18 : Sabha dan Kerta Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab VI Pasal 34

Mengapa Prajuru Desa Adat
perlu didampingi oleh Sabha
Desa Adat dalam
menjalankan tugas

perencanaan pembangunan?

Prajuru Desa Adat perlu
didampingi oleh Sabha Desa Adat
Karena
1. jumlah prajuru ada yang
terbatas jumlahnya
sehingga perlu
didampingi.

2. Kemudian prajuru yang
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ada, bukanlah mempunyai
kemampuan yang luar
biasa untuk segala bidang
atau multidisiplin, oleh
karena itu maka untuk hal-
hal tertentu prajuru perlu

didampingi oleh ahlinya.

Mengapa Prajuru Desa Adat
Perlu didampingi oleh Kerta
Desa Adat dalam
menjalankan tugas
penyelesaian perkara

adat/wicara?

Kerta Desa bertugas untuk
membantu prajuru dalam hal
menyelesaikan perkara, Prajuru
Desa Adat Perlu didampingi oleh
Kerta Desa Adat karena:
1. Prajuru itu jumlahnya
terbatas
2. Prajuru belum tentu
mempunyai kemampuan
ysng multidisiplin.
3. Untuk mengantisipasi jika
ada prajuru yang

bermasalah.

Bab VI Pasal 35

Apakah semua banjar adat
mempunyai utusan wakil
dalam Sabha Desa Adat?

Karena sabha desa itu kumpulan
orang ahli yang memberikan
bantuan pertimbangan kepada
prajuru desa, maka anggota sabha
desa sebaiknya bukan utusan dari
banjar, tapi bisa diusulkan oleh
banjar nanti akan dipilih oleh
Bendesa. Fakta di lapangan
banyak anggota sabha desa yang
mewakil banjar hal ini tentunya

tidak sesuai dengan fungsi sabha
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desa.

Apakah ada syarat khusus
untuk menjadi Sabha Desa
Adat?

Syarat khusus yang dimiliki
Sabha Desa yaitu memiliki
pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan khusus pada bidang

tertentu.

Bab VI Pasal 36

Apakah semua banjar adat
mempunyai utusan wakil

dalam Kerta Desa Adat?

Kerta Desa Adat banyak banjar

yang tidak konsen disini.

Apakah krama yang diutus
oleh Banjar Adat untuk
menjadi Kerta Desa Adat
wajib memiliki pengalaman,
dan keahlian dalam bidang

hukum adat?

Semestinya atau idealnya iya.
Tetapi kembali lagi, keahlian
hukum belum tentu juga bisa
diimplementasikan di Desa Adat.
Saling mengalah menjadi
prioritas.

Yang ditekankan adalah
kemampuan mediasi, karena
penyelesaiannya tidak seperti
persidangan di pengadilan umum.
Dalam implementasinya yang
dijadikan Kerta Desa yaitu banyak

dari mantan-mantan prajuru.

Bab VI Pasal 37

Perkara adat apa saja yang
bisa diselesaikan melalui
Kerta Desa Adat?

Sesungguhnya apapun masalah di
desa adat bisa diselesaikan
melalui Kerta Desa karena
berkaitan dengan konsep
Parhyangan, Palemahan, dan
Pawongan atau berlandaskan Tri
Hita Karana.

Banyak juga kasus yang dibawa
ke pengadilan (padahal bisa
diselesaikan di desa adat).
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Apakah ada kemungkinan
perkara hukum adat berubah
menjadi perkara hukum

perdata atau pidana?

Sesungguhnya dalam tataran
hukum negara ada pidana dan
perdata, sedangkan di hukum adat
tidak ada membedakan antara
keduanya.

Konteksnya adalah ada wicara
adat. Keputusan Kerta Desa bisa
dikategorikan hukum perdata dan
pidana. Misalnya ada krama yang
mencuri, secara hukum nasional
termasuk hukum pidana namun
dalam hukum adat bisa saja itu
dipandang hukum perdata.

Di adat yang bisa disetarakan
dengan pidana adalah kesepekang
Jika dibandingkan dengan hukum
negara sejenis dengan pidana
(dipenjara).

Kesepekang itu filosofinya
dikucilkan bukan diberhentikan

Bab VI Pasal 38

Patias atau olih-olihan yang
diperoleh oleh Prajuru Desa
Adat, Sabha Desa Adat,

dan Kerta Desa Adat

berupa apa saja?

Di setiap awig-awig ada dikatakan
bahwa prajuru berhak untuk
mendapatkan olih-olihan atau
patias atau catu.

Cara setiap desa dalam
memberikan olih-olihan itu
berbeda-beda.

Desa Tua : patias bisa berupa
tanah (prajuru menggarap tanah
desa) selama menjadi prajuru
yang disebut dengan karang bukti

prajuru. Selama menjadi prajuru
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boleh mengelola tanah tersebut
dan hasilnya bisa dimanfaatkan
oleh prajuru.

Desa Adat tertentu memberikan
patias dengan cara luput
(dibebaskan dari kewajiban
urunan).

Desa Adat lainnya memberikan
patias dalam bentuk penghargaan
karena aktivitas tertentu (baik
berupa uang atau barang).
Misalnya pemberian uang hari
raya.

Desa Adat lainnya di saat
sekarang, ada yang diberikan catu
atau insentif langsung.

Desa Adat lainnya ada
memberikan patias berupa
keuntungan dari pengelolaan
Padruwen Desa.

Patias tidak boleh berasal dari
uang krama.

Sabha dan Kerta Desa bisa
diberikan juga sesuai dengan
kecukupannya, tapi belum ada

diberikan secara rutin.

Bab VI Pasal 39

Mengapa di setiap desa adat

perlu ada banjar adat?

Terkait dengan banjar dan desa
ada dua hal yang terjadi di
lapangan
1. Ada kondisi Desa Adat
dibentuk dari gabungan
banjar adat
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2. Ada juga Desa Adat yang
lebih dulu, baru kemudian
banjar adat.

Banjar Adat perlu ada untuk
berbagi tugas dalam hal
pelaksanaan Tri Hita Karana.
Tidak mesti harus ada banjar adat,
tergantung jumlah krama desa.
Ada desa adat yang jumlah
kramanya hanya 30 KK. Jika
krama desa adat banyak baru

diperlukan banjar.

Apakah peran banjar adat
hanya sebatas dalam kegiatan

sosial dan keagaamaan saja?

Peran banjar adalah membantu
peran desa adat dalam
melaksanakan tugas tertentu.
Namun selama ini lebih banyak

terkait dengan sosial.

Bab VI Pasal 40

Apakah susunan dari Prajuru
Banjar Adat sama dengan

Prajuru Desa Adat?

Dalam konteks susunan prajuru
banjar ada standarnya dari desa.
Susunannya tidak harus sama
dengan prajuru desa adat.
Susunan prajuru banjar adat
dikukuhkan oleh desa adat.

Antar banjar bisa berbeda.

Yang lumrah identik dengan desa
adat, yaitu ada kelian, petajuh,

penyarikan, dan petangen.

Apa saja syarat untuk menjadi

Prajuru Banjar Adat?

Krama pengarep di banjar syarat
secara umum atau pokok.
Syarat yang lain secara eksplisit

secara tertulis jarang ada.
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11 Januari 2022
f. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 20 : Pecalang Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab VII Pasal 43
dan 47

Mengapa Pacalang diperlukan
dalam bidang keamanan,
ketentraman, dan ketertiban
masyarakat dalam
Wewidangan Desa Adat?

Pecalang itu adalah sistem
pengamanan tradisional
masyarakat desa adat di Bali yang
sudah ada dari dulu.

Bahkan dari sisi sejarah jauh
sudah ada saat jaman kerajaan.
Pecalang berasal dari kata
Pecelang : orang yang memiliki
kemampuan khusus di dalam
pengamanan kegiatan desa adat.
Sebagai daerah yang otonom, desa
adat harus mempunyai sistem
keamanan.

Pada awalnya diarahkan untuk
keperluan kegiatan Desa Adat
yang berkaitan dengan
parhyangan dan wewidangan desa
adat.

Belakangan pecalang sudah
lempas dari sesana.

Pakaian pecalang: saput dan
udeng poleng, dengan pucuk
rejuna disertai keris. Karena
situasi perkembangan lingkungan
kita tidak bisa menyalahkan
pergeseran sesana pecalang yang
terjadi ini.

Penataan dilakukan dengan

membuat pesikian pecalang Bali
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untuk mengembalikan taksu
kembali yang fokus pada ritual
adat keagamaan. Sedangkan untuk
menjaga kemanan serta ketertiban
masyarakat pada umumnya, nanti
akan dibentuk Bantuan Keamanan
Desa Adat (Bankamda) yang akan

menjadi bagian dari pecalang.

Apakah tugas dan kewajiban
Pecalang sama di semua Desa
Adat?

Pecalang itu adalah sistem
keamanan yang berbasis desa adat
yang diatur oleh prajuru desa
sehingga tugas dan kewajibannya
bisa berbeda tergantung desa adat
masing-masing. Sehingga bisa
berbeda di setiap desa. Namun
dalam konteks kekinian dengan
adanya pesikian pecalang Bali,
dalam konteks Bali mewacara
akan ada kewajiban yang sama
untuk semua desa adat. Kemudian
untuk ruang lingkup desa
mawecara bisa mempunyai tugas
yang berbeda sesuai dengan
kebijakan desa adat masing-

masing.

Apakah Pecalang ada masa
jabatannya seperti Prajuru
Adat?

Karena pecalang bagian dari
kelembagaan desa, pengurus
pecalang tentunya ada masa
jabatannya. Namun fakta di
lapangan, tidak ada pembedaan
pengurus pecalang dengan
pecalang itu sendiri. Pada Bali
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mawecara akan ada registrasi
kartu anggota sehingga punya

Nomor Induk Pecalang.

g. Topik Bab | Pasal 1 Ayat 21 : Yowana Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab VII Pasal 48

Mengapa perlu ada Yowana
Desa Adat?

Perlu kita bedakan dulu antara
Sekaa Truna dan Yowana, karena
keduanya adalah konsep yang
berbeda.

Sekaa Truna : belum menikah
Yowana : orang yang memang
usianya 17 — 40 tahun jika belum
menjadi krama ngarep walaupun
sudah menikah.

Sebagai upaya dalam rangka
regenerasi kepengurusan di Desa
Adat, agar mereka tahu dan
paham tentang desa adat dan siap
untuk mengambil alih saatnya

nanti.

Apa syarat menjadi Yowana
Desa Adat jika dikaitkan

dengan status krama (krama
desa adat, krama tamiu, dan

tamiu)?

Syarat menjadi Yowana 17 — 40
tahun dan bukan krama pengarep.
Tidak menutup kemungkinan
Yowananya bisa kolaborasi

Yowana Krama Tamiu dan Tamiu

Bagaimana hubungan secara
struktural antara Prajuru Adat
dengan Yowana Desa Adat?

Yowana itu adalah lembaga yang
merupakan bagian dari
kelembagaan desa Adat. Yang
ditugaskan oleh prajuru untuk
putusan yang berkaitan dengan

Yowana.
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Struktur:

Tingkat Desa Adat : Sabha
Yowana Desa Adat

MDA (kecamatan, kabupaten,

provinsi) : Pasikian Yowana Bali

h. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 22 : Krama Istri Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab VII Pasal 49

Mengapa perlu ada Krama
Istri Desa Adat?

Di beberapa desa adat, krama istri
dianggap hanya sebagai pengikut.
Padahal banyak mempunyai tugas
dan tanggung jawab.

Istri sebenarnya pemegang
kendali dalam hal penyiapan
generasi. Perlu didorong agar
Krama istri menjadi penggerak di
Desa Adat tidak sebatas bekerja
tetapi juga memiliki pemahaman.
Maka dibentuklah kelembagaan
Peiketan krama istri desa adat (di
Desa Kutuh disebut dengan Sabha
Pradana). Sementara kelian krama
istri desa adat ex officio yaitu istri
bendesa, begitu juga di tingkat
banjar kelian krama istri adalah
istri dari kelian banjar.

Apa syarat menjadi Krama
Istri Desa Adat jika dikaitkan
dengan status krama (krama
desa adat, krama tamiu, dan

tamiu)?

Otomatis ketika suaminya masih
berstatus krama ngarep maka akan
menjadi krama istri desa adat.
Semua istri krama pengarep
lanang adalah krama istri desa

adat.
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Di tingkat Provinsi juga ada

Pesikian Krama Istri Desa Adat.

Karena di Bali kita mengenal
Purusa dan Pradana. Dimana
dalam hal ini Purusa tidak selalu
laki-laki (nyentana), jadi yang
berperan sebagai Purusa adalah
perempuan sehingga istrilah
sebagai krama pengarep di desa
adat. Di Bali saat ini sudah ada
prajuru seorang perempuan yaitu
menjabat sebagai penyarikan,

petengen, dan petajuh.

Bagaimana hubungan secara
struktural antara Prajuru
Adat, Yowana Desa Adat,
dan Krama Istri Desa Adat?

Membantu tugas prajuru desa adat
yang khusus mengelola terkait
dengan krama istri.

Saat ini posisi yang berhak
menjadi Prajuru itu adalah krama
Pengarep yaitu Purusa (laki-laki).
Jika ada yang nyentana pihak
perempuan sebagai purusa, maka
istri adalah krama pengarep.
Yang berposisi sebagai
penyarikan, patengen, petajuh

sudah ada perempuan Desa Adat.

Topik Bab | Pasal 1 Ayat 23 : Sekaa

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab VII Pasal 51

Sekaa apa saja yang umum
ada di Desa Adat?

Sekaa ini kelompok tertentu, yang
bukan merupakan bagian

langsung dari kelembagaan
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prajuru desa adat.

Sekaa bisa merupakan kumpulan
profesi atau mempunyai keahlian
dan minat, yang bisa mendukung
kegiatan di desa adat.

Sekaa ada beraneka ragam.
Seperti Sekaa Gong, Sekaa
Manyi. Sekaa Teruna

Apakah ada syarat usia dan
gender dalam pembentukan

sekaa?

Keahlian dan kesamaan profesi
asalkan tujuannya sama.

Seingga tidak ada syarat khusus.

Bagaimana hubungan secara
struktural Sekaa dengan
perangkat Desa Adat lainnya
seperti Prajuru Adat, Yowana
Desa Adat, dan Krama Istri
Desa Adat?

Sekaa tidak merupakan hierarki
langsung dari prajuru desa adat.
Prajuru desa adat tidak bisa

memberikan perintah langsung,

hanya saling berkoordinasi.

J-

Topik Bab | Pasal 1 Ayat 24 : Majelis Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab XI Pasal 72

Mengapa MDA perlu
dibentuk?

Selama ini Desa Adat otonom,
berjalan sesuai dresta.

Kita tidak boleh melepas Desa
Adat dalam konteks mengajegkan
Bali dan memajukan masyarakat
Bali.

Ide mengenai MDA dari 2003.
Setelah pasca bom bali ada
program pemerintah NGO.
Sejalan dengan konsep Desa
Pekraman dibentuklah MDP.
MDP kumpulan orang yang
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mempunyai komitmen atas
keberlangsungan desa adat tapi
desa adat sendiri tidak ikut
membentuk sehingga terkesan
bersifat elitis.

Berbeda dengan MDA yang
dibentuk oleh Paruman Desa Adat
se-Bali di Pura Samuan Tiga dari
sinilah muncul Bali Mawecara
dan Desa Mawecara. MDA punya
kewenangan sebatas Bali
Mawecara sedangkan Desa
Mawecara tidak bisa diintervensi.
Jadi MDA dibentuk untuk
penguatan desa adat sehingga kita
bisa lebih yakin dalam
mempertahankan eksistensi desa
adat.

Bab XI Pasal 73

Pengambilan keputusan
MDA tingkat kecamatan
apakah memerlukan
persetujuan di tingkat
Kabupaten/Kota dan

Provinsi?

Sifat MDA secara organisasi
bersifat hierarki, yang dibentuk
Desa Adat yaitu MDA di Provinsi
dalam hal ini yang dideklarasikan
yaitu MDA Provinsi.

MDA Provinsi inilah yang
membentuk dan memfasilitasi
terbentuknya MDA Kabupaten.
Namun MDA Kabupaten
pengurusnya dipilih oleh Bendesa
yang ada di kabupaten itu, jadi
tidak ada lagi deklarasi. MDA
Kecamatan juga sama dibentuk

oleh bendesa yang ada di
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kecamatan itu. Tetapi secara
hierarki dia berada di bawah
MDA Kabupaten. Sejauh ini tidak
ada keputusan strategis yang
diambil oleh MDA kabupaten
maupun kecamatan, karena MDA
kabupaten dan kecamatan hanya
menjalankan secara teknis jadi
menterjemahkan keputusan oleh
MDA Provinsi. MDA Kecamatan
dan Kabupaten tidak boleh
membuat kebijakan dan keputusan

strategis.

Apa yang membedakan desa

pekraman dan desa adat?

Jika Kkita berbicara mengenai
pekraman, dasar katanya kan
krama, jadi konteks dari Desa
Pakraman adalah krama, yang
mengakomodir semua umat tidak

hanya umat hindu.

Bab XI Pasal 74

Bagaimana penentuan waktu
paruman MDA di setiap

tingkatan?

Ada penentuan waktu paruman
MDA di setiap tingkatan. Ada
yang disebut dengan Pesamuan,
Paruman, dan Pesangkepan.
Jika di MDA Provinsi yang
dimaksud pesangkepan yaitu
pertemuan yang dihadiri oleh
pengurus MDA di Provinsi.
Demikian juga yang di kabupaten
maupun kecamatan
pelaksanaannya bersifat

insidental.
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Kemudian ada pesamuan, jika
pasamuan agung di provinsi
diikuti oleh semua perwakilan
dari MDA Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan, dan Bendesa.
Penyebutan pesamuan di setiap
tingkatan yaitu pesamuan agung
di tingkat provinsi, pesamuan
madya di tingkat kabupaten, dan
pesamuan alit di tingkat
kecamatan minimal dilaksanakan
sekali dalam setahun.

Paruman terdiri dari Paruman
Agung, Madya, dan Alit sekali
dalam lima tahun.

Paruman agung pesertanya
bendesa adat seluruh Bali, tidak
boleh perwakilan jadi semuanya
ikut. Paruman madya di
kabupaten diikuti oleh semua
bendesa adat yang ada di
kabupaten tersebut. Paruman alit
di kecamatan diikuti oleh semua
bendesa adat yang ada di
kecamatan tersebut.

Paruman ini dikaitkan dengan
pertanggungjawaban pengurus
dan pembentukan pengurus baru.
Pesamuan ini jika dibahasa
indonesiakan sama dengan rapat
kerja sedangkan pesangkepan

membahas teknisnya.
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4 | Bab Xl Pasal 80 Mengapa Pemerintah Daerah | Kembali kepada niatan awal,
berkewajiban: Pemerintah Daerah mempunyai
a. mengalokasikan anggaran | komitmen kuat dalam
untuk MDA dalam Anggaran | melestarikan Desa Adat, maka
Pendapatan dan Belanja untuk mewujudkan itu
Daerah (APBD); dibentuklah MDA. MDA perlu
mengadakan tenaga difasilitasi anggaran, sarana, dan
sekretariat MDA; dan prasarana agar bisa jalan melalui
memfasilitasi sarana dan APBD. Untuk menguatkan dan
prasarana MDA. menunjukkan keseriusan. Tapi
APBD tidak bisa sepenuhnya
memfasilitasi. Sehingga
memerlukan CSR.
Contohnya : Pembangungan
Gedung MDA Provinsi dan
Kabupaten tidak ada satupun dari
APBD tetapi dari CSR.
Ke depan MDA tidak bergantung
pada APBD dan Mandiri.
Topik Bab | Pasal 1 Ayat 25 dan 26 : Paruman dan Pesangkepan Desa
Adat
No Penjabaran Pertanyaan Peneliti Jawaban Narasumber
1 [Bab VI Pasal 41 Dalam kondisi apa saja Kondisi yang terjadi, masyarakat

paruman Desa Adat

dilakukan?

sering menyamakan antara
pesamuan, paruman, dan
pesangkepan padahal berbeda.
Jika berbicara mengenai paruman
Pesertanya mewakili seluruh
krama,

Kondisi pertama:

Paruman sekali dalam 5 tahun
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untuk mempertanggungjawabkan
periode kepengurusan prajuru.
Kondisi kedua:

Paruman desa adat jika ada
keputusan strategis yang harus

diputuskan desa adat.

Jika dalam paruman terdapat
perbedaan pendapat dan tidak
ada titik temu, bagaimana

penentuan keputusan?

Pengambilan keputusan di setiap
paruman dasarnya kembali pada
asas sagilik saguluk, salunglung
sabayantaka, paro separo, supaya
bisa sarpana. Maka jika ada
perbedaan pendapat maka titik
temunya melalui asa paro separo
yaitu asas saling mengalah,
sebagai mekanisme dalam
penentuan keputusan. Contoh jika
ada perbedaan pendapat 75 : 25,
maka 25 ini mengalah, dalam hal
ini pengambilan keputusann
berdasarkan pasuara yang besar

atau lebihan.

Apakah ada sanksi bagi
krama yang tidak hadir dalam

paruman?

Setiap desa memiliki mekanisme
yang berbeda terkait sanksi.
Kebijakan desa adat masing-
masing manut desa mawecara.
Sanki itu pasti ada misalkan
paruman tidak hadir berturut-turut
sekian kali bisa saja diberikan
sanksi pamidanda (denda) atau
bisa berupa sanksi tidak diberikan
pelayanan administrasi dalam

jangka waktu tertentu.
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Bab VI Pasal 42

Dalam kondisi apa saja
pesangkepan Desa Adat
dilakukan?

s.d.a

Jika dalam pesangkepan
terdapat perbedaan pendapat
dan tidak ada titik temu,
bagaimana penentuan

keputusan?

s.d.a

Apakah ada sanksi bagi
krama yang tidak hadir dalam

pesangkepan?

s.d.a

Topik Bab I Pasal 1 Ayat 27 dan 28 : Tri Hita Karana dan Sad Kerthi serta
Topik Bab I Pasal 1 Ayat 10, 11, dan 12 : Krama

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab Il Pasal 6

Mengapa Parahyangan,
Pawongan, dan Palemahan
yang merupakan perwujudan
dari filosofi Tri Hita Karana,
digunakan sebagai unsur
pokok Desa Adat?

Berbicara desa adat pasti akan
berbicara tentang ritual
keagamaan yang tidak bisa
dilepaskan dari filosofi Tri Hita
Karana yaitu Parhyangan.
Kemudian krama terkait dengan
pawongan, dan palemahan terkait
wewidangan desa adat yang
semuanya perlu dijaga

harminisasinya.

Bagaimana pola hubungan
yang diharapkan dari
Parahyangan, Pawongan, dan

Palemahan dalam Desa Adat?

Ketiga unsur Tri Hita Karana,
tidak bisa berdiri sendiri, karena
merupakan satu kesatuan yang
saling berhubungan.

Parhyangan tidak bisa dilepaskan
dari Palemahan, dan tidak bisa

dilepaskan dari Pawongan.
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Apakah hubungan antara

Parahyangan, Pawongan, dan

Palemahan sudah berjalan
harmonis di Desa Adat?

Jika dilihat selama ini Desa Adat
sudah berusaha maksimal dalam
harmonisasi Tri Hita Karana.
Harmonisasi terjadi jika semuanya
sama-sama berjalan.

Bahkan ada Bhaga/Bidang di
Desa Adat yang terkait
Parhyangan, Palemahan, dan

Pawongan.

Bagaimana pola hubungan
antara nilai-nilai kearifan
lokal Bali, yaitu Sad Kerthi
dengan Tri Hita Karana?

Tri Hita Karana tidak bisa
dilepaskan dari Sad Kerthi
1. Wana Kerthi : Palemahan /
Wewidangan. Kerthi itu
penjagaannya lewat

kegiatan ritual.

2. Jana Kerthi
3. Samudra Kethi
4. Atma Kerthi
5. Danu Kerthi
6.
Bab Il Pasal 7 Mengapa perlu adanya s.d.a

hubungan harmonis antara

Krama Desa Adat dengan

Hyang Widhi Wasa dalam

ikatan kahyangan Desa

dan/atau Kahyangan Tiga?

Apakah sejauh ini hubungan |s.d.a

harmonis antara Krama Desa

Adat dengan Hyang Widhi
Wasa sudah berjalan sesuai

harapan?

Apakah semua desa adat

Kita perlu bedakan khayangan
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mempunyai Khayangan Tiga

tersendiri?

desa dan khayangan tiga. Sebelum
adanya khayangan tiga, konsep
keyakinan adat bali adalah
pengider bhuana yaitu meyakini
wewidangan desa adat dijaga oleh
semua penghuni yang tidak
terlihat sebagai manifestasinya di
semua arah sehingga dibangunlah
tempat suci, yang kemudian
berkembang disebut dengan
Khayangan Desa. Sehingga ada
desa adat yang memiliki banyak
pura, dimana di setiap desa adat
jumlahnya berbeda-beda, itu
disebut dengan khayangan desa.
Kemudian pada tahun 1000-an
Masehi ada konflik sekte di Bali,
ketika itu datanglah Mpu Kuturan
yang memberikan solusi untuk
meredam konflik, sehingga
dibangunlah khayangan tiga.
Semua desa mempunyai
khayangan tiga.

Semua desa belum tentu

mempunyai khayangan desa.

Disebutkan bahwa
Parahyangan dan tempat
suci lain yang ada dalam
Wewidangan Desa Adat
menjadi tanggung jawab
pangempon masing-masing

sesuai dresta setempat?

Sistem pengelolaan tempat
ibadah, satu sama lainnya berbeda
di setiap Desa Adat.

Kita harus bisa membedakan
definisi, siapa yang disebut
dengan pengempon,

penyungsung, penyiwi, pemaksan.
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Parhyangan ini berupa apa
saja, dan apakah ada
pengelompokkan secara

khusus?

Penyungsung : mempunyai
keterikatan dengan pura, sehingga
boleh sembahyang.

Pengempon : orang yang bertugas
merawat Pura.

Pemaksan : sesuai dengan
namanya Maksa, masyarakat yang
mengambil istri dari Pengempon.
Misalnya :

Di Desa Kutuh setiap Pura sudah
ada Pengempon, kemudian
penyungsungnya adalah semua
krama desa adat sebagai pemilik
utamanya.

Pura Gunung Payung :
Pangemponnya adalah 12 Dadia
yang ada di Desa Kutuh.

Pura Puseh : Pengemponnya ada
13 Dadia.

Jika kita kaitkan dengan
pemaksan, maka siapapun yang
menikahi anak perempuan dari
pengempon pura akan menjadi
pemaksan.

Desa Adat Anyar :
Pengemponnya adalah banjar

adat.

13 Januari 2022

Bab Il Pasal 8

Bagaimana kondisi
Pawongan sebagai sistem
sosial kemasyarakatan yang

harmonis antar Krama di

Hubungan antara krama dengan
krama diharapkan terjalin
harmonisasi di wewidangan desa

adat, terjalin komunikasi antar

72




Wewidangan Desa Adat?

krama. Sehingga kita perlu

melihat siapa saja pawongan yang

ada di desa adat.

Jika melihat kondisi lapangan di

setiap desa adat ada 3 kelompok

besar masyarakat:

1. Masyarakat agama Hindu :
Krama Ngarep (warga pokok)
di desa adat tersebut.

2. Masyarakat agama hindu yang
berasal dari luar namun
tinggal di wilayah desa adat
disebut krama tamiu

3. Masyarakat Agama non Hindu
yang tinggal di wilayah desa
adat disebut Tamiu.

Ada sejumlah krama yang medesa

adat di sejumlah tempat.

Kondisi pawongan yang ada

setelah diatur, harmonisasinya

bisa dijaga. Berbicara dengan non
hindu mulai ditata.

Apa yang menjadi dasar

pembagian krama Desa Adat?

Krama desa adat di setiap desa
juga ada penggolongan, namun
bisa berbeda di setiap desa.

1 Krama Pengarep : Jangkep dan
Balu. Jangkep : Suami Istri. Balu :
Duda dan Janda

2 Krama Nyada : Krama Pensiun
(sudah tidak punya kewajiban dan
tanggungjawab di desa adat).

Di desa adat tertentu juga ada
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Krama Pengele dan Krama Bala
Angkep.

Ada juga krama tatadan dan
krama pengempi.

Krama pengarep adalah krama
utama yang mempunyai fungsi
dan tanggungjawab penuh
swadharma dan swadikara.
Krama balu adalah krama
pengarep yang jika salah satu
pasangannya sudah tidak ada.
Krama nyada di atas 65 tahun,
jika tidak punya waris atau
keturunan. Krama Nyada bebas
dari ayahan kewajiban tapi masih
memiliki hak.

Ada juga krama pangempi: krama
pendatang yang tidak dari awal
menjadi krama desa adat

(pindahan dari desa adat lain).

Krama tatadan : krama yang
diajak oleh seseorang ke suatu
desa adat.

Krama pengempi dan tatadan bisa
saja tidak mempunyai hak
kewajiban yang sama dengan
krama pengarep.

Krama bala angkep : di suatu desa
adat awal terbentuknya sudah
dipatok jumlah kramanya 200
(karang sikut satak). Misalnya jika
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pada satu keluarga yang menjadi
bagian dari 200 krama dari awal
tersebut terbentuk mempunyai 3
keturunan, maka salah satu saja
yang menjadi krama pengarep
sedangkan yang lainnya menjadi
krama bala angkep. Dimana yang
mempunyai kewajiban penuh
adalah yang bertindak sebagai
pengarep. Sedangkan bale angkep
tidak mempunyai kewajiban,
sehingga jumlah krama pengarep
desa tersebut tetap 200.

Krama tamiu : Agama hindu
tetapi tidak tercatat sebagai krama

pengarep di desa adat.

Jika susunan keluarganya:

Ayah, Ibu, dan Anak : satu
keluarga ini adalah krama
pengarep. Pengarep (Kepala
Keluarga).

Jika ayah menjadi krama
pengarep, maka status ibu dan
anak adalah krama ngarep, tetapi

pengarepnya adalah ayah.

Bagaimana struktur secara
organisasi antara krama desa

adat, krama tamiu, dan tamiu?

Pengarep paling atas (hak dan
kewajiban penuh)
Krama tamiu punya hak dan

kewajiban tidak penuh.
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Misalnya : krama pengarep punya
kewajiban membayar iuran
pokok, sedangkan krama tamiu
tidak tapi bisa mepunia dan
bersembahyang di pura
khayangan desa tersebut.

Tamiu : Non Hindu tidak
mempunyai hak dan kewajiban,
tapi bisa mepunia.

Jadi krama ini bukan hierarki tapi
Klasifikasi kelompok saja.

Bab Il Pasal 9

Mengapa ada perbedaan
swadharma krama Desa
Adat?

Swadharma itu kaitannya dengan
tugas atau kewajiban.

dan Swadikara itu disebut hak.
Jadi jika swadharmanya berbeda
maka tentu swadikara juga
berbeda.

Contoh : krama pengarep dan bala
angkep yang merupakan satu
keluarga mempunyai swadharma
yang berbeda bisa dilihat dari
menempati karang desa. Aturan di
desa menyebutkan bahwa setiap
keluarga yang menempati karang
desa berkewajiban ngayah di desa.
Jika karang desa ditempati oleh
satu orang maka dia mempunyai
kewajiban penuh. Jika satu karang
desa ditempati oleh tiga saudara
maka tetep satu yang harus keluar
untuk bertanggungjawab atau

mempunyai swadharma.
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Apa yang menjadi dasar
dalam menentukan

swadharma Desa Adat?

Mengacu pada hak/swadikara
yang didapat. Karena orang tua
kita dulu sudah berpikir
bagaimana menyeimbangkan

antara hak dan kewajiban.

Apakah boleh krama Desa
Adat melebihi swadharma
yang sudah ditentukan?

Kita ambil contoh misalnya ada
keluarga yang terdiri dari tiga
bersaudara yang seharusnya
menjadi krama pengarep adalah
satu orang dan yang lainnya
sebagai bala angkep. Jika bala
angkep ini ingin menambah
kewajibannya boleh saja, asalkan
tidak ada menuntut hak/swadikara
lebih dari yang seharusnya.
Kemudian misalkan lagi yaitu
krama ngempi yang melaksanakan
swadharma penuh, namun tidak
bisa menuntuk swadikara secara

penuh.

Mengapa ada perbedaan
swadikara krama Desa Adat?

Swadikara berbeda karena
Swadharma berbeda.

Apa yang menjadi dasar
dalam menentukan swadikara
Desa Adat?

Swadharma

Apakah boleh krama Desa
Adat melebihi swadikara

yang sudah ditentukan?

Hak Lebih tidak bisa, jadi
swadikara sesuai dengan

swadharma.

Apakah boleh status krama
(krama desa adat, krama

tamiu, dan tamiu) diubah?

Krama tamiu bisa berubah
menjadi krama desa adat asalkan

desa adat menerima.
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Apakah saja syarat perubahan
status krama (krama desa
adat, krama tamiu, dan

tamiu)?

Dasarnya itu adalah krama
tersebut mipil (tercatat) di desa
adat.

Seharusnya daftar ke Desa Adat
baru ke banjar adat. Banjar di Bali
sesungguhnya berbeda antara
banjar adat dan banjar suka duka.
Harus dibedakan banjar adat dan
suka duka. Sebagai contoh :
Banjar di Desa Kutuh itu
sebenarnya banjar suka duka.

Di daerah tertentu banjar adat itu

setara dengan desa adat.

Bab Il Pasal 10

Bagaimana bentuk sistem
hubungan yang harmonis
antara Krama dengan
lingkungan di Wewidangan
Desa Adat?

Desa Adat di Bali tidak bisa
berbicara satu sisi. Kebersihan,
dan kesucian yang perlu dijaga
bersama. Krama desa adat sudah
mempunyai kewajiban ketiga itu,
berbeda dengan krama tamiu,
berkaitan dengan hal tersebut ada
desa adat yang menerapkan iuran
terkait kebersihan dan kesucian
lingkungan untuk krama tamiu
dan tamiu dalam rangka peran
serta menjaga kesucian

lingkungan.

Apakah hubungan antara
krama dengan palemahan
diatur juga sesuai status

seperti pada parhyangan?

Palemahan di desa juga
dibedakan, yaitu
1. palemahan yang hak milik
dan wajib kelolanya pada
Krama.

2. Palemahan yang hak milik
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dan wajib kelolanya ada
pada desa terutama tanah
desa. Tanah desapun ada
dibedakan menjadi
beberapa : pelaba pura,
karang ayahan, karang
uma desa, ada karang catu
prajuru, pekarangan desa.
Hal ini tentu harmonisasi
pengelolaannya berbeda-
beda.

Apa yang membedakan
Palemahan Desa Adat
antara tanah milik Desa
Adat dan tanah guna kaya
yang bersifat komunal atau

individual?

Tanah Milik Desa Adat bersifat
komunal

Tanah Guna Kaya adalah hasil
dari sebuah proses bersifat
individual (milik sendiri)

Yang membedakan yaitu tanah
desa adat pemanfaatannya untuk
komunal.

Tanah guna kaya adalah tanah

yang dibeli oleh individu.

Bagaimana cara membedakan
Palemahan Desa Adat

antara tanah milik Desa

Adat dan tanah guna kaya
yang bersifat komunal atau

individual?

Tanah yang bersifat komunal bisa
ditempati dan tidak bisa ditempati.
Tanah komunal yang ditempati
suatu keluarga cara kita
mendeteksi yaitu apa kewajiban
mereka yang menempati tanah itu,
apakah punya kewajiban di desa
atas tanah yang ditempati itu.
Tanah guna kaya tidak
mempunyai hubungan dengan

swadharma di desa adat. Jika dari
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sisi administrasi bisa kita lihat
sertifikatnya namun tetap juga
keluarnya sertifikat itu berkaitan
dengan swadharma di desa adat.
Menempati tanah itu adalah

swadikara.

Fungsi adat, keagamaan,
tradisi, budaya, dan ekonomi
pada tanah desa adat
mencakup apa saja?

Klasifikasi tanah desa adat:

1. Tanah Pelaba (Palemahan
Laba Pura/ Laba =
Keuntungan) Pura.
Filosofi Pelaba Pura yaitu
tanah desa adat yang
dimanfaatkan untuk
memperoleh keuntungan
yang bisa digunakan untuk
pujawali di Pura tersebut.
Jika konsep ini jalan maka
tidak ada warga yang perlu
mengeluarkan uang.
Contoh : Jaman dulu
pelaba pura dapat
digunakan untuk menanam
palawija namun di era
modern sudah mengalami
pergeseran seperti
misalnya dijadikan
kawasan wisata dalam
rangka pemberdayaan
ekonomi pelaba pura.

2. Tanah Karang ayahan :
tanah yang ditempati
krama sebagai upah krama
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ngayah, jadi tidak
dikenakan pajak

Fungsi adat, keagamaan,
tradisi, budaya, dan ekonomi
pada tanah guna kaya
mencakup apa saja?

Fungsinya kembali pada individu
krama, karena milik personal dan

tidak terkait dengan desa.

Bab Il Pasal 11

Mengapa ada perubahan
status hak dan fungsi atas
tanah Desa Adat?

Di Bali ada cukup banyak
pergeseran, penyebabnya bisa jadi
bukan kesengajaan. Bisa saja
disebabkan oleh logika desa adat
yang tidak pas. Misalnya ada
tanah yang statusnya pelaba Pura
tetapi kemudian berubah menjadi
tanah pribadi. Konsep orang tua
dulu setiap Pura punya pelaba.
Banyak pemangku Pura yang
berdasarkan keturunan. Sehingga
terjadilah perubahan status
diklaim pelaba pura dianggap
tanah pribadi karena dimanfaatkan
secara turun temurun keluarga
pemangku.

Perubahan status yang
dikehendaki :

1. Tanah catu prajuru : tanah
dari hak hasil kelolanya
untuk prajuru

2. Karang umadesa : tanah
catu prajuru yang diubah
status, karena prajuru tidak
mampu mengelola

sehingga akhirnya
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diserahkan kepada desa
sehingga hasil kelolanya
untuk pendapatan asli
desa.

Siapa saja yang terlibat dalam
perubahan status hak dan
fungsi atas tanah Desa
Adat dalam Paruman Desa
Adat/Banjar Adat
bersangkutan?

Yang terlibat yaitu dilihat dari
apakah tanah desa adat itu
merupakan tanah yang sedari awal
atau pembelian yang baru. Yang
terlibat bisa jadi berbeda.

Prajuru desa adat, penggarap/yang
menempati tanah, krama
tergantung tingkatan paruman.
Jika paruman agung, maka yang
terlibat adalah semua krama
pengarep. Tetapi jika paruman
madya, maka yang terlibat krama

negaknya.

Mengapa perubahan status
hak dan fungsi atas tanah
Desa Adat dalam Paruman
Desa Adat/Banjar Adat perlu
disampaikan kepada MDA
tingkat Kabupaten/Kota?

Kita sudah mulai diatur atau
kontrol, supaya perubahan status
dipastikan tidak semena-mena dan
tidak ada masalah. Supaya
perubahan status tersebut bukan
merupakan perubahan yang tidak
dikehendaki. Jadi bukan hanya
menyampaikan hasilnya tetapi

juga prosesnya.

Termuat bahwa perubahan
status hak dan fungsi atas
tanah Desa Adat didaftarkan
sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-

undangan. Mencakup aspek

Perubahan didaftarkan dari sisi
perubahan status tanah pada
sertifikat.

Misalnya perubahan status tanah
karang ayahan menjadi tanah desa

adat atau pelaba pura.
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apa saja yang perlu
didaftarkan?

Bab Il Pasal 12

Setiap orang yang berada atau
bertempat tinggal di
Palemahan Desa Adat wajib
menjaga kesucian,
kelestarian, kebersihan, dan
ketertiban. Mencakup apa
saja kesucian, kelestarian,
kebersihan, dan ketertiban

yang dimaksud tersebut?

Palemahan desa adat yang
dimaksud ini adalah palemahan
wewidangan desa adat semua.
Ini yang mesti ada kewajiban
menjaga kesucian, kelestarian,
kebersihan, menjaga ketertiban.
Kesucian : daerah yang disucikan
mencakup palemahan pura, ada
titik tertentu yang disucikan.
Kelestarian : sesuatu yang
memiliki nilai historis supaya
tidak hilang, contohnya : tempat
untuk ritual tertentu seperti
segara.

Kebersihan : tampak luar dari
lingkungan yang tidak ada
sampah

Ketertiban : tidak ada sengketa/
kejelasan status hak dan fungsi
tanah.

Apa yang menjadi dasar
terkait Palemahan Desa Adat
hanya mencakup kewajiban
menjaga kesucian,
kelestarian, kebersihan, dan
ketertiban.

s.d.a

m. Topik Bab | Pasal 1 Ayat 29, 30, dan 31 : Awig-awig, Pararem, dan Dresta

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

Bab IV Pasal 13

Apakah awig-awig produk

Pemahaman berbagai pihak akan
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hukum di desa adat
mempunyai tingkatan mulai
dari yang tertinggi hingga
terendah, seperti tata urutan
peraturan perundang-

undangan?

awig-awig belum tentu sama.
Ada salah persepsi mengenai
awig-awig yang sering disebut
sebagai hukum adat.

Awig-awig merupakan hukum
adat tertinggi di desa adat. Hanya
desa adat yang punya awig-awig.
Urutan tingkatan produk hukum
adat:

1 Awig-awig desa adat (UUD)

2 Perarem (UU)

3 Keputusan Prajuru Desa

4 Keputusan Bendesa Adat

5 Pasuara Desa : Hasil simpulan
rapat (Berita Acara)

Apa yang membedakan isi
awig-awig setiap desa adat?
Apa yang faktor membuat

awig-awig desa adat berbeda?

Penyebab berbeda:

1 Tipologi : desa adat tua, desa
adat bali aga, desa adat anyar,
desa adat pemekaran.

2 Sima dresta (kebiasaan awal)
yang ada di desa itu. Jadi Desa
dresta yang membuat awig-awig
setiap desa bisa berbeda satu sama
lain, terutama berkaitan dengan
pengaturan Tri Hita Karana.

3 Kerta Semaya Desa (perjanjian
desa) pada saat desa tersebut

pertama kali dibuat.

Mengapa awig-awig ada yang

tersurat dan belum tersurat?

Secara politis, dulu belum pernah
ada awig-awig yang tertulis atau
tersurat.

Bahkan ada yang mengatakan
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awig-awig itu hukum adat yang
tidak tertulis.

Menjaga eksistensi hukum adat
maka awig-awig perlu ditulis.
Bisa jadi ada yang belum tersurat
namun kekuatan hukumnya sama
asal semua krama
setuju/menyatakan iya. Suatu saat
jika semua didorong untuk
menuliskan awig-awig maka

semua akan menjadi tersurat.

Mengapa Awig-Awig
tersurat dan yang belum
tersurat mempunyai

kekuatan hukum yang sama?

Asal semua krama yang bilang

iya.

Jika mengacu pada
pernyataan sebelumnya,
awig-awig ada yang tersurat
dan belum tersurat, namun
disebutkan pula bahwa setiap
Desa Adat berkewajiban
menyuratkan Awig-Awig.
Bagaimana kaitan pernyataan

ini dengan sebelumnya?

Ini merupakan target ke depannya.
Semua awig-awig wajib ditulis/
tersurat.

Jika berbicara Catur Dresta,ada
Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka
Dresta, Sastra Dresta. Jika awig-
awig ditulis maka semuanya
(Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka
Dresta) akan menjadi sastra

dresta.

Bab IV Pasal 14

Parahyangan, Pawongan, dan
Palemahan yang diatur Awig-
awig Desa Adat apakah
mencakup internal suatu desa
adat atau juga eksternal desa

adat?

Awig-awig desa adat
membicarakan masalah internal
(konteks Desa Mawecara).
Sekarang kita mulai berpikir,
selain mengatur internal juga
mengatur hubungan eksternal

(konteks Bali Mawecara)
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Bab IV Pasal 15

Materi muatan Awig-Awig
tersurat meliputi:

a. sukreta tata Parahyangan;
b. sukreta tata Pawongan; dan
c. sukreta tata Palemahan
Desa Adat.

Apakah awig-awig yang
belum tersurat juga mencakup

ketiga hal tersebut?

Yang belum tersurat ini
melengkapi yang tertulis jika
suatu saat ditemukan ada yang
belum tersurat. Jadi akan
mencakup semua sukreta tata
parahyangan, pawongan, dan

palemahan.

25 Januari 2022

Bab IV Pasal 16

Bagaimana alur atau tahapan
dalam proses penyusunan

awig-awig desa adat?

Diharapkan awig-awig itu ditulis,
tetapi walaupun belum bisa
ditulis, tetap diakui memiliki
kekuatan hukum yang sama. Alur
penyusunan awig-awig, diatur
pedomannya oleh MDA.

1. Desa Adat membentuk
panitia wahwuhin
(perubahan) awig-awig
dibentuk oleh Prajuru
Desa Adat

2. Panitia akan melakukan
proses perubahan awig-
awig dengan berpedoman
pada tuntunan yang dibuat
oleh MDA dalam konteks
Desa Mawecara dan Bali
Mawecara.

3. Kemudian juga dibentuk
tim pendampingan dan
verifikasi

penyusunan/wahwuhin
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awig-awig oleh MDA.

4. Awig-awig disahkan
dalam paruman desa adat.

5. Setelah disahkan
kemudian diregistrasi ke
Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat melalui
MDA. (secara sekala)

6. Kemudian dipasupati
secara niskala baru
berlaku.

Awig-awig ditulis dalam dua

bahasa (Indonesia dan Bali)

dan dua aksara (Latin dan

Bali).

Siapa saja yang terlibat dalam | Panitia terdiri dari prajuru dan
penyusunan Awig-awig? tokoh desa adat.
Paruman desa adat

Apakah semua krama desa Dokumen pokok awig-awig
adat diberikan dokumen disimpan di Pura, namun
awig-awig setelah disahkan? | salinannya diberikan kepada
setiap krama desa, tapi faktanya
nyaris krama desa adat tidak
pegang awig-awig bahkan
termasuk prajuru juga tidak
pegang awig-awig.
Fakta tersebut bisa terjadi karena :
1. Di desa adat selama ini,
masyarakat pada
umumnya tidak mau ada
masalah hukum adat
2. Kontradiktifnya awig-awig
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sering dipakai
membicarakan tentang
awig-awig sebagai acuan
(walau tidak tertulis)

Bab IV Pasal 17

Mengapa Awig-Awig
tersurat Desa Adat perlu
didaftarkan oleh Prajuru
Desa Adat ke perangkat
daerah Provinsi yang
membidangi urusan Desa
Adat?

Kita ingin masyarakat adat kita
taat pada awig-awignya.

Dan MDA tau isi awig-awig di
setiap desa adat.

Tujuan utama yaitu MDA punya
salinan awig-awig, sehingga
ketika ada masalah bisa ikut

berperan menyelesaikan.

Apakah ada pemeriksaan
lebih lanjut dokumen Awig-
awig Desa Adat oleh
perangkat daerah?

Dalam hal in, perangkat daerah
hanya menerima untuk
diregristrasi.

Kewenangan terkait substansi ada
di MDA, mana yang harus ada
dan mana yang tidak boleh ada.
MDA Provinsi Bali yang akan
melakukan verifikasi isi dokumen
itu. Setelah diverifikasi baru
kemudian diregistrasi oleh

perangkat daerah.

Apa ada wewenang lain dari
perangkat daerah selain
menerima pendaftaran awig-

awig?

Tidak ada, karena substansinya
ada di MDA.

Bab IV Pasal 18

Mengapa Desa adat perlu
memiliki perarem sedangkan

sudah ada awig-awig?

Awig-awig itu Hukum Dasar.
Karena tidak semua permasalahan
bisa dituangkan dalam awig-awig.
Dalam perkembangannya ada

sejumlah kondisi yang mudah
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berubah atau dinamis sehingga
tidak bisa diatur secara detail di
dalam awig-awig, sehingga perlu
diatur di dalam perarem. Misalnya
mengenai pamidanda (hukuman
denda) yang perkembangannya
selalu dinamis sehingga perlu

diatur dalam perarem.

Pararem Panyacah, yaitu
Pararem yang dibuat untuk
melaksanakan Awig-Awig.
Apa yang menjadi dasar perlu

dibuatnya perarem ini?

Pararem Penyacah adalah pararem
yang wajib dibuat karena

instruksi/perintah awig-awig.

Apa saja yang termuat dalam

pararem Panyacah?

Detail pelaksanaan awig-awig
Lebih banyak berbicara Desa

Mawecara.

Siapa saja yang terlibat dalam
penyusunan pararem

penyacah?

Penyusunannya mirip dengan

awig-awig.

Pararem Pangelé, yaitu
Pararem tersendiri yang
dibuat untuk mengatur hal
yang belum diatur dalam
Awig-Awig.

Apa yang menjadi dasar perlu

dibuatnya perarem ini?

Pararem ini dibuat karena
kebutuhan situasi kondisi tetapi
tidak termuat atau tidak ada
diperintahkan di awig-awig, tetapi
dipandang perlu kita membuat

perarem.

Apa saja yang termuat dalam

Pararem Pangelé?

1. Pararem yang tidak
diperintahkan di awig-
awig.

2. Awig-awig tidak dibahas
sama sekali.

Lebih banyak berbicara Bali
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Mawecara

Siapa saja yang terlibat dalam
penyusunan Pararem

Pangelé?

Penyusunannya mirip dengan

awig-awig.

Pararem Panepas Wicara,
yaitu Pararem yang
merupakan putusan
penyelesaian perkara
adat/wicara.

Apa yang menjadi dasar perlu

dibuatnya perarem ini?

Pararem Panepas wicara, adalah
sebuah putusan dalam pengadilan
adat yang kaitannya dengan Kerta
Desa. Tidak semua Wicara akan

dibuat Penepas Wicaranya.

Apa saja yang termuat dalam

Pararem Panepas Wicara?

Putusan dari Paruman Desa terkait
penyelesaian dalam permasalahan
di desa adat.

Siapa saja yang terlibat dalam
penyusunan Pararem

Panepas Wicara?

Penyusunannya berdasarkan
putusan dari Kerta Desa, melalui

Paruman Desa

Bab IV Pasal 19

Apa saja tahapan penyusunan

masing-masing pararem?

Sudah dijelaskan

Apakah ada batasan waktu
penyelesaian masing-masing

pararem?

Tidak batasan waktu

Perarem Pangele suatu saat nanti
bisa berubah menjadi Awig-awig.
Ada transformasi perarem pengele
menjadi penyahcah, bahkan
menjadi awig-awig melalui

ngewahwuhin awig-awig

Bab IV Pasal 20

Apa yang menjadi dasar
Prajuru Desa Adat dapat
membuat peraturan lain

secara tersurat sebagai

Selain Awig-awig, perarem.
Prajuru bisa membuat
1. Pemutus/Keputusan

Prajuru
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pelaksanaan Awig-Awig,

Pararem?

2. Pemutus/Keputusan
Bendesa Adat.
3. Pesuaran Desa Adat.

Cenderung berlaku sementara.

Mengapa prajuru desa adat
membuat peraturan lain?
apakah Awig-awig dan
pararem tidak bisa direvisi?

Sesuai dengan kebutuhan dan
mendesak dan dibutuhkan dalam
rentang waktu tertentu/jangka
pendek.

Situasi dan kondisi sangat
menentukan masa berlakunya.
Awig-awig : diharapkan tidak
perlu ada perubahan.

Perarem masa berlakunya lebih
dinamis diharapkan tidak berubah
setiap tahun (2-3 tahun masa

berlakunya).

n. Topik Bab I Pasal 1 Ayat 32 : Wewidangan Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

1

32

Bab | Pasal 1 Ayat

Wewidangan Desa Adat
adalah wilayah Desa Adat
yang memiliki batas-batas
tertentu. Apa saja yang
menjadi acuan dalam
penentuan batas-batas

wewidangan desa adat?

Wewidangan berasal dari kata
widang.
Permasalahannya adalah di Bali
banyak desa adat yang batas
wewidangannya belum jelas,
karena:
1. Batas wilayah Desa dinas
2. Desa adat lebih cenderung
ke Pujawali, sehingga
mengabaikan mengenai
wewidangan

Jika berbicara tentang ritual, maka
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masyarakat adat wajib
melaksanakan ritual sesuai dengan
batas wewidangan.

Mengenai batas/wewidangan ini
ada beberapa kondisi:

1. 1 Desa Adat dalam 1 Desa
Dinas, sehingga
wewidangan desa adat
mengacu pada batas
wilayah desa dinas.

2. 3 atau lebih Desa Adat
berada dalam wilayah 1
Desa Dinas. Contoh : Desa
Adat Kampial, Desa Adat
Bualu, Desa Adat Peminge
berada pada wilayah
kelurahan Benoa.

Tetua kita dulu batas wewidangan
yang dipakai adalah batas alam
seperti Tukad (sungai) atau
Pohon.

Bahkan ada desa adat yang tidak
tahu wewidangan.

Ada wewidangan yang dimiliki

dua desa adat.

Apakah ada kesepakatan
bersama antara desa adat satu
dengan lainnya dalam
penentuan wewidangan desa

adat?

Pada akhirnya ada kesepakatan
bersama dalam penentuan batas
wewidangan desa adat. Hal ini
perlu disepakati untuk

memperkecil adanya konflik.

Bagaimana hubungan antara

wewidangan desa adat

Satu Desa Dinas dan Satu Desa
Adat maka luas wilayah desa
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dengan batas-batas wilayah

desa dinas?

dinas merupakan luas
wewidangan dari desa adat,
sehingga cenderung tidak akan
ada konflik.

Satu Desa Dinas ada lebih dari
satu Desa Adat sehingga
wewidangan desa adat tidak ada
kejelasan

Satu Desa Adat terdiri dari
beberapa Desa Dinas.

Satu Desa Adat di dua kecamatan
Satu Desa Adat di dua
kabupaten/kota.

Contoh : Satu Desa Adat secara
administrasi ada di tabanan dan di

badung.

Topik Bab | Pasal 1 Ayat 33, 34, dan 35 : Padruwen, Labda

Pacingkreman, dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat

No

Penjabaran

Pertanyaan Peneliti

Jawaban Narasumber

Bab I X Pasal 55

Padruwen Desa Adat
meliputi seluruh harta
kekayaan milik Desa Adat
baik yang bersifat inmateriil
maupun materiil. Apakah
desa adat melakukan
pencatatan terkait padruwen

tersebut?

Di awig-awig desa adat juga
diatur mengenai padruwen desa
adat. Namun yang diatur di awig-
awig selama ini dibandingkan
dengan Perda No.4 Tahun 2019,
sangat berbeda karena Desa Adat
merasa tidak memiliki itu.
Sekarang ini kita dorong
pentingnya pencatatan padruwen
desa di awig-awig.

Bagaimana bentuk pencatatan

padruwen oleh desa adat?

Untuk yang sudah jelas, ada yang
detail ditulis di awig-awig. Ada
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juga yang tidak tertulis. Tapi akan

didorong untuk ditulis

Apakah padruwen desa adat

juga diatur dalam awig-awig?

Tidak detail tapi bisa diatur dalam

pararem.

Apakah bisa padruwen desa
adat pindah kepemilikan
menjadi milik pribadi atau

sebaliknya?

Selama ini banyak padruwen desa
adat yang belum tercatat, maka
ada dua kemungkinan:

1. Karena belum tercatat,
sehingga ada potensi
pribadi mengklaim.

2. Bisa terjadi pengalihan
dari pribadi ke Desa Adat
atau sebaliknya, bisa
dialihkan fungsinya tetapi
bukan dialihkan
kepemilikan. Alih fungsi
ini tetap memberikan

manfaat untuk Desa Adat.

Bab I1X Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat
menghibahkan kekayaan
milik Pemerintah Daerah
yang ada di Wewidangan
Desa Adat kepada Desa Adat.
Apakah kekayaan yang
dihibahkan ini otomatis

menjadi padruwen desa adat?

Dasar munculnya pasal ini,
pemerintah sadar bahwa pemilik
tanah sebelumnya adalah
masyarakat desa adat.

Bab IX Pasal 57

Sejauh mana peran
Pemerintah Daerah untuk
memfasilitasi penyelesaian
permasalahan yang berkaitan

dengan Padruwen Desa Adat?

Padruwen desa adat tidak
berbicara tanah saja, tetapi juga
usaha.

Jika ada masalah padruwen desa
adat, maka MDA dapat
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memfasilitasi penyelesaian.

Bab IX Pasal 58

Mengapa Tanah dan
Padruwen Desa Adat yang

tidak berfungsi komersial
dibebaskan dari beban
pajak?

Ini merupakan bentuk kesadaran
negara bahwa tanah itu milik

komunitas (desa adat).

Bab IX Pasal 59

Prajuru desa adat yang mana
mempunyai tugas melakukan
pengaturan dan pengelolaan

Padruwen Desa Adat?

Pengaturan dan pengelolaannya
tergantung fungsi dan
peruntukkannya, seperti karang
ayahan desa, catu prajuru, pelaba
pura, dan karang uma desa.
Tergantung prajuru desa adat (sisi

komunikasinya).

Selain prajuru, desa adat juga
bisa membentuk lembaga
dalam melakukan pengaturan
dan pengelolaan Padruwen
Desa Adat. Bagaimana
bentuk dan status lembaga
tersebut di Desa Adat?

Dalam bentuk bhaga maupun
lembaga, yang disebut dengan

Bhaga utsaha padruwen desa.

Bab 1X Pasal 60,
61, dan 62

Apakah setiap desa adat wajib
mempunyai Utsaha Desa
Adat?

Karena setiap desa adat
kondisinya berbeda. Setidaknya
desa adat memiliki pelaba pura.
Selama ini banyak tanah desa adat
yang didiamkan sehingga tidak
memberikan manfaat.

Tidak wajib tapi mendorong
pedruwen desanya memberikan

hasil dalam bentuk utsaha.

Bagaimana posisi atau
struktur Utsaha LPD; dan
BUPDA dalam Desa Adat?

Usaha desa adat secara umum ada
dua, yaitu:

1. LPD : bidang keuangan
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2. BUPDA : sektor riil
(produksi, distribusi,
konsumsi)

LPD sudah sebelumnnya ada
lebih awal.

LPD dan BUPDA adalah Usaha
yang bersifat komunitas, karena
menggunakan kas desa adat,
seluruh krama desa adat adalah

pemilik.

Pengelolaan LPD dan
BUPDA yang diatur dalam
hukum adat. Apakah hukum
adat yang dimaksud termasuk

awig-awig?

Dibentuk melalui Paruman.
Hukum adat yang dimaksud saat
ini adalah pararem pengele.
Nanti akan diarahkan ke awig-
awig. Secara umum diatur di
awig-awig dan secara teknis
diatur di perarem. LPD dan
BUPDA merupakan padruwen

desa adat.

Bagaimana mekanisme

pendirian Utsaha Desa Adat?

Mekanisme diatur pedomannya
dalam tatanan majelis desa adat.
Sudah ada pedoman oleh MDA.
Harus diputuskan dalam Paruman
Harus dibuatkan pararem tentang
BUPDA.

Pararem diregistrasi ke
pemerintah, kemudian Pendirian
diperkuat melalui SK oleh MDA

Provinsi.

Siapa saja yang berhak
terlibat dalam Utsaha Desa
Adat?

Semua krama desa adat terutama
krama pengarep berhak sesuai
kemampuan yang dibutuhkan.
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Krama tamiu dan tamiu
mempunyai kewajiban untuk

berpartisipasi.

Bab IX Pasal 63

Mengapa pembinaan dan
pengawasan perekonomian
Adat Bali dilakukan oleh
lembaga yang dibentuk

Gubernur?

MDA bukan lembaga teknis tetapi
lembaga kebijakan. Urusan
ekonomi adalah urusan teknis.
Sehingga untuk urusan pngawasan
dan pembinaan perlu dibentuk
suatu badan.

Untuk menjembatani hukum
negara dan hukum adat sehingga
keputusan gubernur berdasarkan

atas persetujuan MDA.

Apakah setiap desa adat bisa
melakukan pembinaan dan
pengawasan perekonomian
adat secara mandiri, sesuai
aturan yang berlaku di desa

adat?

Desa adat bersifat otonom.

Begitu desa adat membuat utsaha,
setiap desa adat wajib membentuk
pembina dan pengawas internal
dari prajuru desa adat (pembina)
agar bisa mengawasi penggunaan
padruwen desa, sedangkan
pengawas bisa dari profesional
dari krama desa adat.
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peraturan  daerah secara khusus. Beberapa penelitian
etnomatematika yang sudah banyak dilakukan terfokus pada
objek bidang ekonomi, sosial, seni dan budaya, seperti ycnellmn
vang dilakukan olch Putri (2017) gkaji e
tentang kesenian tradisional rebana' Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Putri tersebut konsep  matematika  vang
di kan lebih garah pada bentuk fisik dari alat yang
dipakai seperti bangun lingkaran, tabung dan kerucut serta teknik
permaiman rebana yang terkait deng; bilang, dalam
penelitian tersebut tidak disampaikan filosofi bentuk rebana
dalam sudut pandang budava. Kemudian penelitian yang
dilakukan oleh Andriyani dan Kuntarto (2017) tentang unsur-
unsur berpikir kreatif matematis di dalam aktivitas membatik
masyarakat Pelayangan Jambi Kota Seberang.! Dalam penelitian
yang dilakukan olch Andriyani dan Kuntarto tersebut menghp
tentang aspek-aspek etnom ika dalam kegi b
seperti bil k kan letak dan
menjelaskan. Namun dnlnm konsep penncanpn yang terkait
dengan geometri terdapat kerumitan gambar yang sulit untuk
digunakan sebagai model dalam pembelajaran untuk anak tingkat
kolah dasar. Penclitian e tika lainnya yang dilakuk
oleh Qoytmah dan Sukma (2018) r 3 lisis etn ik
gasing berembang kota Piring Tanjungpinang Kepulasan Riau
dan keterkaitan terhadap topik dalam pembelajaran matematika *
Dalam penelitian vang dilakukan oleh Qoyimah dan Sukma
tersebut diperoleh suatu konsep matematika berupa pengukuran
bangun datar dan bangun ruang. Namun dalam penelitian

' Putrt, Linda Indivarti. 2017. Eksplerast Etnomatematiha Kesemtan Rebana schaga
Sumiber Belajar Matewstikn pada Jenpang M1 Jurnal (lmiah Pendidikan Dasar Vol.
IV No1 Januari 2017, h21.

“Ands dan K 7. E ka : Model Baru dalam Pesabelajaran.
Jurnal Gantang Vol .l No.2 Septemsber 2017, h133,

! Febrian, Qoyimah, Amalisis Etmomatematila Gaving Berembang Kot Piring Tanjung
Prmvang Kepulisan Reau dise krh'lnhmyd Iﬂw Tqullda- l'n*hpm

g

BABI
PENDAHULUAN

Etnomatematika memiliki unsur pendekatan yang dapat
memberikan penjelasan atas suatu hubungan yang terjadi antar
manusia, lingkungan, dan budaya. Selain itu  dalam
Et atika & ¥ atika  dapat  memberikan
gambaran bahwa dalam setiap aspek kehidupan atau aktivitas
sehari-hari manusia akan sarat dengan muatan matematika.!
Dalam k b pembelaja t tematika
pengintegrasiannya dapat dilihat dari sisi keterkaitan dan
aplikasi* Keterkaitan yang dimaksud disini yaitu budaya dapat
membangun persepsi yang tepat tentang matematika schingga
ldnh mudah dipahami  dalam  pembclajaran.  Dalam

5 ctnomatematika, pembels tika
dnpnl di ikan d konteks budaya yang ada di sekitar
siswa, walaupun dalam impl tasi tidak dah
perly diupayakan untuk bangun pemikiran dan keyaki
bahwa budaya dapat menjadi ber belajar ika. Dari sisi
aplikasi, manfaat matematika bagi yarakat dan kehidup

dapat  lebih  optimal  untuk  kegiatan  pembelajaran.
Etnomatematika dapat digunakan dalam pembelajaran saintifik
yaitu melalui pembelajaran melibatkan pnan aktif peserta didik

untuk lakukan  pengamatan ya, lakuk
pengumpulan data, melakukan pengolahan data dan serta
mengkomunikasikan  hasil  peng, L P

matematika yang termuat dalam suatu budaya mamukat.
Selama ini etnomatematika belum ada yang secara spesifik

gkaji terkait dengan p hukum secara umum dan
4 Suh-rh. 16 Putu dki. 2017 EH, th of Balieese Trads ! Honses.
1 R  Journal of E: ng, IT &S ific R h Vol 3

No. 4, July 2017 diakees dari https. // media neliti com, hA49.
* Suwarsono, Etnomattonatika. Handout diakses dari halaman
http/ / www asd ac id, h12.

but tidak berikan data wawancara pihak terkait yang
dapat menjelaskan filosofi bentuk dan maksud dari permainan
gasing  berembang. Penelitian  etnomatematika  berikutnya
dilakukan olch Disnawati dan Salestina (2019) yaitu tentang
pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatematika tenun
timor pada materi pola bilangan * Penelitian oleh Disnawati dan
Salestina dilakukan kajian tentang pola tenun timor vang terkait
dengan konsep pola barisan bilangan. Namun dalam penelitian ini
tidak menyampaikan proses atau tahapan pembuatan tenun timor

vang dapat dikaitkan dengan k petnom ika. Selanjutny
penelitian ka yang dilakukan oleh Huda (2018)
ika pada t k jaj pasar di Daerah

lmmewa Yogyakarta,” Dalam penelmm yang dilakukan oleh
Huda pada jajanan pasar termuat komep matematika yang terkait
bentuk j dan proporsi bahan untuk membuat

joi N land, filosofis bentuk jajanan kurang
krsampallun kemudian terkait proporsi bahan cenderung
merupakan  bentuk  aplikasi  matematika.  Penelitian
tnomatematika juga dilakukan oleh Suprayo dkk (2018) yaitu
g studi tika masyarakat petani Kabupaten
Cirebon* Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suprayo dkk
diperoleh hasil kajian berupa etnomatematika yang terkait dengan
bil Kuk dan ghitung. Namun  dalam
pcnelulun ini terdapat hasil kajlan yang perlu ditinjau lebih lanjut
karena mengarah pada perbedaan istilah bahasa saja bukan karena
adanya konsep implisit matematika, seperti istilah kintal yang
sama  artinya  dengan  kuintal.  Berikutnya  penelitian

- D Hermina dan Sal Nahak, 2019. Pengenchangun Lemlar Kerfa Sisun
Rerbasis Etnonnatematika Texun Timor pads Materi Pola Bilangan. Jurnal Elemen
Vol 5 No.l Januari 2019, hod.

¥ Huda, Nuk Tohul. 2018, Etesmabtemastibe pace Berbuk [ajanin Pasiar di Docode
Istimewn Yogwikarta. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika Vol.2 No2
Soptember 2018, h.217,

* Suprayo, Trl dik, 2018, Studs £ et M wkat Petors Kabuy Circbon
Prowiding SNMPM 11 2018 h.49.




ctnomatematika yvang dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh

(2019) tentang karakteristik etnom. ika suku Ju di
maluku pada simbol adat cakalele® Dalam penclitian yang
dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh tersebut diperoleh hasil
kajian yaitu g Op bil dan b k g i, Pada
penelitian tersebut konsep pomem terkait asesoris kapitan vang
cenderung unik, sehingga berbeda dengan konsep ik

secara formal,
Dari sejumlah penelitian yang telah disebutkan dan beberapa

penelitian lainnya kajian et ka belum menyentuh pada
bidang hukum atau norma dalam masyarakat. Dalam kajian yang,
d paikan Alimah, mat ik pak suatu bentuk

fenomena yang terkait dengan berbagai bidang seperti politik,
ckonomi, sosial dan budaya. Matematika terjadi dan digunakan
dalam konteks kehidupan nyata yang mempunyai peran sesuai
fungsinya dalam kehidupan Dari berbagai definisi politik
menggambarkan berbagai } i yang terkait dengan kebijakan,
kekuasaan, negara, konflik, pembagian, serta keadilan, yang
secara implisit dapat dikajl dari sudut pandang matematika.
Seperti yang disampaikan oleh Gabriel A. Almond kegiatan
politik merupakan suatu konsep yang terdiri dari fungsi masukan
dan fungsi kel Fungs! masukan int pakan bagian yang
memuat sistem dan sumber daya yang diperlukan dalam
menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Fungsi masukan
terdiri dari: 1) sosialisasi politik, 2) rekrui politik. 3) artikulasi
kepentingan, 4) agresi kep dan 5) komunikasi politik.
Sosialisasi  politik merupakan suatu proses sosial yang

* Sopamena, Patma dan Fahruh juhaevah. 2019, Keruk i £ ik Seckw
Nuwutselse dif Malwkee poce Simbol Adat Cakalele. Berekeng: Jurnal llmu Matematika
dan Terapan Vo:.13 No.2 Agustus 2019, h.75.

" Alimah, Ade. 2013 Pendidikan Matrwatita Kritis (Selal Kajian Filosofix dan
Padagogia). Jumal Beta Volume 6 Nomaor 2, Nopember 2013 diakses dari
Bitpn / Sjurnalbeta o id, h157.

BABII
HIMPUNAN

A. Pengertian Himpunan

Kata himpunan dalam konteks matematika berasal dari
bahasa Inggris yaitu tepatnya kata “set”. Himpunan dapat
diartikan yaitu kumpulan objek yang mempunyai identitas dan
terdefinisi dengan jelas,

B. Penyajian Himpunan

Himpunan dapat disajikan dengan sejumlah cara yaitu: (1)
Deskripsi; (2) Enumerasi; (3) Notasi Pembentuk Himpunan; dan
(4) Diagram Venn.
1. Deskripsi

Fenyajian dengan cara deskripsi adalah penyajian dengan cara
meny: hi lalui pernyataan yang terdefinisi
secara jelas nnggota himpunannya,
Contoh :
A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7
2. Enumerasi

Penyajian dengan cara enumerasi adalah penyajian dengan

5 semua anggota

cara

P
himpunan satu per satu.
Contoh :

Dari contoh 1 : A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan
kurang dari 7

Penulisan himp dengan cara i dapat disajikan
sebagai berikut.
A=(2,3,4.56)
3. Notasi Pembentuk Himpunan

Penyajian dengan notasi pemt k himp adalah
penyajian dengan cara menyatakan himp deng; lisk
syarat keanggotaan himpunan.

berikan peluang kepada % untuk jadi anggota
suatu organisasi atau kelompok politik, yang dilakukan melalui
sosialisasi kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi

§ di dilanjut deng; seleksi  untuk  merckrut
keanggotaan baik untuk duduki jab dii | org; i
politik pun di luar organisasi seperti legislatif dan cksekutif.
Selanjutnya ada  artikulasi | 3 yang berib

kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan sistem politik
yang dllmhendnld melalui organisasi politik dan pemerintahan.

Artikulasi kep ini & dian diimbangi dengan adanya

agresi kepen!mgan yang terkait dengan proses merumuskan
alternatif penyesuaian atau penggabungan atas
tertentu melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Hal lerpqntm;
dalam masukan sistem politik yaitu adanya komunikasi politik
sebagai alat untuk mengungkapkan pendapat dan penyamaan
persepsi pandangan politik yang berbeda. Dengan adanya fungsi
masukan tersebut maka akan terkait dengan fungsi keluaran yang
terdiri dari fungsi pembual aturan, fungsi pelaksana aturan, dan

fungsi pengawasan p P M Gabriel A.
Almon ketiga fungsi luaran politik ini merupakan fungsi untuk
jalankan suatu pemerintahan.t
Muiai tahun 2019 P h Daerah Prop Bali ga

tentang Desa Adat dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019.
Secara implisit ada potensi etnomatematika terkait materi
himpunan dan logika yang identik dengan kondisi serta segala
bentuk aktivitas komponen pemangku kepentingan dan
masyarakat yang diatur dalam Perda tentang Desa Adat.

" Nambo, Abdulkadir B dan Muh d R P 2005 Memdumsi Tentang Beberapa
Konsep Politik. Jurnal Mimbar Velume XXI Nomor 2, April - Juni 2005 diakses
dari hitpe:/ / media.neliti. com, h.271.

B
Contoh :
A = [x | x adalah bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7}
atau dapat diringkas menjadi:

A=Ix| xEN,1<x<7)
4. Diagram Venn

Penyajian dengan diagram venn adalah penyajian dengan cara
mcnmmbu dnlam benluk

Eie B 1

Y g

diagram vang terdiri dari segi t dan

jukkan hi t nau semesta pembicaraan

sedangkan Imgkzun menunjukkan himpunan tertentu yang
anggotanya bagian dari keanggotaan himpunan semesta.

Contoh :

A=[x|xeEN 1<x<7)

Gambar diagram venn hi A sebagai berikut

Gambar 2.1 Diagram Venn Himpunan A

C. Jenis Himpunan
1. Himpunan yang Sama
Himpunan yang sama adalah himpunan-himpunan yang
semua anggotanya sama.
Contoh :
Deskripsi
A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 1 dan kurang dari 7



B adalah himpunan bilangan asli dari 2 hingga 6
Enumerasi
A={2,3,4.56)
B=1{2,3,4,56}
JadiA=B
2. Himpunan yang Ekuivalen
Himpunan yang ckuivalen adalah himpunan-himpunan
yang mempunyai anggota dengan jumlah yang sama.
Contoh:
A=(2,3,4,56)
X=la,bcd el
Jumlah anggota himpunan A :n (A) =5
Jumlah anggota himpunan B :n (B) =5
Jadin (A) = n (B) atau A ~ B (dibaca : himpunan A ckuivalen
dengan himpunan B.
3. Himpunan Terhingga
Himpunan terhingga adalah himpunan yang jumlah
anggotanya dapat dihitung secara pasti,
Contoh;
A =(2,3,4,5, 6] jumlah anggotanya n (A) =5
4. Himpunan Tak Hingga
Himpunan tak hingga adaiah himpunan yang jumiai
anggotanya tidak dapat dihitung secara pasti.
Contoh:
Deskripsi
Y adalah himpunan bilangan asli lebih dari 2
Enumerasi
Y={3,4,5.6,..|
Notasi Pembentuk Himpunan
Y=[ylyeN,y>2)
5. Himpunan Kosong
Himp L g adalah himp yang tidak mempuny
anggota. Himp A disimbolkan d {} atau O.

5 &

Gambar 2.2 Diagram Venn A 1M
2. Gabungan (Union)

Gabungan atau union merupakan prosedur
mengkombinasikan anggota dari dua himpunan atau lebih
schingga diperoleh hi
gabungan dari
Contoh :
A={2,3,4,56)
M=(24,68)
Irisan himpunan A dan M dapat dituliskan:
AUM=|234,65,6,8]

Diagram venn A U M disajikan seperti berikut

baru yang anggotanya mer
hi hi tersebuat.

bE s ¥

¥

Gambar 2.3 Diagram Venn AU M

6. Himpunan Saling Lepas
Himpunan saling lepas adalah himpunan-himpunan yang
tidak mempunyai anggota yang sefenis atau anggota dari setiap
himpunan berbeda,
Contoh:
A=12,3,4,56)
X=lab,ede
Anggota himpunan A # anggota himpunan B
7. Himpunan Bagian
Himpunan bagian adalah himpunan yang keseluruhan
anggotanya juga menjadi bagian dari himpunan lain.
Contoh:
A=12,3,4,5,6)
N=11,2,3,4.5.6,...)
Jadi A € B (dibaca: A himpunan bagian dari B)
8. Himpunan Semesta
Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua

anggota himp yang jadi objek pembicaraan, schingga
himpunan semesta sering disebut deng ta pembicaraan
Contoh:

A=(23,4,5¢6)

Maka semesta pembicaraannya (5)
S : Himpunan bilangan asli

D. Operasi Himpunan
1. lrisan (Intersection)

Dua himpunan atau lebih dikatakan beririsan jika himpunan-
himpunan tersebut memiliki sejumiah anggota yang sama,
Contoh -

A=(2,3,4,56)

M={2,4,6,8)

Irisan himpunan A dan M dapat dituliskan:
ANM=(2,4,6)

Dalam diagram venn A N M disajikan seperti berikut:

.9.

3. Penjumlahan

Penjumlahan  himpunan merupakan prosedur operasi
himpunan dari dua himpunan atau lebih sehingga diperoleh
himpunan baru yang anggotanya merupakan gabungan anggota
himpunan-himp tersebut tidak k irisannya.
Contoh :
A=[2,3,4,5,6)
M=(2,4,6, 8]
Penjumlahan A dan M dapat dituliskan:
A+M={3,58]
Diagram venn A + M disajikan seperti berikut:

Gambar 2.4 Diagram Venn A + M

4. Pengurangan

Pengurangan himpunan merupakan prosedur operasi
himpunan dari dua himpunan atau lebih sehingga himpunan baru
dari hasil pengurangan tersebut merupakan himpunan bagian
dari himpunan yang dikurangi disertai dengan menghilangkan
irisan dari himpunan-himpunan yang terlibat dalam operasi
pengurangan.
Contoh 1 :
A=(2,3,4,56)
M=(2,4,6, 8
ANM=(2,4,6)



Pengurangan A dan M dapat dituliskan:
A-M=(3,5]
Diagram venn A - M disajikan seperti berikut:

Gambar 2.5 Diagram Venn A - M
Contoh 2 :
A=12,3,4,56)
M=(2,4,6.8)
AOM=(2,4,6)
Pengurangan M dan A dapat dituliskan:
M- A= (8
Diagram venn A + M disajikan seperti berikut

=

Gambar 2.6 Diagram Venn M - A

A x E={(2a), (1b), (3.a). (3.b), (4.a). (4.b), (5.3), (5.b). (6.a). (6,b))

A=[23,4.56)

E={a,b)

Perkalian E x A dapat dituliskan:

Ex A =((a2), (a,3), (a4), (a.5), (3,6), (b.2), (b3), (b4), (b,5), (b.6)]
Jadi A x E tidak sama dengan Ex A

5. Komplemen
Komplemen suatu himpunan A merupakan himpunan bagian
dari semesta pembicaraan yang anggotanya bukan himpunan A
tersebut.
Contoh:
$=1{1,2,3,4,5,6,7, 8}
A=(23.4,5,6)
M=(24,68)
Maka A komplemen dapat dituliskan:
A€= (1,7, 8)
Diagram venn terkait A© disajikan seperti berikut:

Gambar 2.7 Diagram Venn A¢

6. Perkalian

Perkalian himpunan merupakan prosedur operasi himpunan
dari dua himpunan atau lebih schingga diperoleh himpunan baru
vang anggotanya merupakan pasangan berurutan darn anggota
himpunan yang saling dikalikan,
Contoh 1 :
A=(2,3,4,5¢6)
E={a,b)
Perkalian A x E dapat dituliskan:
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HIMPUNAN
Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang
Desa Adat di Provinsi Bali

Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa
Adat di Provinsi Bali yang identik dengan materi himpunan
berdasarkan kajian etnomatematika, sebagai berikut:
(1)  Bab I Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat yang
terkait dengan Bali Mawacara dan Desa Mawacara

Sebelumnya lebih banyak adalal desa mawecara. Setiap desa adat
mempunyai talanan tersendiri, otonom tersendivi. Maka ity disebut
dengan desa mawecara. Tetaps dalam era seperti saat ini, kita tidak
hanya cukup berbicara Bali itu sebagai Desa Adat sebagai suatu
komtunitas kecil. Maka perlu dibangun suatu kekuatan besar kita
untuk di Bali, maka dibanguniah asas barw, yang tidak lngi hanya
berbicara desa mawecara tetapi Kita berbicara Bali mawecara,
schingga nantinya ada hal yang berbicara dalam konteks Bali dan
dalam konteks desa

Konsep Bali Mawacara dan Desa Mawacara dapat digambarkan
dalam bentuk himpunan sebagai berikut:

S Pembicaraan dari k p Bali Mawacara dan Desa
Mawacara adalah terkait tatanan Desa Adat sebagai semesta
pembicaraan yang dapat ditulis:

S = (Tatanan Desa Adat di Bali)

S : semesta pembicaraan

Jika tatanan desa adat dalam konteks Bali Mawacara sebagai suatu
hi yang disimbolkan dengan B maka selanjutnya dapat

ditulis:

B = {bl, b2)

bl, b2 : tatanan Bali Mawacara

Mengingat dalam k ks Desa Mawacara setiap desa adat

mempunyai tatanan berbeda-beda maka misalkan Tatanan Desa
Adat A = A, Desa Adat C = C selanjutnya dapat ditulis:



A= [a1,a2,b1,b2, x|

C = [c1e2,b1,b2, x)

al,a2: tatanan Desa Adat A

¢1,c2: tatanan Desa Adat C

X : tatanan Desa Adat yang sama antara A dan C

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.8 Diagram Venn Bali Mawacara dan Desa Mawacara
Dari gambar di venn dapat di

o'

W PR "

Y g

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Tatanan Desa Adat di Bali)
A= f(ala2blb2, x)

B=(bl, b2)

C = {c1,c2,b1,b2, x}

Himpunan Bagian

(a) Bc A

(b) BeC

() AcsS
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(¢) Cc=lal,a2)

(2)  Bab I Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat terkait
Asas Pengaturan Desa Adat di Bali

Asas pengaturan desa adat sebenarnya sudah juga dituangkan oleh

Desa Adat di dalam awig-awig Desa Adatnya, meskipun tidak

semua dituangkan di dalam awig-awignva,

Asas Pengaturan Desa Adat di Bali dapat digambarkan dalam

N & hi 1 1 beril

B
Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan
asas pengaturan desa adat scbagai semesta pembicaraan yang
dapat ditulis:

S = |Asas Pengaturan Desa Adat di Bali)

S : semesta pembicaraan

N (S) = 13 (sesuai dengan jumlah asas pengaturan desa adat)

M asas desa adat belum semua tertuang

HINES L

dalam awig-awig dan asas yang termuat dalam awig-awig bisa
berbeda antara satu desa adat dengan desa adat lainnya maka
sebagai suatu himp jika disimbolkan asas desa adat 1 dengan
Al, asas desa adat 2 dengan A2, desa adat 3 dengan A3, dimana
dalam hal ini diambil contoh tiga desa adat, selanjutnya dapat
ditulis:

Al = [al, a2, a3, ..., al3)

Al : himpunan asas desa adat-1, misalkan desa adat-1 hanya
memenuhi 3 asas maka Anggota himpunan Al yaitu :

al:asas]

a2:asas 2

a3:asas3

A2 : himpunan asas desa adat-2, misalkan desa adat-2 hanya
memenuhi 4 asas maka Anggota himpunan A2 yaitu :

al:asasl

a2:asas2

a5:asas5

ab :asas 6

T

(d) BcS

(¢) CeS

Irisan

(a) ANB=(bl, b2}

(b) ANC=(x,bl, b2}

(¢) BNC={bl, b2)

(d) ANBNC={bl, b2)
Gabungan

(a) AU B=[al, a2 bl b2 x|
(b) AU C=(al, a2 bl, b2 cl, 2 x}
(<) BUC=|[bl, b2 cl,¢2,x)
(d) AUBUC=|al,a2,bl,b2,¢l,¢2, x|
Penjumlahan

(@) A+B=[al,a2 x)

(b) A+ C={al, a2 cl,c2)
() B+C=[cl,c2}
Pengurangan

(a) A-B={al,a2}

(b) B-A={]

(¢) A-C~={al,a2}

(d) C-A=[cl,c2)

(¢) B-C={}

(f) C-B=|[cl,c2)
Komplemen

(a) AS={cl,c2}

(b) B ={al,a2,cl,¢2,x)
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A3 : himpunan asas desa adat-3, misalkan desa adat-3 hanya
memenuhi 5 asas maka Anggota himpunan A3 yaitu :

al:asas1

a2:asas2

a5;asas5

a7:asas7

a9: asas 9

Jika dirangh akan diperoleh pola hi
S = |Asas Pengaturan Desa Adat di Bali)
Al =(al, a2, a3}

A2 = [al, a2, a5, a6}

A3 = [al, a2, 25, a7, 29}

Jika digambarkan dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

P

Gambar 2.9 Diagram Venn Asas Pengaturan Desa Adat di Bali
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu

S = [Asas Pengaturan Desa Adat di Bali)
Al =[al,a2, a3}

A2 = |al, a2, a5, ab}



Al = [al, a2, a5, a7, a9)

Himpunan Bagian

(@) AlcS

(b) A2cS

(¢) A3ecS

Irisan

(a) ATNA2=(al,a2)

(b) A1NA3=[al,a2)

(c) A2NA3=[al,a2, a5}

(d) A1NA2N A3 = [al, a2)
Gabungan

(a) A1U A2 = [al, a2, a3, a5, a6}
(b) Alu A3 = (al, a2, a3, a5, a7, 29)
(€) A2U A3 = [al, a2, a5, a6, a7, a9)
(d) ATU A2U A3 = | al, a2, a3, a5, ab, a7, a9)
Penjumlahan

{a) A1+ A2 = (a3, a5, at}

(b) Al+ A3 = (a3, a5,a7, a9

(€) A2+ A3 = (a5, ab, a7, a%)
Pengurangan

(a) Al1-A2= (a3}

(b) A2-Al= (a5, ab|

() Al-A3={(a3)

(d) A3 - Al = (a5, a7, 29|

(¢) A2-A3={ab)

(f) A3-A2=[aZ,2a9)

Gambar 2.10 Diagram Venn Pengelompokan Desa Adat Taat dan
Tidak Taat Asas

Dari gambar diagram venn but dapat di

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Desa Adat di Bali)

A= (d1, d2, d3}

B = |d4, d5)

Himpunan Salin; as

A dan B merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

{a) AcS

(b) BcS

Gabungan

(a) AuB={dl, d2 d3,d4, d5)

Komplemen

(a) ALC = (a4, a5, a6, a7,a8, a9, al0, all, al2, al3)
(b) A2C = (a3, ad, 07,48, a9, al0, al1, 212, a13)

(c) A3C = (a3, ad, a6, a8, a10, all, a12, al3)

(3)  Bab I Pasal 2 tentang asas pengaturan desa adat terkait
Pengelompokan desa yang taat asas dan tidak

Asas yang idimaksud dalam pengaturan desa adat adalah suatu nilai
kebenaran, yang dijadikan sebagai kebijakan atau tumy untuk
bisa berpikir dalam p dan pelak: hukum di wilayals
desa adat. Dalam hal ini setap desa adat wajib memenult semua
asas, tidak bisa hanya saleh satu.

Pengelompokan desa adat yang taat dan tidak taat asas, maka
dapat digambarkan dalam bentuk himpunan sebagai berikut:
Semesta Pemb an dalam & ks ini adalah terkait dengan
desa adat, yang dapat ditulis:

S = {Desa Adat di Bali)

S : semesta pembicaraan

N (S) = 1493 (sesuai dengan jumiah desa adat di Bali)

Dalam hal ini diambil contoh lima desa adat disimbolkan dengan
dl, d2, d3, d4, dan d5, maka sebagai suatu himpunan jika
disimbolkan desa adat taat asas dengan A dan desa tidak taat asas
dengan B, dengan keanggotaan A yaitu dl, d2, d3 serta
keanggotaan B yaitu d4 dan d5, selanjutnya dapat ditulis:

A =|d1, d2, d3)

B = {d4, d5)

Jika digambarkan dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Penjumlahan
(a) A +B=|d1,d2 d3,d4, d5)

Pengurangan
(a) A-B={dl, d2, d3)
(b) B~ A ={dd4,ds)

Komplemen
(a) AS=(d4,d5, ..
(b) B¢ =[dl,d2,d3, .

(4)  Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat terkait sistem
ckonomi adat dan Konsep Panca Kerta

Ovrientasi Perekonomian Desa Adat di Bali kettannya dengan Panca

Yadnya dan kemudian ada discbut dengan Panca Kerta atan

mencapas kesejuliternan yaitu Kerta Raga, Kerta Keluarga, Kerta

Desa, Kerta Negara, dan Kerta Bhana.

Semesta  Pembicaraan  dalam  konteks ini  adalah  Kerta

(kesejahteraan), yang dapat ditulis:

5 = {Kerta Desa}

St semesta pembicaraan

Kerta Raga ©

R = [r1, r2, 13, rd, r5)

Kerta Keluarga :

K1 = [r1, 2, 3}

K2 = [r4, 15}

Hubungan antara kerta raga dan kerta keluarga dengan semesta

pembicaraan kerta desa, dapat digambarkan dalam diagram venn

seperti berikut,




Gambar 211 Diagram Venn Konsep Panca Kerta dalam Semesta
Desa Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = {Kerta Desa)

K1 = {r1, r2, 3}

K2 = {r4, 15}

Himpunan Salin, as

K1 dan k2 merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

{a) Klc$S

(b) K2c§

Gabungan

(a) KIuK2=rl,r2, 13,4, 15
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K dian palemahan merup area lingkungan desa adat yang
ditempati krama (pawongan) dan menjadi tempat berdirinya
kahyangan desa dan kahyangan tiga (parh dalam |
himpunan keanggotaannya dapat ditulis:

L={11,12)

Pawongan merupakan krama desa adat yang jumiahnya

24

beranekaragam di setiap desa adat, misalkan dalam gambaran
terkait pola himpunan ini digunakan tiga krama, dapat ditulis:
W= |wl, w2, w3}

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

l@@@

Gambar 2.12 Diagram Venn Unsur Pokok Desa Adat dalam
Konteks Tri Hita Karana
Dari gambar di venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penvajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Tri Hita Karana)

H = {kd, kt|

L={1,12)

W= [wl, w2, w3}

Penjumlahan
(a) K1 +K2={rl, r2 13, 14,r15)

Pengurangan
(a) K1-K2=(rl,r2 13|
(b) K2-K1 = (rd,r5|

Komplemen
(a) K1©=|rd, 15, .}
(b) K2€=(r1,r2.r3,..)

(5)  Bab I Pasal 3 tentang fungsi pengaturan desa adat yang
terkait dengan Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri
Hita Karana

Tri Hita Kirana merupakan sebuah ﬁ-l.ufat desa adat di Bali. Arti

dari Tri Hita Karana yaitu Tri artinye Tiga, Hita artinya

kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab, Jadi Tri Hita Karana itu

Tiga Penyebab untuk mencapai kebahagioan, yang terdiri dari unsur

pokok Parhyangan, Palemaitan, dan Pawongan.

Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri Hita Karana dapat

digambarkan dalam & k himpunan sebagai berik

S ta Pembi dalam k ks ini adalah terkait dengan Tri
Hita Karana, yang dapat ditulis:

S = |Tri Hita Karana}

S : semesta pembicaraan

H = |Parhyangan)

L = [Palemahan)

W = [Pawongan}

Setiap desa adat dapat terdiri dari dua jenis parhyangan yaitu
kahyvangan desa (kd) dan kahyvangan tiga (kt), dalam konsep
himp keanggs a dapat ditulis:

H = |kd, kt|

Himpunan Saling Lepas

H, L, dan W merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) HeS

(b) LcS

() WeSs

Gabungan

(@) HuL=[kd, ki 11,12}

(b) Hu W = | kd, kt, w1, w2, w3}
(€) LUW=[I1,12, wl, w2, w3}
(d) HULUW = [ kd, kt, 11, 12, w1, w2, w3}
Penjumlahan

(@) H+ L={kd, kt 11,12}

(b) H+ W =|kd, kt, wl, w2, w3}
(€) L+W=[ILI12, wl, w2 w3
Pengurangan

(a) H-L=[kd, kt)

(b) L-H={11,12}

(€) H-W = [kd, kt}

(d) W-H=(wl, w2, w3}

{¢) L-W={I11,12)

(f) W-L=|wl w2 w3}
Komplemen

(a) HE = (1L 12, w1, w2, w3 ..}
(b) LS =[kd, kt, wi, w2, w3, .|
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(€) We={kd ke 11,12, )

(6)  Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan Hierarki hukum adat

Hierarki hukum adat dengan hukum tertinggi yaitu Awig-awig
Desa Adat, Di bawah awig-awig desa adat, ada yang discbut dengan
Pararem Desa. Pararem ada tiga jenis, yaitu: (1) Pararem Penyalhicah
< pararem yang dibuat karena perintal awig-awig (pelaksana awig-
awig); (2) Pararem Pengele : pararem yang dibuat desa adat karena
situasi dan kondisi yang terjadi tetapi tidak diperimtahkan oleh awig-
awig, contolmya pararem fentang penanganan narkoba; (3) Pararem
pencpas wicara: pararem yang terbit untuk menyelesaikan
permasalahan; (4) Di bawah pararem ada disebut dengan kepu tusan
prajuru; dan (5) Di hawoah keputusan prajuru ada juga disebut
dengan pasuara,

Pola himpunan yang dapat dijelaskan dari hierarki hukum desa
adat, yaitu:
S Pembi dalam konteks ini adalah terkait dengan
Hierarki Hukum Adat, yang dapat ditulis:

S = | Hierarki Hukum Adat}

S : semesta pembicaraan

Himpunan Awig-awig : A = [al, a2}

Himpunan Pararem : P =(P1, P2, P3]

Himpunan Pararem Panyahcah : P1 = {p11, p12}

Himpunan Pararem Pangele : P2 = {p21, p22)

Himpunan Pararem Panepas Wicara : P3 = (p31, p32)

Himp P. Kep Prajuru : K = [k1, k2]

Himpunan Pasuara : PS = |psl, ps2|

Jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

(b) PcS
© Ke§
(d) PScS
(¢) PlcP
() P2cP
(g) P3cP
Gabungan
(a) AU P =[al, a2 pll, pl2, p21, p22, p31, p32}
(b) AuK={al,a2, ki, k2)
(€) AU PS= (al, a2, psl, ps2]
(d) PuK = {pl], p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2}
(e) PUTPS=|pll, p12, p21, p22, p31, p32, psl, ps2]
(H KUPS=|k1,Kk2 psl, ps2)
(8) AuPUVKUPS=|al, a2 pll, pl2, p21, p22, p3l, p32, k1, k2,
psl, ps2]
umlal
(a) A+P=[al,a2 pll, pl2, p21, p22, p31, p32]
(b) A +K={al,a2 k1, k2)
() A+PS=(al, a2 psl, ps2}
(d) P+ K= (pll, p12, p21, p22, p31, p32, k1, k2}
(e) P+PS=|pll, p12, p21, p22, p3l, p32, psl, ps2|
(0 K+PS={K1,k2, psl, ps2)
Pengurangan
(a) A-P=|al,a2)
(b) P-A = [pll, p12, p21, p22, p31, p32|
() A-K=|[al, a2)

Gambar 2.13 Diagram Venn Hierarki Hukum Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:
myajian him
Ada beberapa himpunan yaitu:
S = { Hierarki Hukum Adat)
A =lal, a2)
P=(P1, P2, P3)
P1 = {pl1, p12}
P2 = (p21, p22|
P3 = (p31, p32}
K = [k1, k2]
PS = (psl, ps2)

Himpunan Saling Lepas
A, P, K dan PS merupakan himpunan saling lepas, karena tidak

ada anggotanya yang sama
Himpunan Bagian
(a) AcS

(d) K- A=kl k2]

(€) A-PS=(al, a2l

() PS-A=|psl, ps2

(g) P-K=|pll, pl2, p21, p22, p31, p32}

(h) K-P= |kl k2)

(i) P-PS=|[pll, p12, p21, p22, p31, p32}

() PS-P=[psl, ps2}

(k) K-PS=(kl, k2]

(1) PS-K={psl, ps2)

Komplemen

(a) AC={(pll, pl2, p21, p22, p31, p32, k1, k2, psl, ps2, ..}
(b) P<={al, a2, k1, k2, psl, ps2, ..}

(¢) KC=[al, a2, pll, pi2, p21, p22, p31, p32, psl, ps2. ..}
(d) PSF=(al,a2,pll, pl2, p21, p22, p31, p32, k1, k2, .|

(7) BablPasal3 % sistem dan pelak huk adat
yang terkait dengan Catur Dresta Desa Adat
Berdasarkan konsep Catur Dresta ataw empat kebiasaan/empat
aturan dasar, yaitu: (1) Purwa Dresta/Aturan Wet/Kuna Dresta
(aturan yang berlaku di Bali). Purwa itw asal vang dimaksud asal itu
adalah Bali. Jadi Purwa Dresta itu adalah aturan yang berlaku di
Bali. Inilah kenudian yang menjadi Bali Mawecara; (2) Loka Dresta
adatah aturan yang berlaku di beberapa wilayah desa adat yang
berdekatan; (3) Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-
masing; (4) Sastra dresta adalah kebisaan yang tertulis
Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari Catur Dresta ini

yaitu:
Semesta Pembicaraan dalam konteks ini adalah terkait dengan
Catur Dresta, yang dapat ditulis:
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S = [Catur Dresta Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Misalkan ada dua desa adat A dan B yang saling berdekatan
sedangkan C tidak berdekatan dengan A dan B, jika Dresta yang
berlaku di desa adat but ditulis sebagai suatu himp
maka dapat ditulis sebagai berikut:

Himpunan dresta desa adat A © A = [p, |, da}

Himpunan dresta desa adat B: B = [p, | db)

Himpunan dresta desa adat C: C = [p, de)

P purwa dresta

1:loka dresta

da : desa dresta A

db : desa dresta B

de @ desa dresta C

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.14 Diagram Venn Catur Dresta Desa Adat
Dari gambar diagram venn terscbut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = {Catur Dresta Desa Adat)
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{e) B-C={l, db}
() C-B=(dc
Komplemen

(a) A€ =(db, dc|
(b) BE = |da, de |
(¢) C€= (I, da, db)

(8)  Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait
d Si P, intahan Desa Adat

B

Di dalam sistem pemerintahan Desa Adat, ada 4 ruang
pemerintahan desa adat: (1) prajuru desa adat; (2) sabla desa adat;
(3) Kerta desa adat; dan (4) Prajura Banjar atau ada juga Prajuru
Dadia, tergantung sistem pomerintahan desa adat tersebut,

Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari yaitu:
S Pembi dalam & ks ini adalah terkait dengan
sistem pemerintahan desa adat, yang dapat ditulis:

S = [Sistem Pemerintahan Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru desa adat : P = |p1, p2|

pl: prajuru desa 1

P2 prajuru desa 2

Himpunan Sabha desa adat : Sb = [sb1, sb2)

sbl :sabha desa 1

sb2 : sabha desa 2

Himpunan Kerta desa adat: K = [k1, k2 |

k1 kerta desa 1

k2 : kerta desa 2

Himpunan Prajuru Banjar/Dadia : B = (b1, b2

bl : prajuru banjar 1

b2 : prajuru banjar 2

A=|p, 1 da)

B=(p, 1 db)

C=(p. de)

Himpunan Bagian

(a) AcS

(b) Bc S

{¢) CeS

Irisan

(a) ANB=[p, 1)

(b) ANC=[p}

(c) BNC={p|

(d) ANBNC={p]
Gabungan

(a) AuB=(p,I da,db)
(b) AuC={p,Lda, dc|
(€) BuC=[p,ldbdc)
{(d) AUBUC =[p, | da,db,dc|
Penjumlahan

(a) A+B=|da db}

(b) A+C={lda, dc)

(¢) B+ C={l, db,dc)
Pengurangan

(a) A -B={da)

(b) B-A={db]

(€) A=-C={Lda)

(d) C-A=|[dc)
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jika digambarkan dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.15 Diagram Venn Sistem Pemerintahan Desa Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = ({Sistem Pemerintahan Desa Adat)
P={p1, p2)

Sb = [sb1, sb2}

K=(kl, k2)

B = (b1, b2)

Himpunan Saling Lepas

P, Sb, K, dan B merupakan himpunan saling lepas, karena tidak
ada anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) PcS

(b) Sbe S

¢) Kc$§



(d) BcS

Gabungan

(a) PuSb=(pl, p2, sbl, sb2|
(b) PUK = {p1, p2, k1, k2]
(¢) PUB=(pl, p2, b1, b2]
(d) Sbu K = [sbl, sb2, k1, k2)
(¢) Sbu B = [sbl, sb2, b1, b2)
() KuB=[kl, k2 b1, b2)

(8) PUSbUKU B =|pl, p2, sbl, sb2, k1, k2, b1, b2}

Penjumiahan

(a) P+Sb=(pl, p2 sbl, sb2}
(b) P+K=[pl, p2 k1, k2|
(c) P+B={pl,p2 bl b2|
(d) Sb + K = {sb1, sb2, k1, k2|
() Sb+ B =(sbl, sb2, b1, b2]
Pengurangan

{a) P-5b=ipi, p2Zj

(b) Sb- P = {sbl, sb2}

() P-K=[pl,p2)

(d) K-P= [k, k2

(e) P-B={(pl,p2)

(fH B-P={b1, b2)

(g) Sb-K = (sb1, sb2|

(h) K-Sb=[k1, k2]

(i) Sb-B={shl, sh2}

(j) B-Sb=[bl, b2}

Gambar 2.16 Diagram Venn Kew

+

Dari gambar di venn

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Kewenangan Desa Adat)
H = {h1, h2)

L={1,12)
Himpunan Saling Lepas

H dan L merupakan himpunan saling lepay, karena tidak ada

anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

{a) HES

(b) LS

Gabungan

() HUL=[h1,h211,12)
Penjumlal

(a) H+L={h1, h2,11,12)

Komplemen

(a) Pc = (sbl, sb2, k1, k2, b1, b2}
(b) Sb° = [p1, p2. k1, K2, b1, b2)
(€) K€ =|pl, p2, sbl, sb2, b1, b2)
(d) BC = [pl, p2, sbl, sb2, k1, k2)

(9)  Bab V Pasal 23 tentang Kewenangan Desa Adat

Desa adat mempunyai dua kewenangan yaite (1) kewenangan hak
asal-wsul dan (2) kewenangin sekaba lokal Desa adat wia lebik dulu
dibandingkan megara, oleh karenn itu kebiasaan yang dimilik oleht
desa adat sebelim negara ini ada itulah yang disebut dengan hak
asal-usul. Hok yang merupakan warisan yang masth hidup dari
prak desa. K. gin sekala lokal pakan kewenang
yang diberikan oleh pemerintah dacraht maupun pusal, yang
diberikan setelah Indonesia Merdekn,

Konsep himpunan yang dapat digambarkan dari ke

desa adat ini, yaitu:

S Pembi dalam & ks ini adalah terkait dengan
kewenangan desa adat, yang dapat ditulis:

§ = {Kewenangan Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Kewenangan Hak Asal Usul : H = [h1, h2}

Himpunan Kewenangan Sekala Lokal : L = {11, 12]

jika digambark dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

-37-

Pengurangan
(a) H«L=[h1, h2)
(b) L-H=[11,12}

Komplemen
(a) HE=[I1,12, ..
(b) L€ =[h1, h2, .|

(10) Bab VI Pasal 28 tentang lembaga pengambilan kep

di Desa Adat yang terkait dengan Peserta P

Kelembagaan Desa Adat
Paruman dan pesangkepan merupakan dua hal yang berbeda.
Paruman adalak pertemuan yang diikuti oleh antar lembaga
membicarakan hal gis. Misalnya prajurn desa, sabla desa, dan
kertha desa melakukan pertemuan. Sedangkan Pesangkepan adalah
pertemuan vang diikuti oleh satu kel vang dibicarak
bersifat teknis, Misalnya sesama prajuru melakukan pertemuan.

"

Dalam konsep himpunan perbedaan paruman dan pesangkepan
dapat digambarkan sebagai berikut:

§ = |Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat)

S ; semesta pembicaraan

Himp Peserta P. :R={pl, p2, sbl, sb2, k1, k2}
Himp Peserta Pesangkepan : K = (pl. p2|
pl: prajuru desa 1

p2: prajuru desa 2

sbl : sabha desa 1

sb2 : sabha desa 2

k1:kerta desa 1

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ink:



Gambar 2.17 Diagram Venn Peserta Pertemuan Kelembagaan
Desa Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = [Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat|
R=|pl, p2,sbl, sb2, k1, k2|

K={pl, p2]

Himpunan Bagian

(a) ReS

(b) Kes

() KcR

Irisan

fa) ROK=[pl, p2}

Gabungan

(a) RUK ={pl1,p2 sbi, sb2, k1, k2}

kd1 dan kd2 : krama desa adat A tetapi statusnya krama tamiu di
desa adat B

kd3 dan kd4 : krama desa adat B

ktl dan kt2 : krama tamiu desa A

tl dan 12 : tamiu desa A

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.18 Diagram Venn Mipil Krama
Dari gambar diagram venn terscbut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu;
S = [Krama di Desa Adat}

A = (kd1, kd2, ktl, k2, t1, 12}
B ={kd3, kd4, kd1, kd2, 13, )
Himpunan Bagian

(@) AcS

(b) B=S

Irisan

(a) ANB=[kdl, kd2)
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Penjumlahan
(a) R+ K =(sbl,sb2, ki1, k2|

Pengurangan
(a) R=K=[sbl,sb2, k1, k2|
(b) K-R=1{)

Komplemen

(a) R® = | Peserta pertemuan Kelembagaan Desa Adat selain pl,
p2, sbl, sb2, k1, k2)

(b) KO={sbl,sb2, k1,k2,..)

(11) Bab I Pasal 1 Ayat 13 tentang konsep Mipil Krama
Konsep mipil dibangun, yaitu krama desa adat wajib diregistrasi,
untuk menghindari warga desa vang medesa adat sebagai krama
ngarep di beberapa tempat, Krama di Desa Adat terdiri dari: (1)
Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama
Hindu yang Mipil dan lercatat sebagai anggota di Desa Adat
setempal; (2) Krama Tamiu ndalah warga masyarakat Bali beragama
Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan
(3) Tamiy adalah orang selain Krema Desa Adat dan Krama Tamin
yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau
bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Dalam k p himp konteks mipil ini dapat digambarkan
scbagai berikut:

S = |Krama di Desa Adat|

S : semesta pembicaraan

Dalam hal ini kita gunakan pemisalan dua desa adat

Himpunan Krama Desa Adat di Desa A - A = [kd1, kd2, kt1, kt2,
1, 12)

Himpunan Krama Desa Adat di Desa B : B = [kd3, kd4, kd1, kd2,
13, 14)
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Gabungan
(a) AU B = [kdl, kd2, ktl, ki2, t1, 12, kd3, kdd, 13, 4]
Penjumlahan

(a) A+B=[ktl, k2, t1, 2, kd3, kdd, 13, t4]

Pengurangan
(a) A-B={ktl, k2, t1,12)
(b) B-A=|kd3, kdd, 13, 4

Komplemen
(a) AS=(kd3, kd4,13,t4,..]
(b) BE = [kit1, K2, t1, 82, ..}

(12) Bab VI Pasal 29 tentang susunan Prajuru Desa Adat

Prajuru Desa Adat paling sedikit terdiri atas: (1) Bandesa Adat
ataw sebi lain; (2) patajuh Bandesa Adat ataw pangli atan

sebutan lain; (3) panyarikan atan juru tulis ataw sebutan fain; dan
(4) patengen atae jrrw vaksa atane sebutan lain. Tidok bolels

merangkap, 1 posisi 1 orang. Namun scltiap posisi boleh ada dua
orang, misalnya ada Petajuh I dan Petajuh 2. Selain struktur
minimal tersebut, desa adat bisa membuat bidang (bhaga), misainya

bhaga parhyangan, palemahan, dan p gan, Balkan selain bhaga
fuga bisa ditambah pesayahan (seksi).
Dalam | p himp ktur prajuru desa adat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = (Struktur Prajuru di Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Bendesa di desa adat X : 8 = (b)
Himpunan Petajuh di desa adat X : P = |p1, p2}
Himpunan Penyarikan di desa adat X - N = [n1, n2}
Himpunan Petengen di desa adat X : T = |11, £2)

b: bendesa adat X
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p1 dan p2 : petajub desa adat X

n1 dan n2 : penyarikan desa adat X

1 dan 12 : patengen desa adat X

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti

berikut ini:

Gambar 2.19 Diagram Venn Prajuru Desa Ada

Dari gambar di venn tersebut dapat ditunjukkan b P

BY

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = {Struktur Prajuru di Desa Adat}

B={b)

P={pl, p2j

N={nl, n2)

T={11,12)

Himpunan Saling Lepas

B, P, N, dan T merupakan himpunan saling lepas, karena tidak

ada anggotanya yang sama

) T-B={t1,12)

(g) P-N=(pl, p2

(h) N-P=|nl, n2)

() P-T={pl, p2)

i) T-P={1,12)

(k) N-T=[nl, n2|

() T-N=(n,}
Komplemen

(a) BS=(pl,p2,nl, n2, 11, 2, ..
(b) P==(b,nl, n2t1,12,.)
(€) NE=(b,pLp2tL1e2,..}
{d) T={b,pl,p2,nl,n2, .|

(13) Bab VI Pasal 30 tentang Tugas dan Kewajiban Prajuru
Desa Adat

Menurut awig-awig, pimpinan projuru adalal bendesa, namun
keputusan yang diambil adalah keputusan prajuru (kolektif kolegial)
fadi tidek ada keputusan dari personal seorang bendesa. Urusan
umums berada poda bendesa. Petajuh ity sebagai wakil menjalankan

1. hid: P, i

tugas sesuai dengan perintal by atau gnya. Peny
bertugas sebagai adoinistrasi (sekretaris). Patengen adalaly urusan
kewangan. Senua kontrol tetap berada di bendesa.

Dalam konsep himpunan, tugas dan kewajiban prajuru desa adat
ini dapat digambarkan sebagai bertkut:

S = [Tugas dan Kewajiban Prajuru di Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Tugas Bendesa : B = [bl, b2, b3}

Himpunan Tugas Petajuh : P = [bl, b2)

Himpunan Tugas Penyarikan : N = [n1, n2)

Himpunan Tugas Petengen : T = |t1, 12}

46 -

Himpunan Bagian

(a) BeS

(b) PcS

{¢) Nc§

(d) TeS

Gabungan

(a) BUP = (b, p1, p2}

(b) BUN = [b, nl, n2)

(€) BUT= b, 11,2}

(d) PUN = [p1, p2, nl, n2)
(¢) PUTs=(pl, p2t1,12|
() NUT=(nl,n2 t1,12)
(g) BUPUNUT=[b,pl, p2.nl, n2, t1,82)
Penjumlahan

(a) B+P={b,pl, p2|

(b) B+ N = (b, nl, n2}

() B+T=ib, 1,12}

(d) P+N =|pl, p2,nl, n2}
(€) P+T={pl,p2 11,12}
(f) N+T=(nl, n2tl 12}
Pengurangan

(a) B-P=|b}

(b) P-B=|pl, p2|

€) B-N=|b}

(d) N-B=[nl, n2}

(e) B-T=[b}
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bl, b2, dan b3 : tugas bendesa adat

bl dan b2 : tugas petajuh desa adat sesuai dengan perintah
bendesa

nl dan n2 : tugas penyarikan desa adat

t1 dan 12 : tugas patengen desa adat

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.20 Diagram Venn Tugas dan Kewajiban Prajuru Desa
Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = {Tugas dan Kewajiban Prajuru di Desa Adat|
B = |bl, b2, b3|

P ={bl, b2)

N = [n1, n2}

T={t.2)
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Himpunan Salin; .

N dan T merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) PcB

(b) BcS

(c) PcS

(d) NS

(¢) TcS

Irisan

(a) BNP=[bl, b2

Gabungan

(a) BUP={bl, b2, b3|

(b) BUN ={bl, b2, b3, n1, n2)
(c) BUT=|bl, b2, b3, 11, 12}
(d) PUN ={b1, b2, nl, n2}

{e) PUT={bi, b2 ii,iZ

() NuT={nl,n2tL 2|

(8) BUPUNUT=|bl, b2, b3, nl, n2, t1, 12}
Penjumlahan

(a) B+P={b3)

(b) B+ N={[bl,b2, b3, nl, n2)
(€) B+T=|bl,b2,b311,1)
(d) P+ N = |bl, b2, n1, n2}

(¢) P+T={bl, b2 11,12)

() N+T=([nl, n2,1L 12}

S=(Ke gan Pimpinan P intahan Desa)}
S : semesta pembicaraan

Himpunan Kewenangan Prajuru: P = (p1, p2, p3]

Himpunan Kewenangan Kepala Desa/Perbekel: K = (k1, k2, k3]
pl, p2. dan p3 : kewenangan prajuru desa adat

k1, k2, dan k3 : kewenangan kepala desa

jika digambarkan dalam diagr venn skan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.21 Diagram Venn Kewenangan Pimpinan
Pemerintahan Desa Adat dan Dinas
Dari gambar diagram venn terscbut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S={K gan Pimpinan P intahan Desa)
P = (p1, p2 p3)

K = (K1, k2, k3}

Himpunan Salin, a

P dan K merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada

anggolanya yang sama

Pengurangan

(a) B-P=(b3)

(b) P-B={)

() B-N =[bl, b2, b3)

(d) N-B=[nl,n2)

(¢) B-T=(bl, b2, b3}

(f) T-B=[11,12}

(g) P-N = (b1, b2}

(h) N-P=|nl, n2)

(i) P-T=|bl, b2

() T-P=(t1,22}

(k) N+T=[nl, n2)

() T-N=[e1, 2}
Komplemen

(a) BS=[nl,n2, 81,12, ..}

(b) PC=[b3, nl,n2, 11,2, .|
{c) N°=ibi, b2, b3,i1,82, .|
(d) T¢ = (b1, b2, b3, nl,n2,..|

(14)  Bab VI Pasal 31 tentang g prajuru desa adat yang
terkait dengan K gan Pimpinan Pemerintah
Desa Adat dan Dinas

Kepala Desa dan Bendesa masing-masing memiliki otonomi, namun
masyarakat dan wilayalnya berada pada satu kesatuan. Masing-
masing punya kewenangan, tidak boleh intervensi.

Dalam k h ke gan Prajuru Desa Adat dengan

P P
kewenangan Kepala Desa atau Perbekel ini dapat digambarkan
sebagai berikut:
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Himpunan Bagian
(a) PcS
(b) Kc s

Gabungan
(a) PUK={p1,p2 p3, k1, k2, k3|

Penjumlahan
(a) P+K={pl,p2 p3, k1, K2, k3|

Pengurangan
(a) P-K=[pl, p2 p3|
(b) K-P=(kl, k2, k3]

Komplemen
(a) PC=(k1, k2 k3, ..}
(b) KE={pl, p2, p3, .}

(15) Bab VI Pasal 35 dan 36 tentang Keanggotaan Sabha dan
Kerta Desa Adat

Sabhi Desa Adat diberttuk oleh Prajuru Desa Adat, berasal dari

Tokoh Krame Desa Adat yang ductus oleh Banjar Adat. Kerta Desa

Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat. Kerta Desa Adat terdiri atas:

(1) Prajuru Desa Adat; dan (2) Krama Desa Adat yang mem iliki

kom itmen, pengal dan keahitan dalam bidang hukum adat,

vang diwtus oleh Banfar Adat,

Dalam konsep himpunan, keanggotaan Sabha dan Kerta Desa

Adat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

S = |Krama Desa Adat]

S :semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru: P = [k1, k2 |

Himpunan Krama Desa Adat : K = [k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7}

Himpunan Sabha Desa Adat : Sb = (ké, k7]
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k1 dan k2 : krama yang menjadi prajuru desa adat

k1, k2, k3, k4, k5, ko, dan k7 : krama desa adat

k6 dan k7 : krama yang menjadi sabha desa adat

Kerta Desa Adat merupakan irisan dari Prajuru dan Sejumlah
Krama Desa Adat

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.22 Dhgnmr\'cnn Keanggotaan Sabha dan Kerta Desa
Adat
venn but dapat d

L1 1
) ¥

Ai
o'

Dari gamb
himpunan yaitu:

Pen n himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Krama Desa Adat]

P= k1, k2)

K = {k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7)
Sb = (k6, k7|

Himpunan Bagian

(a) PcK

(b) SbcK

(16) Bab VI Pasal 38 tentang Patias atau olih-olihan

Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat
berhak mendapatkan patias atau ofih-olihan sesuai dengan Awig-
Awiy  danfatay Pararem Desa Adat. Yang dimaksud  dengan
"patias”™ adalah imbalan atau insentif berupa wong schagai
bentuk penghargaan atas tugas yang telal dilakukan. Yang
dimaksud dengan “olih-olihan™ adalal tmbalan atau kompensasi
berupa barang, nang. atau leluputan atau dispensasi yang
diterima atas jabatar yang dientban,

Dalam k p himp hak prajuru Desa Adat berupa patias
atau olih-olihan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
S = [Hak Prajuru Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Patias: P’ = |u)

Himpunan Olih-olihan : O = (b, u, d)

u - uang

b : barang

d : dispensasi

fika digambarkan dalam diagrom venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.23 Diagram Venn Patias dan Olih-olihan

taaw di N

dapat ditunjukkan

Dari gai venn

himpunan yaitu:

{¢) PcS

(d) Ke s

(¢) Sbe S

Irisan

(a) PNK= k1, k2}

(b) KN Sb = [ké, k7)

Gabungan

(a) PuK=(k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7}
(b) PUSb = K1, k2, k6, k7]

(€) KU Sb= (K1, k2, k3, k4, k5, k6, k7]
(d) PuKuSb = [kl, k2 k3, k4, k5, k6, k7]
Penjumiahan

(a) P+K=[k3, k4, k5, kb, k7|

(b) P+5Sb=(kl, k2, k6, k7)

() K+ Sb={kl, k2, k3, k4, k5)
Pengurangan

{a) P-K={j

(b) K-P=|Kk3, k4, k5, kb, k7|

() P-Sb=[kl, k2}

(d) Sb-P = k6, k7}

(¢) K-Sb={k1, k2, k3, k4, k5|

() Sb-K={}

Komplemen

(a) P<= (K3, kd, k5, k6, k7, ...)

(b) K© = {Krama Desa Adat selain k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7)
(c) Sb°={Kk1, k2, k3, k4, k5, ...}
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Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = {Hak Prajuru Desa Adat]
P={u)

O =b,u,d]

Himpunan Bagian

(a) PcO

(b) PcS

(¢) OcsS

Irisan

(@) PNO={u)

Gabungan

(a) PUO=[b,u,d|
Penjumlahan

(a) P+O=(b,d)
Pengurangan

(a) P-O={)

(b) O-P={b,d)
Komplemen

(a) PC={b,d)

(b) Oc={)

(17) Bab VI Pasal 39 tentang Struktur Banjar Adat

Banjar Adat/Banjar Suka-Duka ataw sebutan lain berfungsi
melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adal. Banjar
Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat. Susuman Prajurn Banjar
Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat danfatau Awig-Awig




Bamar Adat. Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah
mufakat oleh Krama Bampar Adat menurul Awig-Awig Desa Adat
danfatau Awig-Awig Banpar Adat

Dalam konsep himpunan, struktur banjar adat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = [Krama Banjar Adat}

S : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru Banjar Adat: P = [k1, k2]

Himpunan Krama Banjar Adat . K = [k1, k2, k3, k4, k5]

k1 dan k2 : krama yang menjadi prajuru banjar adat

k1, k2, k3, kd, dan k5 : krama banjar adat

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 224 Diagram Venn Struktur Banjar Adat

Dari gambar di venn but dapat ditunjukkan k

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Krama Banjar Adat}
P={k1,k2}

K = [k1, k2, k3, k4, k5)

Dalam konsep himpunan, Yowana Desa Adat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = [Pasikian Yowana Bali)

S : semesta pembicaraan

Misalkan diambil contoh dua desa adat X dan Y

Himpunan Sabha Yowana Desa Adat X : X = {x1, x2]

Himpunan Sabha Yowana Desa AdatY : Y = {y1, y2]

x1 dan x2 : Yowana Desa Adat X

y1 dan y2: Yowana Desa Adat Y

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.25 Diagram Venn Pasikian Yowana

+ L1

Dari gambar di venn

8! dapatd konsep
himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = {Pasikian Yowana Bali)

X = |x1,x2)

Y=yl y2l

Himpunan Bagian

(a) PeK

(b) PcS

{¢) Kes

Irisan

(a) PNK=[k1,k2)
Gabungan

(a) PuK=[KkI k2 k3, k4, k5|
Penjumiahan

(a) P+K=[k3, k4, k5)
Pengurangan

(a) P-K={|

(b) K-P=(k3, ki, k5)
Komplemen

(a) PC=[k3, k4, k5, .|

(b) K¢ =[Krama Banjar Adat sclain k1, k2, k3, k4, k5]

(18) Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adat yang terkait
dengan Pasikian Yowana

Yowana Desa Adat merupakan organisasi kepemudaan vang ada
dalam Wewidangan Desa Adat. Yowana Desa Adat melaksanakan
kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi: (1) adat, agama,
tradisi, sent dan budaye, serta kearifan lokal; (2) pendidikan dan olah
raga; (3) kesehatan; (8) ekanomi; dan (5) bidang peminatan lainnya
Struktur Yowana: (1) Tingkat Desa Adat - Sabha Yowana Desa
Adat; dan (2) MDA (kecamatan, kal n, p i) : Pasikian

P

Yowana Bali.
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Himpunan Saling Lepas
X dan Y merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) Xes

(b) YCS

Gabungan

(a) XUY=(xl,x2 y1,¥2}
Penjumliahan

(a) X+Y=(x1,x2,y1,y2}
Pengurangan

(a) X-Y=|x1,x2)

(b) Y-X=(yl,y2)
Komplemen

() XE=(y1,y2,.

(b) Y©=([x1,x2 ..}

(19) Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adat yang terkait
dengan Perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana

Sckaa Truna dan Yowana, karena keduanya adalah konsep yang
berbeda. Sekaa Truna keangg it belum menikah, sedangkan
Yowana keanggotaannya merupakan orang yang memang usianya
17 = 40 tahun jika belum menjadi krama ngarep walawpun sudah
menikak.

Dalam konsep himpunan, Sekaa Truna dan Yowana ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = {Krama Desa Adat|

S : semesta pembicaraan
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Himpunan Yowana : T = (11, 12, k1, k2}

Himpunan Krama yang sudah menikah : K = (k1, k2, k3, k4, k5]
1 dan 12 : Truna

k1 dan k2 : Krama yang sudah menikah tetapi bukan krama
pengarep

k3, k4, k5 : Krama yang sudah ikah tetapi pakan krama

Pengarep
jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2,26 Diagram Venn Perbedaan Sekaa Truna dan Yowana
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep
himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = |Krama Desa Adat)

T={11,12, k1, k2|

K= (K1, k2, k3, k4, k5)

Hi an i

(3 TcS

(b) Kecs

Gambar 2.27 Diagram Venn Paiketan Krama Istri Desa Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep
himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Krama Desa Adat)
1=[i1,i2,i3)

Himpunan Bagian
a) 1cS

{21) Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri yang terkait
dengan Status Krama Istri
Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat. Di
tingkat Provinsi juga ada Pesikian Krama Istri Desa Adat. Karena di
Bali kita mengermal Purtisa dan Pradana. Dimana dalant hal ini
Purusa tidak selalu laki-laki (nyentana), jadi yang berperan sehagai
Purusa adalak perempuan sehingga istrilal sebagai krama pengarep
di desa adat. Di Bali saat ini sudah ada prajure scorang perempuan
yaitu menjabat sebagai penyarik juh

Dalam konsep himpunan, Status Purusa dan Pradana Krama Istri
Desa Adat ini dapat digambark bagai berikut

ch L N [ i)
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Irisan

(a) TNK=(k1,k2)
Gabungan

(a) TUK = (11,12, k1, k2, k3, kd, k5]
Penjumlshan

(a) T+K=[t1,12,k3, kd, k5|
Pengurangan

(a) T-K={t,2)

(b) K=T=[k3, ki, k5)
Komplemen

(a) T¢ = (K3, k4, K5, ...)

(b) Ke={11,22, ..

(20) Bab VII Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri Bab VII
Pasal 49 tentang Paiketan Krama Istri

Paiketan Krama Istri Desa Adat merupakan organisasi istri

Krama Desa Adat. Paiketan Krama 1stri Desa Adat melaksanakan

kegi dukung kegiatan Desa Adat dan upaya pemberdayaan
kescjahteraan keluarga.

Dalam konsep himpunan, Paiketan Krama Istri ini dapat
S = {Krama Desa Adat)

S :semesta pembicaraan

Himpunan Paiketan Krama Istri: [ = i1, i2, i3)

i1, 12, dan (3 : krama istri

jika digambarkan dalam diag; venn akan menjadi seperti
berikut ini:

- 61 -

§ = (Krama Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Krama Istri : 1 = i1, i2, i3, i4, i5)

Himpunan Krama Pengarep : K = (i, i2, 11, 12, 13)

11,2, 13, i4, dan i5 : krama istri

il dan i2 - Krama istri yang berstatus Purusa

11,12, 13 : Krama lanang yang berstatus krama pengarep

jika digambarkan dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.28 Diagram Venn Status Krama Istri dalam Konteks
Purusa dan Pradana
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = (Krama Desa Adat)

1= {i1, 2,13, i4, i5)
K={i1,i2,11, 12,13

Himpunan Bagian

(a) 1S

(b) Ke§
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Irisan
(@) 10K = (i, 2}

Gabungan
(a) TU K =[i1,i2,i3,i4,i5,11,12,13)

Penjumiahan
(a) I+K={i3,i4,15 11,12, 13

Pengurangan
(a) I-K={i3,i4,i5)
(b) K=1=1{11,12,13)

Komplemen
(a) 1€=(1,12,13,..)
(b) K€ ={i3,i4,15, .|

(22) Bab VII Pasal 51 tentang Sekaa yang terkait dengan
Hubungan Kelembagaan Prajuru dan Sekaa

Sckan adalah kelompok tertentu, yang bukan merupakan bagian

langsung dari kelembagaan prajurn desa adot. Sekaa bisa merupakan

kumpulan profesi atan mempunyni keahlion don minal, yang hisa

mendukung kegiatan di desa adat. Sekaa ada berancka ragam, seperti

Sckaa Geng, Sekaa Manyi. Sekaa Teruna, dan lain-lain

Dalam konsep himpunan, hubungan kelembagaan prajuru dan

Sekaa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

S = |Krama Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Prajuru : P = {p1, p2. p3, pd)

Himpunan Sekaa A: A = (al, a2, a3)

Himpunan Sekaa B: B = [b1, b2, b3]

Pl p2, p3, dan p4 : prajuru

al, a2, dan a3 : anggota sekaa A

b1, b2, dan b3 : anggota sekaa B
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Gabungan

(a) PUA =(p1, p2, p3, pd, al, a2, a3}
(b) PUB=|pl, p2 p3, p4, bl, b2, b3}
{¢) Au B=ial, a2 a3, bl, b2, b3}

(d) PUAUB=pl, p2 p3, pd, al, a2, a3, b1, b2, b3)
Penjumlahan

(a) P+A=pl,p2 p3, pd al, a2 al)
(b) P+B=|pl, p p3, p4, b1, b2, b3}
(€) A+B=l(al, a2 a3, bl, b2, b3)
Pengurangan

(a) P-A={pl,p2 p3, pd|

(b) A-P=[al,a2 a3}

(€) P-B=[pl, p2 p3, p4|

(d) B-P={bl, b2, b3}

(€) A-B={al,a2 a3}

() B-A= (bl b2 b3}

Komplemen

(a) PC=[al, a2 a3, bl, b2, b3, )

(b) A€ ={(pl, p2, p3, p4, b1, b2, b3, .|
(c) BE = |pl, p2, p3, p4, al, a2, a3, |

(23) Bab XI Pasal 72 tentang Majelis Desa Adat (MDA) yang
terkait dengan Struktur MDA

MDA dibentuk olel Desa Adat. MDA merupakan persatuwan

(pasikian) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintal Dacrak

sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budayn, sosial religius,

kearifan lokal, dan ckonomi adat. MDA terdiri atas: (1) MDA

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut in:

Gambar 2.29 Diagram Venn Hubungan Kelembagaan Prajuru
dan Sekaa
Dari gambar diag venn but dapat ditunjukkan

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu
S = |Krama Desa Adat|

P ={pl, p2, p3, pd}

A = [al,a2,a3)

B = (b1, b2, b3|

Himpunan Saling Lepas

P, A, dan B merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) PcS

(b) AcS

(c) BcS
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tingkat Provinsi; (2) MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan (3) MDA
tingkat Kecamatan,

Dalam konsep himpunan, struktur MDA ini dapat digambarkan
sebagai berikut:

S = {Desa Adat di Bali|

S : semesta pembicaraan

Misalkan kita gunakan contoh 2 kabupaten, 2 kecamatan, dan 2
desa sebagai model himpunan.

Himp MDA Kabupaten di Provinsi: P = [A, B)

Himp MDA K di Kabup A:A=|C, D)
Himpunan Desa Adat di Kecamatan € C = g, h|

Himpunan Desa Adat di Kecamatan D : D = [i, j}

Himp MDA K di Kabupaten B : B = (E, F)
Himpunan Desa Adat di Kecamatan E<E = [k, |)

Himpunan Desa Adat di Kecamatan F: F= [m, n|

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.30 Diagram Venn Struktur MDA
Dari gambar diag; venn but dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan
Ada beberapa himpunan yaitu:
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S = {Desa Adat di Bali}
P = (A, B)

A={C,D)

C=1{g.hl

D=ij

B=|E F|

E=(k1}

F=|m,nj

Himpunan Bagian
(a) Co A

{b) Dc A

(c) EcB

(d) Fe B

() ACP

f)y Bep

() PcS

Gabungan

(a) CuD=|ghijl
(b) EUF=|k 1l mn]
©) AUB={ghijklmn]
Penjumlahan

(a) C+D={ghij
(b) E+F=(k I, mn|
(c) A+B=(ghijkLmn]
Pengurangan

(a) C-D =g hi

bentdesa adat yang ndg di knbupaten tersebut. Paruman alit di
kecamatan ditkuti oleh semua bendesa adat yang ada di kecamatan
terseinet. Paruman wni dikaitkan dengan pertanggungjacaban
pengurns dan penbentukan pengures baru. Pasamihan i jike
dibahasa indonesiakan sama dengan rapal kerfa sedanghan
pesangkepsen mens hahas teknisapa.

Dalam  konsep himpunan, Pasamuhan, Paruman, dan
P ) ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasamuhan dan Paruman mempunyai tujuan yang berbeda tetapi
memiliki kesamaan dalam hal peserta vang hadir.

S = [Desa Adat di Bali}

5 : semesta pembicaraan

Himpunan Peserta I han/Paruman Agung di Provinsi : G =
la, b, ¢, d]

Himp Peserta P, han/Paruman Madya di Kabupaten :
M= (b cd)

Himpunan Peserta Pasamuhan/Paruman Alit di Kecamatan : L =
le. d)

a: MDA Provinsi

b: MDA Kabupaten

©: MDA Kecamatan

d : Bendesa

jika digambarkan dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ini:

(b) D-C={iji

) E-F=[k 1)

(d) F-E=[m,n]

(¢) A-B={ghiijl

() B-A=[klLm,n)
Komplemen

(a) C={i,j kL mmn,. ]|
(k) D°={g.h k. Lm,m, .}
(¢) ES=(g h ijmn, .}
(d) F= g hij bkt |
(&) Af=[k Lm,n,..)
{0 BE={g hij .|

(24) Bab XI Pasal 74 kedudukan dan pemb k

MDA yang terkait dengan Pasamuhan, Paruman, dan
Pesangkepan
Ada penentuan wakiu paruman MDA di setiap tingkatan. Ada yang
disebyt dengan Posgmuyhar, Pernmum, don Pesangbepon. [ike di
MDA Provinst yang dimaksud pesangkepan yaitu pertemuan yang

dilurdiri oleh pengurus MDA di Promnsi, Demikian juga yang di

kit 7 pelak ya bersifat insidental
Kemudion ada I, jika pas agung di provinsi ditkuti
olefy semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan,
dan Bendesa, Penyebutan han di setiap dingk waitu

pasamuhan agung di tingkat provinsi, pasamuhan madya di tingkat
kabupaten, dan pasamuhan alit di tinghat kecamatan winimal
diluksanakan sekali dulam selaftun. Paruman terdiri dari Paruman
Agung, Madya, dan Alil sekali dalam lima tahun. Paruman agung
pesertanya bendesa adat seluruh Bali, tidak boleh perwakilan jodi
semmuanya kut. Parunun madya di kabupaten dikuti oleh semua

Gambar 231 Diagram Venn Pasamuhan dan Paruman
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:
Penyajian himpunan
Ada beberapa himpunan yaitu:
S = |Desa Adat di Bali]
G=la, b cd]

M= (b cd]

L={edl

Himpunan Bagian

(a) MG

b) Le G

&) Ges

(d) McS

(e) Les

Irisan

(@) GNIM=[b,e.d)
(b) GNL={cd]
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(©) MNL={¢d)
Gabungan

(@) GUM=lab,cd
(b) GUL=[ab,ed
(€) MuL=|bed}
(d) GUMUL={ab,cd
Penjumlahan

(@) G+ M= (a}

(b) G+L=ab]

(©) M+L=(b]
Pengurangan

(a) G-M = [a)

(b) M-G=]|

(©) G-L=[ab)

d) L-G=[)

(€) M-L=(b)

i L-M=i{]
Komplemen

(a) G*={Desa Adat di Baliselaina, b, ¢, d]
(b) M¢=(a,..}

(©) Lc=(ab, ..}

Sedangkan untuk pesanghepan bersifat iternal, seperti misaluya (1)
pesangkepan MDA di Provinsi dihadin olelt Pengurus MDA
Provinsi; (2) pesangkepan MDA di Kabuy dihadiri olch
Pengurus MDA Kabupaten: (3) pesangkepan MDA di Kecamatan
dihadiri oleh Pengurus MDA Kecamatan; dan (4) pesangkepan

Prajuru di Desa Adat dihadiri oleh Prajuru

N={g hi}

A= k1)

Himpunan Salin, £
V. P, N, dan A merupakan himpunan saling lepas, karena tidak
ada anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

{a) Vec§

(b) PcS

() NcS§

(d) AcS

Gabungan

() VuP=lab,c.def}
(b)) VUN={abeghi]
(€©) VuA=labcjkl]
(d) PUN={d,ef,ghi)
(¢) PUA=(defijk!}
M NUA=(ghijkl]
(g) VUPUNUA=[ab,cdefghijkl
Penjumlahan

(a) V+P=|ab,cdef)
(b) VeN=labecghi)
(€) V+=A={abcjkl)
(d) P+N=|d,ef,ghi)
(¢) P+A=(d e Ljk]l]
N N+A={ghijkl]
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Maka dalam konsep himpunan, Pesangkepan ini  dapat
digambarkan sebagai berikut:

§ = {Desa Adat di Bali)

S : semesta pembicaraan

Himp Peserta Py gkepan di MDA Provinsi: V = [a, b, ¢)
Himp Peserta Pesangkepan di MDA Kabupaten : P = [d, e, f]
Himpunan Peserta Pesangkepan di MDA Kecamatan : N = g, h, i
Himp Peserta Pesangkepan di Desa Adat: A = (L k, 1]
a, b, dan ¢ : Pengurus MDA Provinsi

d, e, dan f: Pengurus MDA Kabupaten

g h, dani: Pengurus MDA Kecamatan

jo k. dan | : Prajuru Desa Adat

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.32 Diag Venn P §
Dari gambar diag) venn b

L !

dapat ditunjukkan

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
§ = {Desa Adat di Bali)
V=lab,c]

P={def)

Pengurangan

a) V-P={ab,c|

() P-V=|def)

(€) V-N={a,b,c]

(d) N-V={ghi]

(¢) V-A=la,bec}

O A-V={ikl]

(g) P-N=[d,ef]

(h) N-P=[ghi]

(i) P-A=d,ef}

G A-P=(jkl)

(k) N-A={gh,i]

I A-N={(Lk1]
Komplemen

(a) Ve={d, e fghijkL .|
(b) PP={abaghiikl.)
(€) Ne={a,bcdefjkl.)
(d) A“={a,becdefghi.|

(25) Bab II Pasal 6 tentang Unsur Pokok Desa Adat dalam

Konteks Sad Kerthi
Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan,
dan Palemahan yang pakan percujudan dari filosofi Tri Hita

Karana. Tri Hite Karana be ber dar: milai-nitai kearifon lokal
Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kescahterann dan kebahogioun
keltidupan masyarakat Bali (Sad Kerthi), yang meliputi: (1)
penyucian jivoa (atma kerthi); (2) penyucian laut (segara kerthi); (3)
penyucian sumber air (danu kerthi); (3) penyucian tumbuli-
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tumbuhan (wana kerthi); (5) penyucian manusia (jana kerthi); dan
(6) penyucian alam semesta (jagat kerthi),

Dalam konsep himpunan, unsur pokok desa adat ini dapat
digambarkan scbagai berikut:

S = [Desa Adat di Bali}

S : semesta pembicaraan

Himpunan Parhyangan pada Sad Kerthi : H = {a, b, ¢]

Himpunan Palemahan pada Sad Kerthi: L = [a, b, ¢, d)
Himpunan Pawongan pada Sad Kerthi : W = (e, f]

a:segara kerthi

b : danu kerthi

c: jagat kerthi

d - wana kerthi

€ :atma kerthi

f:jana kerthi

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.33 Diagram Venn Unsur Pokok Desa Adat dalam
Konteks Sad Kerthi
but dapat di

: Iy
Dari ga 8! venn

konsep
himpunan yaitu:
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Pengurangan

(a) HoL=[]

(b) L-H=(d)

(€) H-W={ab,c)
(d) W-H={ef]
() L-W=|a,b,cd)
N W-L=lef)
Komplemen

(@) H'=(d,e.f)
(b) LE= (e, 1)

(©) We={a,b,cd)

{26) Bab I Pasal 7 tentang Parhyangan Desa Adat

gan merupakan hubungan h antara Krama Desa
Adat dengan Hyang Widht Wasa dalam ikatar kaliyangan Desa
danjatau Kahvangan Tiga. Kahyangan Desa Adat danfatau
Kahyangan Tiga menjadi tanggung jawab Desa Adat. Pelaksanaan
tanggung fawab diatur dalam Awig-Awig Desa Adat. Parahyangan
dan tempat swci lain yang ada dalam Weridangan Desa Adat
menjadi tanggung fawoab pangempon masing-masing sesuai dresta
setempat.

Parah
Par

Dalam konsep himpunan, Parhyangan desa adat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = [Parhyangan Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Kahyangan Tiga: T = {a, b, ¢}

Himpunan Kahyangan Desa: D = [d, e, £, g]

a: Pura Desa

b : Pura Puseh

¢ : Pura Dalem

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = (Desa Adat di Bali)
H=la,b,c)

L=lab,cd)

W = (e |}

Himpunan Saling Lepas

H dan W serta L dan W merupakan himpunan saling lepas,
karena tidak ada anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) Ho L

(b) HeS

(¢) LcS

(d) We s

Irisan

(@) HNL=(a, b, ¢l

Gabungan

(a) HuL=|a,b,c,d]

(b) HuW=1{a,b,celf

(€) LUW=labecdef]

(d) HULUW={a,bcd ef}
Penjumiahan

(a) H+L={d]

(b) H¥W=[ab,cef

() L+W=[a,b,cd,e,f]

d : Pura Kahyangan Desa-1

e : Pura Kahyangan Desa-2

f: Pura Kahyangan Desa-3

% : Pura Kahyangan Desa-4

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 2.34 Diagram Venn Parhyangan Desa Adat
Dari gambar d venn b

dapat ditunj P

himpunan yaitu:
Penvajian himpunan
Ada beberapa himpunan yaitu:
S = |Parhyangan Desa Adat)
T=1{ab.c)
D=|delgl
Himpunan Saling Lepas
T dan D merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada
anggotanya yang sama
unan Bagi
(a) TcS
(b) Des



Gabungan

(@) TUD=[a,bcd et gl
Penjumlahan

(a) T+D=(a,b,cdef g
Pengurangan

(a) T-D={a,b,c|

(b) D-T=[d, e f,gl
Komplemen

(a) T=|d,efgl

(b) D€={a,b,c)

(27) Bab Il Pasal 7 tentang Parhyangan Desa Adat yang terkait

Perbed
B L3 pengempon, penyungsung, dan
pemaksan

Sistem pengelolaan tempat ihadah, satu sama lainnya berbeda di
setiap Desa Adat. Kita harus bisa membedakan definisi, stapa yang
disebut dengan peugempon, penyungsung, pemaksan. Penyungsung
* mempunyai kelertkatan dengan pura, schingga boleh sembahyang.
Pengempon : orang yang bertug Pura. Pemaksan : sesual
dengan nomanya Maksa, masyarakat yang mengambil istri dari
Pengempon.

Dalam konsep himpunan, Perbedaan pengempon, penyungsung,
dan pemak ini dapat digambark ebagai berik

S = [Krama Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Pengempon : E = (a, b}
Himpunan Penyungsung : N = {a, b, ¢, d, e, 1, g}
Himpunan Pemaksan : M = {f, g}

a,b: Pengempon yang juga termasuk dalam Penyungsung

ga

<, d, e : Penyungsung

Irisan

(a) ENN ={a, b}

(b) MON=[fg)

Gabungan

(a) EUN={ab,cdefg)
(b) EUM=|a,b.f.g]|

(© NuM={(abcdefg)
(d) EUNuUM=|abedefg]
Penjumiahan

(a) E+N=[cd,efg]|

(b) E+M={a,b,fg)

(©) N+M={abcde)
Pengurangan

(@) E-N={(}

(b) N-E={¢d efg)

(c) E-M={ab|

(d) M-E={f,g)

(&) N-M=|ab,cde]

H M-N={]

Komplemen

(a) E€=|c, d, e fg)

(b) N€={Krama Desa Adat selaina, b, ¢, d, e, [, g)
() MC=|a b,cde}

f, g : Pemaksan yang juga termasuk dalam Penyungsung
jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

Gambar 235 Diagram Venn Perbedaan pengempon,
penyungsung, dan pemaksan
Dari bar di venn but dapat ditunjukkan k

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan
Ada beberapa himpunan yaitu:

S = {Krama Desa Adat)]
E={a,b)
N=lab,cdefg)
M=(Lgl

Himpunan Bagian

(a) ECN

(b) Mc N

(c) EcS

(d) NcS

(€) McS

(28) Bab Il Pasal 8 tentang Pawongan Desa Adat yang terkait
dengan Penggolongan Krama Desa Adat

Krama desa adot di setinp desa ada penggolongan, nawiun bhisa berbeda

di setinp desa. (1) Krama Pengarep @ Jangkep dan Balu. jangkep :

Suami Istri. Balu : Duda dan janda, (2) Krama Nyada : Krama

Pensiun (sudah tidak punya kewajiban dan tanggungjawab di desa

adat). Di desa adat tertentu puga ada Krama Pengele dan Krama Bala

Angkep. Ada juga krama tatadan dan krama pengempr. Krama

pengarep adalah krama utama yang mempunyai fungsi dan

tanggungjawab penuh swadharma dan seadikara. Krama balu adalah

krama pengarcy yang jika salah satu pasangannya sudah tdak ada,

Krama nyada di atas 65 talum, jika tidak punya waris abau keturinan,

Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki hak.

Ada juga krama pangempi: krama pendatang yang tidak dari awal

menjads krama desa adat (pindalun dari desa adat lam). Kroma

tatadan : krama yang diajak olele seseorang ke suatu desa adat, Keama

pengempi dan taladan bisa sapa tidak wiempunyai huk kewajiban yang

sarna dengan krana pengarep. Krama bala angkep : di suatu dese adat

wwonl terbentuknya sudah dipatok jumlal kramanya 200 (karvang sikut

satik).

Dalam konsep himpunan, Penggolongan Krama Desa Adat ini

dapat digambarkan sebagal berikut:

S = (Krama Desa Adat)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Krama Pengarep 1 E = [a, b, ¢, d, e, f)

Himpunan Krama Pengorep Jangkep : ] = {a, b, ¢, d)

Himpunan Krama Pengarep Balu : B = [e, f}

Himpunan Krama Nyada : N = {g, h]

Himpunan Krama Pengempi - P = |4, j|

jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti

berikut ini:




Gambar 2.36 Diagram Venn Penggolongan Krama Desa Adat
Dari gambar diagram venn tersebut dapat ditunjukkan konsep

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:
S = [Krama Desa Adat}
E={ab,cdef]

J=la,b,c d}

B=fe 1]

N = {g h|

P={ijl

Himpunan Saling Lepas

N dan P merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada

anggolanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) JcE

(b) B E

() EcS

() Bc=|abcd,ghi.j
(d) N¢={a,bcdefy,jl
(¢) =|a,becdef, gh)

(29) Bab II Pasal 9 tentang Swadharma dan Swadikara Krama
Krama Desa Adal melaksanakan swadharma dan swadikara penuh
dalam bidang Parahyargan, Pawongan, dan Palemahan Desit Adat.
Krama Tamiu

laksanaki dl dikara terbatas dalam
bidang Parahyangmn, Pawongan, dan Palemhan Desa Adat. Taniiu
melaksanakan swadharma dan swadikara terbatas dalam bidang
Pawongan dan Palemahan Desa Adat.

Dalam konsep himpunan, Swadharma dan Swadikara Krama ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

S = |[Swadharma dan Swadikara Krama)

S : semesta pembicaraan

Himpunan Swadharma dan Swadikara Krama Desa Adat : KD =
{a, b, ¢}

Himpunan Swadharma dan Swadikara Krama Tamiu : KT = {d, e,
f)

Himpunan Swadharma dan Swadikara Tamiu : T = [e, {]
a:Swadharma dan swadikara penuh dalam bidang parshyangan
b : Swadharma dan swadikara penuh dalam bidang pawongan

¢ : Swadharma dan swadikara penuh dalam bidang palemahan

d : Swadharma dan swadikara terbatas dalam bidang
parahyangan

¢ : Swadharma dan swadikara terbatas dalam bidang pawongan

{ : Swadharma dan swadikara terbatas dalam bidang palemahan
jika digambarkan dalam diagram venn akan menjadi seperti
berikut ini:

(d Jjes

(e¢) BeS

() Nc§

(g) PcsS

Irisan

(a) JNE=|a.becd)
(b) BNE={e,f]
Gabungan

(@) JVE=|a,bcdef)
(b) JuB=|ab,cdef)
(<) EuB=|ab,cdef)
(d) JUEUB=|a,b,c, def)
Penjumlahan

(@) J*E=lef}

(b) J+B=|a.bc.def)
() E+B=[a,becd)
Pengurangan

(a) 1-E={)

(b) E-J={ef]

(€) J-B=la,bcd]|
(d) B-1=[ef)

{¢) E-B=[a,b,c,d)
(f) B-E=[]
Komplemen

(@) J°=le.L,ghij

(b) ES={g hijl
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Gambar 2.37 Swadharma dan Swadikara Krama
Dari gambar diagram venn but dapatd

kan konsep

himpunan yaitu:

Eenyajian himpunan

Ada beberapa himpunan yaitu:

S = {Swadharma dan Swadikara Krama)
KD = [a, b, ¢]

KT =(d, e f)

T=lef)

Himpunan Saling Lepas

KD dan KT serta KD dan T merupakan himpunan saling lepas,
karena tidak ada anggotanya yang sama
Himpunan Bagian

(a) Te KT

(b) KDe S

(¢) KTcsS

(d) TcS



Irisan

(@) KTNT=|ef)
Gabungan

(a) KDUKT =[a,b,¢c d, ef)
(b) KDUT=[a,b,ecef)
(©) KTuT=[def]
Penjumlahan

(a) KD+KT=[a,b,c, d ef}
(b) KD+T={a,bcef|
(€) KT+T=(d)
Pengurangan

(a) KD-KT={[a,b,c|
(b) KT-KD=[d,e,f)
() KD-T=[a,b,c]
(d) T-KD=[e,f)

(e) KT-T=(d)

i T-Ki={}
Komplemen

(a) KD ={d, e f, ..}

{(b) KT=[a,b,¢, ..}

(© Tc=lab,ed ..}

(30) Bab Il Pasal 10 tentang Palemahan Desa Adat

Palemahan merupakan sistem hubungen yang harmonis antara
Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat. Palemalan
Desa Adat meliputi tanah miltk Desa Adat dan tanah guna
kava yang bersifat komunal ataw individual. Tanah Desa Adat

S = | Palemahan Desa Adat )
A=(abcdel
K={abcd e
Himpunan yang Sama
A=K=lab,cd el
Himpunan Bagian

(@) AcK

(b) Kc A

€ AcS

(d) Kes

Irisan

(@) ANK={ab,cde]
Gabungan

(@) AuK={ab,cd.e|
Penjumlahan

@) AsK={])
Pengurangan

(@) A-K=1{}

(b) K-A=[]

memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ckonomi.
Tanah guna kaya menniliki fungsi adat, keagamaan, tradisi,
budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap
memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah

Dalam  konsep himpunan, Palemahan Desa Adat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

S = | Palemahan Desa Adat |

S : semesta pembicaraan

Himpunan Fungsi Tanah Desa Adat: A = [a, b, ¢, d, e}

Himpunan Fungsi Tanah Guna Kaya - K = [a, b, ¢, d, ]

a: fungsi adat

b : fungsi keagamaan

¢ : fungsi tradisi

d : fungsi budaya

e : fungsi ekonomi

jika digambark dalam diag venn akan menjadi seperti
berikut ink:

Gambar 2.38 Palemahan Desa Adat
Dari gambar di venn but dapat ditunjukkan konsep

L

himpunan yaitu:

Penyajian himpunan
Ada beberapa himpunan yaitu:

BAB 111
LOGIKA

A. Pengertian Logika

Logika pakanistilah yang b I dari bahasa Latin yaitu
logos yang gandung makna "ucapan” atau “perh . Secara
etimologis, logika dalam hal ini kata loges asal katanya merupakan
kata sifat yaitu logike. Logike dapat diartikan “pikiran’ atau "kata".
Logika sebagai ilmu sering disebut juga dengan logike epit atau
dalam bahasa latin disebut logicn scientia yang berarti ilmu logika.
llmu  logika yang dimaksud gacu pada k P
seseorang untuk berpikir rasional dalam rangk jemahk
peng menjadi tindakan. Jadilogika pakan ilmu yang
mempelajari cara berpikir berupa kaidah penalaran yang
memisahkan pernyataan benar dan pernyataan salah.

B. Penalaran

1. Pengertian
Penalaran adalah cara menggunakan pemikiran logis untuk

menganalisis suatu  fakta berdasarkan pengamatan indera

sehingga dihasilkan suatu konsep.

2. Jenis Penalaran
Ada dua jenis penal yaitu penal deduktif dan

induktif.

a.  Penalaran deduktif merupakan cara berpikir untuk menarik
kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke
perny yang bersifat kh
Contoh :

Pernyataan 1 : Semua mahasiswa wajib menyusun KRS
Pernyataan 2 : Andri adalah mahasiswa
Kesimpulan : Andri wajib menyusun KRS
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b. Penalaran induktif merupakan cara berpikir untuk menarik
kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke
pernyataan yang bersifat umum,

Contoh :
Pernyataan 1 : Mahasiswa semester 1 wajib menyusun
KRS
Pernyataan 2 : Mahasiswa semester 3 wajib menyusun
KRS
Pernyataan 3 : Mahasiswa semester 5 wajib menyusun
KRS
Pernyataan 4 : Mahasiswa semester 7 wajib menyusun
KRS
Kesimpulan : Semua mahasi wajib y KRS

C. Kalimat Terbuka

Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan
nilai kebenarannya Benar atau Salah,
Contoh :

a, xadalah bilangan yang memenuhix +1=9

b. 9 dikurangi suatu bilangan hasilnya adalah 8

D. Proposisi
1. Pengertian

Proposisi merupakan pernyataan dalam bentuk kalimat yang
mempunyai kemungkinan benar atau salah namun tidak sekaligus
benar dan salah. Jika proposisi p i nilai keb
“Benar” maka dapat dituliskan t (p) = B, jtlta nilai kebenarannya
“Salah™ maka dapat dituliskan t (p) =S.
2. Jems Proposisi

Proposisi ada dua jenis yaitu proposisi sederhana dan

majemuk.

a. Proposisi  sederhana merupakan proposisi yang hanya
memuat satu pokok pil serta tidak t kata hubung.
.92

Setiap awal baru mahasiswa wajib melakuk
registrasi dan mengisi KRS,

* Konjungsi but dapat dituliskan p  q.

* Konjungsi tersebut punyai nilai kebenaran “Benar” atau ©

(p » q) = B, jika memenuhi kondisi yaitu kedua proposisi

mempunyai nilai kebenaran “Benar” atau 1 (p) = Bdan 1 (q) =

B.

* Sedangkan Konj i b punyai nilai keb

‘Sulnh“ atau t (p A q) =5, jika memenuhi kondisi, yaitu:

a. Salah satu proposisi mempunyai nilai kebenaran “Salah”,
sedangkan proposisi lainnya punyai nilai keb
“Benar”, dalam hal ini saat t (p) = B sedangkan t (q) =S,
begitu juga sebaliknya saat 1 (p) = S sedangkan 1 (q) = B.

b. Kedua proposisi punyai nilai ket “Salah” yaitu
saatt(p) =Sdanz(q) =S.
* Tabel keb dari konjungsi dapat dituliskan seperti
berikut.
Tabel 3.1 Kebenaran Konjungsi
P Q PAq
B B B
B s S
S B S
S S S
2. Disjungsi
Disjungsi merupakan proposisi maj, k yang antar proposisi

sederhananya dihubungkan oleh kata hubung "atau”™. Dalam
matematika kata hubung “atau” tersebut disimbolkan dengan “v".
Berikut ini contoh disjungsi beserta tabel kebenarannya.
* Misalkan dua proposisi p dan q, sebagai berikut:

p : Mahasiswa dapat gikuti kuliah luring

q: Mahasiswa dapat gikuti kuliah daring

* Disjungsi dari kedua proposisi but akan jadi :

Contoh :
1) Kampus Undiksha berada di kota Singaraja (Benar)
2) Denpasar adalah ibu kota Buleleng (Salah)
b. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang memuat lebih

dari satu pokok pikiran atau pakan gabungan dari dua
atau lebih proposisi sederhana yang disambungkan deng;
kata hubung. Nilai keb dari proposisi majemuk
di k oleh  keb dari proposisi-proposisi yang
membentuknya.

Contoh :

1) Setiap awal ter baru mahasiswa wajib melakuk

registrasi dan mengisi KRS,

2) Mahasiswa dapat mengikuti kuliah luring atau kuliah
daring.

3) Jika kondisi  pandemi sudah  membaik  maka
perkuliahandilakukan secara luring,

4) Mahasiswa dapat ikuti perkuliahan jika dan hanya

L ¥

jika mahasiswa sudah mengisi KRS.

E. Pnpulll Majemuk

Prop jemuk dapat dikelompokk jadi 4 yaitu:
konjungst, disjung plikasi, dan biimplik
1. Konjungsi

Konjungsi pak proposisi j k yang antar
proposisi sederh ya dihubungkan oleh Iuml hubung “dan”.
Dalam ika kata hubung “dan” bolk
deng “A%.  Berib ini toh konjungsi beserta tabel
kebenarannya.

X £ bherikik

* Misalkan dua proposisi p dan q, e
p : Setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan

registrasi
q : Setiap awal semester baru mahasiswa wajib menglu KRS,
* Kongjungsi dari kedua proposisi but akan jadi :
-93 -
Mahasiswa dapat gikuti kuliah luring atau kuliah daring.
* Disjungsi tersebut dapat dituliskan p v q.
* Disjungsi b P i nilai keb “Benar” atau ¢
(p v q) = B, jika memenuhi kondisi yaitu:
a. Kedua proposi punyai nilai keb “Benar”,
yaitu t (p) = Bdan ) (q) =
b. Salah satu prop punyai nilai keby "Salah”
dangkan proposisi lai punyai nilai keb

“Benar”, dalam hal ini mi t (p) = B sedangkan t (q) =S,
begitu juga sebaliknya saal ©(p) =S sedangkan 1 (q) = B.

* Sedangkan Disjung: punyai nilai keb
“Salah” atau t (p v q) = S, jika memenuhi kondisi, yaitu kedua
proposisi P inilai kebi “Salah” yaitu saat 1 (p) =
Sdant(q)=S.

* Tabel keb dari disjungsi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.2 Kebenaran Disjungsi
LA |

|
1
|
4
|

nliwl v =0

nu = s

B

B
B
s

3. Implikasi
Implikasi merupakan proposisi majemuk yang antar prop
sederhananya dihubungkan oleh kata hubung “jika . maka "
Dalam matematika kata hubung “jika .. maka .." tersebut
disimbolkan dengan "—". Berikut ini contoh implikasi beserta
tabel kebenarannya.
* Misalkan dua proposisi p dan q,
p : Kondisi pandemi sudah membaik
q : Perkuliahandilakukan secara luring
* Proposisi pertama yaitu p disebut anteseden, sedangkan
proposisi kedua yaitu q disebut konsekuen.

N i harik
L
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* Implikasi dari kedua proposisi tersebut akan menjadi :
Jika kondisi pandemi sudah membaik maka perkuliah
dilakukan secara luring,
* Implikasi tersebut dapat dituliskan p — q.
* Implikasi b punyai nilai keb: “Benar” atau t
(p — q) = B, jika memenuhi kondisi yaitu:
a. Kedua proposisi mempunyai nilai kebenaran “Benar”,

yaitur(p)=Bdant(q) =B
b Proposisi p secbagai antesed punyai nilai keb:
“Salah™ sedangkan proposisi q sebagai k k
P i nilai kel an “Benar”, dalam hal ini saat ¢
p)=S udanghn t{q)=B.
c. Kedua proy punyai nilai keby “Salah”,
yaitu 1 (p) =Sdan t(q) =S.

* Sedangkan implikasi b punyai nilai keb
"Sahh" atau t (p —-q = S. fika memenuhi kondisi, yaitu:
Proposisi p 3 punyai nilai ket
“Benar” sedangkan proposisi q sebagai } L punyai
nilai kebenaran “Salah”, dalam hal ini saat 1 (p) =B sedangkan
(@) =S

* Tabel kebenaran dari implikasi dapat dituliskan seperti berikut.

Tabel 3.3 Kebenaran Implikast
P q P—q
B B B
B S S
s B B
S S B
4. Biimplikasi

Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang antar
proposisi sederhananya dihubungkan oleh kata hubung “... jika
dan hanya jika ...". Dalam matematika kata hubung “... jika dan

F. Negasi atau Ingkaran

1. Negasi Proposisi Sederhana
Negasi  atau  ingk merupal penyangkalan  atau

penolakan terhadap suatu pernyataan, schingga nilai kebenaran

dari suatu pernyataan akan berlawanan dengan negasinya. Negasi
disimbolkan dengan “~*

Contoh :

a. Proposisi : Kampus Undiksha berada di kota Singaraja (Benar)
Negasi Proposisi © Kampus Undiksha tidak berada di kota
Singaraja (Salah)

b. Proposisi : Denpasar adalah ibu kota Buleleng (Salah)

Negasi Proposisi - Denpasar bukan ibu kota Buleleng (Benar)
Jika dituliskan dalam simbol matematika maka proposisi p
negasinya dituliskan ~p.

2. Negasi Proposisi Majemuk
Proposisi majemuk  juga P --newiycnsdaw

diekuivalensikan deng; it lainnya yang

mempunyai kata hubung berbedn berdanrhn kesamaan nilai
tabel kebenarannya.

a. Negasi konjungsi

Misalkan kontunasi bagai berik
= jungsip A q L2

Setiap awal ter baru h wajib melakuk
registrasi dan mengisi KRS

* Konjungsi p 4 q negasinya dituliskan ~ (p A )
=~ (p » q) ekuivalen dengan ~p Vv -q. karena berdasarkan
tabel keb: dari dua p k tersebut
urutan nilai keb isi maj knya sama, seperti
ditunjukkan pada label benknl.

| 1

Tabel 3.5 Kebenaran negasi konjungsi ~(p 4 q)
r 9 P ~q ~(prq) | ~p¥~q
B B S S 5 S
B S S B B B
S B B S B B
BT

hanya fjika .. tersebut disimbolkan dengan “«+”. Berikut ini
contoh biimplikasi beserta tabel kebenarannya.

Misalkan dua proposisi p dan q, sebagai berik
p““-dnpﬂl ikuti perkuliah

q : Mahasiswa sudah mengisi KRS

Biimplikasi dan kedua proposi but akan jads :
Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan jika dan hanya jika
mahasiswa sudah mengisi KRS

Biimplikasi tersebut dapat dituliskan p + q

Biimplikasi b punyai nilai keb “Benar” atau

t(perq)=B,jika memrnuhl kondisi yaitu:

a. Kedua prop punyai nilai keb “Benar”,
yaitut (p)=B dnn t(q) =

b. Kedua prop P ,ni nilai keb “Salah”,

yaitu t (p) =S dant(q) = S.
Sedangkan biimplikasi but punyai nilai keb
“Salah” atau 1 (p = q) =S, jika memenuhi kondisi, yaitu salah
saku, P isi punyai nilai keb “Salah” sedang}
prop lai P i nilai keb. “Benar”, dalam
hal ini saat ¢ (p) B aedmglmn t(q) =S, begitu juga sebaliknya
saat t (p) =S sedangkan 1 (q) = B.
Tabel kebenaran dari bumplikasi dapat dituliskan seperti
berikut,

Tabel 3.4 Kebenaran Biimplikasi
P q peq
B B B
B 5 S
S B S
S S l B
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* Jadi=(pAq)=-~pV~q,sehingga kalimat negasi konjungsi
akan menjadic

Setiap awal baru hasis tidak  wajib
Takuk i i atau tidak gisi KRS
. Negasi disjungsi

« Misalkan disjungsi p v q sebagai beri}

a dapat ikuti kuliah luring atau kuliah

Mahack

daring

* Disjungsi p v q negasinya dituliskan ~ (p v q)
~ (p v q) ckuivalen dengan ~p A ~q, karena berdasarkan
tabel kebenaran dari dua proposisi jemuk b

urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti
ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Keb negasi disjungsi ~(p v q)
r q P ~q ~(pva) | ~pA~q
B B S S S S
B S S B S S
S B B S S S
S S B B B B

Jadi ~ (p v q) = ~p » ~q, sehingga kalimat negasi disjungsi
menjadi:

Mahasiswa tidak dapat mengikuti kuliah luring dan tidak
dapat mengikuti kuliah daring

. Negasi implikasi

* Misalkan implikasi p — q sebagai berikut:
Jika  kondisi  pandemi sudah membaik  maka
perkuliahandilakukan secara luring

* Implikasi p — q negasinya dituliskan = (p — q)
~ (p = q) ckuivalen dengan p A ~q, karena berdasarkan
tabel kebenaran dari dua L b

ey 4




urutan nilai kebenaran proposisi majemuknya sama, seperti

ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 3.7 Kebenaran negasi implikasi ~(p — q)
P q P -q ~(p—~9 | pPr~q
B B S S S 3
B S S B B B
S B B S S S
3 S B B s S

Jadi ~ (p =+ q) = p A ~q, schingga kalimat negasi implikasi
akan menjadi
Kondisi pandemi sudah membaik dan perkuliahan tidak
akan dilakukan secara luring
d. Negasi biimplikasi
* Misalkan biimplikasi p + q sebagai berikut;
Mahasiswa dapat gikuti perkuliahan jika dan hanya
jika mahasiswa sudah mengisi KRS
* Biimplikasi p « g negasinya dituliskan ~ (p = q)
~ (p +* q) ekuivalen dengan (p » ~q) v (~p A q), karena

berdasarkan tabel keb dari dua proposisi mejemuk
terscbut urutan nilai keb proposisi majemukny
sama, seperti ditunjukkan pada tabel beril

Tabel 3.8 Kebenaran negasi biimplikasi ~ (p +» q)

PlQ|~p|~q |~(p=q)|pr~q | (P q) [(PA-9V(Prq)
B B[S | S s S S s
B|S|S| B B B S B
S| B|B| S B S B B
S|s|B|B s s 5 3

* Jadi~(p«~ q) = (p A ~q) V (~p A q), schingga kalimat negasi

biimplikasi akan menjadi:
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3. Kontingensi
Konti merupak proposisi jemuk yang tidak

termasuk tautologi dan tidak termasuk kontradiksi. Dalam hal ini
kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisinya ada vang
bernilai benar dan ada yang bernilai salah,

Contoh: pola tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi, dan
biimplikasi

H. Konvers, Invers, dan Kontrapositif

1. Konvers

Konvers merupakan proposisi majemuk berupa implikasi dari
kebalikan  posisi d dan & kuen pada implikasi
sebelumnya.
Contoh :

Implikasi: p —q
Jika kondisi pandemi sudah membaik maka
perkuliahandilakukan secara luring
Konvers:q—p
Jika perkuliahandilakukan secara luring maka kondisi pandemi
sudah membaik
2. Invers
Invers merupakan proposisi maj k berupa implikasi dari
negasi anteseden dan negasi konsekuen pada implikasi
sebelumnya.
Contoh
Implikasi i p— q
Jika kondisi pandemi sudah baik maka perkuliah
dilakukan secara luring
Invers : ~p — ~q
Jika kondisi pandemi belum baik maka perkuliah
tidak akan dilakukan secara luring.
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Mahasiswa dapat ikuti perkuliahan dan mahasiswa

B

belum mengisi KRS atau Mabasiswa tidak dapat mengikuti

Lulish

per dan mahasiswa sudah gisi KRS

G. Tautologi, Kontradiksi, dan Kontingensi

1. Tautologi
Tautologi merupakan proposisi majemuk yang semua
kombinasi nilai keb, proposisi-proposisinya selalu bernilai

benar. Jika kita buatkan tabel kebenarannya, maka hubungan
disjungsi antara p dan ~p dapat dituliskan sebagai berikut:
Tabel 3.9 Nilai Kebenaran Tautologi

LAl PYP

B|S B

B|S B

S| B B

S| B B
Jadi kombinasi nilai keb dari p v ~p semuanya bernilai
“Benar” schingga dapat disebut tautologi
2. Kontradiksi

Kontradiksi pak proposisi majemuk yang semua

kombinasi nilai kebenaran proposisi-proposisinya selalu bernilai
salah. Jika kita buatkan tabel keb a, maka hubung

konjungsi antara p dan ~p dapat dituliskan sebagai berikut:
Tabel 3.10 Kontradiksi

2l st 4 PASP
B|S S
B|S S
S| B S
S| B S
Jadi kombinasi nilai keb dari p A ~p semuanya bernilai

“Salah” sehingga dapat disebut kontradiksi.
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3. Kontrapositif
K positif merupakan proposisi majemuk berupa implikasi
dari kebalikan posisi anteseden dan konsekuen pada invers.
Contoh :
Implikasi:p —q
Jika kondisi pandemi sudah membaik maka perkuliahan
dilakukan secara luring
Kontrapositif : ~q — ~p
Jika perkuliahan tidak dilakukan secara luring maka
kondisi pandemi belum baik

I. Penarikan Kesimpulan

1. Silogisme

Silogisme merupakan pernarikan kesimpulan berdasarkan
¥ is atau proposisi
Contoh :
Premis 1:
Jika kondisi pandemi sudah baik maka perkuliah
dilakukan secara luring
Premis 2:
Jika perkuliahan dilakukan secara luring maka suasana kampus
akan ramai kembali
Kesimpulan :
Jika kondisi pandemi sudah membaik maka suasana kampus akan
ramai kembali
Silogi dapat ditulisk dalam simbol logika matematika,
seperti berikut:
P9
q-—r

e pe.T
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2. Modus Ponens
Modus ponens merupakan jenis dlognme dengan cara menarik
kesi lan berupa proposisi k gacu pada kejadi
proposisi anteseden dan implikasinya,
Contoh :
Jika kondist pandemi sudah baik maka perkuliahan
dilakukan secara luring
Kondisi diketahul (anteseden) :
kondisi pandemi sudah baik
Kesimpulan kondisi yang akan terjadi (konsckuen)
perkuliahan dilakukan secara luring
Modus ponens dapat dituliskan dalam simbol logika matematika,
seperti berikut:
rPeq
) A
9

3. Modus Tollens
Modus Tollens merupakan jenis ulogume denyn cara menarik

kesimpulan berupa negasi dari prop t gacu pada
kejadian proposisi konsekuen d-n implikasinya.

Contoh :

Jika kondisi pandemi sudah baik maka perkuliah

dilakukan secara luring
Kondisi diketahui (konsekuen) :
perkuliahan tidak dilakukan secara luring
Kesimpulan kondisi yang akan terjadi (anteseden) :
kondisi pandemi belum membaik
Modus tollens dapat dituliskan dalam simbol logika matematika,
seperti berikut:
P9
xq -
P
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2) lab 1 Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
asas kawigunan

od L L

Asas kawig itu jika diter

artinya berguna, dalam hal ini setiap krama yang melakukan sesuatu

ke dalam bahasa Indonesia

di masyarakat adat diharapkan semua memberikan manfant bagi desa
adat.

Deskripsi mengenai fant p pan asas kawig jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

{a) Pernyataan

PF pan asas kawig memberikan manfaat bagi krama

q:p pan asas kawig ikan manfaat bagi desa adat
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas -1 (p) = Bdant (q) = B
(b) Negasi Pernyataan

Pernvataan p dan g tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~pipe pan asas kawig tidak berikan faat bagi
krama

~q:p pan asas kawig! tidak berikan faat bagi
desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =Sdant(~q) =S
(c) Konjungsi

PP pan asas kawig berikan manfaat bagi krama
q : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi desa adat
Konjungsi dari dua per but ditulis)

P A g : penerapan asas kawigunan memberikan manfaat bagi
krama dan desa adat
Karenat(p)=Bdanr(q)=Bmakat(pAq)=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari k inya dapat di
ckuivalen dengan disjungsi

~ pV~q :pencrapan asas kawigunan tidak memberikan manfaat
bagi krama atau tidak memberikan manfaat bagi desa adat

:~ (p A q) yang juga

Hung’
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LOGIKA
Etnomatematika dalam Peraturan Daeral tentang
Desa Adat di Provinsi Bali

Etnomatematika dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di

Provinsi Bali yang identik dengan materi logika berdasarkan

kajian etnomatematika, sebagai berikut:

(1) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan pemenuhan asas desa adat

Semua desa adat wajib memenuhi semua asas dalom pengaturan
desa adat yang terdirt dari; (1) kazoigunanemanfaatan: (2)

padumpad/keadilan; (3) many brayakekeluargaan; (4) gilik-
gulukfkebe (5) parasy ymoarali; (6) salunglung
b ka/kegotongroyongan; (7)
la/anekatwa/keb (8) kesetaraan; (9) Bali

&

w/kesal Bali, (10) k dirian; (11) sareng-
sareng/partisipasi; (13) pemberday dan (14) keberlanj

S

Deskripsi kewajiban hi semua asas jika mengacu
pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Pernyataan

p ¢ Semua desa adat wajib memenuhi semua asas dalam
pengaturan desa adat

Nilai keb dari perny diatas:t(p)=B

(b) Negasi

Pernyataan tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya, akan
menjadi seperti berikut:

~ p : Semua desa adat tidak wajib memenuhi semua asas dalam
pengaturan desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: t(~ p) =5
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Karena nilai kebenaran t (p) =Sdant(q)=Smakat(~pv~q)=
S

3) hh I Pasal 2 unung pengaturan desa adat yang
hub di pada terkait
|wadhamu (luwajlban) dan swadikm (hak) krama
Pudum pada atay keadilan ini dilandast jugi nanti di dalam
cluk antara dh (kewajiban) dan swadikera (hak).
Dalan konsep padum pada kramae mendapat bagian yang setara
berdasarkan hak daw kewajiban krama tersebut.

Deskripsi genai konsep pad pada, jika mengacu pada

konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara

q : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Nilai keb dari perny diatas ‘v(p)=Bdan 1(q)«B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau

ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p : krama tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan

swadikara

~ q ¢ krama tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan

swadharma

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =S dan v(~q) =S

{¢) Konjungsi

p : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadikara

q : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan swadharma

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : krama mendapat bagian yang setara berdasarkan
dik. dﬂn Al

Karena nilal kebenarant (p) = Bdanx(q)=Bmakar(pAq)=B
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(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ckuivalen dengan disjungsi:

~ p Vv ~q : krama tidak mendapat bagian yang sctara berdasarkan
swadikara atau tidak mendapat bagian yang setara berdasarkan
swadharma

Karenax(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenarant (~pv~q) =S

(e) Implikasi

p : krama melaksanakan swadikara dan swadharma

q : krama mendapat bagian yang setara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas -1 (p) = Bdant (q) =B
Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika krama melaksanakan swadikara dan swadharma maka krama
mendapat bagian yang setara

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Karenax(p)=Bdant(q)=Bmakav(p—q)=B

{f) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p = q) vang ekuivalen dengan

P A~ q : krama melaksanakan swadikara dan swadharma dan
krama tidak mendapat bagian yang setara
Karenax(p)=Bdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran t (~(p—=gq) =1 {pA~q) =S

(4) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan konsep menyama braya

Ada asas yang discbut menyama braya. Orang Bali sering
miengatakan menyama. Menyama itu bersahabal dan bersaudara
namun tidak cukup karena perlu juga mebraya. Menyama dan
mebraya dapat dimaknakan krama desa adat bersaudara tetapi kita
juga saling membantu, itu asas kekeluargaan jika diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia.
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() Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p -+ q) yang ekuivalen dengan

P A~ q :krama desa adat menyama dan krama desa adat tidak
mebraya

Karenat(p)=Bdant(~q) =S

Maka nilai kebenarant (~ (p < q) =t(pA~q) =S

(5) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan konsep gilik sagulub

Pada asas galik saguluk terdirt dari kata gilik yang bermakna bulat

yang artinya kita melangkah dalam satu kesatuan atau falan

bersama-sama. Kaul lan kauh bareng, kangin lan bareng kangin
yang didasari olch musyawarah, Ini artinya asas dari kebersamaan.

Deskripsi mengenai konsep gilik saguluk, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : krama desa adat melangkah dalam satu kesaty

q: krama desa adat mengambil keputusan atas dasar musyawarah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas - 1 (p) = Bdan 1 (q) = B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebutl jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p: krama desa adat melangkah tidak dalam satu kesatuan

~ q - krama desa adat mengambil keputusan tidak atas dasar
musyawarah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =S dan 1 (~q) =S
() Konjungsi

p - krama desa adat melangkah dalam satu kesatuan

q: krama desa adat gambil kep atas dasar Y h
Konjungsi dari dua perny but ditulis}

P A q: krama desa adat melangkah dalam satu kesatuan dan
mengambil keputusan atas dasar musyawarah
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Deskripsi mengenai konsep menyama braya, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : krama desa adat menyama

q : krama desa adat mebruyn

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas :t(p) = Bdant(q) =B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berik

~ p: krama desa adat tidak menyama

~ q : krama desa adat tidak mebrava

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas 1 (~p) =Sdant (~q) =5
(¢) Konjungsi

p : krama desa adat menvama

q : krama desa adat mebraya

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q: krama desa adat menyama dan mebraya

Karena nilai kebenaran v (p) = Bdant(q)=Bmakax(pAq)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari k
ekuivalen dengan

gsinya dapat ~ (p A q) yang juga
disjungst ~ p ¥ ~ g : krama desa adat tidak menyama atau krama
desa adat tidak mebraya

Karena v (~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran 1 (~pv~q ) =S

(e) Implikasi

p : krama desa adat menyama

q : krama desa adat mebruya

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas . t(p) =Bdanx (q) =B
Kedua pernyataan but saling berhubungan yaitu:

Jika krama desa adat menyama maka krama desa adat mebrava
Perny but selanjutnya ditulis p —~ q

Karenat(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—q)=B
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Karena nilai kebenarant(p) =Bdant(q)=Bmakaz(pAq) =8

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat ditulisk ~ (p A q) yang juga
kuivalen dengan disjungsi ~ p v ~ q : krama desa adat

melangkah tidak dalam satu k atau gambil kep

tidak atas dasar musyawarah

Karena s (~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenarant(~pv~q)=5$

(6) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan konsep paro separo

Separv itu dapat dimaknakan mendapatkan bagian paro separo, pada
metenge jika dimaknai yaitu ketika ada pevbedaan pendapat dalam
diskusi maka kita perlu saling mengalah.

Deskripsi mengenai konsep paro separo, fika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Kalimat Terbuka

p : krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas : v (p) = Batau v (p) =
s

(b) Pernyataan

q : krama desa adat perlu saling mengalah

Nilai kebenaran dari pernyataandiatas :t(q) = B

(¢) Negasi Pernyataan

Pernyataan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya,
akan menjadi seperti berikut:

~ q : krama desa adat tidak perlu saling mengalah

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : t(~q) =S

(d) Implikasi

p : krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi

q : krama desa adat perlu saling mengalah

p vang sebelumnya merupakan kalimat terbuka diubah menjadi
pernyataan  dengan nilai kebenaran v (p) = B kemudian
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dihubungkan dengan g scbagai suatu konsep paro separo,
selanjutnya dapat ditulis:

Jika krama desa adat ada perbedaan pendapat dalam diskusi maka
krama desa adat perlu saling mengalah

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Jikar(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—q) =B

(¢) Negasi Implikasi

Negasi darl implikasinya dapat dituliskan:

~ (p — q) vang ekuivalen dengan

p A~ q rkrama desa adat ada perbedaan pendapat dalam disk
dan krama desa adat tidak perlu saling mengalah
Karenax(p)=Bdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~(p = q))ET(pA~q) =S

{7) Bab I Pasal 2 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan konsep ataka

Asas salunglung scbaya ataka atau Saluung scbaya ataka. ?mqn

sering orang mengucapkan selunglung sebayantaka, yang artinya

baik kita jadi satu. Jelck kita jadi satu. Krama desa adat dalam

komdisi baik maupun jelek namun tetap merupakan satu kesatuan.

Tempatnya itw adalah di Desa Adat,

Deskripsi genai p salunglung sebaya ataka, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

(a) Kalimat Terbuka

p1: Krama desa adat dalam kondisi baik

P2 : Krama desa adat dalam kondisi buruk

Nilai kebenaran dari dua kalimat terbuka di atas :
T(pl)=Bataut(pl)=S

T(p2)=Bataut(p2) =S

(b) Pernyataan

q : Krama desa adat merupakan satu kesatuan dalam desa adat
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas = 1(q) = B

1 =
BIUNE J
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{c) Konjungsi

Konjungsi terbentuk dari empat pernyataan dengan pasangan p
dan g serta r dan s,

Kongjungsi ke-1, yaitu :

p : Desa adat mendapatkan kejelasan status

q : Desa adat dapatkan kepasti
Konjungsi dart dua pernyataan tersebut ditulis

P A q : Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian

hukum

Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B
Kongjungsi ke-2, yaitu

1 : Desa adat menjadi subjek hukum

s . Desa adat dapat berproses hukum

Konjungsi dari dua perny tersebut ditulis

r A 5 : Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat berproses
hukum

Karena nilai kebenaran 1 (r)=Bdant(s) =Bmakat(rAs)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi Kongjungsi ke-1, yaitu :

Negasi dari konjungsinya dapat ditulis) ~(p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Desa adat tidak mendapatkan kejelasan status
atau tidak dapatkan kepastian hul

Karenat (~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenarant (~pV~q) =S

Negasi Kongjungsi ke-2, vaitu

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A 5) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ s : Desa adat tidak menjadi subjek hukum atau
tidak dapat berproses hukum

Karenat(~r)=Sdant(~s)=§

Maka nilai kebenaran 1 (~rVv~s)=5§
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(¢) Negasi Pernyataan

Pernyataan q tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya,
akan menjadi seperti berikut:

~ q : Krama desa adat bukan merupakan satu kesatuan dalam desa
adat

Nilai keb dari perny diatas:t(~q)=S

(8) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan status dan kepastian hukum atas desa adat

Perlu kejelasan status dan kepastion hukum agar desa adat dapat
menjadi subjek hukum di dalam negara hukum, [ika desa adat tidak
menjadi subjek hukum dalam tatanan negara ini, maka desa adat
tutak bisa berproses hukum,

Deskripsi mengenai Status dan kepastian hukum atas Desa Adat,
jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

{a) Pernyataan

p : Desa adat mendapatkan kejelasan status

q : Desa adat mendapatkan kepastian hukum

r: Desa adat menjadi subjek hukum

s : Desa adat dapat berproses hukum

Nilai kebenaran dari pernyataandiatas .t (p) =B, 1 (q) =B, v (r) =
B,dant(s)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q. r dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ingh ya, akan jadi seperti berikut:

~ p : Desa adat tidak mendapatkan kejelasan status

~ q : Desa adat tidak mendapatkan kepastian hukum

~ r: Desa adat tidak menjadi subjek hukum

~ 5: Desa adat tidak dapat berproses hukum

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas

T(~p)=S5 1(~q) =5 1 (~r)=5,dant({~5) =S
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(¢) Implikasi
Implikasi § p status dan kepastian huk atas Desa Adat
terbentuk dari dua konjungsi, yaitu konjungsi ke-1 dan konjungsi

ke-2

P A q : Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian
hukum

r A s : Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat berproses
hukum

Nilai kebenaran dari pernyataandiatas v (p Aq) =Bdant(r A s)
=B

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian
hukum maka Desa adat menjadi subjek hukum dan dapat
berproses hukum

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis (p A q) =+ (r A s)
Karenat(pAg)=Bdant(rAs)=Bmakat((pAq)—(rAs)=
B

(f) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ ((p A q) == (r A 5)) yang ekuivalen dengan

(PAQ) A=~ (rAs) serta ekuivalen juga dengan (p A q) A (~rv
~5) , sehingga pernyataan dapat dituliskan:

Desa adat mendapatkan kejelasan status dan kepastian hukum
dan Desa adat tidak menjadi subjek hukum atau tidak dapat
berproses hukum

Karenat(pAq)=Bdant(~rv~s)=5

Maka nilai kebenaran

T~ ((PAQ —(FASNET((PAG A~(EAs)Ex((pAg) A(~r
V~s)) =5
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(9) Bab 1 Pasal 3 g fungsi penga desa adat yang
terkait dengan unsur pokok desa adat dalam konteks Tri
Hita Karana

Tri Hita Karana merupakan schiali filsafat desa adat di Balt. Tri

Hita Karana merupakan Tiga Penyebab untuk mencapai

kebahagiaan. Penyebab kebahagiaan yang pertama aitu

keseimbangan kita dengan Pencipta, keseimbangan kita dengan
dan b

Ty ok bogai Sk

8 gan kita dengan sesama.

Kehidupan scbagai filsafat, digunakan sebagai bagian dari fungsi
penyelenggoraan. Peng, itu tuj; va adalah mengatur krama
untuk mewupudkan ketertiban dan kedamaian yang arahny ]

kebahagiaan sckala dan niskala.

Deskripsi mengenai Unsur Pokok Desa Adat dalam Konteks Tri
Hita Karana, jika mengacu pada konsep logika maka dapat
dituliskan sebagai berikut:

{a) Pernyataan

p : Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali

q : Tri Hita Karana merupakan Tiga Penyebab untuk pai
kebahagiaan.

r : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan
desa adat di Bah

s : Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan sckala dan niskala
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: 1 (p) =B, 1(q) =B, 1 (r) =
B,danx(s)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, r, dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ing}h va, akan jadi seperti berikut:

~ p: Tn Hita Karana bukan merupakan sebuah filsafat desa adat
di Bali

~ g : Tri Hita Karana bukan merupakan Tiga Penyebab untuk
mencapai kebahagiaan.
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Karenat(r)=Bdant(s)=Bmakat(r—s)=8B

(f) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (r — s) yang ckuivalen dengan

r A ~ s : Tri Hita Karana digunakan secbagai fungsi
penyelenggaraan desa adat di Bali dan Tri Hita Karana tidak
mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskala
Karenax(r)=Bdant(~s)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (r = s)) Sx(rA~s) =S

(10) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan hierarki hukum adat

Penyelenggaraan pengaturan desa adat, sesungguhnya wntuk
mengatur krama dalam rangka mewujudkan ketertiban, k

dan kedamaian memju kebahagiaan sckala dan niskala. Kebahagiaan
ini landasan filosofinya Tri Hita Karana. Untuk mengatur ini semua
dipertukan sistem hukum adat, berjalan sejojar antara hukum
nasional, dan tidak periu dipertentangkan. Sama seperti lukum

nasional, kita perlu memahami hicrarki hekvum adat ; Hukum
tertinggi waitu Awig-awig Desa Adat

Deskripsi mengenai Hierarki hukum adat, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p ' pengaturan desa adat diperlukan untuk mengatur krama desa
adat

q : pengaturan desa adat memerlukan sistem hukum adat

Nilai kebenaran dari pernyatoan di atas : 1 (p) = Bdant (q) = B
{b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan g tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p : pengaturan desa adat tidak diperlukan untuk mengatur
krama desa adat

~ q: pengaturan desa adat tidak lukan sistem hukum adat
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~ r : Tri Hita Karana tidak digunakan scbagai fungsi
penyelenggaraan desa adat di Bali

~ s : Tri Hita Karana tidak mewujudkan kebahagiaan sekala dan
niskala

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: v (~ p) =S, 1(~q) =5 ¢
(~r)=5,dan

T(~s)=S

{¢) Konjungsi

p : Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali

r : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan
desa adat di Bali

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

p A r: Tri Hita Karana merupakan sebuah filsafat desa adat di Bali
dan digunakan sebagai fungsi penvelenggaraan desa adat di Bali
Karena nilai kebenaran t(p) = Bdant(r) = Bmakat (pAr)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan; ~ (p A 1) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ r : Tri Hita Karana bukan merupakan sebuah
filsafat desa adat di Bali atau tidak digunakan sebagai fungsi
penyelenggaraan desa adat di Bali

Karena t(~p)=Sdant(~r) =5

Maka nilai kebenaran t (~ (p A1) Ex(~pv~r)=§

(e) Implikasi

r : Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyelenggaraan
desa adat di Bali

s : Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan sekala dan niskal,
Nilai keb 1 dari perny diatas:t(rj=Bdant(s)=B
Kedua pernyataan but saling berhubungan yaitu:

Jika Tri Hita Karana digunakan sebagai fungsi penyclenggaraan
desa adat di Bali maka Tri Hita Karana mewujudkan kebahagiaan
sekala dan niskala

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulisr — s
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Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : t(~p) =S dant (~q) =§
{¢) Konjungsi

p : pengaturan desa adat diperlukan untuk mengatur krama desa
adat

q : pengaturan desa adat memerlukan sistem hukum adat
Konjungsi dari dua perny tersebut dituliskan

P A g pengaturan desa adat diperiukan untuk mengatur krama
desa adat dan memerlukan sistem hukum adat

Karena nilai kebenaran v (p) =Bdanx(q)=Bmakaxr(pAq)=8

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari k gsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ckuivalen dengan
disjungsi ~ p v ~ q : peng desa adat tidak diperlukan untuk

mengatur krama desa adat atau tidak memerlukan sistem hukum
adat

Karena t(~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~(pAq)) =x(~pv~q) =5

(11) Bab I Pasal3 g sistem dan pelak hukum adat
yang terkait dengan catur dresta desa adat
Catur Dresta atau empat kebiasaanjentpat aturan dasar, yaitu: (1)
Purwa Dresta/Aturan Wel/Kuna Dresta (aturan yang berlaku di
Bali). Purwa itu asal yang dimaksud asal ity adalah Bali. Jadi Purwa
Dresta itu adalalt aturan yang berlaku @ Balt. Inilak kemudian yang
menfadi Bali Mawecara. Tetapi sebagian masvarakat kita yang masih
keliru memahami Purwa Dresta dianggap sebagat dresta yang ada di
desanya, (2) Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa
wilayah desa adat yang b Bisa saju berdek dalam satu
kabupaten atau berbeda kobupaten; (3) Desa Dresta adaialt aturan
ying ada di desa masing-masing. Sehingga antar desa aturannya
tidak sama; (4) Sastra dresta adalal kebiasaan yang tertulis,
Deskripsi mengenai konsep catur dresta, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:
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{a) Pernyataan

p: Purwa Dresta adalah aturan yang berlaku di Bali

q : Purwa Dresta menjadi Bali Mawecara

7 ; Loka Dresta adalah aturan yang berlaku di beberapa wilayah
desa adat yang berdekatan

s 1 Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing

t: Desa Dresta antar desa aturannya berbeda

u : Sastra dresta adalah kebiasaan yang tertulis

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas 1 (p) =B, v (q) =B, t(r) =
B, t(s) =B,

T(t)=B danv(u)=B

{b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q. 1, 5, t dan u tersebut jika ditentukan negasi atau
ingh va, akan jadi seperti berikut:

= p ¢ Purwa Dresta bukan aturan yang berlaku di Bali

~ q : Purwa Dresta tidak menjadi Bali Mawecara

~ r: Loka Dresta bukan aturan yang berlaku di beberapa wilayah
desa adat yang berdekatan

~ %: Desa Dresta bukan aturan yang ada di desa masing-masing
= t: Desa Dresta antar desa aturannya tidak berbeda

~ u ; Sastra dresta bukan kebiasaan yang tertulis

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas i v (p) =S, 1{g) =5, tin =
S 1(s)=5,

T(t) =5 danv(u) =5

{e) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Purwa Dresta adalah aturan yang berlaku di Bali

q : Purwa Dresta menjadi Bali Mawecara

Konjungsi dari dua perny but ditulis

P A q : Purwa Dresta adalah aturan vang berlaku di Bali dan
menjadi Bali Mawecara

Karena nilai kebenaran v(p) = Bdant(q)=Bmakar(pAq)=B

Konjungsi ke-2
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kerta desa ini seperti Jaksa; dan (4) Prajuru Banjar atau ada juga
Prajuri Dadia, ferg g sistem pemerintahan desa adat tersebut.

Deskripsi mengenai Sistem Pemerintahan Desa Adat, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

{a} Pemyataan

p : Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak vang ada di
desa adat

q : Sabha desa adat diangkat oleh bendesa

r : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka
menegakkan keadilan

s ; Kerta desa adat bantu menyelesaik lah di desa
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) =B, 1 (q) = B, t(r) =
B, dant(s)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, r, dan s tersebut jika ditentukan negasi atau

ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:
~ p ! Sabha desa adat bukan merupakan kumpulan orang bijak
yang ada di desa adat

~ ¢ : Sabha desa adat tidak diangkat oleh bendesa

~ r: Kerta desa adat tidak membantu prajuru desa dalam rangka
menegakkan keadilan

~ & | Kerta desa adat tidak memt menyelesaikan lah di
desa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas (1 (p) =5, 1(q) =S, 1 {r) =
S,dant(s) =85,

{c) Keonjungsi

Konjungsi ke-1

p - Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak yang ada di
desa adat

q : Sabha desa adat diangkat oleh bendesa
Konjungsi dari dua p tersebut di

T

L1

% : Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing

t: Desa Dresta antar desa aturannya berbeda

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

5 A t: Desa Dresta adalah aturan yang ada di desa masing-masing
dan antar desa aturannya berbeda

Karena nilat kebenaranv(s) =Bdant (t) =Bmakat(s At)=8B

(d) Negasi Konjungsi

Konjungsi ke-1

Negasi dari )

o 4

gsinya dapat = (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q ! Purwa Dresta bukan aturan yang berlaku di
Bali atau tidak menjadi Bali Mawecara
Karenat(~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAq)l2t(~pVv~q)=5

Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsi dapat ditulisk ~ (s At} yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ s v ~ | : Desa Dresta bukan aturan yang ada di desa
masing-masing atau antar desa aturannya tidak berbeda
Karenat(~s)=Sdant(~1)=5§

Maka nilai kebenaran T (~ (s A t)) S1{~sv ~t)=5

{12) Bab I Pasal 3 tentang pengaturan desa adat yang terkait
dengan sistem p intahan desa adat
Di dulam sistem pemverintabum Desa Adal, ada 4 ruang
pemerintahan desa adat: (1) prajury desa adat (induknya); (2) sabha
desa adat (kumpulan orang bijak yang ada di desa), sobla diangkat
olelt bendesa. Sabha ini sebenarnya seperti dewan pertimbangan; (3)
Kerta desa adat berkaitan dengan keadilan daw kedamaian,
membantu prajury desa dalam rangka menegakkan keadilan. Jika ada
permasalahan, kerta desa menibantu wituk melokukan koreksé atau
pemeriksaan dalmm rangka menyelesaikan masalak di desa. Tapi
keputusannya tetap berada pada Poruman Desa. [ika diibaratkan
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P A q: Sabha desa adat merupakan kumpulan orang bijak yang
ada di desa adat dan diangkat oleh bendesa

Karena nilai kebenarant(p) =Bdant(q)=Bmakax(pAq) =B
Konjungsi ke-2

r : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka
menegakkan keadilan

5 : Kerta desa adat bant lesaikan Lih i desa

Konjungsi dari dua perny terssbut ditulick

r A s : Kerta desa adat membantu prajuru desa dalam rangka
ki kmatiitan dan yelesaik daki i desa

Karena nilal kebenarant(rj=Bdan1(s)=Bmakat(rAs)=B
(d) Negasi Konjungsi

Konjungsi ke-1
Negasi dari §

jungsinya dapat ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi~ p v ~ q : Sabha desa adat bukan merupakan kumpulan
worang bijak yang ada di desa adat atau tidak diangkat oleh bendesa
Karenat(~p)=Sdant(~q)=§

Maka nilai kebenarant (~ (pAq))Ex(~pv=~q) =5

Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat
ekuivalen dengan

liskan: ~ (r A ) yang juga

disjungsi ~ r v ~ s : Kerta desa adat tidak membantu prajuru desa
dalam rangka menegakkan keadilan atau tidak menyelesaikan
masalah di desa

Karenat(~r)=Sdant(~s)=5

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) E1(~rV~s)=5

(13)  Bab Il Pasal 5 tentang desa adat sebagai subyek hukum
Subyek hukum adalal segale sesuatu yang memdapatkan hak dan
kervajiban dalam fukutne it sendiei atan mempunyai kedudukan
ftikant (legal standing). Sebelumnya Desa Adat tidak schagai subyek
vkame yang mengakibatkan banyak akts yang tidak bisa
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diproses secara hukum negara sebagai kelembagaan Desa Adat.
Contoh : Jika prajuru melakukan tindakan ataw sesuatu atas nama
desa adat, tapi karena desa adatuya bukan subyek hukum. Maka desa
adat tidak bisa berperkara dan diperkarakan tetapi yang bisa
diperkarakan adalal personal prajuru. Kedudwkan hkum ing
berbicara di level Provinst Bali.

Deskripsi mengenai Desa Adat sebagai Subyek Hukum, jika

mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan scbagai

berikut:

{a) Pernyataan

p : Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berproses secara hukum

negara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) = Bdant (q) =B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q terscbut jika ditentukan negasi atau
5k nya, akan jadi seperti berikut:

~ p: Desa Adat tidak sebagai subvek hukum

~ q : Desa Adat secara kelembagaan tidak bisa berproses secara

hukum negara

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =Sdant (~q) =S

{c) Konjungsi

p: Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berp secara hul

negara

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

p A g : Desa Adat sebagai subyek hukum dan secara kelembaga

bisa berproses secara hukum negara

Karena nilai kebenarant(p) =Bdant(q)=Bmakat(pAq)=8B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga

ekuivalen dengan
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q : Kasukretan Desa Adat terwujud

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :
t(p)=Bataur(p)=5

T(Q)=Batautiq)~S

(b) Pernyataan

r: Kasukretan Desa Adat meliputi § K h
kebahag aerte ot

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas = 1 (r) = B

(c) Negasi Pernyataan

Pernyataan r tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya,
akan menjadi seperti berikut:

~ r : Kasukretan Desa Adat  tidak meliputi ketenteraman,
kesejahtersan, kebahagiaan, serta kedamaian

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas - 1 (~r) =S

(d) Implikasi

p : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan

q : Kasukretan Desa Adat terwujud

Misalkan kedua kalimat terbuka p dan q diubah menjadi
pernyataan dengan nilai kebenaran t (p) = B atau v (q) = B, Kedua
kalimat terbuka tersebut dibuat hubungan implikasi yaitu:

Jika Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan
maka Kasukretan Desa Adat terwujud

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Karenat(p)=Bdant(g)=Bmakat(p ~q) =B

(¢) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p - q) yang ckuivalen dengan

P A ~ q : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah
berjalan dan Kasukretan Desa Adat tidak terwujud
Karenax(p)=Bdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (p = q)) St (pA~g)=S
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disjungsi ~ p ¥ ~ g : Desa Adat tidak sebagai subyek hukum atau
secara kelembagaan tidak bisa berproses secara hukum negara
Karena x(~p) =Sdanx(~q) =S

Maka nilai kebenaran t (<~ (pA Q) 2x(~pv~q)=§

(¢) Implikasi

p : Desa Adat sebagai subyek hukum

q : Desa Adat secara kelembagaan bisa berproses secara hukum
negara

Nilai keb 1 dari perny diatas ' t(p)=Bdant(q) =8B
Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Desa Adat sebagai subyek hukum maka secara kelembagaan
bisa berproses secara hukum negara

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Karenat(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—q)=B

() Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p = q) yang ekuivalen dengan

P A~ g : Desa Adat sebagai subyek hukum dan secara
kelembagaan tidak bisa berproses secara hukum negara
Karenat(p)=Bdant(~q)=$S

Maka nilai kebenaran t(~ (p —=q)) =1 (pA ~q) =S

(14) BabV Pasal 21 tentang tugas desa adat yang terkait dengan
kasukretan desa adat

Kasukretan Desa Adat yang melipuli ketenteraman, kesejahiteraan,

kebwhagiaan, dan kedamaian sakale dan viskaly. Berbicara

terwujued atau tidak, bisa dilthat secara personal maupun desa adat

dalam arti luas. Dalam proses terwnjud atau tidak dapat dilihat hak

dan kewayiban serta kewenangan desa adat sudah berpalan atau tidak

Deskripsi i Kasub Desa Adalt, jika mengacu pada

konsep logika malu dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Kalimat Terbuka

p : Hak, kewajiban, serta kewenangan desa adat sudah berjalan
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(15) Bab V Pasal 26 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang
desa adat

Dalam pelak. tugas dan ¢ desa adat agar
memperhatikan keseunbangan antara ketertiban, ketenteraman,

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaion Kramas Desa Adat.
Pemby k e terhadap hak asal-usul wirtuk tupean

dan k J A-mnm desa adat. Jika tidak seimbang
ukan ada prrmnalalmv Jika berbicara hak asal-usul hanya berskala
desa adat. Kewenangan lokal berskala desa, maka iné bisa saja masuk
ke ranah Jukum fika tidak ada kescimbangan,

Deskripsi ik p menyama braya, jika mengacu pada

konsep logika mala dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Pernyataan

p : Desa Adat punyai kew hak asal-usul

q : Desa Adat mempunyai kcwennngun lokal berskala desa

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas : t(p) =Bdant (q) = B

(b) Negasi Pernyataan

Pemyn!un p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berik

~ p: Desa Adat tidak mcmpm\yal kewenangan hak asal-usul

~ q : Desa Adat tidak mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas (v (~p) =Sdant (~q) =S

{¢) Konjungsi

p : Desa Adat mempunyai kewenangan hak asal-usul

q : Desa Adat mempunyai kewenangan lokal berskala desa

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q: Desa Adat mempunyai kewenangan hak asal-usul dan

kewenangan lokal berskala desa

Karena nilai kebenaran t(p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq) =8

{d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsi dapat

ckuivalen dengan

~ (p A g) yang juga
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disjungsi ~ p v ~ q : Desa Adat tidak mempunyai kewenangan
hak asal-usul atau tidak mempunyai kewenangan lokal berskala
desa

Karenav(~p)=Sdant(~q)=$S

Maka nilai kebenarant (~ (pAq)) Et(~pv~q)=S

(16) Bab VI Pasal 28 g lembaga pengambilan kep
di Desa Adat yang terkait dengan p P
kelembagaan desa adat

Parwman : pesertanya thu antor lembaga membicarakan hal strafegis,
Misalnya prajuru desa, sablha desa, dan kertha desa melakukan
pertemuan. Pesangkepan : pesertanya satu kelembagaan, yang
dibtcarakan bersifat tekiis. Misalnya sesama prajuru melakukan
pertenuan.

Deskripsi mengenai Peserta Pertemuan Kelembagaan Desa Adat,
jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan scbagai
berikut:

(a) Pernyataan

p : Paruman pesertanya adalah antar lembaga

q : Paruman membicarakan hal yang bersifat strategis

r: Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan

s - Pesangkepan membicarakan hal yang bersifat teknis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas -1 (p) =B, 1 (q) =B, v (1) =
B,dant(s)=8B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, 1. dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berikut:

~ p: Paruman pesertanya bukan antar lembaga

~ q : Paruman tidak bi hal yang b strategis

~ r: Pesangkepan pesertanya bukan satu kelembagaan

~ &: Pesangkepan tidak bicarakan hal yang bersifat teknis
Nilai keb dari perny diatas:xr(p)=S, (=St =
S.dant(s) =S,

3
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(17) BabIPasall Ayat13 dmini ik p mipil

Secara administrasi konsep Mipil berbeda dengan KTP dari sisi
pencantuman sdentitas. Knrena Mipil dikaitkan dengan konsep
status krama ngarep Desa Adat. Misalkan * Ada se T4 jad

Krama Pengarep di Karangasem, Maka jike dia tinggal di Badung
maka statusntya adalalt Krama Taniu di Badung

Deskripsi mengenai administrasi konsep Mipil, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Kalimat Terbuka

p : Krama desa adat jadi krama g
q : Krama desa adat tinggal di Badung
r: Krama desa adat statusnya adalah krama tamiu di Badung
Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas ©
t(p)=Bataux(p)=5

T(@=Batau1(q) =5

t(r)=Bataut(r)=S

(b) Pernyataan

s : Konsep mipil dikaitkan dengan konsep status krama ngarep
Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (s) = B

() Negasi Pernyataan

Pernyataan s tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya,
akan menjadi seperti berikut:

~ & : Konsep mipil tidak dikaitkan dengan konsep status krama
ngarep Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~1) =S

(d) Konjungsi

p - Krama desa adat menjadi krama pengarep di Karangasem

q : Krama desa adat tinggal di Badung

Jika dua kalimat terbuka p dan q tersebut diubah menjadi
pernyataan dengan nilai kebenaran 1 (p) = B atau v (q) = B, maka
Konjungsi dari p dan q dituliskan

diK

HATCE 5
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{¢) Konjungsi

Koni { kel

p : Paruman pesertanya adalah antar lembaga
q: Paruman bicarakan hal yang
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Paruman pesertanya adalah antar lembaga dan
membicarakan hal yang bersifat strategis

Karena nilai kebenaranx (p)=Bdant(q)=Bmakax(pAq)=8B
Konjungsi ke-2

r: Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan

s : Pesangkepan membicarakan hal yang bersifat teknis

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

r A s : Pesangkepan pesertanya adalah satu kelembagaan dan
membicarakan hal yang bersifat teknis

Karena nilai kebenarant(r) = Bdant(s) *Bmakat(rAs) =B
(d) Negasi Konjungsi

Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p ¥ ~ g : Paruman pesertanya bukan antar lembaga
atau tidak membicarakan hal yang bersifat strategis

Karena t(~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran t (~(pAgq)) Et(~pv~q)=5

Konjungsi ke-2

Negasi dari &
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ s | Pesangkepan pesertanya bukan satu
kelembagaan atau tidak membicarakan hal yang bersifat teknis
Karenar(~r)=Sdant(~s) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rA s)) Sx(~rv~s)=S

b

gsi dapat ditulisk ~ (r A s) yang juga
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diK

L 4 o

P A q:Krama desa adat jadi krama p
dan tinggal di Badung

Karena nilai kebenarant (p) = Bdant(q)=Bmakaxt(pA g =B
(e) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Krama desa adat tidak menjadi krama
pengarep di Karangasem atau tidak tinggal di Badung
Karenat(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~(p A q)) =t(~pV~q) =S

(f) Implikasi

P A q: Krama desa adat jadi krama p
dan tinggal di Badung

r: Krama desa adat statusnya adslah krama tamiu di Badung

Jika r diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran « {r) = B,
maka antara konjungsi (p A q) dan r saling berhubungan yaitu:
Jika Krama desa adat jadi krama pengarep di Karang; dan
tinggal di Badung maka statusnya adalah krama tamiu di Badung
Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Jikat(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—=q)=8B

(g) Negasi Implikasi

Negasi darl implikasinya dapat dituliskan:

~ ((p A q) = 1) yang ckuivalen dengan

(PAQA~r :Krama desa adat menjadi krama pengarep di
Karangasem dan tinggal di Badung dan statusnya bukan krama
tamiu di Badung

Karenat(pAq) =Bdant(~r)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ ((pAq) =) Ex((pAq) A~1)=S

di K

parep o
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(18) Bab VI Pasal 29 g kelembagaan pemerintahan desa
adat yang terkait dengan dasar p ktur praj
desa adat

Struktur prajuru desa adat yang seorra umum berancka ragam, satu
desa dengan desa lain pola kepenmimpinan i desanya berbeda. Ada
desa adat terdir dari dua ovang yaitu bendesa dan penyartkan. Ada
Juga desa yang prajurunya sangat banyak. Sekarang mulai diatur
paling sedikit itu ada empat prajur, mengingat tugas desa adat
mulai kompleks. Empat prajuru terdiri dari Bendesa (Pimpinan),
Petajuh (Wakil), Penyarikan (Sekretaris), dan Petangen
(Bendahara).

Deskripsi mengenai Dasar penentuan struktur prajuru desa adat
paling sedikit terdini dari empat, jika mengacu pada konsep logika
maka dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Pernyataan

P - Desa adat memiliki tugas yang kompleks

q : Desa adat memiliki minimal empat prajuru

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) =Bdant (q) =B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ing} va, akan menjadi seperti berikut:

~ p: Desa adat ndak memiiiki tugas yang kompicks

~ q : Desa adat tidak memiliki minimal empat prajuru

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =Sdant(~q) =S
{c) Konjungsi

p : Desa adat memiliki tugas yang kompleks

q : Desa adat memiliki minimal empat prajuru

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut ditulish

P A q: Desa adat memiliki tugas yang kompleks dan memiliki
minimal empat prajuru

Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdan t () =Bmakat(pAg)=B
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(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
gk ya, akan menjadi seperti berikut:

~ p : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan merupakan krama

pengarep

~ q : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan merupakan krama wet

~ r:Syaratmenjadi prajuru yaitu tidak berpengalaman dalam adat

keagamaan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =5, 1 (~q) =S, dan

T(~1) =5

{¢) Disjungsi

P - Syarat menjadi prajuru yaitu pakan krama p

q : Syarat menjadi prajury yaitu merupakan krama wet

Disjungsi dari dua pernvataan tersebut dituliskan

P ¥ q : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep

atau krama wet

Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdant(q)=Bmakat(pvq)=B

(d) Konjungsi

P ¥ q : Syarat menjadi prajuru yaitu

atau krama wet

r : Syarat menjadi prajuru yaitu berpengalaman dalam adat

keagamaan

Konjungsi dari dua pernyat but ditulis

(p v q) A r: Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama

pengarep atau krama wet dan berpengalaman dalam adat

keagamaan

Karena nilai kebenaran x(pv q) =~ Bdant (r) * Bmakax ((pvq) A

=B

(¢) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinyva dapat dituliskan: ~ ((p v q) A 1) yang

juga ekuivalen dengan

s

an krama p

Lo 4
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(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) vang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Desa adat tidak memiliki tugas yang
kompleks atau tidak memiliki minimal empat prajuru
Karenax(~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~(pA Q) Ex(~pV~q) =S

(19) Bab VI Pasal 29 tentang kelembagaan pemerintahan desa
adat yang terkait d jadi Prajuru
Persyaratan menfadi prajuru bisa bervariasi di setinp desa adat,
Yang standar adalah yang disebut dengan krama pengarep atau
yang berstatus sebagai kepala keluarga. Ada juga yang
mensyaratkan yaitu Krama wet atay krana asli terwtama di Desa
Adat tua. Untuk desa adat anyor ada umumnya syarat menjadi

(ol dnciniad

prajuri adalah krama pengarep. Ada syarat umur juga, namun di
setiap desa berbedn, Ada desa yang menjadi prajurn karena faktor
ketwrunan. Ada juga desa adat yang mensyaratkan prajury adalah
ngeririk (nomor urut kepangkatan) asal dia berada di womor wrut
satu maka din menjadi p k (pimpinan). Tetap vang menjadi
syarat pertama adalal krama pengarep. Krama ngarep jangkep juga
menfadi syaral (masik pusya suami istri). Kenuedion syarat lninnya
yaitu tahu tentang adat keag (berdasarkan pengal )

Deskripsi mengenai Persyaratan menjadi Prajuru, jika mengacu
pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Syarat menjadi prajuru yaitu merupakan krama pengarep

q : Syarat jadi prajuru yaitu krama wet

r : Syarat menjadi prajuru yaitu berpengalaman dalam adat
keagamaan

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: v (p) =B, 1(q) = B, dan ¢
(r)=8
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disjungsi ~ (p v q) v ~ r : Syarat menjadi prajuru yaitu bukan
merupak krama pengarep atau krama wet atau tidak
berpengalaman dalam adat keagamaan
Karenat(~(pvq)~Sdant(~r)=S

Maka nilai kebenaran T (~ ((pv @) AT Ex(~(pVvq)v~1=S

(20) Bab VI Pasal 30 tentang pembagian tugas dan kewajiban
dari ke empat prajuru desa adat

Menurut wwig-awig, pimpinan prajuru adalah bendesa, namun
keputusan yang diambil adalah kep prajuru (kolektif kolegial)
Jadi tidak ada keputusan dari personal seorang bendesa. Urusan
wmum berada pada bendesa. Petajuh itu sebagai wakil menjalonkan
tugas sesuai dengan perintal bendesa atau bidangnya. Penyarikan
bertugas sebagas administrasi (sekretaris). Patengen adalah wrusan
keuangan. Sentua koutrol tetap bervada di bendesa.

Deskripsi i Pembagian tugas dan kewajiban dari ke

&

empat Prajuru Desa Adat, jika mengacu pada konsep logika maka
dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Prajuru dipimpin oleh bendesa

q : Prajuru gambil kep secara
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas :t(p)=Bdanxt (q) =B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p: Prajuru tidak dipimpin oleh bendesa

~ q : Prajuru tidak mengambil keputusan secara kolektif

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas .t (~p) =Sdant (~q) =S
(¢) Konjungsi

p : Prajuru dipimpin olch bendesa

q : Prajuru mengambil keputusan secara kolektif

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan
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P A q: Prajuru dipimpin oleh bendesa dan mengambil keputusan
secara kolektif

Karena nilai kebenaran v (p) = Bdant(q) =Bmakat(pAq) =B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dit
ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Prajuru tidak dipimpin oleh bendesa atau
tidak mengambil keputusan secara kolektif

Karenat (~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenarant (~ (pAg))Ex(~pVv=~q)=S

~ (p A q) yang juga

(21) Bab VI Pasal 31 desa adat

Wewenang Prajuru Desa Adat meliputi: (1) me sk

strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA; (2) menetapkan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat
menjudi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
(3) memanfaatkan Padrisven Desa Adat dalam rangka pelaksanaan
tugas-tugas Prajuru; (4) mengangkat dan memberhentikan
Pengatoas dan Pengurus LPD dan BUPDA sctelah mendapat
persctujuan Sabia Desa Adat; (5) melakwkan pengawasan dan
pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarnkan dalam
Wewwdangan Desa Adal; (6) menerapian sankse adatl hepida
Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat: (7)
mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perb,
Itukwm baik di dalam maupun di luar peradilan atas
persetujuan Paruman Desa Adat; dan (8) melaksanakan
kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/ateu Pararem
Desa Adat,

Deskripsi mengenai Wewenang Prajuru Desa Adat, jika mengacu
pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Prajuru Desa Adat tuskan trategis yang di
oleh LPD

5 5 Pra)
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~ 5 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat tidak
ditetapkan setiap tahun

~ t : Prajuru Desa Adat tidak dapat mengangkat dan
memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA

~ u : Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus
LPD dan BUPDA tidak perlu mendapat persetujuan Sabha Desa
Adat

~ v : Prajuru desa adat tidak dapat menerapkan sanksi adat
kepada Krama

~ w : Sanksi adat tidak diputuskan melalui Paruman Desa Adat
~ x : Prajuru desa adat tidak mewakili Desa Adat dalam bertindak
untuk melakukan perbuatan huk baik di dalam maupun di
luar peradilan

~ y: Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan
tidak dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : t (~p) =S, 1(~q) = S, t
(~1) =S5,

T(~s)=S,t(~t) =S, v({~u) =5 1(~v) =S, 1 (~w) =5 1(~x) =S dan
T(~y)=S

(c) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis vang disusun
oleh LPD

q : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis yang disusun
oleh BUPDA

Konjungsi dani dua pernyataan tersebut ditulis

P A q : Prajuru Desa Adat memutuskan rencana strategis vang
disusun oleh LPD dan BUPDA

Karena nilai kebenaran t (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B
Konjungsi ke-2

r ¢ Prajuru Desa Adat menetapkan rancangan  Anggaran
P p dan Desa  Adat menjadi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Adat

a

-138 -

q : Prajuru Desa Adat kan rencana gis yang di

oleh BUPDA

r : Prajuru Desa Adat menetapkan  rancangan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Adat menjadi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Adat

s : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat ditetapkan setiap
tahun

t : Prajuru Desa Adat dapat gangkat dan berhentikan
Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA
u : Pengangk dan pemberh Pengawas dan Pengurus

LPD dan BUPDA perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat

v : Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada
Krama

w : Sanksi adat diputuskan melalui Paruman Desa Adat

x : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk

Takard " hul

P baik di dalam maupun di luar

peradilan

y : Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan
dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas ' t(p) =B, 1(q) =B, 1 (r) =
B, t(s)=B,
T)=B,t(u=B,x(v)=B,r(w)=B,1(x)=Bdant{y)= B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, g, r, 5, 4, u, v,w, x, dan y tersebut jika ditentukan
negasi atau ing} ya, akan menjadi seperti beril

~ p t Prajuru Desa Adat tidak tus} gis yang
disusun oleh LPD

~q : Prajuru Desa Adat hdak memutuskan rencana strategis yang
disusun oleh BUPDA

~ r: Prajuru Desa Adat tidak menetapkan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Adat
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s : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat ditetapkan setiap
tahun

Konjungsi dari dua perny

r A s : Prajuru Desa Adat menctapkan rancangan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja Desa Adat menjadi  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Adat dan ditetapkan setiap tahun
Karena nilat kebenarant (r) = Bdan t (s) *Bmakax (rAs)=B
Konjungsi ke-3

t : Prajuru Desa Adat dapat mengangkat dan memberhentikan
Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA

u : Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus
LPD dan BUPDA perlu mendapat persetujuan Sabha Desa Adat
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t A u: Prajuru Desa Adat dapat mengangkat dan berhentikan
Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA dan perlu mendapat
persetujuan Sabha Desa Adat

Karena nilai kebenarant () =Bdant(u)=Bmakat(tAu)=B
Konjungsi ke-4

v : Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada
Krama

w : Sanksi adat diputuskan melalui Paruman Desa Adat
Konjungs: dart dua pernyataan tersebut dituliskan

v A w: Prajuru desa adat dapat menerapkan sanksi adat kepada

Krama dan dip kan melalui P Desa Adat
Karena nilai kebenarant(v) =Bdant(w)=Bmakat(vA w)=B
Konjungsi ke-5

x : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk
melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar
peradilan

v : Perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan
dilakukan atas persetujuan Paruman Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan
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x Ay : Prajuru desa adat mewakili Desa Adat dalam bertindak
untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di
luar peradilan dan dilakukan atas persetujuan Paruman Desa
Adat

Karena nilai kebenaran r(x) =Bdant(y)=Bmakat(x Ay)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat di
ekuivalen dengan

disjungsi~ p v ~ q : Prajuru Desa Adat tidak memutuskan rencana
strategis yang disusun oleh LPD atau tidak memutuskan rencana
strategis yang disusun BUPDA

Karenax (~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenarant (~ (pA Q) Ex(~pVv~q)=S

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r Vv ~ s : Prajuru Desa Adat tidak menetapkan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat atau tidak
ditetapkan setiap tahun

Karenat(~r)=Sdant(~s)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) Ex(~rv~s)=S

Negasi Konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat di

~ (p A q) yang juga

: ~ (t A u) yang juga

ckuivalen dengan
disjungsi ~ t ¥ ~ u * Prajuru Desa Adat tidak dapat mengangkat
dan berhentikan P dan Py LPD dan BUPDA

B B

atau gangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus
LPD dan BUPDA tidak perlu mendapat persetujuan Sabha Desa
Adat

Karenmat (~t)=Sdant(~u) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (t Au)) St(~tv~u)=S
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{a) Pernyataan

p : Kinerja prajuru diawasi oleh krama desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas: 1 (p) = B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p tersebut jika ditentukan negasi atau ingkarannya,
akan menjadi seperti berikut:

~ p : Kinerja prajuru tidak diawasi oleh krama desa adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =5

(23) Bab VI Pasal 33 tentang sanksi bagi prajuru adat
Prajurw Desa Adat yang melanggar aturan Uikerai sanke sssl
dengan Awig-Awig Desa Adat. Jika ada prajuru ada melanggar,
kita perhatikan dulu kemana arah krama keberatan. Krama bisa
yampaikan kepada lembaga Kerta Desa. Tetapi kemudian
prajuru bagian dari kerta desa. Jads jtka ada yang melanggar, maka

prajuru dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian
kasus itu, sampai kemudian kerta desa memberikan rekomendas
sarksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan
sestai dengan awig-moig,

Deskripsi mengenai Sanksi bagi Prajuru Adat, iTlm mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Kalimat Terbuka

p : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas : 1 (p) = Batau t (p) =
S

(b) Pernyataan

q: Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi

r : Sanksi yang diberikan kepada prajuru sesuai dengan Awig-
Awig Desa Adat

s : Prajuru di ktifkan dulu jadi kerta desa selama
penyelesaian kasus pelanggaran

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (g) = B, 1 (r) = B, dan 1
(s)=8B
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Negasi Konjungsi ke-4

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (v A w) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~v v ~w : Prajuru desa adat tidak dapat menerapkan
sanksi adat kepada Krama atau sanksi adat tidak diputuskan
melalui Paruman Desa Adat

Karena t(~v)=Sdant(~w) =S

Maka nilai kebenaran t (~ (VA w)) Ex(~vV~w)=S

Negasi Konjungsi ke-5

Negasi dari konjungsinya dapat d
ekuivalen dengan

disjungsi ~x ¥ ~y : Prajuru desa adat tidak mewakili Desa Adat
dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik  di
dalam maupun di luar peradilan atau Perbuatan hukum baik
di dalam maupun di luar peradilan tidak dilakukan atas
persetujuan Paruman Desa Adat

Karena t(~x)=Sdant(~y)=$§

Maka nilai kebenaran T (~ (X Ay)) Ex(~xV~y)=§

~ (x A y) yang juga

(22) Bab VIPasal31 '] g prajuru desa adatyang
terkait dengan keberad lembaga yang P :
kinerja prajuru desa adat

Lotormb.

Dari sisi atau p sesungguhnya tidok ada
lembaga yang mengawas: kinenja prajurn, karena yang mengawass
adalah adalah krama desa adat itu sendiri. Namun terkadang
masyarakat berpikir Sabha Desa yang mengawasi kiverja prajure.
Padahal Sabha Desa dibuat oleh Prajuru yang merupakan kumpulan
orang ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada
prajur.

23

Deskripsi genai Keberadaan lembaga yang mengawasi kinerja
prajuru desa adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat
dituliskan sebagai berikut:
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(c) Negasi Pernyataan
Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingh ya, akan seperti berib

~q : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan tidak dikenai
sanksi

~r : Sanksi yang diberikan kepada prajuru tidak sesuai dengan
Awig-Awig Desa Adat

~% : Prajuru tidak di ktifkan dulu jadi kerta desa selama
penyelesaian kasus pelanggaran

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas - 1 (~q) =5, 7 (~r) = S dan
T(~s)=S

(d) Konjungsi

q: Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi

r : Sanksi vang diberikan kepada prajuru sesuai dengan Awig-
Awig Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

q A r:Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan dikenai sanksi
dan sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat

Karena nilai kebenarant(q) = Bdant(r)=Bmakat(qAr) =B
(e) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat di
ekuivalen dengan

disjungsi ~ q v ~ r : Prajuru Desa Adat yang melanggar aturan
tidak dikenai sanksi atau Sanksi yang diberikan kepada prajuru
tidak sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat
Karenax(~q)=Sdant(~r) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (QA ) Sr(~qV ~r)=S

(f) Implikasi

Kalimat terbuka p jika diubah menjadi pernyataan dengan nilai
kebenaran t (p) = B

dapat dituliskan p : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan,
kemudian dari pernyataan s : Prajuru di ktitkan dulu jadi
kerta desa selama p I

Ty
4

~ {9 A 1) yang juga

kasus pel

~143 -



maka kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan maka Prajuru
dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa sclama penycelesaian kasus
pelanggaran

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — s
Karenax(p)=Bdant(s)=Bmakat(p—s)=B

(8) Negasi Implikasi

Negasi darl implikasinya dapat dituliskan:

~ (p — s) yang ekuivalen dengan

P A ~ s : Prajuru desa adat ada yang melanggar aturan dan Prajuru
tidak dinonaktifkan dulu menjadi kerta desa selama penyelesaian
kasus pelanggaran

Karenax (p)=Bdant(~s)=S

Maka nilai kebenaran t (~ (p—=s)) E1(pA ~s) =5

{24) Bab VI Pasal 34 tentang Sabha dan Kerta Desa Adat
Dalam lankan tugas pere pembangunan Prajuru Desa
Adat didampingi oleh Sabha Desa Adat, Prajuru Desa Adat periu
didampingt oleh Sabhia Desa Adat, kavena (1) jumlah prajuru ada
yang terhatas jumiahnya sehingga perlu dfdnnplngl, dan (2)
kemudian prajuru yang ada, bukanlal ¥ vang
Tuar biasa untuk segaia bidang atau mulndmpim. oleit karena itu
maka wntuk hal-hal tertentu prajuru perlu didampingi oleh ahlinya.
Dalam menjalankan tugas peayelesaian perkara adat/wicara,
Prajur Desa Adat didampings oleh Kerta Desa Adat. Kerta Desa
bertugns untuk bantu pray dalam hal lesaikan perkara,
Prajuru Dresa Adat Perlu didampngi olel Kerta Desa Adat karena:
(1) Prajuru stu jumlahnya terbatas; (2) Prajure belun tentu

punyai ke 7 ysng muldtidisiplin; dan (3) Untuk
mengantisipasi fika ada prajuru yang bermasalai.

Deskripsi mengenai Sabha dan Kerta Desa Adafj-llh mengacu
pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:
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Itidisiplin dan perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat dalam
jalankan tugas pel
Karena nilai kebenaran 1 (p) = B dnn T (q) Bmakat(pAq)=B
Konjungsi ke-2
p : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan
yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin
r : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat
dalam menjalankan tugas penvelesaian perkara adat/wicara
Konjungsi dari dua perny tersebut ditulisk
P A r . Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai
kemampuan vang luar biasa untuk segala bidang atau
Itidisiplin dan perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat dalam

L

PR T :

j an tugas penyel perkara adat/wicara
Karena nilai kebenaran t (p) = Bdant(r) =Bmakat(pAr)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi Kongjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Prajuru Desa Adat adalah orang yang
mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau
multidisiplin atau tidak perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat
dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

Karenat (~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenarant (~ (pA Q) Et(~pv~q) =S

Negast Kongjungsi ke-2

Negasi dari k inya dapat
ckuivalen dengan

Litalicl

23 ~ (P A 1) yang juga
disjungsi ~ p v ~ r : Prajuru Desa Adat adalah orang yang
mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau
multidisiplin atau tidak perlu didampingi oleh Kerta Desa Adat
dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara
Karenat(~p)=Sdant(~1)=5§

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAr) Ex(~pv~1)=S
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(a) Pernyataan
p i Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan
yang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin
q : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat
dalam menjalankan tugas p g

: Prajuru Desa Adat perlu didumplngl oleh Kerta Desa Adat
dalm menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/wicara
Nilai keb dari perny diatas:1(p) =B, r(q)=Bdant
(=B
(b) Negasi Pernyataan
Pcrnynmn p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau

ingh ya, akan jadi seperti berik

~p : Prajuru Desa Adat adalah orang yang mempunyai
kemampuan  yang luar biasa untuk segala bidang atau

multidisiplin
~q : Prajuru Desa Adat tidak perlu didampingi oleh Sabha Desa

Adat dalam jalankan tugas p an p

~r : Prajuru Desa Adat tidak perlu dldampmgi oleh Kerta Desa
Adat dalam menjalankan  tugas  penyelesaian  perkara
adat/wicara

Niiai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =5, v (~q) =5, dan
t(~r)=S

(¢) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai kemampuan
vang luar biasa untuk segala bidang atau multidisiplin

q : Prajuru Desa Adat perlu didampingi oleh Sabha Desa Adat
dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Prajuru Desa Adat bukan orang yang mempunyai
kemampuan yang luar biasa untuk segala bidang atau
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(25) Bab VI Pasal 35 tentang pembentukan Sabha Desa Adat

Sabliz Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, berasal dari

Tokoh Krama Desa Adut vang dintis oleh Banjar Adat. Tokoh

Krama Desa Adat ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan

kom itmen, pengalaman, dan keahiian dalam bidang tertentu, wntuk

memajukan Desa Adat. Susunan organisasi Sabha Desa Adat diatur

dalem Awig-Awig Desa Adat. Sabha Desa Adat berfungsi

memberikan pertimbangan kepada Prajuru Desa Adat dalam: (1)

penyusunan Awig-Awig dan/atan Pararem Desa Adat: (2)

perencanaan pembangunan Desa Adat; (3) perencanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan (4) pelaksanaan program

Desa Adat. (6) Masa bakti Sabha Desa Adat bernkhir bersamuan

dengan masa bakti Prajuru Desa Adat.

Deskripsi i Pemb kan Sabha Desa Adat, jika mengacu

pada konsep Io;lka maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

q ! Sabha Desa Adat berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang

diutus oleh Banjar Adat

r: Tokoh Krama Desa Ada! ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat

berdasarkan komi P dan keahlian dalam bidang

untuk juk Dem Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: v (p) = B, t () = Bdan ¢

(=8

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
L va, akan jadi seperti berikut:

-p Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

~q : Sabha Desa Adat tidak berasal dari Tokoh Krama Desa Adat

yang diutus oleh Banjar Adat

~r: Tokoh Krama Desa Adat tidak ditunjuk oleh Prajuru Desa

Adat berdasarkan komi 1 dan keahlian dalam

PEIE

bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat
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Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =S, 1 (~q) = S, dan

1(~r)=S

{c) Konjungsi

p : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

q : Sabha Desa Adat berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang

diutus oleh Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan

berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar

Adat

Karena nilai kebenaran y (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B

Konjungsi ke-2

P A q - Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat dan

berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar

Adat

r: Tokoh Krama Desa Adat ditunjuk oleh Prajura Desa Adat

berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang

tertentu, untuk memajukan Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut ditulish

(P A @) A r:Sabha Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

dan berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar

Adat dan ditunjuk olch Prajuru Desa Adat berdasarkan komitmen,
gal dan  keahli dalam bidang tertentu, untuk

mcmnjuhn Desa Adat

Karena nilai kebenarant(p Ag)=Bdant(r)=Bmakat ((pAq)

Ar)=B

{d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsi

ekuivalen dengan

ya dapat d ~ (p A q) yang juga
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{a) Kalimat Terbuka
p:Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan deng. lah
yang ditangani olch Kerta Desa Adat
q : Jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh
anggota Kerta Desa Adat tertua
Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas
T(p)=Bataux(p)=5S
T(g)=Bataut{q)=S
(b) Pernyataan
r: Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Dess Adat
s : Kerta Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa
Adat yanyg memiliki k 1 dan keahlian dalam
bidang hukum adat, yang diutus olch Banjar Adat
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas -1 (r) = Bdanx (s) = B
(¢) Negasi Pernyataan
Pernyataan r dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:
~1 : Kerta Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat

s : Kerta Desa Adat tidak terdiri atas Prajuru Desa Adat dan
Krama Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan
keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~r) =Sdan t(~s)=$
(d) Konjungsi
r: Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajuru Desa Adat
s : Kerta Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama Desa
Adat yang memiliki komi dan keahlian dalam
bidang hukum adat, yang diutu: oleh Banjar Adat
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan
r A s Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajury Desa Adat dan
terdirt atas Prajuru Desa Adnl dan Krama Desa Adat yang
hlian dalam bid

memiliki K t dan k
hukum adat, yang diulus olrh Banjar Adat
Karena nilai kebenaran r (r) =Bdant(s)=Bmakat(rAs) =B

L]
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disjungsi ~ p ¥ ~ q :Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru
Desa Adat atau tidak berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang
diutus oleh Banjar Adat

Karena t(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran t(~(pAq)) Ex(~pv~q) =5

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ ((p A q) A r) yang
juga ekuivalen dengan

disjungsi ~ (p A q) V ~ r serta equivalendengan (~pv~q) v ~r:
Sabha Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru Desa Adat atau tidak
berasal dari Tokoh Krama Desa Adat yang diutus oleh Banjar
Adat atau tidak ditunjuk oleh Prajuru Desa Adat berdasarkan
komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu,
untuk memajukan Desa Adat.

Karenat(~ (pAg))=Sdant(~r) =S

Maka nilai kebenaran t (~ (PAQ) Y~ ) Ex((~pV~q) vV ~1)=S

(26) Bab VI Pasal 36 tentang pembentukan Kerta Desa Adat
Kerta Desa Adat dibentuk oleh Prajune Desa Adat, Kerta Desa Adat
teridiri atas: (1) Prajuru Desa Adat; dan (2) Krama Desa Adat yang
memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalan: bidang hukum
adat, yang diutus oleh Banjar Adat. Bandese Adat menjadt ketua
merangkap anggota Kerta Desa Adat. Dalam hal Ketua/Anggota
Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang
dlmlgmu oleh Kerta Desa Adat, ketua/Anggota vang

bersangkutan tidak diperbolehkan teriibat dalam pemyelesaian
perkara adat. Dalam hnl Ketua Kerta Desa Adat memiliki
hubungan dengan lah yang ditangani olel Kerta Desa

Adat, jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh
anggota Kerta Desa Adat tertua. Masa bakti Anggota Kerta Desa
Adat berakisr bersamaan dengan masa bakti Prajuru Desa Adat.
Deskripsi mengenai Pembentukan Kerta Desa Adat, jika mengacu
pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:
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(e) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat ditulisk ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ 5 : Kerta Desa Adat tidak dibentuk oleh Prajuru
Desa Adat atau tidak terdiri atas Prajuru Desa Adat dan Krama
Desa Adat yang memiliki komi pengal, dan keahli
dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh Banjar Adat
Karenat(~r)=Sdanrt(~s) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) =1 (~rV~5)=S

(f) Implikasi

Kalimat terbuka p dan q jika diubah menjadi pernyataan dengan
nilai kebenaran

1 (p) = B dan 1 (q) = B, dapat dituliskan:

p : Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan denga lah
vang ditangani oleh Kerta Desa Adat

q : Jabatan ketua Kerta Desa Adat digantikan sementara oleh
anggota Kerta Desa Adat tertua

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan y vmu

Jika Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubunga lah
vang ditangani oleh Kerta Desa Adat maka Jabatan kema Kerta
Desa Adat digantikan sementara oleh anggota Kerta Desa Adat
tertua

Perny tersebut selanjutnya ditulis p — q
Karenat(p)=Bdant(q)=Bmakar(p—q)=B

(g) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p = q) yang ekuivalen dengan

P A ~q : Ketua Kerta Desa Adat memiliki hubungan dengan
masalah yang ditangani oleh Kerta Desa Adat dan Jabatan
ketua Kerta Desa Adat tidak digantikan sementara oleh anggota
Kerta Desa Adat tertua

Karenat(p)=Bdant(~q)=S

-151 -



Maka nilai kebenaran 1 (~ (p = q) E1(pA ~q) =S

(27) Bab VI Pasal 37 g tugas dan g Kerta Desa
Adat
Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, yelesatkan perkara adat/wi vang terjads di

Desa Adat berdasarkan hukunt adat. Dalam menyelesaikan perkara
adat, Kerta Desa Adat mengutamakan perdamatan sesuai dengan
asas druwenang sareng-sareng. Dalam hal tidak tercapai
perdamaian, Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan
Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat. Dalam hal perkara adat
tidak dapat disclesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat
meminta penvelesaian kepadn MDA sesuai dengan tingkatannya.
Deskripsi mengenai Tugas dan wewenang Kerta Desa adat, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan scbagai
berikut:

{a) Kalimat Terbuka

p : Penyelesaian perkara adat tidak pai perd

q : Kerta Desa Adat gambil | sesuai dengan Awig-
Awig dan/atau Pararem Desa Ada!

r: Perkara adat tidak dapat dlselenﬂun oleh Kerta Desa Adat

s:Para pihak dapat i peny kepada MDA sesuai
dengan tingkatannya

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas
T(p)=Bataux(p)=5S

t(g)=Bataut(q)=5

T(r)=Bataux(r)=S

T(s)=Bataut(s) =S

(b) Pernyataan

t: Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima,
iksa, lesaikan perkara adat/wicara yang lerjadi di

Desa Adat betdisuhn hukum adat

-152-

atau tidak k damai sesuai d asas

5 ¥ g

druwenang sareng-sareng

Karenar(~t)=Sdant(~u)=§

Maka nilai kebenaran s (~ (tAu)) St(~tv~u)=S

(f) Implikasi

Implikasi ke-

Kalimat terbuka p dan q jika diubah menjadi pernyataan dengan
nilai kebenaran

1(p) = B dan 1 (q) = B, dapat dituliskan:

p : Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian

q : Kerta Desa Adat gambil kep sesuai dengan Awig-
Awig dan/atau Pararem Desa Adat

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian maka
Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig
dan/atau Pararem Desa Adat

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — g
Karenat(p)=Bdant(g)=Bmakat(p—~q)=B

Implikasi ke-2

Kalimat terbuka r dan s jika diubah jadi p d

nilai kebenaran

T (r) = B dan t (s) = B, dapat dituliskan:

r: Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat
s: Para pihak dapat inta penyelesaian kepada MDA sesuai
dengan tingkatannya

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat
maka Para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA
sesuai dengan tingkatannya

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis r — s
Karenat(r)=Bdant(s)=Bmakat(r—s)=8

(g) Negasi Implikasi

Negasi Implikasi ke-1
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u : Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat
mengutamakan perdamaian  sesuai dengan asas druwenang
sareng-sareng
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas (t(t) = Bdant (u) =B
(¢) Negasi Pernyataan
Pernyataan t dan u tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berik
~t: Kerta Desa Adat tidak bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di
Desa Adat berdasarkan hukum adat
~u ! Dalam menyelesaikan perkara adat, Kerta Desa Adat tidak
3 akan perd. lan  sesuai dengan  asas druwenang
sareng-sareng
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas . t(~t) =Sdan 1 (~u) =5
(d) Konjungsi
t: Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di
Desa Adat berdasarkan hukum adat
: Dalam menyeleulhn perkara adat, Kerta Desa Adat
% akan per ian  sesuai dengan  asas druwenang
sareng-sareng
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan
t A u:Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima,
iksa, menyelesaikan perk adat/wicara yang terjadi di
Desa  Adat berdasarkan hukum adat dan mengutamakan
d sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng
K.uena nilai kebenarant(t) =Bdant(u)=Bmakat(tAu)=B
(e) Negasi Konjungsi
Negasi dari konjungsinya dapat ditulis} ~ (t A u) yang juga
ekuivalen dengan
disjungsi ~ t v ~ u : Kerta Desa Adat tidak bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, menvelesaikan perkara
adat/wicara vang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat
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Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:
~ (p — q) yang ekuivalen dengan
P A ~q : Penyelesaian perkara adat tidak tercapai perdamaian

dan Kerta Desa Adat tidak gambil kep sesuai deng,
Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat
Karenax(p)=Bdant(~q)=5

Maka nilai kebenaran t (~ (p—q)) Ex(pA ~g) =5

Negasi Implikasi ke-2

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (r — s) yang ekuivalen dengan

rA~s :Perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa
Adat dan Para pihak tidak dapat inta penyelesaian kepad
MDA sesuai dengan tingkatannya

Karenat(r)=Bdant(~s5)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (r = s)) Str(rA~s) =S

28) Bab VI Pasal 38 tentang patias atau olih-olihan

Projurn Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat
berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan Awig-
Awiy danfatan Pararem Desa Adat. Cara setiap desa dalam
memberikan olth-olthan itu berbeda-beda. Desa Tua : patias bisa
berupa tanah (prajuru menggarap tanah desa) selama menjadi
prajury yang discbut dengan karang bukti prajurn. Selama menpadi
prajuru boleh mengelola tanal tersebut dan hasiliya bisa
dimanfaatkan olek prajuru, Desa Adat tertentu memberikan patins
dengan cara luput (dibebaskan dart kewajib ). Desa Adat
lainnya memberikan patias dalam bentuk penghargaan karena
aktivitas tertentu (baik berupa wang atau barang). Misalnya
pemberian wang hari raya. Desa Adal lainnya di saat sekarang, ada
yang diberikan catu atau insentif langsung. Desa Adat lainnya ada
memberikan patias berupa keuntungan dari pengelolaan Padruwen

Desa. Patias tidak bolel berasal dart wang krama. Sabha dan Kerta
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Desa bisa diberikan jugn sesuai dengan kecukupannya, tapi beliem
ada diberikan secara rutin,

Deskripsi mengenai Patias atau olih-olihan, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan scbagai berikut:

(a) Pernyataan

p: Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat
berhak mendapatkan patias atau  olih-olihan  sesuai  dengan
Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

q : Patias tidak boleh berasal dari vang krama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas 1 (p) = Bdant(q) =B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p: Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa
Adat tidak berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai
dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

~ q : Patias boleh berasal dari uang krama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =Sdant (~q) =S
(c) Konjungsi

p: Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa Adat
berhak mendapatkan patias atau olih-olihan sesuai dengan
Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

q : Patias tidak boleh berasal dari uang krama

Konjungsi dari dua perny but ditulis

P A q:Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kerta Desa
Adat berhak mendapatkan patias atau olih-olihan  sesuai
dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat dan tidak
boleh berasal dari uang krama

Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdant(q) =Bmakat(pAg)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari

dapat di ~ (p A q) yang juga

gsiny

ckuivalen dengan
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~p : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain tidak

berfungsi melak kan kegi sosial dan keag, di Banjar

Adat.

~q : Banjar Adat tidak dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

~r : Susunan Prajuru Banjar Adat tidak diatur dalam Awig-Awig

Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

~s : Prajuru Banjar Adat tidak dipilih dengan musyawarah

mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat

dan/atau Awig-Awig Banjar Adat.

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =S, 1(~q) =5, v

(~r) =S, dan

1(~s)=S

(c) Konjungsi

p : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi
lab kan kegiatan sosial dan keag di Banjar Adat.

q : Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Konjungsi dari dua perny but ditulis

P A q: Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi
lak kan kegi sosial dan keagamaan di Banjar Adat dan

dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Karena nilat kebenaran t(p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B

Kongjungsi ke-2

r : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa

Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

s : Prajuru Banjar Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh

Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau

Awig-Awig Banjar Adat

Konjungsi dari dua pernyat but ditulis

r A s : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig

Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat dan Prajuru Banjar

Adat dipilih dengan musyawarah mufakat oleh Krama Banjar

Adat
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disjungsi ~ pV ~ q - Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan
Kerta Desa Adat tidak berhak mendapatkan atau olih-olihan
sesual dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat atau
patias bolch berasal dari uang krama

Karena x(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~(pAq))Ex(~pV~q) =5

(29) Bab V1 Pasal 39 tentang struktur Banjar Adat

Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi
melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat, Banjar
Adat dipimpin olels Prajuru Banjar Adat. Susunan Prajuru Banjar
Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adut danfatau Awig-Awig
Banpar Adat. Prajuru Bangar Adat dipilih dengan musyawarah
mufakat oleh Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat
danfatan Awig-Awig Banjar Adat. Awig-Awig Banjar Adat tidak
boleh bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat,

Deskripsi mengenai Struktur Banjar Adat, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain berfungsi
melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Banjar Adat.

q : Banjar Adat dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

r : Susunan Prajuru Banjar Adat diatur dalam Awig-Awig Desa
Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat

s : Prajuru Banjar Adat dipilih deng; arah fakat oleh
Krama Banjar Adat menurut Awig-Awig Desa Adat dan/atau
Awig-Awig Banjar Adat.

Nilai ket dari perny diatas;t(p)=B,1(q) =B, t(r) =
B,dant(s)=8B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ya, akan jadi seperti berik

ingk
5
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Karena nilai kebenarant(r)=Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Banjar Adat/ Banjar Suka-Duka atau sebutan
lain tidak berfungsi melak kan kegt sosial dan k

di Banjar Adat atau Banjar Adat/Banjar Suka.Duka tidak
dipimpin oleh Prajuru Banjar Adat

Karena t(~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenaran t (~(pAq))St(~pVv~q) =5

Negasi Konjungsi ke.2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yvang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ 5 : Susunan Prajuru Banjar Adat tidak diatur
dalam Awig-Awig Desa Adat dan/atau Awig-Awig Banjar Adat
atau Prajuru Banjar Adat tidak dipilih dengan musyawarah
mufakat oleh Krama Banjar Adat

Karenat(~r)=Sdant(~s) =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) E1(~rVv~5)=§

(30) Bab VIl Pasal 47 tentang Pecalang beserta hak dan
kewajibannya

Pucalang meloksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman,
dan ketertiban masvarakat dalam Wewidangan Desa Adat. Pacalang
diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan
Prajuru Desa Adat. Selain itu Pacalang memiliki tugas partisipasi
dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah
berkoardinasi dengan Prajury Desa Adat. Dalam meningkatkan

N gk " 1 1 P

1 tugas, Pacalang pat p
dan pelatifan dari lembaga yang berkomy Pacalang d
olil-olthan sesuai Awig-Awig. Tugas Pacalang dintur dalam
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Tuntunan Sasana Pacalang. Tuntunan Sasana Pacalang
ditetapkan olehh MDA tingkat Provinsi.

Deskripsi mengenai Pecalang beserta hak dan kewajibannya, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan scbagai
berikut;

(a) Pernyataan

p : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan
Desa Adat

q : Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat
berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

r: Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.

s . Tuntunan Sasana Pacalang ditetapkan oleh MDA tingkat
Provinsi,

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas ;Y (p) = B. v (q) =B, x (1) =
B,dant(s)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, r, dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ing} ya, akan jadi seperti berikut:

~p: Pacalang tidak melak kan tugas dalam bidang kecamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan
Desa Adat

~q : Pacalang tidak diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat
berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

~r: Tugas Pacalang tidak diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang.
~s : Tuntunan Sasana Pacalang tidak ditetapkan oleh MDA
tingkat Provinsi

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =S, 1 (~q) =S, 1
(~1) = Sdan

T{~s)=S

() Konjungsi

Konjungsi kel
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disjungsi ~ r v ~ s : Tugas Pacalang tidak diatur dalam Tuntunan
Sasana Pacalang atau tidak ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi
Karenar(~r)=Sdany(~s)=S

Maka nilai kebenaran s (~ (rAs)) Ex(~rv~5)=S

(31)  Bab VII Pasal 48 tentang Yowana Desa Adal yang terkait
dengan perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana
—_ —
Sckaa Truna dan Yowana, keduanya adalah konsep yang berbeda.
Sckaa Truna : belum menikah, Yowana ; orang yang memang
usianya 17 - 40 tahun jika belum menjadi kramn ngarep walaupun
suduh menikah. Sebagat wpava dalam rangka regenerasi
kepengurusan di Desa Adat, agar mereka tafn dan paham tentang

desa adat dan siop untuk mengambil alih saatnya nanti. Syarat
menjadi Yowana 17 - 40 tahun dan bukarn krama pengarep.

Deskripsi mengenai Perbedaan antara Sekaa Truna dan Yowana,
jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

(a) Pernyataan

P : Syarat menjadi sekaa teruna yaitu belum menikah

q : Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 17-40 tahun

r : Syarat menjadi Yowana yaitu bukan krama pengarep

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas - v (p) = B, t{q) = B, dan 1
(=8

(b) Negasi Pernyataan

Pemmyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~ p i Syarat menjadi sekaa teruna yaitu sudah menikah

~ g : Syarat menjadi Yowana yaitu tidak berusia 17-40 tahun

~ r:Syarat menjadi Yowana yaitu merupakan krama pengarep
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =5, v (~q), dan t
(~1)=S§
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p : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan
Desa Adat

q : Pacalang diangkat dan diberhentik oleh Desa Adat
berdasarkan Keputusan Prajury Desa Adat
Konjungsi dari dua perny but ditulisk

P A q : Pacalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam Wewidangan
Desa Adat dan Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa
Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat

Karena nilat kebenaran v (p) » Bdant(q)=Bmakar (p A q)=B
Konjungsi ke.2

1 : Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang,

s : Tuntunan Sasana Pacalang ditetapkan oleh MDA tingkat
Provinsi.

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

r A s: Tugas Pacalang diatur dalam Tuntunan Sasana Pacalang dan
ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi

Karena nilai kebenaranv(r)=Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dan konjungsinya dapat
ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Pacalang tidak melaksanakan tugas dalam
bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam
Wewidangan Desa Adat atau Pacalang tidak diangkat dan
diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajury
Desa Adat

Karena t(~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAg)) =t (~pV~q) =5

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari k gsinya dapat
ekuivalen dengan

Hirnsbick

~ (P A q) yang juga

kan: ~ (r A s) yang juga

-161 -

() Konjungsi

q : Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 17-40 tahun

r: Syarat menjadi Yowana yaitu bukan krama pengarep
Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

q A r:Syarat menjadi Yowana yaitu berusia 1740 tahun dan bukan
krama pengarep

Karena nilai kebenarant(q) = Bdant(r) = Bmakar(qAr)~B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (q A r) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ q v ~ r : Svarat menjadi Yowana yaitu tidak berusia
17-40 tahun atau merupakan krama pengarep
Karena t (~q)=Sdanx(~r) =S

Maka nilai kebenaran t(~ (A ) Sr(~qV ~r)=S

(32) Bab VIIPasal 49 tentang Paiketan Krama Istri yang terkait
dengan status Krama Istri dalam Konteks Purusa dan
Pradana

Otomatis ketika suambrya masih berstatus krama ngarep maka

istrinya akan menjadi krama istri desa adat. Semua istri krama

pengarep lanang adalah krama istri desa adat. Di tingkat Provinsi
juga ada Pesikian Krama Istri Desa Adat, Karena di Bali kita
mengenal Purusa dan Pradana. Dimana dalam hal ini Purusa tidak
selalu laki-laki (nyentana), jadi yang berperan sebagai Purusa adalah
perempuan sehingga istrilai sebagai krama pengarep di desa adat.

Deskripsi mengenai Status Krama Istri dalam Konteks Purusa dan
Pradana, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan
sebagai berikut:

{a) Kalimat Terbuka

p : Istri berperan sebagai purusa

q : Istri menjadi krama pengarep di desa adat

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas
t(p)=Bataut(p)=5
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Tl =Batautr(q)=S

(b) Pernyataan

r:Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat
s ; Krama istri desa adat menjadi anggota Pesikian Krama Istri
Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: 1 (r) = Bdant(s) = B

(¢) Negasi Pernyataan

Pernyataan r dan s tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berikut:

~r : Semua istri krama pengarep lanang bukan krama istri desa
adat

~s : Krama istri desa adat tidak menjadi anggota Pesikian Krama
Istri Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas :1(~r) =Sdant(~s} =S
(d) Konjungsi

r:Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa adat
s : Krama istri desa adat menjadi anggota Pesikian Krama [stri
Desa Adat

Konjungsi dari dua perny
1 A 5 Semua istri krama pengarep lanang adalah krama istri desa
adat dan menjadi anggota Pesikian Krama Istri Desa Adat

Karena niiai kebenarant(r) =Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
(e} Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ r V ~ 5 : Semua istri krama pengarep lanang bukan
krama istri desa adat atau tidak menjadi anggota Pesikian Krama
Istri Desa Adat

" But ditulisk

Karenat(~r)=Sdanv(~s)=$S
Maka nilai kebenarant (~ (rAs)) Sr(~rv~s)=S§
() Implikasi
Dua kali buka p dan g diubah jadi pernyataan dengan
nilai kebenaran
T(p)=Bataut(q)~B
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{a) Pernyataan
P : MDA kabup dan k jalankan secara teknis
keputusan MDA Provinsi
q : MDA K dan Kabup tidak boleh membuat

kebijakan dan keputusan strategis

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) = Bdan 1 (q) = B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk. nya, akan jadi seperti berikut:

~p : MDA kabupaten dan kecamatan tidak menjalankan secara
teknis keputusan MDA Provinsi
~q:MDAK dan Kabupaten boleh buat kebijab

P L

dan keputusan strategis

Nilai kebenaran dari pernyatsan di atas s 1 (~p) = Sdant (~q) =S
() Konjungsi

P ¢ MDA kabupaten dan kec ! jalankan secara teknis
keputusan MDA Provinsi

q : MDA Kec tan dan Kabup tidak boleh membuat
kebijakan dan keputusan strategis

Konjungsi dari dua perny but ditulish

PAq: MDA kabup dan lankan secara teknis
keputusan MDA Provinsi dan tidak bolch mmbual kebijakan dan
keputusan strategis

Karena nilai kebenaran v (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konj
ckuivalen dengan
disjungsi ~ p v ~ q : MDA kabup dan k tidak
menjalankan secara teknis keputusan MDA Provinsi atau boleh
membuat kebijakan dan keputusan strategis

Karenax (~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenaran v (~ (pA Q) Zt(~pV~q) =5

dapat ~ (p A q) yang juga

- aney |
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P ¢ Istri berperan sebagai purusa

q ¢ Istri menjadi krama pengarep di desa adat

Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Istri berperan scbagal purusa maka Istri menjadi krama
pengarep di desa adat

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — q
Karenat(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—q)=B

(8) Negasi Implikasi

Negasi dari implikasinya dapat dituliskan:

~ (p — q) yang ekuivalen dengan

P A~ q : Istri berperan sebagal purusa dan Istri tidak menjadi
krama pengarep di desa adat

Karenat(p)=Bdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran t(~ (p—~q))S1(pA ~g) =5

(33) Bab XI Pasal 73 bilan kep MDA

8 Peng:
Pengambilon keputusan MDA dilakukan dalam Paruman dan
Pasamuhan sesuai dengan tingkatannya. Sifat MDA secara
organisasi bersifat luerarki, yang dibentuk Desa Adat yaitu MDA di
Provinsi dalam hal ini yang dideklarasikan yaitu MDA Provinsi.
MDA Provinsi inilah yang membentuk dan memfasilitasi

terd knya MDA Kabupaten, Namun MDA Kabupaten
pengurusnya dipilil oleh Bendesa yang ada di kabupaten itw, jadi
tidak ada lagi deklarasi. MDA Kecamatan juga sama dibentuk oleh
bendesa yang ada di k itu. Tetapt secara luerarki dia berada
di bawrah MDA Kabupaten. Sejauh ini tidak ada keputusan strotegis
yang diambil olelh MDA kabup ke tan, karena
MDA kabupaten dan kecamatan hanya mm,dnnhn secarn teknis
judi menterjemalikan keputusan olelh MDA Provinsi. MDA
Kecamatan dan Kabupaten tidak boleh membuat kebifakan dan
keputusan strategis.

Deskrinsi P reTE— MDA, jika o

s 5

pada kcmcp Iogllu makA dapat dituliskan sebagai berikut:
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(34) Bab XI Pasal 74 tentang MDA yang terkait dengan
Pasamuhan, Paruman, dan Pesangkepan

Adu penentuan waktu paruman MDA di setiap tingkatan. Ada yang
disebut dengan Pesamuan, Paruman, dan Pesangkepan. [tka di
MDA Provinsi yang dimaksud pesangkepan yaitu pertemuan yang
dihudiri olch prngurm MDA di Provinsi. Demikian juga yang di

kab 2 L r lurk: G M“,” den tai.
Kemudian ada y Jika p agung di provinsi ditkuti
oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan,
dan Bendesa, Penyebutan p di setiap tingk vaitu

pesamuan agung di tingkat provinsi, pesamuan madya di tingkat
kabupaten, dan pesamuan aiit di tingkat kecamatan mininsal
dilaksanakan sckali dalam setahun. Paruman terdiri dari Paruman
Agung, Madyn, dan Alit sekali dalam lima taliun. Paruman agung
pesertanya bendesa adat seluruh Bali, tidak boleh perwakilan jadi
semuanya tkul. Parunan madya di kabupaten ditkuti oleh senua
bendesa adat yang ade di kabupaten tersebul. Parunian alit di
kecamatan diikuts oleht semua bendesa adat yang ada di kecamatan
tersebut. Parwman ini dikaitkan dengan pertanggungjaaban
pengurus dan pembentukan pengurus baru, Pesamuan ini fika
dibahasa indonestakan sama dengan rapat kerja sedanghkan
pesangkepan membahas teknisnya.

Deskripsi i P, han, Paruman, dan Pesangkepan, jika

mengacu pndn konsep logika maka dapat dituliskan scbagai
berikut:

(a) Pernyataan
p : Pesangkep merupakan per yang dihadiri oleh

gurus MDA di masing-masing tingh
q Pesangkepan pelak WS A7 PO |
v P dan P, agung dila kan di tingkat provinsi
s : Pasamuan dan Paruman agung ditkuti oleh semua perwakilan
dari MDA Provins), Kabup Kec dan Bend
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t : Pasamuan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat
kota/kabupaten

u : Pasamuan dan Paruman madya diikuti oleh semua perwakilan
dari MDA Kabupaten, Ki dan Bend

v : Pasamuan dan Paruman alit dila} kan di tingkat ki b
w : Pasamuan dan Paruman alit ditkuti oleh semua perwakilan
dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas 1 (p) = B, 1 (q) = B, t () =
B,t(s) = B,

T(t)=B x(uy=B,v(v)=Bdant(w)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, v, 8, 1, u, v, dan w tersebut jika ditentukan negasi
atau ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~p : Pesangkepan bukan merupakan pertemuan yang dihadiri
oleh pengurus MDA di masing-masing tingkatan.

~q: Pesangkepan pelak a tidak bersifat insidental.

~r : Pasamuan dan Paruman agung tidak dilaksanakan di tingkat
provinsi

~s : Pasamuan dan Paruman agung tidak diikuti oleh semua
perwakilan dari MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan
Bendesa

~t: Pasamuan dan Paruman madya tidak dilak

kan di i

o o
kota/kabupaten
~u : Pasamuan dan Paruman madya tidak diikuti oleh semua
perwakilan dari MDA Kabup K dan Bend,
~v: P dan P alit tidak dilak kan di tingk
kecamatan

~w : Pasamuan dan Paruman alit tidak ditkuti oleh semua
perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Nilal kebenaran dari pernyataan di atas : 1 {~p} =5, t(~q) =5, 1
(~1) =5,

T(~s)=S, 1 (~) =S, 1 (~u) =S, 7 (~v)=Sdan 7 (~w) =5
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w : Pasamuan dan Paruman alit diikuti oleh semua perwakilan
dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Konjungsi dari dua perny but ditulisk

v A w : Pasamuan dan Paruman alit dilaksanakan di tingkat
kecamatan dan dikuti oleh semua perwakilan dari MDA
Kecamatan dan Bendesa

Karena nilai kebenaran t (v) = Bdanr (w)=Bmakat(vA w) =B
(d) Negasi Konjungsi

Negast Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat
ckuivalen dengan

FTPRE oY

~ (p A q) yang juga

disjungsi ~ p Vv ~ q : P gkepan bukan mer
yang dihadiri oleh pengurus MDA di
atau pelak ya tidak bersifat insid
Karenax(~p)=Sdanv(~q) =S

Maka nilai kebenarant (~ (pA Q) Et(~pv~q)=S

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ & : Pasamuan dan Paruman agung tidak
dilaksanakan di tingkat provinsi atau tidak diikuti oleh semua
perwakilan dart MDA Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan
Bendesa

Karenat (~r)=Sdanx(~s)=S

Maka nilai kebenaran v (~ (rAs)) Ex(~rv~s5)=5

Negasi Konjungsi ke-3

Negasi dari konj inya dapat dituliskan: ~ (t A u) yang juga

L)

pakan per
masing-masing tingkatan
1

ckuivalen dengan

disjungsi ~ t ¥ ~ u : Pasamuan dan Paruman madya tidak
dilak kan di tingkat kota/kabup atau tidak diikuti oleh
semua perwakilan dari MDA Kabupaten, Kecamatan, dan
Bendesa

Karenat(~t)=Sdant(~u)=$S
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(¢) Konjungsi

Konjungsi ke-l

p : Pesangkepan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh
pengurus MDA di masing-masing tingkatan,

Q : Pesangkepan pelak; ya bersifat insidental

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q Pesangkepan merupakan pertemuan yang dihadiri oleh
pengurus MDA di masing-masing tingkatan dan pelaksanaannya
bersifat insidental

Karena nilai kebenaran v (p) = Bdanx(q)=Bmakax(pAq) =B
Konjungsi ke-2

r: Pasamuan dan Paruman agung dilaksanakan di tingkat provinsi
s : Pasamuan dan Paruman agung diikuti oleh semua perwakilan
dari MDA Provinsi, Kabup K tan, dan Bend

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

r A s : Pasamuan dan Paruman agung dilaksanakan di tingkat
provinsi dan diikuti oleh semua perwakilan dari MDA Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan, dan Bendesa

Karena nilai kebenarant(r)=Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
Konjungsi ke-3

t : Pasamuan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat

kota/kabupaten
u : Pasamuan dan Paruman madya diikuti oleh semua perwakilan
dari MDA Kabup Kecamatan, dan Bend,

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t A u: Pasamuan dan Paruman madya dilaksanakan di tingkat
kota/kabupaten dan ditkuti oleh semua perwakilan darn MDA
Kabup K tan, dan Bend

Karena nilai kebenarant(t) =Bdant(u)=Bmakat(tAu)=8
Konjungsi ked

v : Pasamuan dan Paruman alit dilak kan di tingkat kec

-169 -

Maka nilai kebenaran 1 (~ (tAu)) =1 (~tV ~u)=§

N i Konjungsi ke-4

Negasi dari konj inya dapat dituliskan: ~ (v A w) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ v v ~ w : Pasamuan dan Paruman aht tidak
dilak kan di tingkat kec tan atau tidak ditkuti oleh semua
perwakilan dari MDA Kecamatan dan Bendesa

Karena r (~v)=Sdanr(~w) =S

Maka nilai kebenaran t(~ (VA wW)) Sr(~vV~w)=§

L

(35) Bab VI Pasal 41 tentang Paruman Desa Adat

Pantman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan keput
tertingge Desa Adat untuk: (1) menetapkan Awig-Azwig; (2)
mengesahkan Bandesa/Kelthan danfataw Prajurs terpilth; dan (3)
mengesahkan hal-hal vang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan p intahan Desa Adat. Paruman Desa Adat
diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama
Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat. Hal-hal yang
bersifat strategis meliputi Paraliyangan, Pawongan, dan
Palemaian sebagai pelaksanaan Tri Hita Karana.

Deskripsi mengenai Paruman Desa Adat, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambil
keputusan tertinggi Desa Adat

q : Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

r ; Paruman Desa Adat dihadiri oleh Krama Desa Adat serta
perwakilan kelembagaan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: 1 (p) = B, v () = Bdan <t
(=8

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
ingh akan jadi seperti berik

&
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~p : Paruman Desa  Adat bukan merupakan lembaga
pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat

~q : Paruman Desa Adat tidak disclenggarakan oleh Prajuru Desa
Adat

~r: Paruman Desa Adat tidak dihadiri oleh Krama Desa Adat serta
perwakilan kelembagaan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas : 1 (~p) =S, 1 (~q) = S, dan
T(~1)=§

(¢) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p ¢ Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambil
keputusan tertinggi Desa Adat

q : Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat
Konjungsi dari dua perny but ditulisk

P A q:Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan
keputusan tertinggi Desa Adat dan diselenggarakan oleh Prajuru
Desa Adat

Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=8B
Konjungsi ke-2

P A q:Paruman Desa Adat merupakan lembaga pengambilan
keputusan tertinggi Desa Adat dan diselenggarakan oleh Prajuru
Desa Adat

r : Paruman Desa Adat dihadiri oleh Krama Desa Adat serta
perwakilan kelembagaan Desa Adat

(P A g A r: Paruman Desa Adat merupakan lembaga
pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat dan disclenggarakan
oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta
perwakilan kelembagaan Desa Adat

Karena nilai kebenaran t ((p A q)) =Bdant(r)=Bmakat((p A q)
Arn=8

(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1
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{a) Pernyataan

p : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga

pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang

berkaitan dengan hal-hal teknis

q : Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa

Adat

r: Pasangkepan Desa Adat dihadiri oleh semua Krama Desa Adat

atau yang mewakili

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (p) =B, v (q) = Bdan t

=8

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
gk va, akan jadi seperti berikut:

~p: Pasangkepan Krama Desa Adat bukan merupakan lembaga

pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang

berkaitan dengan hal-hal teknis

~q: Pasangkepan Desa Adat tidak diselenggarakan oleh Prajuru

Desa Adat

~r: Pasangkepan Desa Adat tidak dihadiri olch semua Krama

Desa Adat atau yang mewakili

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =5, 1 (~q) =S, dan

T(~1)=5

() Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Pasangkepan Krama Desa  Adat merupakan lembaga

pengambilan keputusan di bawah Paruman  Desa Adat yang

berkaitan dengan hal-hal teknis

q: Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa

Adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga

pengambilan keputusan di bawah Paruman  Desa Adat yang
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Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Paruman Desa Adat bukan merupakan
lembaga pengambilan kep n tertinggl Desa Adat atau tidak

diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat
Karena v (~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenaran 1t (~(pAg)) Ex(~pV~q)=5
Negasi Konjungsi ke-2

Negast dari konjungsinya dapat ~((p A q) Ar)yang
juga ekuivalen dengan disjungsi~ (pA Q) V ~r E(~pV~q)V~
r

(~pVv~q)¥~r:Paruman Desa Adatbukan merupakan lembaga
pengambilan  keputusan tertinggi Desa  Adat atau  tidak
diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat atau tidak dihadiri oleh
Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat
Karenav(~(pAg))=Sdant(~1) =S

Maka nilai kebenaran t(~ (pAqQ)V~r) Ex(~pV~q)}V~r=5§

36) Bab VI Pasal 42 tentang Pasangkepan Krama Desa Adat
Pasangkepan Krama Desa Adal, merupakan lembaga pengambilan
keput di bawah Py Desa Adat yang berkaitan dengan
hal-hal teknis, Pasangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh
Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh semun Krama Desa Adat atau
yang mewakili. Hal-hal teknis tersebut meliputi kegiatan
Parahyangan, P gan, dan Palemahan. Pasangkepan Desa Adat
dilaksanakan sesuai dengan dresta. Keputusan Pasangkepan Desa
Adat mengikat secara hukuns bagi selurult Krama Desa Adat.

Deskripsi genai Pasangkep Krama Desa Adat, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

173 -

berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru
Desa Adat

Karena nilai kebenarant (p) =Bdant(q)=Bmakaxt(pAgq) =B
Konjungsi ke-2

P A q: Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga
pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang
berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru
Desa Adat

r: Pasangkepan Desa Adat dihadiri oleh semua Krama Desa Adat
atau yang mewakili

(p A q) Ar:Pasangkepan Krama Desa Adat merupakan lembaga
pengambilan keputusan di bawah Paruman Desa Adat yang
berkaitan dengan hal-hal teknis dan diselenggarakan oleh Prajuru
Desa Adat dan dihadiri oleh semua Krama Desa Adat atau yang
mewakili

Karena nilai kebenaran t ((p A q)) = Bdan 1 (r) = Bmaka 1 ((p A q)
Ar=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Pasangkepan Krama Desa Adat bukan
merupakan lembaga pengambilan keput di bawah Paruman
Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis atau tidak
diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat

Karena v (~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAq)) 2t (~pV~q) =S

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ ((p A q) A r) yang
juga ekuivalen dengan disjungsi~ (pA Q) vV ~r E(~pVv~q) Vv~
r

(~pVv~q)V ~r:Pasangkepan Krama Desa Adat bukan

h hilan L

merupak ga peng P an di bawah Paruman
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Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis atau tidak
diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adatatau tidak dihadiri oleh
semua Krama Desa Adat atau yang mewakili.
Karenat(~(pAg))=Sdant(~1n =S5

Maka nilai kebenarant (~ (pAq)v~1) Ex(~pv~q)v~r=§

(37) Bab Il Pasal 7 tentang Parahyangan Desa Adat
Parahyangan pakan hubungan h antara Krama Desa
Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan Desa
danjatau Kahyangan Tiga. Kahyangan Desa Adat danfatau
Kahyangan Tiga menjadi tanggung jowab Desa Adat. Pelaksanaan
tanggung fawab diatur dalam Awig-Awig Desa Adat. Parahyaigan
dan tempat suci lain yang ada dalam Wewidangan Desa Adat
menjadi tanggung jazoab pangempon masing-masing sesum dresta
sctempat.

Deskripsi mengenai Parahyangan Desa Adat, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama
Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan
Desa dan/atau Kahyangan Tiga

q ! Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam
Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon
masing-masing sesuai dresta setempat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas 1 (p) = Bdan1 (q) =B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q ftersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~p : Parahyangan bukan merupakan hubungan harmonis antara
Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan
kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga
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(38) Bab Il Pasal 7 tentang Parahyangan Desa Adat yang
terkait dengan perbedaan pengempon, penyungsung, dan
pemaksan

Sistemn pengeloloan tempat ibadaks, sati sama laimiya berbede di

settap Desa Adat. Kita larus bisa membedakan definisi, smpa yang

disebut dengan pengempon, penyungsung, dan pemaksan,

Penyungsung : mempunyai keterikatan dengan pura, selinggn bolelt

sembahyang. Pengempon : orang yang bertugas merawat Pura,

Pemaksan : seswai dengan namanya Maksa, masyarakat yang

mengambil istri dari Pengempon.

Deskripsi 5 Perbed. ¥ penyungsung, dan

pemaksan, jika mengacu pada konsep logika maka dapat

dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p : Penyungsung merupakan krama yang mempunyai keterikatan

dengan pura

q : Penyungsung boleh bahyang di pura yang mempunyai

keterikatan dengan penyungsung bersangkutan

r ! Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura

s : Pengempon boleh sembahyang di pura vang dirawat oleh

pengempon bersangkutan

t : Pemaksan merupakan krama yang mengambil istri dari

Pengempon

u : Pemaksan boleh bahyang di pura

bersangkutan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) =B, 1 (q) = B, x (r) =

B, t(s) = B,

t(t)=Bdant(u)=B

{b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, 1, 5, t, dan u tersebut jika ditentukan negasi atau

ingk ya, akan menjadi seperti berikut:

~p ! Penyungsung bukan merupakan krama yang mempunyai

keterikatan dengan pura

i 1 k
Ba istri p
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~q : Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam

Wewidangan Deu Adat tidak menjadi tanggung jawab
I g-masing sesuai dresta setempat.

\Jllnl kzbcwnn dari pernyataan diatas (v (~p) =S dant (~q) =S

{¢) Konjungsi

p : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama

Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan kahyangan

Desa dan/atau Kahyangan Tiga

q : Parahyangan dan tempat suci lain yang ada dalam

Wewidangan Desa Adat menjadi tanggung jawab pangempon

masing-masing sesuai dresta setempat.

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara

Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa dalam ikatan

kahyangan Desa dan/atau Kahyansan Tiga dan menjadi

tanggung jawab pangemp 5 ing sesuai  dresta

setempat,

Karena nilai kebenarant (p) =Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga

ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Parahyangan bukan merupakan hubungan

harmonis antara Krama Desa Adat dengan Hyang Widhi Wasa

dalam ikatan kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga atau

tidak menjadi tanggung jawab pangemp g g sesuai

dresta setempat.

Karenax(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran T (~ (pAq))=t(~pv~q) =5
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~q : Penyungsung tidak boleh sembahvang di pun yang
mempunyai keterikatan dengan penyungsung

~r: Pengempon bukan merupakan krama yang bermyn merawat
Pura

~s : Pengempon tidak boleh sembahyang di pura yang dirawat
oleh pengempon bersangkutan

~1: Pemaksan bukan merupakan krama yang mengambil istri dari
Pengempon

~u : Pemaksan tidak boleh sembahyang di pura keluarga istri
pemaksan bersangkutan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : v (~p) =S, v (~q) =S, ©
(~r) =S,

t(~s)=S.1(~t)=Sdant (~u) =S

{c) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Penyungsung merupakan krama yang mempunyai keterikatan
dengan pura

q : Penyungsung boleh bahyang di pura yang mempunyai
keterikatan dengan penyungsung bersangkutan
Konjungsi dari dua pernyataan but ditulisk

P A q @ Penyungsung merupakan krama yang mempunyai
keterikatan dengan pura dan boleh sembahyang di pura yang

I

mempunyai keterikatan dengan penvung kutan

Knm-n nilai kebenarant (p) = Bdant(q) = B maka : ¢ (r Aq~8B
Konjungsi ke-2

r: Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura

s : Pengempon boleh sembahyang di pura vang dirawat oleh

pengempon bersangkutan

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

r A s:Pengempon merupakan krama yang bertugas merawat Pura

dan boleh sembahyang di pura yang dirawat oleh pengempon

bersangkutan

Karena nilai kebenarant(r) = Bdant(s) =Bmakat(rAs)=B
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Konjungsi ke-3
t : Pemaksan merupakan krama yang mengambil istri dari

Pengempon

u : Pemal boleh bahyang di pura keluarga istri pemaksan
bersangkutan

Konjungsi dari dua perny but ditulis

t A u: Pemaksan merupakan krama yang mengambil istri dari
Pengempon dan boleh sembahyang di pura keluarga istri
pemaksan bersangkutan

Karena nilai kebenaran 1 (t) = Bdanr(u) = Bmakav(tAu)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dan k
ckuivalen dengan

jungsinya dapat ~ (p A q) yang juga
disjungsi ~ p v ~ q : Penyungsung bukan merupakan krama yang
mempunyai  keterikatan  dengan  pura atau  tidak  boleh
sembahyang di pura yang mempunyai keterikatan dengan

| ) e 5

Karenat(~p)=Sdant(~q) =S

Maka nilai kebenarant(~ (pA Q) Et(~pv~q) =S
Negasi konjungsi ke-2
Negasi dari konjungsiny
ekuivalen dengan
disjungsi ~ r v ~ 5 | Pengempon bukan merupakan krama yang
bertugas merawat Pura atau tidak boleh sembahyang di pura yang
dirawat oleh pengempon bersangkutan
Karenar(~r)=Sdanv(~s)=S

Maka nilai kebenaran v (~ (rAs)) Sx(~rVv~5)=5

Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari &
ekuivalen dengan

dapat an: ~ (r A s) yang juga

dapat an: ~ (t A u) yang juga

L}
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Nilai kebenaran dari pernyataandiatas: 17 (p) =B, 1 (q) =B, 1(r) =

B,t(s) =B,

T(t)=Bdant(u)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q. 1, 5, t, dan u tersebut jika ditentukan negasi atau

ing} ya, akan menjadi seperti berikut:

~p : Krama Desa Adat bukan merupakan warga masyarakat Bali

beragama Hindu yang Mipil

~q : Krama Desa Adat tidak tercatat di Desa Adat setempat

~r : Krama tamiu bukan merupakan warga masyarakat Bali

beragama Hindu yang tidak Mipil

~» : Krama tamiu tidak tercatat di Desa Adat setempat

~t : Tamiu bukan merupakan orang selain Krama Desa Adat dan

Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk
atau bertempat tinggal

~u : Tamiu tidak tercatat di Desa Adat setempat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas ; 1 (~p) =S, 1 (~q) =S, ©

(~1) =5,

T(~s)=S, x(~t)=Sdant(~u)=S§S

() Konjungsi

Konjungsi ke-1

p : Krama Desa Adat merupakan warga masyarakat Bali beragama

Hindu yang Mipil

q: Krama Desa Adat tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

p A q: Krama Desa Adat merupakan warga masyarakat Bali

beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat

Karena nilai kebenarant (p) = Bdant(q)=Bmakat(pAq)=B

Konjungsi ke-2

r : Krama tamiu merupakan warga masyarakat Bali beragama

Hindu yang tidak Mipil

s : Krama tamiu tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

S182 -

disjungsi ~ t ¥V ~ u : Pemaksan bukan merupakan krama yang
bil istri dari Pengempon atau tidak boleh sembahyang di

pura keluarga istri pemaksan bersangk

Karena t(~ty=Sdant(~u)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (tAu)) Ex(~tV~u)=S

(39) Bab I Pasal 8 tentang Pawongan

Pawongan merupakan sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis
antar Krama di Wewidangan Desa Adat. Krap terdirt atas; (1)
Krama Desa Adat, yaitu wargn masyarakat Bali beragama Hindu
yang Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat; (2) Krama tamti,
yaitu warga masyarakat Bali berngama Hindu yang tidak Mipil
tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan (3) Tamiu, yaity orang
selain Krama Desa Adat dan Keama Tamiu g berada di
Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat
tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat. Syarat-syarat dan tata
cara Mipil sebagai Krama Desa Adat serta pencatatan sebagai
Krama Tamiu dan Tamiu diatur delam Awig-Awig danfatau
Pararem Desa Adat.

Deskripsi mengenai Pawongan, jika mengacu pada konsep logika
maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p:Krama Desa Adat pakan warga masyarakat Bali b
Hindu yang Mipil

q : Krama Desa Adat tercatat di Desa Adat setempat

r : Krama tamiu pakan warga masyarakat Bali b
Hindu yang tidak Mipil

s ! Krama tamiu tercatat di Desa Adat setempat

t : Tamiu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama
Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara
atau bertempat tinggal

u : Tamiu tercatat di Desa Adat setempat

L)
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r A s : Krama tamiu merupakan warga masyarakat Bali beragama
Hindu yang tidak Mipil dan tercatat di Desa Adat setempat
Karena nilai kebenarant(r)=Bdant(s)=Bmakat(rAs) =B
Konjungsi ke-3

t : Tamiu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan Krama
Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara
atau bertempat tinggal

u : Tamiu tercatat di Desa Adat setempat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

t A u: Tamiu merupakan orang selain Krama Desa Adat dan
Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk
sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat
setempat

Karena nilai kebenarant(t) =Bdant(u)=Bmakat(tAu)=8
(d) Negasi Konjungsi

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari konjung;
ekuivalen dengan
disjungsi ~ p v ~ q : Krama Desa Adat bukan merupakan warga
masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil atau tidak tercatat di
Desa Adat setempat

Karena t(~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenaran t (~(pAq)) Ex(~pVv~q)=S

Negasi konjungsi ke-2

Negast dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ s Krama tamiu bukan merupakan warga
masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil atau tidak
tercatat di Desa Adat setempat

Karena t(~r)=Sdant(~s)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) Ex(~rV~s)=S

Negasi konjungsi ke-3

inya dapat ~ (p A g) yang juga
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Negasi dari konjung; lis
ckuivalen dengan

disjungsi ~ t v ~ u : Tamiu bukan merupakan orang selain Krama
Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa
Adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau tidak tercatat
di Desa Adat setempat

Karenat(~t)=Sdant(~u)=S

Maka nilai kebenaran v (~ (tAu)) Ex(~tv~u)=S

inya dapat di an: ~ (t A u) yang juga

(40) Bab II Pasal 8 tentang Pawongan yang terkait dengan
penggolongan Krama Desa Adat
Krama desa adat di setiop desa juga ada penggolongan, namun bisa
berbeda di setiap desa. Krama pengarep adalah krama utama yang
mempunyai fungsi dan tanggungjawab penich swadharma dan
swadikara, Krama balu adalah krama pengarcp wang jika salah satu
pasangannya sudah tidak ada. Krama nyada berusia di atas 65
talun, fika tidak punya waris atau ketwruman. Krama Nyada bebas
dari ayahan kewoafiban tapi masih liki hak_ Ada juga krama
pangempi: krama pendatang yang tidak dari awal menjadi krama
desa adat (pindahan dari desa adat lain). Krama tatadan : krama
vang diaak oleh sescorang ke suatu desa adat. Krama pengempi dan
tatadan bisa saja tidak mempunyal hak kewajiban yang sama dengan
krama pengarep. Krama bala angkep : i swatu desa adat awal
terbentuknya sudah dipatok jumiah kramanya 200 (karang sikut
satak). Misalnya jika pada satu keluarga yang menjadi bagian dari
200 krama dari awal b b i punyai 3 keturunan,
maka salah satu sajo yang menjadi krama pengarep sedangkan yang
lainaya menjadi krama bala angkep. Dimana yang mempunyai
kewajiban penult adalah yang bertindak schagai pengarep.
Sedangkan bale anghep tidak mempunyai kewajiban, schingga
funilah krama pengarep desa tersebut tetap 200. Krama tamin ©
Agama hindu tetapi tidak tercatat sebagai krama pengarcp di desa
adat.
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p: Krama pengarep adalah krama utama

q : Krama pengarep mempunyali fungsi dan tanggungjawab penuh
swadharma dan swadikara

Konjungsi dari dua perny but ditulis

P A q: Krama pengarep adalah krama utama dan mempunyai
fungsi dan tanggungjawab penuh swadharma dan swadikara
Karena nilai kebenaran 1 (p) = Bdan t(q)*Bmakax(pAg)=B
Konjungsi ke-2

r: Krama balu adalah krama pengarep

s . Krama balu salah satu pasangannya sudah tidak ada

Konjungsi dari dua p but ditulis
r A s : Krama balu adalah krama pengarep dan salah satu
pasangannya sudah tidak ada

Karena nilai kebenaran t(r) =Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
Konjungsi ke-3

t: Krama nyada berusia di atas 65 tahun

u : Krama nyada tidak punya waris atau keturunan

Konjungsi dari dua pernyata but ditulisk

t A u: Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya waris
atau keturunan

Karena nilai kebenarant (t) = Bdant(u)=Bmakav(tAu) =8B
Konjungsi ke-4

1A u: Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya waris
atau keturunan

v : Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki
hak

(t A u) A v:Krama nyada berusia di atas 65 tahun dan tidak punya
waris atau keturunan dan bebas dari ayahan kewajiban tapi masih
memiliki hak

Karena nilai kebenaran t((t Au)) = Bdan v (v) = Bmakat ((t A u)
Av)=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1
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Deskripsi mengenai  Penggolongan Krama Desa Adat, jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:

(a) Pernyataan

p : Krama pengarep adalah krama utama

q: Krama pengarep mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh
swadharma dan swadikara

r: Krama balu adalah krama pengarep

s : Krama balu salah satu pasangannya sudah tidak ada

t: Krama nyada berusia di atas 65 tahun

u : Krama nyada tidak punya waris atau keturunan.

v :Krama Nyada bebas dari ayahan kewajiban tapi masih memiliki
hak.

Nilai kebes dari perny diatas ;v (p)=B,1(q) =B, r(r)=
B, t(s) =B,

t()=B,t(u)=Bdant(v)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, 1. s, . u, dan v tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~p : Krama pengarep bukan krama utama

~q : Krama pengarep tidak punyai  fungsi dan
ranggungjawab penuh swadharma dan swadikara

~r : Krama balu bukan krama pengarep

~s : Krama balu kedua pasangannya masih ada

~t: Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun

~u : Krama nyada punya waris atau keturunan.

~v : Krama nyada tidak bebas dari ayahan kewajiban tapi masih
memiliki hak.

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas =t (~p) =S, r (~q) =S, v
(~r) =5,

t(~s)=S, 1(~t) =S, 1 (~u)=Sdan1(~v)=5

{c) Konjungsi

Konjungsi ke-1
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Negasi dari k gsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : Krama pengarep bukan krama utama atau
tidak mempunyai fungsi dan tanggungjawab penuh swadharma
dan swadikara

Karenax(~p)=Sdant(~q)=5

Maka nilai kebenaran t (~(pAq)) Ex(~pVv~q)=5

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat
ekuivalen dengan

disjungsi~ r v ~ s : Krama balu bukan krama pengarep atau kedua
pasangannya masih ada

Karenat(~r)=Sdant(~5) =S

Maka nilai kebenaran t(~(rAs)) E1(~rv~5)=8§

Negasi Konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat ditulis ~ (t A u) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ t v ~ u : Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun
atau punya waris atau keturunan

Karena t(~t)=Sdant(~u) =S

Maka nilai kebenaran t(~ (tAu)) Et(~tV~u)=§

Negast Konjungsi ke-4

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ ((t A u) A v) yang
juga ekuivalen dengan disjungsi ~ (tAu)V ~vE(~tV=uv~y)

an: ~ (r A ) yang juga

Krama nyada tidak berusia di atas 65 tahun atau punya waris atau
keturunan atau tidak bebas dari ayahan kewajiban tapi masih
memiliki hak

Karena t(~ (tAu))=Sdant(~v) =S

Maka nilai kebenaran

Tt~ ((tAWAVY)SET(~tAuV~Vv)Er(~tVv~uv=~y)=§
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(41)  Bab I1 Pasal 9 tentang Swadharma dan Swadikara Krama
Desa Adat

Krama mempunyai Swadharma/ kewapiban di Desa Adat sebagai
berikut: (1) Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh
dalam bidang Parabyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat;
(2) Krama Tamiu welaksanakan swadharma terbatas dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemalian Desa Adat; dan (3)
Tamiu melaksanakan swadharma terbatos dalam bidang
Pawongan dan Palemahan Desa Adat. Krama sebagaimuna
mempunyai Swadikarafak di Desa Adat sebagai berikut: (1) Krama
Desa Adat memiliki swadikara penul daelam bidang
Parahiyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; (2) Krama
Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Parahyangon,
Pawongan, dan Palemahan Desa Adat; (3) Tamiv memiliki
swadikara terbatas dalam bidang Powongan dan Palemalan Desa
Adat.

Deskripsi mengenai Swadharma dan Swadikara Krama Desa
Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan
sebagai berikut:

{a) Pernyataan

p: Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam
bidang Parahvangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat
q:Krama Desa Adat memiliki swadikara penuh dalam bidang
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

r: Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

s : Krama Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

t : Tamiu lal k dh terbatas dalam bidang
Pawongan dan Palemahan Desa Adat.

u:Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan
dan Palemahan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataandiatas: 1 (p) =B, v (q) =B, x (r) =
B,t(s) =B,
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r: Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

s: Krama Tamiu memiliki dikara b dalam bid.
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

Konjungsi dari dua perny but ditulis

rAs: Krama Tamiu lak kan swadharma dan memiliki

swadikara terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan
Palemahan Desa Adat

Karena nilai kebenaran v (r) =Bdant(s) =Bmakat(rAs) =B
Konjungsi ke-3

t: Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang
Pawongan dan Palemahan Desa Adat.

u:Tamiu memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan
dan Palemahan Desa Adat

Konjungsi dari dua pernyat, but ditulish

tAu: Tamiu melak k dh dan memiliki swadikara
terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat
Karena nilai kebenarant(t) =Bdant(u)=Bmakat(tAu)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi ke-1
Negast dari konjung
ckutvalen dengan
disjungsi ~ p v ~ q : Krama Desa Adat tidak melaksanakan
swadharma atau tidak memiliki swadikara penuh dalam bidang
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

Karena v (~p)=Sdant(~q) =5

Maka nilai kebenarant (~ (pA Q) Ex(~pV=~q)=S

Negosi konj i ke-

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ckuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ s : Krama Tamiu tidak melaksanakan
swadharma atau tidak memiliki swadikara terbatas dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

inya dapat di ~(p A q) yang juga
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t()=Bdant(u)=B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, q, v, 5 t, dan u tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti b

~p : Krama Desa Adat tidak melaksanakan swadharma penuh
dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa
Adat

~q: Krama Desa Adat tidak memiliki swadikara penuh dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

dh

T

12k b

~r : Krama Tamiu tdak kan sw. a
dalam bidang Parahyangan, P wgan, dan Palemahan Desa
Adat

~s : Krama Tamiu tidak memiliki swadikara terbatas dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

~t : Tamiu tidak melak L dh terbatas  dalam
bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat,

~u : Tamiu tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang
Pawongan dan Palemahan Desa Adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas . v (~p) = 5, v (~q) = 5, ¢
(~1) =S,

T(~s)=S, t(~t)=Sdant(~u) =S

(¢) Konjungsi

Konjungsi ke-1

p:Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam
bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat
q:Krama Desa Adat memiliki swadikara penuh dalam bidang
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat

Konjungsi dari dua perny tersebut dituliskan

p A q: Krama Desa Adat melaksanakan swadharma dan
memiliki  swadikara penuh  dalam  bidang Parahyangan,
P gan, dan Pal han Desa Adat

Karena nilai kebenaran v (p) =Bdant(q)=Bmakar(pAq) =8B
Konjungsi ke-2
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Karenat(~r)=Sdant(~s)=$

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAs)) St (~rv~5) =S
Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat di
ekuivalen dengan

disjungsi ~ t v ~ u : Tamiu tidak melaksanakan swadharma atau
tidak memiliki swadikara terbatas dalam bidang Pawongan dan
Palemahan Desa Adat

Karena t(~t)=Sdant(~u)=S

Maka nilai kebenaran t(~ (tAu)) = t(~tVv~u)=S§

~ (t A u) yang juga

(42) Bab II Pasal 10 tentang Palemahan Desa Adat
Palemahan pakan sistem hubungan yang h antara
Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat. Palemals
Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanak guna
kaya vang bersifat komunal ataw individual. Tanalt Desa Adat
memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ckonomi.
Tanah guna kaya memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi,
budaya, dan ckonomi bagi pemiliknya dengan tetap
memperhatikan fungsi sosial hak atas tanak.

Deskripsi mengenai Palemahan Desa Adat, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

p - Palemah pakan sistem gan yang h
antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat
q : Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan
tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas :t(p) = Bdant (q) = B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q terscbut fjika ditentukan negasi atau
ingh akan jadi seperti berik

Ik

& 04
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~p : Palemahan bukan merupakan sistem hubungan yang
harmonis antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan
Desa Adat

~q: Palemahan Desa Adat tidak meliputi tanah milik Desa Adat
dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =S dant(~q) =S
(¢) Konjungsi

p ¢ Palemahan merupakan sistem  hubungan yang h

antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat
q: Palemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan
tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual
Konjungsi dart dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q : Palemahan merupakan sistem hubungan yang harmonis
antara Krama dengan lingkungan di Wewidangan Desa Adat dan
meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang
bersifat komunal atau individual

Karena nilai kebenaran t(p) = Bdant(q)=Bmakavr(pA q)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p ¥ ~ q : Palemahan bukan merupakan sistem
hubungan yang harmonis antara Krama dengan iingkungan di
Wewidangan Desa Adat atau tidak meliputi tanah milik Desa
Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual
Karenat(~p)=Sdant(~q)=S

Maka nilai kebenarant (~ (pAg)) E1(~pV~q) =S

~ (p A q) yang juga

(43) Bab 11 Pasal 11 tentang perubahan status hak dan fungsi
atas tanah Desa Adat
Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus

P melalui Paruman Desa
Adat/Banjar Adat bersangkutan. Kesepak disampaikan kepada
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q : Kesepak perubahan status disampaik kepada MDA
tingkat Kabupaten/Kota

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

p A q:Perubahan status hak dan funssl atas tanah Desa Adat

harus dilakuk berdasark kesep lalui Paruman
Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan dan disampaik kepad
MDA tingkat Kabupaten/Kota

Karena nilai kebenaran r (p) = Bdant (q)=Bmakat(pAq)=B
Kongjungsi ke-2

P A q:Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat
harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman

Desa Adat/Banjar Adat bersang} dan disampaikan kepad
MDA tingkat Kabupaten/Kota
r : Perubal status didaftark sesuai d k

&

Py Perundang-undang;
(p A q) A r: Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa
Adat  harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui

Paruman Desa Adat/Banjar Adat b 2k dan disampaik
kcpada MDA tingkat Kabupaten/Kota dan didaftarkan sesuai
P Perund d

Kam\a nilai kebenarant (p A q) =B dan t(r)= B maka T ((pAq)
Ar)=
(d) Nqnl Konjungsi

Negasi konjungsi ke-1
Negasi dari k gsinya dapat ditulisk ~ (p A q) yang juga

ekuivalen dengan
disjungsi ~ pV ~ q : Perubahan status hak dan lnnsu atas tanah
Desa Adat tidak harus dilakukan berdasarkan kat
melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan ala\l tidak
disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota
Karenat(~p)=Sdant(~q)=$S
Maka nilai kebenarant (~(pAg)) Et(~pv~q) =S5

) ke-
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MDA tingkat Kabupaten/Kota. Perubahan status didaftarkon sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Deskripsi mengenai Perubahan status hak dan fungsi atas tanah
Desa  Adat, jika mengacu pada konsep logika maka dapat
dituliskan sebagai berikut:

{a) Pernyataan

p : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat
harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman
Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan

q: K ) perubahan status disampaikan  kepada MDA
tingkat Kabupau'n/l(ola

r ¢ Perubahan status didaftarkan sesuai dengan ketentuan
P Perundang-undangan

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas:t(p) =B, v () =Bdant
(n=8

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p, g, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk. akan jadi seperti berik

~p : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat
tidak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui
Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan

~q : Kesepakatan perubahan status tidak disampaikan kepada
MDA tingkat Kabupaten/Kota

~1 : Perubahan status tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas : v (~p) =5, v (~q) =S dan
T(~r)=S

{¢) Konjungsi

Kongjungsi ke-1

p : Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat
harus dilakul berdasark | & lalui Paruman
Desa Adat/Banjar Adat bcmmgkuun
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Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ ((p A q) A 1) yang

juga ekuivalen dengan

disjungsi ~(p A q) V ~r & ~p v ~q v ~r : Perubahan status hak

dnn hmss& atas mmh Desa Adat tidak harus dilakukan
d. lalui P n Desa Adat/Banjar

Adat benangkulnn atau tidak disampaikan kepada MDA tingkat

Kabupaten/Kota atau tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

Karena t(~(pA g)) =Sdanx(~r)=5

Maka nilai kebenaran 1 (~(p A q) V ~r) =1 (~p V¥ ~q vV ~1) =S

(44) Bab IV Pasal 13 tentang Awig-awig Desa Adat

Setuap Desa Adat menniliki Aung-Awig. Awig-Awig terdin atas: (1)
Avwig-Awig tersurat: dan (2) Awig-Awig yang belum tersurat
Awig-Awig lersurnt dan yang belum tersurat mempuryai
kekuatan hukum yang sama. Setiap Desa Adat berkewnjiban
menyuratkan Awig-Awig.

Deskripsi mengenal awig-awig, jika mengacu pada konsep logika
maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

P Awig-Awig terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat
q: Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai
kekuatan hukum yang sama

Nilai keby dari perny diatas ‘t(p)=Bdant(q)=B
(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q terscbut jika ditentukan negasi atau
Ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~p : Awig-Awig tidak terdiri atas awig-awig tersurat dan belum
tersurat

~q : Awig-Awig tersurat dan  yang belum tersurat tidak
mempunyal kekuatan hukum yang sama

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : t(~p) =Sdant (~q) =5
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(c) Konjungsi

P Awig-Awig terdiri atas awig-awig tersurat dan belum tersurat

q:Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai

kekuatan hukum yang sama

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q: Awig-Awig terdin atas awig-awig tersurat dan belum
dan punyai kekuatan hukum yang sama

Karena nilai kebenaran v (p) = Bdant(q)=Bmakar(pAgq)=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga

ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q @ Awig-Awig tidak terdiri atas awig-awig

tersurat dan belum tersurat atau tidak mempunyai kekuatan

hukum yang sama

Karenax(~p)=Sdanx(~q)=S

Maka nilai kebenarant (~ (pA Q) ET(~pV~q) =S

(45) Bab IV Pasal 13 tentang Kewajiban menyuratkan awig-
awig
Desa Adat bntm-l/Tban menyuratkan Awig-Awig. Imi merupakan
target ke depannya. Semua awig-awig wajib ditulis/ tersurat. Jika
berbicara Catur Dresta,ada Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka
Dresta, Sastra Dresta. Jika awig-awig ditulis maka semuanya
(Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta) akan menjadi sastra
dresta.

Deskripsi genai b P yama braya, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

{a) Kalimat Terbuka

P Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra
dresta.

Nilai kebenaran dari kalimat terbuka di atas :
t(p)=Bataut(p)=5
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(46) Bab IV Pasal 14 tentang hal yang diatur Awig-Awig Desa
Adat

Awig-Awig Desa Adal mengatur Parahyangan, Pawongan, dan

Palemahan Desa Adal. Pengaturan bertujuan untuk memeltara

kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai,

serta berdaya guna dan berhastl guna sesuai derigan prinsip gilik

saguluk, parasparo, salunglung sabay k pana ya. Awig-awig

desa adat mem bi k lah internal (ki ks Desa Mawecara),

Deskripsi mengenai hal yang diatur Awig-Awig Desa Adat, jika

mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai

berikut:

(a) Pernyataan

p: Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan

Palemahan Desa Adat

Q : Pengaturan bertujuan  untuk memelihara  kehidupan

198ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damay, serta

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik

saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas - 1 (p) = Bdan 1 (g) = B

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebutl jika ditentukan negasi atau

ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:

~p © Awig-Awig Desa Adat tidak mengatur Parahyangan,

Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.

~q : Pengaturan tidak bertujuan untuk memelihara kehidupan

198ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta

berdaya guna dan berhasil guna  sesuai dengan prinsip gilik

B PATRIPALD, glung sabay SUTPARA yS
Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (~p) =Sdant(~q) =S
(¢) Konjungsi
P Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahyangan, Pawongan, dan
Palemahan Desa Adat.
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(@ =Bataut(q) =S

(b) Pernyataan

Jika p dan g diubah menjadi pernyataan dengan nilai kebenaran ¢
(p) = B dan v (q) = B, maka dapat ditulis

P Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra
dresta.

(¢) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan menjadi seperti berik

~p : Awig-awig tidak ditulis

~q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta tidak akan menjadi
sastra dresta.

Nilai kebenaran dan pernyataan diatas ;T (~p) =Sdant (~q) =5
(d) Implikasi

P : Awig-awig ditulis

q : Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka Dresta akan menjadi sastra
dresta.

Nilai ket dari perny diatas ‘t(p)=Bdant(q) =B
Kedua pernyataan tersebut saling berhubungan yaitu:

Jika Awig-awig ditulis maka Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka
Dresta akan menjadi sastra dresta

Pernyataan tersebut selanjutnya ditulis p — g
Karenat(p)=Bdant(q)=Bmakat(p—q)=B

(e) Negasi Implikasi

Negasi darl implikasinya dapat dituliskan:

~ (p — q) yang ekuivalen dengan

P A~ q : Awig-awig ditulis dan Purwa Dresta, Desa Dresta, Loka
Dresta tidak akan menjadi sastra dresta
Karenat(p)=Bdant(~q)=S

Maka nilai kebenaran t(~ (p = q)) ET(pA ~q) =S
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Q : Pengaturan bertujuan untuk memelihara  kehidupan
199¢rsama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik
guluk, parasp lunglung sabay: ka, sarpana va
Konjungsi dari dua perny but ditulisk
P A q: Awig-Awig Desa Adat mengatur Parahvangan, Pawongan,
dan Palemahan Desa Adat dan bertujuan  untuk memelihara
kehidupan 199ersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan
damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan
prinsip gilik saguluk, p paro, salunglung sabay ka, sarpana
va.
Karena nilai kebenarant (p) =Bdant(q)=Bmakat(pAq) =B
(d) Negasi Konjungsi
Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ekuivalen dengan
disjungsi ~ p v ~ q : Awig-Awig Desa Adat tidak mengatur
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat atau tidak
bertujuan untuk memelihara kehidupan 199ersama di Desa
Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo,
lunglung sabay L pansya.
Karena t(~p)=Sdant(~q) =5
Maka nilai kebenaran t (~ (pAq)) Sx(~pVv~q)=S

(47) Bab IV Pasal 18 tentang Pararem

Setiap Desa Adat memiliki Pararem. [enis Pararem, terdiri atas: (1)
Pararem Panyacal, yaitw Pararem yang dibuat untuk
melaksanakin Awig-Awig; (2) Pararem Pangelé, yaitu Pararem
tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam
Awig-Awig; dan (3) Pararem Panepus Wicara, yaitu Pararem
yang merupakan p penyelesaian perkara adot/wicara.

Pararem harus disuratkan,
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Deskripsi mengenai Pararem, jika mengacu pada konsep logika
maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan
p:P Pany
melaksanakan Awig-Awig

q : Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk
mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

r: Pararem Panepas Wicara, vaitu P. yang merupak
putusan penyelesaian perkara adat/wicara

s : Pararem harus disuratkan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas : 1 (p) = B, 1 (q) = B, x (1) =
Bdant(s)=B

{b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk va, akan jadi seperti berikut:

~p:Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat bukan untuk
melaksanakan Awig-Awig

~q: Pararem Pangelé, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat bukan
untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

~7 : Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang bukan
merupakan putusan penyelesaian perkara adat/ wicara

~s : Pararem harus disuratkan

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas 1 (~p) =5, 1 (~q) =S, ¢
(~r)=Sdan

T(~s)=S

(c) Konjungsi

K ngsi ke-1

p : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk
melaksanakan Awig-Awig

s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua perny tersebut ditulish

P A s: Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk
melaksanakan Awig-Awig dan harus disuratkan

" P

yaitu F yang dibuat  untuk

Karenat(~q)=Sdant(~s)=$

Maka nilai kebenaran 1 (~ (QA 8)) Ex(~qv~5) =S

Negasi konjungsi ke-3

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r vV ~ s : Pararem Panepas Wicara, vaitu Pararem
yang bukan pakan P penyelesaian  perkara
adat/wicara atau tidak harus disuratkan

Karenax (~r)=Sdanx(~s)=5

Maka nilai kebenaran T (~ (rAs)) =1 (~rV~5)=S

(48) Bab IV Pasal 19 g Pembuatan dan Pengesah
Pararem

Pararem Desa Adat dibuat don disaltkan delam Parswman Desa Adat.

Pararem berlaku sejak kasobyoahang dalam P, Pararem

didaftarkan oleh Prajurn Desa Adat ke perangkat dacral Provinst
vang membidangi wrisan Desa Adat.
Deskripsi genai Pemb dan Pengesahan P, . jika
mengacu pada konsep logika maka dapat dituliskan sebagai
berikut:
(a) Pernyataan
p : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa
Adat
q : Pararem berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman
r : Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke per. t
daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas :x (p) = B, v (q) = Bdan t
(r)=8
(b) Negasi Pernyataan
Pernyataan p, q, dan r tersebut jika ditentukan negasi atau
ingkarannya, akan menjadi seperti berikut:
~p : Pararem Desa Adat tidak dibuat dan disahkan dalam
Paruman Desa Adat

Karena nilai kebenaran t(p) =Bdant(s) =Bmakat(pAs)=B
Konjungsi ke-2

q : Pararem Pangel¢, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk
mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig

s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua perny but ditulisk

qAs:P Pangelé, yaitu P tersendiri yang dibuat
untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig dan
harus disuratkan

Karena nilai kebenaran v (q) = Bdanr (s) = Bmakav(qAs)=B
Konjungsi ke-3

r: Pararem Panepas Wicara, vaitu Pararem yang merupakan

putusan penyelesaian perkara adat/wicara
s : Pararem harus disuratkan

Konjungsi dari dua perny tersebut di
rAs:Pararem Pancpas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan
putusan penyelesaian perkara adat/wicara dan harus disuratkan
Karena nilai kebenarant(r)=Bdant(s)=Bmakat(rAs)=B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi ko ike-1

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan; ~ (p A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ s : Pararem Panyacah, yaitu Pararem yang
dibuat bukan untuk melaksanakan Awig-Awig atau tidak harus
disuratkan

Karenar(~p)=Sdant(~¥ =S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAs)) Ex(~pV~s) =S5

Negasi konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (q A s) vang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ qV~s : P Pangeleé, yaitu P ter

yang dibuat bukan untuk mengatur hal yang belum diatur dalam
Awig-Awig atau tidak harus disuratkan
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~q : Pararem tidak berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman
~r : P tidak didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke
perangkat daerah Provinsi yang membidangt urusan Desa Adat
Nilai kebenaran dari pernyataan diatas: 1 (~p) =S, 1 (~q) = S, dan
T(~1)=5

() Konjungsi

Kongjungsi ke-1

p : Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa
Adat

q : Pararem berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman
Konjungs: dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q - Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman
Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman
Karena nilai kebenaran v (p) =Bdant(q)=Bmakat(pAq)=8B
Kongjungsi ke-2

P A q: Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman
Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman

r : Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat
daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

(P A q) A r: Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam
Paruman Desa Adat dan berlaku sejak kasobyahang dalam
Paruman dan didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat
daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Karena nilai kebenarant (pAq)=Bdant(r)~Bmakat((pAq)
Ar=B

(d) Negasi Konjungsi

Negasi konjungsi ke-1

Negasi dari k ginya dapat dituliskan: ~ (p A q) yang juga
ckuivalen dengan
disjungsi~p v ~q : P, Desa Adat tidak dibuat dan disahkan

dalam Paruman Desa Adat atau tidak berlaku sejak kasobyahang
dalam Paruman
Karena t(~p)=Sdant(~q)=S



Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAg)) Et(~pVv~q)=S

Negasi ngsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat ditulisk ~((pAq) Ar) yang
juga ekuivalen dengan disjungsi ~(p Aq) v ~rE ~pv~qVv~r:
Pararem Desa Adat tidak dibuat dan disahkan dalam Paruman
Desa Adat atau tidak berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman
atau tidak didaftarkan oleh  Prajuru Desa Adat ke perangkat
daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat

Karenax (~(pAg)) =Sdant(~r) =5

Maka nilai kebenaran t (~(pAq) vV ~r) Ex(~pV~qVv~r) =S

(49) Bab IX Pasal 60, 61, dan 62 tentang Utsaha Desa Adat
Desa Adat memiliki Usaha Desa A dat vang terdirt atas: (1) LPD
dan (2) BUPDA. LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa
Adat yang berkedudukan dalam dangan Desa Adat. LPD
diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan
frukwm adat, BUPDA merupakan Utsaha Desa Adat di bidang
ekonomi dan sektor riil. BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola
berdasarkan hukum adat.

Deskripsi genai k P y braya, jika mengacu pada
konsep logika maka dapat dituliskan sebagai berikut:

(a) Pernyataan

P : LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang
berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

q: LPD diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola
berdasarkan hukum adat

r: BUPDA merupakan Utsaha Desa Adat di bidang ekonomi dan
sektor riil

s : BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum
adat

Nilai kebenaran dari pernyataan diatas -t (p) = B, 1 (q) =B, t (r) =
Bdant(s)=B

r A s : BUPDA merupakan Utsaha Desa Adat di bidang ekonomi
dan sektor riil dan dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan
hukum adat

Karena nilai kebenaran v (r) ~Bdant(s) = Bmakat(rAs) =B
(d) Negasi Konjungsi

Negasi Konjungsi ke-1

Negas: dari
ckuivalen dengan

disjungsi ~ p v ~ q : LPD bukan merupakan lembaga keuangan
milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa
Adat atau tidak diakui  keberadaannva, dibentuk, diatur, dan
dikelola berdasarkan hukum adat

Karena v (~p)=Sdant(~q)=5S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (pAg)) =E1{~pv~q)=S

Negasi Konjungsi ke-2

Negasi dari konjungsinya dapat dituliskan: ~ (r A s) yang juga
ekuivalen dengan

disjungsi ~ r v ~ s : BUPDA bukan merupakan Utsaha Desa Adat
di bidang ckonomi dan sektor riil atau tidak dibentuk, diatur, dan
dikelola berdasarkan hukum adat

Karemax(~r)=Sdanx(~s)=S

Maka nilai kebenaran 1 (~ (rAS)) Ex(~rv ~s) =S

dapat d = (p A q) yang juga

o

(b) Negasi Pernyataan

Pernyataan p dan q tersebut jika ditentukan negasi atau
ingk ya, akan jadi seperti berikut:

~p : LPD bukan merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat
yang berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

~q : LPD tidak diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan
dikelola berdasarkan hukum adat

~r : BUPDA bukan merupakan Utsaha Desa Adat di bidang
ekonomi dan sektor riil

~s : BUPDA tidak dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan
hukum adat

Nilai kebenaran dari pernyataan di atas (1 (~p) =5, 1t (~q) =S, ¢
(~r)=Sdan

T(~s)=S

() Konjungsi

Konjungsi ke-1

p ¢ LPD merupakan lembaga k gan milik Desa Adat yang
berkedudukan dalam wewidangan Desa Adat

q : LPD diakui keberad ya, dib k, diatur, dan dikelol.
berdasarkan hukum adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan

P A q:LPD merupakan iembaga keuangan milik Desa Adat yang
berkedudukan  dalam wewidangan Desa Adat dan diakui
keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan
hukum adat

Karena nilai kebenarant (p) =Bdant(q)=Bmakar(pAq) =B
Konjungsi ke-2

r: BUPDA merupakan Utsaha Desa Adat di bidang ekonomi dan
sektor riil

s : BUPDA dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum
adat

Konjungsi dari dua pernyataan tersebut dituliskan
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BAB IV
PENUTUP

Sumber belajar matematika perlu digali dari berbagai
bidang, sesuai dengan prinsip bahwa manusia belajar dari
lingkungan sekitarnya. Manusia mempelajari sesuatu untuk
diterapkan dalam kehidupannya dan kehidupan menjadi
sumber bagi manusia untuk belajar dan menggali ilmu
pengetahuan lebih dalam. Buku himpunan dan logika dari
hasil penelitian “Etnomatematika dalam Peraturan Daerah
tentang Desa Adat di Provinsi Bali ini merupakan suatu
gagasan sumber belajar baru berlandaskan etmomatematika
dalam peraturan daerah yang belum pernah dilakukan pada
penclitian sebelumnya.
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LEMBAR VALIDASI BUKU HIMPUNAN
DAN LOGIKA “Etnomatematika dalam
Peraturan Daerah tentang Desa Adat di
Provinsi Bali”

Pendahuluan
Lembar validasi buku ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi
terkait kualitas buku yang sudah disusun dari sudut pandang ahli, teman sejawat,
dan mahasiswa.
Informasi terkait kualitas pocket e-book ini mengacu pad tiga indikator yaitu desain

pocket e-book, tata bahasa, dan kemudahan menggunakan.

* Required

Nama *

Status *

Mark only one oval.

) anii C

Sejawat
Mahasiswa
Petunjuk Pengisian
Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah
disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
5 : Sangat Baik
Instrumen 4 : Balk
S .u _ € 3 : Cukup
Penilaian 2 : Kurang
1: Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang
sudah disediakan.



DESAIN

1. Tampilan desain pocket e-book *

Mark only one oval.
5
4
)3
)2
1
2. Kesesuaian dan keserasian warna pada sampul dan isi pocket e-book *
Mark only one oval.
5
4
)3
2
1

3. Kejelasan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book *

Mark only one oval.
5
)4
) 5
2

)1



4. Kesesuaian tata letak gambar dan tulisan *

Mark only one oval.

5
4
)3
),
1

TATA BAHASA DAN ISI MATERI

5. Kejelasan ejaan dan teks yang ditampilkan pada isi pocket e-book *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1

6. Kejelasan informasi pada sampul dan isi pocket e-book *

Mark only one oval.
5
)4
)4
2

J1



7. Bahasa yang digunakan *

Mark only one oval.

(s
a4
Os
2

1

8. Ketepatan penulisan kata dan kalimat *

4

Mark only one oval.

(s



10. Kesesuaian materi dan gambar yang ditampilkan pada isi pocket e-book *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1

Saran

Kesimpulan * Mark
only one oval.

Layak digunakan tanpa revisi
J Layak digunakan setelah revisi

J Tidak layak digunakan

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms


https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

LEMBAR VALIDASI SOAL
HIMPUNAN DAN LOGIKA

Pendahuluan

1. Lembar validasi soal ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi

terkait kualitas soal yang sudah disusun dari sudut pandang ahli dan teman sejawat.
Informasi terkait kualitas soal ini mengacu pada tiga indikator yaitu kejelasan,

relevansi, dan ketepatan bahasa.

* Required

Nama *

Status *

Mark only one oval.

J Ahli
J Sejawat
Petunjuk Pengisian
Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah
disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
5 : Sangat Baik
| 4 : Baik
nstrumen 3 : Cukup
1 : Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang
sudah disediakan.

KEJELASAN



1. Kejelasan petunjuk pengisian soal *

Mark only one oval.

(s
a4
Os
2

1

(s
a4
O3
@P!

1

RELEVANSI



4. Relevansi soal dengan materi *

Mark only one oval.

(s
a4
Os
2

1

KETEPATAN BAHASA

6. Bahasa yang digunakar
Mark only one oval.

(s
C a4
O3

2

O,



7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1

Saran

Kesimpulan * Mark
only one oval.

Layak digunakan tanpa revisi
/ Layak digunakan setelah revisi

/ Tidak layak digunakan

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms


https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

LEMBAR VALIDASI ANGKET
MINAT BELAJAR

Pendahuluan
Lembar validasi angket ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi terkait
kualitas angket yang sudah disusun dari sudut pandang ahli dan teman sejawat.
Informasi terkait kualitas angket ini mengacu pada tiga indikator yaitu kejelasan,

relevansi, dan ketepatan bahasa.

* Required

Nama *

Status *

Mark only one oval.

J Ahli
/) Sejawat
Petunjuk Pengisian
Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah
disediakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
5 : Sangat Baik
4 : Baik
Instrumen 3 : Cukup
Penilaian 2 : Kurang
1: Sangat Kurang

Validator dapat memberikan saran pada bagian form yang
sudah disediakan.

KEJELASAN



1. Kejelasan petunjuk pengisian angket *

Mark only one oval.

(s
a4
Os
2

1

(s
s
(s
@y

1

RELEVANSI



4. Relevansi angket dengan tujuan pengisian *

Mark only one oval.

(s
a4
Os
2

1

KETEPATAN BAHASA

6. Bahasa yang dlgU
Mark only one oval.

(5
@y
s

2

s



7. Bahasa yang digunakan berdasarkan EYD *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1

Saran

Kesimpulan * Mark
only one oval.

Layak digunakan tanpa revisi
J Layak digunakan setelah revisi

J Tidak layak digunakan
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Google Forms
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ANGKET MINAT BELAJAR

Petunjuk
Ketiklah identitas anda pada bagian yang sudah disediakan.
Skor yang diberikan pada bagian form yang sudah disediakan dengan
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
: Sangat Setuju
: Setuju
: Kurang Setuju
: Tidak Setuju
: Sangat Tidak

P N Wb~ O

Setuju * Required

Nama *

NPM *

ANGKET
1. Saya senang belajar himpunan dan logika karena berkaitan dengan kehidupan *

sehari-hari

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1



2. Himpunan dan Logika merupakan materi yang mudah dipahami *

Mark only one oval.
5
4
)3
),
1
3. Saya merasa waktu cepat berlalu saat belajar himpunan dan logika *
Mark only one oval.
5
4
)3
2
1
4. Saya tidak terbebani ketika belajar materi himpunan dan logika *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1



5. Saya selalu meluangkan waktu membaca materi himpunan dan logika *

Mark only one oval.
5
4
)3
),
1
6. Saya mempelajari materi himpunan dan logika sebelum pelaksanaan tes *
Mark only one oval.

5
4
)3
2
1

9. 7. Saya selalu mencari sumber lain sebagai bahan referensi belajar himpunan *

dan logika

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1



8. Soal-soal himpunan dan logika selalu menarik untuk diselesaikan. *

Mark only one oval.
5
4
)3
2
1
9. Saya sering mengerjakan latihan soal himpunan dan logika di rumah *
Mark only one oval.
5
4
)3
2
1
10. Saya selalu menjawab soal-soal himpunan dan logika dengan benar *

Mark only one oval.

5
4
)3
2
1
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No| Nama Status | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bahasa |8. 9. Cara 10. Saran Kesimp Skor
Tampi | Keses |Kejelas | Kesesu |Kejelasa | Kejelasan | yang Ketepatan | penjelasa | Kesesuai ulan
lan uaian |an aian n ejaan informasi | digunakan | penulisan | n materi an materi
desain | dan gambar | tata dan teks | pada kata dan yang dan
pocke | kesera |yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar |ditampilk | dan isi kan yang
book warna [kan dan an pada pocket e- ditampilk

pada padaisi | tulisan |[isi book an pada
samp | pocket pocket e- isi
ul dan |e-book book pocket e-
isi book
pocke
te-
book
1| Dr. | Gst Ahli 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 | 1. Perlu | Layak 46
Ayu Pt ditamba | digunak
Arya hkan an
Wulandari, penjelas | setelah
S.Si,, an revisi
M.Pd. materi
terkait
logika
dan
himpuna
n,
jangan
langsun
g ke
hasil
kajian

etnomat




No [Nama Status [L. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bahasa | 8. 9. Cara 10. Saran Kesimp $kor
Tampi | Keses | Kejelas | Kesesu | Kejelasa | Kejelasan | yang Ketepatan | penjelasa | Kesesuai ulan
lan uaian | an aian n ejaan informasi | digunakan | penulisan | n materi an materi
desain | dan gambar | tata dan teks | pada kata dan yang dan
pocke | kesera | yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar | ditampilk | dan isi kan yang
book warna | kan dan an pada pocket e- ditampilk

pada padaisi | tulisan | isi book an pada

samp | pocket pocket e- isi

ul dan | e-book book pocket e-

isi book

pocke

te-

book
ematika
2.
Penomo
ran tabel
perlu
diberika

n.




No|[ Nama Status | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bahasa |8. 9. Cara 10. Saran Kesimp Skor
Tampi | Keses |Kejelas | Kesesu |Kejelasa | Kejelasan | yang Ketepatan | penjelasa | Kesesuai ulan
lan uaian |an aian n ejaan informasi | digunakan |penulisan | n materi an materi
desain | dan gambar | tata dan teks | pada kata dan yang dan
pocke | kesera [yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar [ditampilk | dan isi kan yang
book warna [ kan dan an pada pocket e- ditampilk

pada padaisi | tulisan |[isi book an pada
samp | pocket pocket e- isi
ul dan |e-book book pocket e-
isi book
pocke
te-
book
2| Putu Sejaw 3 4 5 4 4 4 3 5 5 | 1. Perlu | Layak 42
Ledyari at ditata digunak
Noviyanti, tampilan | an
S.Pd,, buku, setelah
M.Pd. bagian revisi
deskrips
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etnomat
ematika,
sebaikn
ya
dibuatka
n kotak
khusus.
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topik
dan
materi

etnomat
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lan uaian | an aian n ejaan informasi | digunakan | penulisan | n materi an materi
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pocke | kesera | yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar | ditampilk | dan isi kan yang
book warna | kan dan an pada pocket e- ditampilk

pada padaisi | tulisan | isi book an pada

samp | pocket pocket e- isi

ul dan | e-book book pocket e-

isi book

pocke

te-

book
ematika
sebaikn
ya
dicetak
tebal
3. Ada
bagian
yang
seperti
dicopy
paste
dari
bagian
atasnya
padahal
topiknya
sudah

berbeda




No|[ Nama Status | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bahasa |8. 9. Cara 10. Saran Kesimp Skor
Tampi | Keses |Kejelas | Kesesu |Kejelasa | Kejelasan | yang Ketepatan | penjelasa | Kesesuai ulan
lan uaian |an aian n ejaan informasi | digunakan |penulisan | n materi an materi
desain | dan gambar | tata dan teks | pada kata dan yang dan
pocke | kesera [yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar [ditampilk | dan isi kan yang
book warna [ kan dan an pada pocket e- ditampilk
pada padaisi | tulisan |[isi book an pada
samp | pocket pocket e- isi
ul dan |e-book book pocket e-
isi book
pocke
te-
book
3| Naomi Mahas 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 | Kesalah | Layak 44
popa kadi iswa an digunak
wanno pengetik | an
an perlu | setelah
diperhati | revisi
kan.
4| Ni Made Mahas 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 | Sebaikn | Layak 48
Dwina iswa ya digunak
Meidayanti diberika | an
njuga setelah
penjelas | revisi
an
materi
secara
umum
5[ Vidia Mahas 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 | Ada Layak 48
Anting iswa beberap | digunak
Wulandari a kata an
salah setelah
ketik revisi




No | Nama Status | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bahasa |8. 9. Cara 10. Saran Kesimp Skor
Tampi | Keses |Kejelas | Kesesu |Kejelasa | Kejelasan | yang Ketepatan | penjelasa | Kesesuai ulan
lan uaian |an aian n ejaan informasi | digunakan |penulisan | n materi an materi
desain | dan gambar | tata dan teks | pada kata dan yang dan
pocke | kesera [yang letak yang sampul kalimat disampai | gambar
te- sian ditampil | gambar [ditampilk | dan isi kan yang
book warna [ kan dan an pada pocket e- ditampilk
pada padaisi | tulisan |[isi book an pada
samp | pocket pocket e- isi
ul dan |e-book book pocket e-
isi book
pocke
te-
book
Total 228
Skor
Rata- 45,6
rata

Skor




HASIL VALIDASI SOAL HIMPUNAN DAN LOGIKA

No| Nama Status | 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa | Saran Kesimp Skor
Kejela |Kejela | Kalimat | Relevan |Bahasa yang yang ulan
san san tidak si soal yang digunaka |digunakan
petunj |setiap | bermak | dengan |digunaka | n efektif berdasark
uk butir na materi n mudah an EYD
pengi |soal ganda dipahami
sian
soal
1| Dr. | Gst Ahli 5 4 5 5 5 5 5 | Pertany | Layak 34
Ayu Pt aan digunak
Arya setiap an
Wulandari, sub setelah
S.Si., materi revisi
M.Pd. sebaikn
ya
dijabark
an
masing-

masing




No| Nama Status | 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa | Saran Kesimp Skor
Kejela | Kejela | Kalimat | Relevan | Bahasa yang yang ulan
san san tidak si soal yang digunaka | digunakan
petunj | setiap | bermak | dengan | digunaka | n efektif berdasark
uk butir na materi n mudah an EYD
pengi | soal ganda dipahami
sian
soal
2| Putu Sejaw 5 4 5 5 4 5 4 | Soal Layak 32
Ledyari at terkait digunak
Noviyanti, jenis an
S.Pd., himpuna | setelah
M.Pd. n kurang | revisi
jelas
maksud
nya
Total 66

Skor




No |[Nama Status 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa $aran Kesimp $kor

Kejela | Kejela | Kalimat | Relevan | Bahasa yang yang ulan

san san tidak si soal yang digunaka | digunakan

petunj | setiap | bermak | dengan | digunaka | n efektif berdasark

uk butir na materi n mudah an EYD

pengi | soal ganda dipahami

sian

soal
Rata- 33
rata

Skor




HASIL VALIDASI ANGKET MINAT BELAJAR

No| Nama Status | 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa | Saran Kesimp Skor
Kejela |Kejela | Kalimat | Relevan |Bahasa yang yang ulan
san san tidak si yang digunaka |digunakan
petunj |setiap | bermak |angket |digunaka | n efektif berdasark
uk butir na dengan |n mudah an EYD
pengi |angke | ganda tujuan dipahami
sian t pengisi
angke an
t
1| Dr. | Gst Ahli 5 5 5 5 5 5 5 Layak 35
Ayu Pt digunak
Arya an
Wulandari, tanpa
S.Si., revisi

M.Pd.




No| Nama Status | 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa $aran Kesimp Skor
Kejela | Kejela | Kalimat | Relevan | Bahasa yang yang ulan
san san tidak si yang digunaka | digunakan
petunj | setiap | bermak | angket | digunaka | n efektif berdasark
uk butir na dengan | n. mudah an EYD
pengi | angke | ganda tujuan dipahami
sian t pengisi
angke an
t
2| Putu Sejaw 5 5 5 5 5 5 5 Layak 35
Ledyari at digunak
Noviyanti, an
S.Pd., tanpa
M.Pd. revisi
Total 70

Skor




No [ Nama Status | 1. 2. 3. 4, 5. 6. Bahasa | 7. Bahasa | Saran Kesimp Skor

Kejela |Kejela | Kalimat | Relevan |Bahasa yang yang ulan

san san tidak si yang digunaka |digunakan

petunj |setiap | bermak | angket |digunaka | n efektif berdasark

uk butir na dengan [n mudah an EYD

pengi |angke | ganda tujuan dipahami

sian t pengisi

angke an

t
Rata- 35
rata

Skor




LAMPIRAN 9
HASIL UJICOBA
TES PEMAHAMAN KONSEP

348



HASIL UJI COBA SOAL

Nama NPM Subjek
Azura Ningrum Septi Utami 2101842020016 | SU1l
Ida Bagus Krisna Indira Putra 2101842020015 | SU2

| Gede Bayu Mahendra 2101842020011 | SU3
Wijaya

Komang Yuda Kurniawan 2101842020013 | su4
Orniati Ounga 2101842020012 | SU5
Margareta Tamo Ina 2101842020009 | SU6
Ni Nyoman Ari Laksmi 2001842020011 | SU7
Ayu Dewi Chandra 2001842020005 | SU8
Pradnyanita

Kadek ovy varera sera wilani 2001842020003 | SU9
Ni Putu Riska Utari 2001842020002 | SU10
maharani yulinda pandango 2001842020017 | SU11
Leba Ngongo Kadu 2001842020012 | SU12
| Putu Dimas Sedana Arta 2101842020001 | SU13
Kalvin Luther Lakama 2101842020018 | SU14




Subjek H1 H2 | H3 | H4 H5 | H6 | H7 H8 | H9 H10| H11| H12| H13| H14| H15| Total Skor
Sul 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
SuU2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 145
SuU3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
Su4 10 10 10 10 5 10 10 10 5 5/ 10 5 5 10 120
SuU5 10 5 10 10 5 10 10 10 10 110
SuU6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 115
Su7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 145
SuU8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 145
SuU9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
SuU10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 135
SuUl1l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 70
SuU12 70
SuU13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150
Sui4 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 115
R 0,82 0,84 0,85 0,82 0,85 0,77 0,82| 0,85| 0,85| 0,49] 0,76] 0,8| 0,79| 0,79 0,93




Total

Subjek L1 L2 L3 L4 LS L6 L7 L8 Skor

Sul 10 10 10 10 10 10 10 10 80
SuU2 10 10 5 5 10 10 10 10 70
SuU3 10 10 10 10 10 10 10 10 80
Su4 5 10 30
SuU5 5 5 5 10 5 45
SuU6 10 5 45
Su7 10 10 10 10 10 10 10 10 80
SuU8 10 10 10 10 10 10 10 10 80
SuU9 10 10 10 10 10 10 10 10 80
SuU10 10 45
SuUl1l 0 35
Su12 20
SuU13 10 10 10 10 10 10 10 10 80
SuUl4 5 5 5 5 10 5 5 5 45
R 0,97 0,97 0,94 0,7 0,8 0,95 0,73 0,96




LAMPIRAN 10
HASIL PRE-TEST PEMAHAMAN KONSEP
DAN ANGKET MINAT BELAJAR

349



HASIL PRE-TEST PEMAHAMAN KONSEP

Nama NPM Subjek
Magdalena Ngongo 2101842020017 | SP1
Karolina Mali 2101842020010 | SP2
Adelvina Dewanti Dena 2101842020014 | SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia 2101842020002 | SP4
Ribka Dwi Anggraini 2101842020006 | SP5
Ni Putu Dhila Puspita 2101842020005 | SP6
Valusa Helena Nono 2001842020015 | SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO 2001842020014 | SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni 2001842020004 | SP9
Si Ayu Yogi Iswari 2001842020001 | SP10
Gabriel Natali 2001842020007 | SP11
Siva santhi 2001842020010 | SP12
Putu Ayu Krisnayani 2101842020008 | SP13
Najwa Rizqgi Lugman 2101842020004 | SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia 2101842020003 | SP15
Getsia Umbu Deta 2001842020016 | SP16
Putu Desymitha Putri Dewi 2001842020006 | SP17
Ni Made Hermayanti 2001842020008 | SP18




Total

Subjek H1| H2| H3| H4| H5| H6| H7| H8| H9| H10| H11| H12| H13| H14| Hi5] L1] L2| L3|] L4| L5 L6 L7| L8| Skor Nilai
SP1 10| 5| 10| 10| 5| 10| 10 5/ 10| 10 5 5( 5/ 5[ 10 5| 5 155 67,4
SP2 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10 5 5 5 5 5] 10f 5| 5/ 5 160 69,6
SP3 10| 5| 10| 10| 5| 10| 10 5| 10| 10 5 10 155 67,4
SP4 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10/ 10f 10f 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8
SP5 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10 10| 10f 10| 10 10| 10 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP6 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10f 10| 10 10| 10( 10/ 10 10| 10 10| 10 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8
SP7 5/ 51 5| 5| 5/ 5] 5 5 5 5 5 5] 5 5[ 0 105 45,7
SP8 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10 10 160 69,6
SP9 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10 5 10/ 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8
SP10 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10f 10| 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP11 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10( 10| 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP12 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10/ 10/ 10f 10f 10f 10] 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP13 10 10| 10| 10 10| 10 10 10 10 10 150 65,2
SP14 10 10| 10| 10 10| 10 10 5 5[ 10 5 5 100 0Of o] O 5[ 10 150 65,2
SP15 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10/ 10/ 10{ 10f 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP16 5/ 5/ 5/ 5/ 5[ 5/ 5/ 5 5 5 5 5 5 of o of o 5 5 5 5 O 90 39,1
SP17 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10 10| 10( 10/ 10 10| 10 10| 10 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8
SP18 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10 10| 10f 10/ 10 10| 10 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8

Rata-rata 82.1

Nilai




HASIL PRE-TEST ANGKET MINAT BELAJAR

Nama NPM Subjek
Magdalena Ngongo 2101842020017 | SP1
Karolina Mali 2101842020010 | SP2
Adelvina Dewanti Dena 2101842020014 | SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia 2101842020002 | SP4
Ribka Dwi Anggraini 2101842020006 | SP5
Ni Putu Dhila Puspita 2101842020005 | SP6
Valusa Helena Nono 2001842020015 | SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO 2001842020014 | SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni 2001842020004 | SP9
Si Ayu Yogi Iswari 2001842020001 | SP10
Gabriel Natali 2001842020007 | SP11
Siva santhi 2001842020010 | SP12
Putu Ayu Krisnayani 2101842020008 | SP13
Najwa Rizgi Lugman 2101842020004 | SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia 2101842020003 | SP15
Getsia Umbu Deta 2001842020016 | SP16
Putu Desymitha Putri Dewi 2001842020006 | SP17
Ni Made Hermayanti 2001842020008 | SP18




Subjek | 1. Saya 2. 3. Saya 4. Saya 5. Saya 6. Saya 7. Saya 8. Soal-soal 9. Saya 10. Saya Total
senang Himpunan merasa tidak selalu mempelajari | selalu himpunan sering selalu Skor
belajar dan Logika |waktu terbebani | meluangkan | materi mencari dan logika mengerjakan | menjawab
himpunan | merupakan |cepat ketika waktu himpunan sumber selalu latihan soal soal-soal
dan logika [ materi yang | berlalu belajar membaca dan logika lain menarik himpunan himpunan
karena mudah saat materi materi sebelum sebagai untuk dan logika di | dan logika
berkaitan | dipahami belajar himpunan |himpunan pelaksanaan |bahan diselesaikan. [ rumah dengan
dengan himpunan |dan logika |dan logika tes referensi benar
kehidupan dan logika belajar
sehari-hari himpunan

dan logika

SP1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29

SP2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28

SP3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29

SP4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38

SP5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

SP6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41

SP7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29

SP8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 28

SP9 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 43

SP10 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 42

SP11 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38

SP12 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38

SP13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29

SP14 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28

SP15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47

SP16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29




Subjek | 1. Saya 2. 3. Saya 4. Saya 5. Saya 6. Saya 7. Saya 8. Soal-soal 9. Saya 10. Saya Total
senang Himpunan merasa tidak selalu mempelajari | selalu himpunan sering selalu Skor
belajar dan Logika |waktu terbebani | meluangkan | materi mencari dan logika mengerjakan | menjawab
himpunan | merupakan |cepat ketika waktu himpunan sumber selalu latihan soal soal-soal
dan logika [ materi yang | berlalu belajar membaca dan logika lain menarik himpunan himpunan
karena mudah saat materi materi sebelum sebagai untuk dan logika di | dan logika
berkaitan | dipahami belajar himpunan |himpunan pelaksanaan |bahan diselesaikan. [ rumah dengan
dengan himpunan |dan logika |dan logika tes referensi benar
kehidupan dan logika belajar
sehari-hari himpunan

dan logika
SP17 4 4 4 4 3 34
SP18 5 5 4 3 43
Rata-rata 35,2

Skor




LAMPIRAN 11
HASIL POST-TEST PEMAHAMAN KONSEP
DAN ANGKET MINAT BELAJAR

350



HASIL POST-TEST PEMAHAMAN KONSEP

Nama NPM Subjek
Magdalena Ngongo 2101842020017 | SP1
Karolina Mali 2101842020010 | SP2
Adelvina Dewanti Dena 2101842020014 | SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia 2101842020002 | SP4
Ribka Dwi Anggraini 2101842020006 | SP5
Ni Putu Dhila Puspita 2101842020005 | SP6
Valusa Helena Nono 2001842020015 | SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO 2001842020014 | SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni 2001842020004 | SP9
Si Ayu Yogi Iswari 2001842020001 | SP10
Gabriel Natali 2001842020007 | SP11
Siva santhi 2001842020010 | SP12
Putu Ayu Krisnayani 2101842020008 | SP13
Najwa Rizqgi Lugman 2101842020004 | SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia 2101842020003 | SP15
Getsia Umbu Deta 2001842020016 | SP16
Putu Desymitha Putri Dewi 2001842020006 | SP17
Ni Made Hermayanti 2001842020008 | SP18




Total

Subjek H1| H2| H3| H4| H5| H6| H7| H8| H9| H10| H11| H12| H13| H14| Hi5] L1] L2| L3|] L4| L5 L6 L7| L8| Skor Nilai
SP1 10| 10| 10| 5| 10| 10| 5| 10| 10 5/ 10| 10 5 5 10/ 10f 5] 5[ 5| 10 5| 5 175 76,1
SP2 5( 5| 10( 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10/ 10f 10/ 10 5 5/ 5/ 5| 5] 10| 5| 5| 5 175 76,1
SP3 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10( 10f{ 10| 10f 10| 10 10| 10( 10| 10| 10| 10| 10{ 10 225 97,8
SP4 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10/ 10f 10f 10f 10f 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP5 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10 10| 10f 10| 10 10| 10 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP6 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10{ 10| 210f 10| 10 10| 10 10| 10 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP7 10| 10| 5| 10| 10| 10f 5 5| 10f 10f 10| 10f 10| 10 5 5] 5 5[ 5 170 73,9
SP8 5( 5| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10f 10| 10 10 5 5 10 170 73,9
SP9 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10 5 10/ 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 225 97,8
SP10 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10f 10| 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP11 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10( 10| 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP12 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10/ 10/ 10f 10f 10f 10] 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP13 10 10| 10| 10 10| 10| 10f 10f 10f 10| 10| 10 10 10 170 73,9
SP14 10 10| 10| 10 10| 10f 10/ 10( 10/ 10f 10| 10 100 0Of o] O 5[ 10 170 73,9
SP15 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10/ 10/ 10{ 10f 10f 10| 10 10| 10( 10| 10( 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP16 10| 10| 10| 10| 10| 5| 5| 5 5 5 5 5 5 5 101 10f 5| 5[ 5 5/ 5] 5/ 5 150 65,2
SP17 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10{ 10| 10f 10| 10 10| 10 10| 10 10| 10{ 10| 10| 10 230 100
SP18 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10| 10f 10f 10| 10f 10|/ 10 10| 10 10| 10 10| 10{ 10| 10| 10 230 100

Rata-rata 894

Nilai




HASIL POST-TEST ANGKET MINAT BELAJAR

Nama NPM Subjek
Magdalena Ngongo 2101842020017 | SP1
Karolina Mali 2101842020010 | SP2
Adelvina Dewanti Dena 2101842020014 | SP3
Ida Ayu Kade Citra Astrilia 2101842020002 | SP4
Ribka Dwi Anggraini 2101842020006 | SP5
Ni Putu Dhila Puspita 2101842020005 | SP6
Valusa Helena Nono 2001842020015 | SP7
SARDIANTI RENDA NGONGO 2001842020014 | SP8
Ni Made Rahayu Sri Wahyuni 2001842020004 | SP9
Si Ayu Yogi Iswari 2001842020001 | SP10
Gabriel Natali 2001842020007 | SP11
Siva santhi 2001842020010 | SP12
Putu Ayu Krisnayani 2101842020008 | SP13
Najwa Rizqgi Lugman 2101842020004 | SP14
Dewa Ayu Putu Tyas Yuli Adelia 2101842020003 | SP15
Getsia Umbu Deta 2001842020016 | SP16
Putu Desymitha Putri Dewi 2001842020006 | SP17
Ni Made Hermayanti 2001842020008 | SP18




Subjek | 1. Saya 2. 3. Saya 4. Saya 5. Saya 6. Saya 7. Saya 8. Soal-soal 9. Saya 10. Saya Total
senang Himpunan | merasa tidak selalu mempelajari selalu himpunan sering selalu Skor
belajar dan Logika |waktu terbebani | meluangkan | materi mencari dan logika mengerjakan | menjawab
himpunan | merupakan |cepat ketika waktu himpunan dan | sumber selalu latihan soal soal-soal
dan logika | materi berlalu belajar membaca logika lain menarik himpunan himpunan
karena yang saat materi materi sebelum sebagai untuk dan logika di | dan
berkaitan mudah belajar himpunan | himpunan pelaksanaan bahan diselesaikan. | rumah logika
dengan dipahami himpunan | dan dan logika tes referensi dengan
kehidupan dan logika | logika belajar benar
sehari- himpunan
hari dan logika

SP1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 35

SP2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 32

SP3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 35

SP4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39

SP5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41

SP6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41

SP7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31

SP8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31

SP9 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 44

SP10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43

SP11 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39

SP12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39

SP13 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 33

SP14 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 35

SP15 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 47

SP16 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35




Subjek | 1. Saya 2. 3. Saya 4. Saya 5. Saya 6. Saya 7. Saya 8. Soal-soal 9. Saya 10. Saya Total
senang Himpunan | merasa tidak selalu mempelajari selalu himpunan sering selalu Skor
belajar dan Logika |waktu terbebani | meluangkan | materi mencari dan logika mengerjakan | menjawab
himpunan | merupakan |cepat ketika waktu himpunan dan | sumber selalu latihan soal soal-soa
dan logika | materi berlalu belajar membaca logika lain menarik himpunan himpunan
karena yang saat materi materi sebelum sebagai untuk dan logika di | dan
berkaitan mudah belajar himpunan | himpunan pelaksanaan bahan diselesaikan. | rumah logika
dengan dipahami himpunan | dan dan logika tes referensi dengan
kehidupan dan logika | logika belajar benar
sehari- himpunan
hari dan logika

SP17 4 4 4 4 4 4 38

SP18 5 5 5 4 3 4 4 4 44

Rata-rata
37,9

Skor




